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ABSTRAK

Nama : Eny Rofi’atul Ngazizah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Ketentuan Prinsip

Keterbukaan Informasi dalam Kegiatan Backdoor Listing
melalui Reverse Takeover (Studi Kasus PT Myoh
Technlogy Tbk., sekarang PT Samindo Resources, Tbk.)

Skripsi ini membahas masalah aksi go public melalui backdoor listing. Go Public
merupakan keinginan hampir seluruh perusahaan privat karena perusahaan
membutuhkan modal untuk memperluas usahanya dengan tujuan meningkatkan
keuntungan. Opsi pendanaan perusahaan, salah satunya adalah melalui listing di
Pasar Modal karena jauh lebih menguntungkan dari pada mengajukan kredit
perbankan atau alternatif pembaiayaan lain. Status listed di bursa memberikan
banyak kelebihan, diantaranya (1) akses ke pasar modal dan biaya yang lebih
sedkiti; (2) meningkatkan reputasi dan profil perusahaan; (3) likuiditas perusahaan
terjamin; dan (4) penggunaan saham untuk membayar akuisisi dan ativitas-
aktivitas lain. Akan tetapi Initial Public Offering (IPO) sebagai syarat menjadi
perusahaan public merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya. Ternyata
terdapat alternatif cara menjadi perusahaan terbuka tanpa melalui IPO, yaitu
perusahaan yang sudah listed diakuisisi oleh perusahaan privat. Setelah akuisisi,
perusahana privat akan menjadi pengendali perusahaan publik dan secara tidak
langsung menjadi perusahaan publik. Go public dengan cara ini dikenal dengan
istilah backdoor listing. Di dalam Pasar Modal Indonesia, belum ada pengaturan
yang spesifik mengatur backdoor listing sekalipun praktek ini sudah sering
dilakukan melalui akuisi dan tunduk pada ketentuan akuisisi perusahaan. Namun,
pemotongan prosedur IPO tetap membutuhkan pengaturan lebih lanjut lagi
terutama pengaturan yang mengatur keterbukaan informasi untuk melindungi
investor.

Kata kunci:
Backdoor listing, prinsip keterbukaan informasi, reverse takeover.
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ABSTRACT

Name : Eny Rofi’atul Ngazizah
Major : Law
Title : Juridical Analysis of Fulfillment of Disclosure Information

Principle in Backdoor Listing Activity through Reverse Takeover.
(Case Study PT Myoh Technology, Tbk., now PT Samindo
Resources, Tbk).

This thesis concerning on going public by backdoor listing. Going Public is the

dream of many private companies because they need to raise capital to expand

their business for raising much profit. Fundind options to company for raising

capitals, one of many options is by listed in capital market because it is more

profitable for gaining investors than propose credit to the bank for financing, or

others alternative funding. The listing status brings a lot of advantages to the

company. Some of the advanteges include (1) access to capital markets and lower

cost of capital; (2) enhanced company reputation and profile; (3) providing

liquidity for owners to cash out; and (4) use of stock to pay for acquisitions, and

etc. However going public by Initial Public Offering (IPO) is also costly process

and alternative routes for going public are also available. It is called backdoor

listing. Backdoor listing is a technique in which public company is acquired by

privat company as the public company is the shell or defunct company. As a

result, the private company becomes public by obtaining control of the public

company. In Indonesian capital market, there are no specific regulation

concerning on backdoor listing activity even though this practice is often done

through the acquisition and subject to the provisions of company acquisition.

However, it cuts IPO procedures and still requires further regulation, especially

regulation concerning on disclosure information to protect investors.

Key words : Backdoor listing, disclosure information principle, reverse

takeover.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian akibat globalisasi membawa dampak yang 

serius bagi pelaku ekonomi, khususnya investor yang ingin melakukan perluasan 

usaha. Investor, dalam hal ini perusahaan ingin melakukan perluasan usaha 

dengan menggali dana masyarakat. Peningkatan kegiatan ekspansi perusahaan-

perusahaan, baik dalam skala nasional maupun internasional, membutuhkan dana 

yang besar sekali. Sehingga perusahaan-perusahaan semakin giat mencari sumber-

sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah besar. Pasar modal 

merupakan tempat yang tepat bagi investor untuk menjaring modal melalui aksi 

korporasi. Jika perusahaan mengajukan penambahan dana melalui bank, akan 

dicatat sebagai utang yang akan menambah beban perusahaan yang berakibat pada 

berkurangnya modal. Sedangkan jika perusahaan menambah modalnya melalui 

pasar modal, hal ini akan menambah jumlah modal perusahaan karena akhirnya 

investor yang menanam modalnya di perusahaan tersebut akan menjadi salah satu 

dari stakeholders perusahaan, yaitu pemegang saham yang memiliki hak 

kepemilikan atas perusahaan tersebut. Artinya, perusahaan tersebut telah dimiliki 

oleh publik atau masyarakat. 

Syarat Perusahaan menggalang dana dari masyarakat sebagai modal, harus 

melakukan emisi efek melalui Penawaran Umum Perdana atau yang dikenal 

dengan Initial Public Offering (IPO). Emisi Efek  dapat diartikan sebagai suatu 

aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk 

pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat 

melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.
1
 Alasan utama 

Emiten melakukan kegiatan Penawaran Umum adalah alasan yang sifatnya 

ekonomis, yaitu mendapatkan dana, baik untuk pengembangan perusahaan atau 

membayar utang perusahaan. Alasan ini menjadi alasan utama karena penawaran 

umum dianggap sebagai cara mendapatkan dana yang relatif murah, dibandingkan 
                                                           

 
1
 M. Irsan Nasarudin, et. al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Penerbit 

Kencana, 2010), hal 213.  
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2 

 

UNIVERSITAS INDONESIA 
 

dengan pendanaan dari sumber lain seperti perbankan. Pendanaan yang berasal 

dari Pasar modal tidak hanya diperoleh sekali saja saat Penawaran Umum, 

melainkan pada masa yang akan datang perusahaan tetap dapat mendapatkan dana 

dari masyarakat melalui penawaran umum terbatas atau mengeluarkan surat 

hutang (obligasi). 

Penawaran umum juga merupakan cara untuk meningkatkan publisitas 

perusahaan. Hal ini bukan saja karena sebelum penawaran umum emiten harus 

mengiklankan diri dengan mengeluarkan prospektus dan melakukan road show 

untuk menjual efeknya, tetapi juga karena perusahaan yang melakukan penawaran 

umum akan terus terpublikasi, baik dengan adanya quotation yang terus menerus 

atas harga efek perusahaan di bursa, tetapi juga karena perusahaan publik akan 

lebih mendapatkan porsi pemberitaan di media massa dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang belum melakukan penawaran umum. Selain bursa, harga saham 

perusahaan tersebut juga dimumkan atau dicantumkan dalam media lainnya 

seperti surat kabar atau televisi.
2
 

Akibat lebih lanjut dari ini adalah perusahaan mendapatkan promosi gratis 

secara terus menerus, baik untuk produk maupun image perusahaan di 

masyarakat. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada perusahaan-perusahaan publik 

seperti PT Astra International, Tbk. atau PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

Dengan mendengar nama kedua perusahaan ini, masyarakat akan segera 

mengasosiasikan dengan produk perusahaan tersebut, yaitu masing-masing 

kendaraan bermotor dan mie siap saji (mie instan). Akhirnya pengamat dan analis 

keuangan juga akan secara berkala melakukan observasi dan penulisan atas 

keadaan perusahaan, baik untuk kepentingan masyarakat secara umum maupun 

untuk kepentingan investor yang aktif berinvestasi di pasar modal. Analisa ini 

tentunya tidak hanya menyangkut hal-hal yang baik dari perusahaan tetapi juga 

atas hal-hal lain yang kurang. Tulisan ini akan memacu direksi perusahaan untuk 

menjalankan perusahaannya dengan cara yang makin baik, dan pada akhirnya juga 

                                                           
 
2
  Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: PT Tatanusa, 2010), hal 

21-22.  
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akan meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang dijalankan dengan 

prinsip-prinsip good governance.
3
 

Selain berbagai macam keuntungan yang diperoleh perusahaan yang 

melakukan go public, ternyata memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya:
4
 

1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran 

umum. 

2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban 

berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala. 

3. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen, karena terjadi dilusi 

kepemilikan saham. 

4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan 

pembagian dividen. 

5. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat 

sesuai dengan perhitungan perusahaan. 

Hal yang paling terasa adalah biaya yang dilakukan untuk melakukan IPO 

juga sangat besar karena memerlukan keterlibatan profesi penunjang Pasar Modal 

seperti akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang 

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
5
 Rantai birokrasi mulai dari proses 

persiapan serta tahapan perijinannya cukup panjang serta melibatkan banyak 

pihak atau lembaga terkait. Sebagai solusi dari kendala ini, para pelaku usaha 

telah menemukan berbagai strategi untuk memperoleh segala keuntungan di Pasar 

Modal layaknya perusahaan publik, namun tanpa perlu melakukan Penawaran 

Umum yang memakan biaya besar dan waktu yang berbelit-belit. Adanya pilihan 

ini sangat menguntungkan bagi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia 

tetapi terkendala oleh beberapa peraturan yang harus dipenuhi sebelumnya. 

                                                           
 
3
 Balfas., loc cit. hal 22. 

 
4
 Nasarudin, et. al., op. cit. hal 216. 

 
5
 Indonesia (a), Undang-undang tentang Pasar Modal, UU No.  8 Tahun 1995, LN No. 

64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Pasal 64. 
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Kendala yang akan dihadapi oleh investor asing, dalam hal ini adalah 

Perusahaan Asing yaitu adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal asing wajib 

dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan 

di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-undang.
6
 Penanaman modal asing tersebut dapat dilakukan dengan:

7
 

a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 

b. Membeli saham; 

c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undang. 

Proses pendirian Perseroan Terbatas memakan waktu yang lama, begitu 

juga dengan proses melakukan Penawaran Umum Perdana, sehingga pilihan untuk 

mencari alternatif investasi yang singkat dan menguntungkan menjadi prioritas 

perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Salah satu solusi alternatif 

yang paling populer adalah pengambilalihan perusahaan publik yang tercatat di 

bursa oleh perusahaan yang belum go public. Strategi ini disebut dengan istilah 

backdoor listing dengan cara melakukan akuisisi. Dengan melakukan akuisisi atas 

perusahaan publik, suatu perusahaan yag belum go public dapat menikmati 

berbagai keuntungan layaknya perusahaan publik tanpa perlu melakukan 

Penawaran Umum Perdana, sehingga beban biaya yang harus dikeluaran jauh 

lebih rendah, proses lebih cepat, tidak banyak menyita perhatian manajemen 

perusahaan, dilusi kepemilikan saham dapat diminimalisir, serta tidak 

diperlukannya penjamin emisi (underwriter).
8
 Oleh karena itu, pelaku backdoor 

listing ini kebanyakan adalah investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia 

                                                           
 

6
 Indonesia (b), Undang-undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN 

No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 5 ayat 2. 

 
7
 Ibid., Pasal 3. 

 
8
 David N. Feldman, Reverse Mergers: Taking A Company Public Without an IPO, (New 

York: Bloomberg Pres, 2006), hal. 23-28. 
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akan tetapi terkendala prosedur dan kelayakan untuk menjadi perusahaan 

terbuka.
9
 

Praktik bakcdoor listing yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi pada 

PT Indocitra Finance Tbk (INCF). Pada September 2010, sebanyak 48,83% 

saham PT Indocitra Finance Tbk (INCF) dibeli PT Inkapita Partnes. Tidak lama 

berselang, INCF mengganti haluan bisnis dari perusahaan pembiayaan menjadi 

perusahaan perdagangan dan kosntruksi dan bersalin nama menjadi PT Amstelco 

Indonesia Tbk. ini mengindikasikan Inkapita adalah kepanjangan tangan dari 

Amstelco Plc, perusahaan minyak dan gas asal Inggris. Aksi backdoor listing 

terlihat saat INCF menerbitkan saham baru senilai Rp 5,1 triliun. Uang hasil 

penerbitan saham baru tersebut digunakan untuk membeli saham Amstelco Plc 

dan PT Amstelco Energy Resources. Harapan yang timbul dari pihak manajemen, 

aksi ini bisa menolong kinerja INCF yang masih menderita rugi bersih per 

semester I-2011. Sedangkan hingga akhir 2010, emiten ini membukukan ekuitas 

negatif sebesar Rp 29,15 miliar.
10

 

Terjadi juga praktik backdoor listing pada Royal Oak Development Asia 

Tbk (RODA). Pada awal September 2011, manajemen RODA mengabarkan 

bahwa Pikko Land Corporation, anak usaha Grup Pikko, mengakuisisi 68,01% 

saham mereka dari tangan Forever Prosperous Pte Ltd. Nilai akuisisinya Rp 2,06 

triliun atau Rp 225 per saham. Melalui aksi backdoor listing, Grup Pikko dapat 

lebih leluasa mengembangkan bisnis properti yang juga digeluti oleh RODA. 

Beberapa proyek properti yang ditangani Grup Piko adalah Sahid Sudirman 

Jakarta, Maple Park Kemayoran, dan Signature Park Grande. Mereka juga giat 

membidik pasar properti kelas menengah ke bawah. Grup Pikko ini seperti 

menjadi Dewa Penyelamat bagi RODA. Pasalnya, meski sama-sama menggeluti 

besnis properti, kinerja RODA dipenuhi angka merah. Sepanjang enam bulan 

pertama tahun 2011, RODA membukukan rugi bersih sebesar Rp 2,21 miliar. 

                                                           
 
9
 Kontan Weekly : 01 XVI 2011, Page 12, 

http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=55368&startpage=page0000012, diakses pada 

tangal 29 Februari 2012. 

 
10

 Ibid. 
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Jumlah kerugian itu lebih besar dari kerugian pada periode yang sama 2010 

sebesar Rp 1,18 miliar.
11

 

Kasus yang sedang hangat terjadi adalah PT Myoh Technology (MYOH) 

yang akan menerbitkan saham baru. Pembeli siaga saham baru yang akan 

diterbitkan adalah Samtan Co Ltd., korporasi asal Korea Selatan yang merupakan 

pemilik Sims Jaya. Peneriban saham baru tersebut akan dipergunakan untuk 

mengakuisisi saham PT Sims Jaya Kaltim. Pemilik PT Sims Jaya Kaltim ini 

adalah Samtan Co Ltd. Secara tidak langsung Samtan akan menjadi pengendali 

MYOH dan secara tidak langsung memiliki akses untuk mendapatkan modal 

melalui Bursa Efek Indonesia. Melalui aksi korporasi yang dilakukan oleh 

Perusahaan asing menunjukkan bahwa Pasar Modal merupakan alat yang efektif 

untuk mengendalikan perusahaan yang berada di lintas batas negara tanpa harus 

melakukan pembentukan padan hukum baru di negara tujuan. Bahkan pada 

berbagai bursa efek, berlaku aturan bahwa bila sebuah perusahaan yang listed di 

bursa diakuisisi oleh perusahaan yang non-listed, dan mengakibatkan 

penggabungan usaha (backdoor listing), maka perusahaan yang diakuisisi tersebut 

otomatis mengalami delisted.
12

 Akan tetapi transaksi backdoor listing ini begitu 

riskan karena memotong banyak prosedur dan mekanisme yang seharusnya 

dijalankan oleh suatu perusahaan tertutup yang ingin menjadi perusahaan terbuka. 

Sayangnya, sampai saat ini, belum terdapat pengaturan dalam bidang pasar modal 

tentang dilakukannya backdoor listing melalui reverse takeover. Belum adanya 

pengaturan sebagaimana terkait backdoor listing ini, padahal aksi korporasi ini 

sudah banyak terjadi.
13

 

 

 

                                                           
 
11

 Ibid. 

 
12

 Hasan Zein Mahmud, “Kasus Pikko: Akankah Terulang Lagi?”, 

http://www.tempo.co.id/ang/min/02/08/kolom1.htm, terakhir kali diakses tanggal 27 Mei 2012. 

 
13

 “Aturan Detail Backdoor Listing Belum Ada,” http://m.koran-

jakarta.com/?id=89935&mode_beritadetail=1, 22 Mei 2012. 
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1.2 Pokok Permasalahan 

1. Bagaimanakah pengaturan backdoor listing yang dilakukan di Pasar 

Modal? 

2. Bagaimanakah prinsip keterbukaan informasi dalam backdoor listing 

dapat dipenuhi? 

3. Apakah backdor listing yang dilakukan oleh Samtan Co. Ltd terhadap 

MYOH sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di 

Pasar Modal? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui bagaimana pengaturan backdoor listing yang dilakukan di 

Pasar Modal. 

2. Menganalisa bagaimana pemenuhan prinsip keterbukaan informasi 

dapat dalam aktifitas backdoor listing. 

3. Menganalisa apakah backdor listing yang dilakukan oleh MYOH 

sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di Pasar 

Modal. 

1.4 Definisi Operasional 

 Dalam penulisan ini terdapat beberapa definisi yang perlu dijelaskan 

secara lebih terperinci. Penjelasan dimaksudkan untuk memberikan definisi atau 

pengertian yang sama tentang konsep yang berhubungan dengan perusahaan yang 

melakukan backdoor listing melalui akuisisi. Definisi operasional yang digunakan 

dalam penulisan ini berasal dari internet, undang-undang, dan tenaga ahli. 

 Agar tidak mengalami perbedaan pemahaman mendasar terhadap 

terminologi, maka pemakaian istilah-istilah dalam skripsi ini akan penulis 

jabarkan sebagai berikut: 
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1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
14

 

2. Efek adalah surat berharga, yaoti surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit pernyertaan kontrak 

investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari 

efek.
15

 

3. Emisi adalah aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek 

tertentu untuk pertama kali dan melakukan pendistribusian efek itu kepada 

masyarakat melalui Penawaran Umum dengan maksud menghimpun 

modal.
16

 

4. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
17

 

5. Go Public adalah Proses transformasi sebuah perusahaan tertutup menjadi 

perusahaan terbuka, meliputi perubahan model pengelolaan usaha yag 

tadinya diwarnai dengan kepentingan pemegang saham utama mnejadi 

untuk kepentingan pemegang saham independen atau minoritas, serta dari 

sifat dan budaya perusahaan yang tertutup menjadi terbuka dan 

transparan.
18

 

6. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham 

yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli efek baru, 

termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham, dan 

warran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dan 

dapat dialihkan.
19

 

                                                           
 
14

 Indonesia (a)., op. cit., Pasal 1 angka 4. 

 
15

 Ibid., Pasal 1 angka 5.  

 
16

 Nasarudin, et. al., op. cit. hal 213 

 
17

 Indonesia (a)., loc. cit., Pasal 1 angka 6. 

 
18

 Indra Safitri, “Go Public BUMN dan Upaya Membangun Kepercayaan Publik,” 

Kompas, (12 Juli 2003): 6. Dalam rangka go public, suatu perusahaan tertutup harus melakukan 

Penawaran Umum Perdana. 
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7. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran 

Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yag berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek.
20

 

8. Penawaran Tender adalah penawaran melalui media massa untuk 

memperoleh Efek Bersifat Ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran 

dengan efek lain.
21

 

9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yan dilakukan oleh 

emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata vcara yang 

diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan 

pelaksananya.
22

 

10. Pencatatan (Listing) adalah pencatatan umum suatu Efek dalam daftar 

Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
23

 

11. Backdoor Listing adalah upaya suatu perusahaan untuk memperoleh akses 

ke pasar modal dan bursa dengan segala fasilitasnya secara tidak langsung, 

namun hal ini dilakukan tidak melalui Penawaran Umum Perdana, 

melainkan melalui perusahaan lain yang sudah listing di bursa.
24

 

                                                                                                                                                               
 
19

 Badan Pengawas Pasar Modal (a), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Kep. No. 26/PM/2003 

tanggal 17 Juli 2003, lampiran angka 1 huruf a. 

 
20

 Indonesia (a), op. cit., pasal 1 angka 13. 

 
21

 Badan Pengawas Pasar Modal (b), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan tentang Penawaran Tender, Kep. No. 04/PM/2002 tanggal 3 April 2002, 

lampiran 1 huruf d. 

 
22

 Indonesia (a). loc. cit., pasal 1 angka 15. Penawaran Umum yang dilakukan untuk 

pertama kalinya oleh suatu emiten dikenal dengan sebutan Penawaran Umum Perdana. 

 
23

 Bursa Efek Jakarta, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Pencatatan 

Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Kep. 

No. 305/BEJ/07-2004, lampiran poin I.16. 

 
24

 Philip Brown, et. al., “Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor 

Listing versus IPO”, Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (Juli 

2010): 1, diakses tanggal 15 April 2012. 
http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_program&action=view.ph

p&id=309.  
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12. Pengambilalihan (takeover) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh 

ataupun sebagian besar shaam perseroan yang dapat mengakibatkan 

beralihnya penegdalian terhadap perseroan tersebut.
25

 

13. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukuan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perseroan 

Terbatas serta peraturan pelaksananya.
26

 

14. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki 

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki 

modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), 

atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.
27

 

15. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah 

melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
28

 

16. Saham adalah suatu sertifikat tanda bukti penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas.
29

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan / 

                                                           
 
25

 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilallihan Perseroan Terbatas, PP No. 27 Tahun 1998, LN No. 40 Tahun 1998 TLN No. 

3741, pasal 1 angka 3. Pengambilaslihan perusahaan juga dikenal dengan istilah akuisisi. 

 
26

 Indonesia (c), Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, 

LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, pasal 1 angka 1. 

 
27

 Ibid., pasal 1 angka 22. 

 
28

 Badan Pengawas Pasar Modal (c), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Kep. No. 259/BL/2008, 

tanggal 30 Juni 2008, lampiran angka 1 huruf a. 

 
29

 Hamud M. Balfas, op. cit., hal. 91. 
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referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier
30

. Dalam 

referensi lain, disebutkan metode penelitian seperti ini adalah Penelitian 

Kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma 

hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-

kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
31

 Norma hukum yang menjadi acuan 

adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas. 

Tipe penelitian bila dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi suatu gejala.
32

 Penulis memilih tipe penelitian deskriptif 

karena penelitian ini memaparkan mengenai penerapan ketentuan di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian fact finding
33

 

yang bertujuan mencari fakta yang sebenarnya tentang ketentuan Initial Public 

Offering dan implementasinya dalam kasus Backdoor Listing yang terjadi di 

Indonesia. Sedangkan menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah 

yaitu suatu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian 

terapan,
34

 dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, 

                                                           
 
30

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1985), hal. 14. 

 
31

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam 

Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hal. 18. 

 
32

 Sri Mamuji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 2005), hal  4. 

 
33

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), 

hal. 50-51. 

 
34

 Sri Mamudji, et al., op.cit., hal. 4-5. 
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artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu 

hukum. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:
35

 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Peraturan perundang-undangan yang akan penulis gunakan antara lain: 

i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

ii. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

iii. Peraturan Bapepam 

2. Bahan hukum sekunder, yatu bahan hukum yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, 

dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori 

para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, 

surat kabar, dan makalah. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 

ensiklopedia, atau kamus.
36

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang 

menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah akan tetapi tetap 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian ini 

sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada Bab Pendahuluan, Penulis akan memaparkan mengenai latar 

belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

                                                           
 
35

 Soekanto, op. cit., hal. 32. 

 
36

Soekanto, op. cit., (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52. 
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UNIVERSITAS INDONESIA 
 

BAB 2 TINJAUAN UMUM GO PUBLIC PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan membahas tentang aspek keterbukaan informasi 

yang harus terpenuhi oleh perusahaan yang ingin melakukan Go 

Public. Dalam bab ini, akan memaparkan pengertian Initial Public 

Offering dan langkah-langkahnya.  

BAB 3 TINJAUAN UMUM BAKCDOOR LISTING MELALUI REVESE 

TAKEOVER DAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI 

DALAM PASAR MODAL 

Pada bab ini akan mengupas pengetian backdoor listing, akan 

tetapi penjelasan secara detil akan diarahkan terhadap perusahaan 

yang melakukan reverse take over sebagai salah satu cara backdoor 

listing. Prinsip Keterbukaan Informasi akan dibahas dalam bab ini, 

sehingga terlihat aspek keterbukaan informasi yang menjadi 

substansi dalam kegiatan Pasar Modal. 

BAB 4 ANALISIS 

 Pada bab ini penulis akan membahas analisa kasus PT MYOH 

Technology sebagai perusahaan yang menjadi kendaraan backdoor 

listing. Pembahasan aka difokuskan kepada pemenuhan aspek 

keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang 

ingin listing di bursa. Dalam analisa ini penulis juga ingin 

menunjukkan pada bagian manakah praktik backdoor listing yang 

harus mendapatkan pengaturan, dan apakah substansi dari kegiatan 

pasar modal. Jika substansi tersebut berhasil diatasi dengan 

penemuan peraturan yang mengatur substansi kegiatan transaksi di 

pasar modal, maka kemungkinan pengaturan khusus tentang 

backdoor  listing tidak diperlukan lagi. 

BAB 5 KESIMPULAN 

 Bab ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran 

penulis setelah melakukan analisa dan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM GO PUBLIC DALAM PASAR MODAL 

2.1 Pengertian Go Public 

Go public adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten 

untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 

UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sebelum melakukan penawaran 

umum, emiten harus menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-

LK. Penawaran Umum baru boleh dilakukan jika pernyataan pendaftaran tersebut 

sudah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Penawaran umum juga dapat 

dilakukan oleh pemegang saham dari emiten atau perusahaan publik dalam rangka 

divestasi saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bepepam Nomor IX.A.12 

(Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.
1
 

Di pasar modal Indonesia, istilah Penawaran Umum Perdana (Initial 

Public Offering) Saham atau disebut juga sebagai go public dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan untuk pertama kalinya suatu saham perusahaan ditawarkan atau 

dijual kepada publik atau masyarakat. Selain saham, istilah Penawaran Umum 

Perdana (IPO) juga dapat dikaitkan dengan penawaran atau penjualan obligasi 

perusahaan kepada publik. Namun untuk go public, istilah tersebut hanya berlaku 

untuk IPO saham atau Penawaran Umum Perdana Saham.
2
 

Jay R. Ritter dalam tulisannya Initial Public Offering (1998) menyebutkan 

bahwa: 

                                                           
 
1
 Iswi Hariyani dan Serfianto., Buku PintarHukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat 

Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Reksadana dan Produk Pasar Modal Syariah, (Visi 

Media: Jakarta, 2010), hal. 288. 

 
2
 Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan, Laporan Studi, Potensi Jumlah Perusahaan yang Dapat Melakukan Go Public di 

Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Depertemen Keuangan, 2009), hal 7. 
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“An initial public offering (IPO) occurs when a security is sold to the 

general public for the first time, with the expectation that a liquid market will 

developed. Although an IPO can be of any debt or equity security...”.
3
 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak 

terdapat definisi dan penjelasan khusus mengenai istilah go public. Adapun yang 

dijelaskan adalah mengenai Penawaran Umum efek dan mekanismenya, dimana 

saham dan obligasi termasuk dalam kategori efek. Perusahaan yang akan 

melakukan IPO atau Penawaran Umum Perdana harus mengajukan Pernyataan 

Penaftaran kepada Bapepam-LK untuk memperoleh Pernyataan Efektif.
4
 

Definisi lain istilah go public adalah:
5
 

“The process by which a privatly held company sells a portion of its 

ownership to the general public through a stock offering” 

“In United States, an IPO (Initial Public Offering) is a first and one-time 

only sale of publicly tradable stock shares in a company that has previously been 

owned privately.” 

Definisi lain tentang penawaran umum adalah aktifitas dikeluarkannya 

atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan 

pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan 

maksud menghimpun modal. Penawaran umum dalam dalam prakteknya 

dilaksanakan melalui pasar perdana (primary market) yang berlangsung dalam 

waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan 

langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Efek 

dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk 

selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar 

sekunder (bursa). Harga penawaran efek (offering price) pada pasar perdana 

ditetapkan bersama antara emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan 

pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan 

penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX A.8. Emiten 

                                                           
 
3
 Ibid. 

 
4
 Ibid.  

 
5
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diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (book building), sebelum 

memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam. Penawaran awal adalah ajakan baik 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospektus awal, yang 

antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun 

perkiraan harga penawaran efek.
6
 

Pembahasan backdoor listing sangat erat berkaitan dengan Penawaran 

Umum karena implikasi kegiatan backdoor listing akan membuat perusahaan 

tertutup menjadi perusahaan terbuka, layaknya perusahaan yang telah melakukan 

Penawaran Umum. Penawaran Umum diatur tersendiri teknis pelaksanaannya 

oleh Bapepam. Karena fungsinya yang penting sebagai kegiatan untuk 

pengumpulan dana  masyarakat bagi kegiatan produktif, maka masyarakat sebagai 

sasaran penawaran umum harus diberikan gambaran yang jelas mengenai apa 

yang ditawarkan dalam penawaran umum. Masyarakat juga harus mendapatkan 

perlindungan dari kemungkinan terjadinya penipuan yang mungkin dapat 

disebabkan oleh penawaran umum.
7
 

2.2 Motivasi Perusahaan Melakukan Go Public  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Brau dan Fawcett melalui riset dan 

survei lapangan, terdapat 4 (empat) motivasi utama perusahaan dalam 

melaksanakan go public. Survei tersebut dilakukan terhadap 336 Chief Financial 

Officer di Amerika Serikat. Keempat motivasi tersebut adalah:
8
 

a. Go public untuk menekan cost of capital perusahaan, sebagaimana yang 

diungkapkan Scott (1976) dan Modigliani dan Miller (1963). Menurut 

penelitian tersebut, perusahaan akan menawarkan sebagian sahamnya 

kepada publik jika hal tersebut akan meminimalkan cost of capital (biaya 

modal) dan selanjutnya akan meningkatkan nilai daripada perusahaan 

                                                           
 
6
 Nasarudin, et al., op cit., hal. 213-214.  

 
7
 Balfas, op cit., hal. 24 

 
8
 Jim Brau dan Stan Fawcett, Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and 

Practice, 1997 (The Journal of Finance, 2004), hal. 9-10. 
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(value of company). Sejalan dengan  penjelasan ini, pada Myers dan 

Majluf (1984) mengungkapkan bahwa pola urutan pemenuhan kebutuhan 

keuangan di suatu perusahaan akan dimulai dari pemegang saham 

(internal equity), kemudian penggunaan utang (debt financing), dan 

terakhir berupa keterlibatan pihak luar dalam kepemilikan saham (external 

equity). 

b. Go public sebagai strategi bagi pemegang saham untuk keluar dari 

perusahaan (insiders to cash out), sebagaimana yang diungkapkan 

Zingales (1995) dan Mello dan Parsons (1998). Dengan go public, 

pemegang saham dapat menjual kepemilikan sahamnya dan mendapatkan 

keuntungan dari investasi yang selama ini telah dilakukan di perusahaan 

tersebut.  

c. Go public untuk membuka kesempatan untuk melakukan akusisisi 

(takeover), sebagaimana yang diungkapkan Zingales (1995), Brau, 

Francis, dan Kohers (2003). Aktivitas go public akan membuka 

kesempatan perusahaan dalam mendapatkan dana dari “luar” yang 

kemudian akan digunakan untuk mengakusisi perusahaan lainnya. 

Sebaliknya juga, go public juga membuka kesempatan bagi perusahaan 

untuk diakusisi oleh perusahaan lainnya dengan harga “pasar”. 

d. Go public sebagai langkah strategis perusahaan, sebagaimana diungkapkan 

Chemmanur dan Fulghieri (1999) yang menyatakan bahwa go public 

dilaksanakan untuk memperluas kepemilikan atas perusahaan. 

Maksimovic dan Pichler (2001) menyatakan bahwa go public dilakukan 

untuk meningkatkan reputasi dan publisitas perusahaan.  

Hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa motivasi yang paling 

mendorong perusahaan dalam melaksanakan go public adalah untuk mendapatkan 

dana bagi akuisisi di masa mendatang. Adapun motivasi lainnya ternyata tidak 

merupakan motivasi utama bagi para CFO.
9
 

Perjalanan hidup perusahaan mirip dengan perjalanan hidup manusia yang 

dimulai dari lahir, tumbuh berkembang, menjadi dewasa bahkan dapat pula 

                                                           
 

9
 Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (a), op. cit., hal 19. 
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menjadi tua dan mati. Dalam menjalani siklus ini seperti layaknya manusia, 

perusahaan juga membutuhkan darah segar. Dalam kenyataan sehari-hari darah 

yang diperlukan ini berupa mosal usaha yang terutama dalam bentuk uang tunai 

(cash).
10

 

Modal yang tersedia dalam bentuk uang sangat diperlukan oleh 

perusahaan, selain untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, juga untuk 

pengembangan usaha. Yang menjadi masalah adalah dari mana modal tersebut 

didapat, apabila uang perusahaan yang ada hanya berupa catatan pembukuan 

sedangkan uang yang sebenarnya sedang beredar dimana-mana sesuai dengan 

transaksi yang dilakukan. Bila ini terjadi dan dan hutang perusahaan sudah 

mencapai tingkat yang cukup tinggi tentunya tidak baik untuk perusahaan. Kalau 

hal ini dibiarkan berlarut-larut maka bukan tidak mungkin perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan. Di samping itu, selain untuk menjaga kelangsungan 

hidup dan mengembangkan usaha, uang juga diperlukan untuk membayar hutang-

hutang perusahaan baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang.
11

 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut ada beberapa alternatif 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan, seperti mencari pinjaman atau tambahan 

pinjaman uang, mencari partner untuk melakukan penggabungan usaha (merger), 

menjual perusahaan atau menutup atau mengurangu sebagian kegiatan usaha, dan 

alternatif untuk mencari pihak yang mau menanamkan modalnya pada 

perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan 

atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara salah 

satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan 

perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas, yang dikenal dengan 

istilah Penawaran Umum (Go Public).
12

 Akan tetapi alternatif pendanaan bagi 

perusahaan juga dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya: 
13

 

                                                           
 
10

 Asril Sitompul, Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2000), hal 9. 

 
11

 Ibid., hal 10. 

 
12

 Ibid., hal 10-11. 

 
13

 Ibid., hal 15.  
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Tipe Sumber Pendanaan Keuntungan Kerugian 

Hutang Bank Komersial/ Lender Tanpa Pembagian 

Laba 

Bergantung pada 

laba bersih, 

pendapatan can 

cashflow 

Hutang Pinjaman Beragunan 

Aset/ Penyewaan 

Tanpa Pembagian 

Laba 

Bergantung pada 

aset yang cukup 

atau cashflow/ 

biaya pinjaman 

tinggi 

Lainnya R&D/ Kerja sama 

investasi atau Joint 

Venture 

Dapat 

menghasilkan 

pendanaan yang 

baik, sinergi dan 

industri yang kuat 

Bergantung pada 

teknologi atau 

hal lain yang 

intangible, 

kemungkinan 

mendapat partner 

yang banyak 

tuntutan 

Hutang/ 

Saham 

Institusi Sederhana, hanya 

beberapa pihak 

yang terlibat 

Investor lebih 

canggih 

menginginkan 

harga yang 

rendah 

Hutang/ 

Saham 

Pemberian ESOP Exit Strategi, 

pendanaan dengan 

preferensi pajak 

Perusahaan harus 

memiliki 

jaminan yang 

cukup, aset, 

income, cashflow 

Lainnya Menjual Perusahaan Merupakan cara 

keluar yang 

lengkap dan pasti 

Dapat 

mendapatkan 

harga yang lebih 
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bagi pemegang 

saham yang ada 

rendah dari IPO, 

hilangnya masa 

depan, 

pertimbangan 

pajak 

Saham/ 

Comvertible 

Bond 

Model Ventura Lebih sederhana, 

menambah 

pengalaman dan 

reputasi 

perusahaan, lebih 

terfokus pada masa 

depan 

Investor lebih 

canggih dapat 

mengakibatkan 

rendahnya harga, 

dan lebih kurang 

5-7 tahun baru 

bisa exist 

Saham Privat Placement Kemungkinan 

mendapat harga 

yang menarik dari 

investor individual 

Memakan waktu 

yang cukup lama 

jika manajemen 

mendapatkan 

dana, bisa 

mengakibatkan 

harga rendah. 

 

Hal menguntungkan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan penawaran umum antara lain adalah bahwa:
14

 

a. Dengan penjualan saham ini perusahaan akan mendapatkan uang tunai 

yang dapat digunakan sebagai modal untuk jangka pajang dan juga sangat 

berguna untuk mengembangkan perusahaan, membayar hutang, dan 

tujuan-tujuannya. 

b. Penjualan saham dengan cara melakukan Penawaran Umum (Go Public) 

ini akan meningkatkan nilai pasar dari perusahaan karena umumnya 

perusahaan yang menjadi perusahaan publik likuiditasnya akan lebih 

meningkat bila dibandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup. 

                                                           
 

14
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c. Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) yang dilakukan oleh 

perusahaan juga akan meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, tanpa 

perlu membayar kembali atau meminta tambahan pinjaman, dengan kata 

lain yang lebih populer penawaran umum ini akan meningkatkan Debt 

Equity Ratio perusahaan. 

d. Di samping itu citra dan perkembangan perusahaan juga akan meningkat. 

Sebagai contoh, suatu perusahaan yang semula lingkup usahanya hanya 

bersifat nasional dengan akan lebih mudah untuk dapat melakukan 

ekspansi ke tingkat internasional seiring dengan penjualan sahamnya. Dan 

apabila penawaran umum ini sukses, maka peningkatan citra perusahaan 

itu dengan sendirinya akan menyertai pula. 

e. Meningkatnya likuiditas perusahaan dan meningkatnya nilai saham akan 

berpengaruh terhadap para pemegang saham. Dengan tidak 

menyampingkan larangan-larangan dan pembatasan praktek pasar tertentu 

(misalnya larangan insider trading) para pemegang saham dapat setiap 

waktu menjual sahamnya di bursa, dengan demikian dapat mengganti 

investasinya dengan uang tunai. Dan juga saham yang dimiliki dapat 

digunakan sebagai pinjaman untuk jmainan pinjaman pribadi. 

f. Para pegawai dapat pula menjadi pemegang saham melalui program ESOP 

(Empolyee Stock Ownership Plan) yaitu program kepemilikan saham oleh 

pegawai perusahaan, dengan demikian akan didapat perhatian dan 

komitmen yang lebih tinggi dalam mencapai keberhasilan perusahaan. 

Pegawai-pegawai yang potensial dan merupakan key person dapat ditahan 

dan dimanfaatkan melalui pemberian saham dan/ atau opsi untuk membeli 

saham. Perusahaan dapat melaksanakan program pemberian saham 

insentif secara opsi kepada para pegawainya (dengan Employee Stock 

Option Plan), hal ini merupakan hal yang sangat menguntukan bagi 

manajemen perusahaan karena pegawai dapat mengetahui harga saham di 

pasar dan dengan sendirinya mengetahui berapa besar keuntungan yang 

akan diterimanya. Program ini merupakan pemberian yang lebih 

menguntungkan bagi pegawai karena tidak langsung dikenakan pajak 

penghasilan, pegawai baru akan dikenakan pajak ketika mereka menjual 
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sahamnya itu, tentunya lebih menguntungkan bila dibandungkan dengan 

cara pemberian bonus lainnya. 

2.3 Manfaat dan Konsekuensi Go Public 

2.3.1 Manfaat 

Dengan menjadi perusahaan publik, banyak sekali manfaat yang dapat 

diperoleh perusahaan, diantaranya: 

a. Memperoleh Sumber Pendanaan Baru
15

 

Dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja 

maupun untuk ekspansi usaha adalah faktor yang sering menjadi 

kendala banyak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik, 

kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu: 

i. Perolehan dana melaui hasil penjualan saham kepada publik. 

Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah 

yang besar dan diterima sekaligus dengan cost of fund yang relatif 

kecil dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu di 

masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, 

perusahaan juga dapat melakukan secondary offering tanpa batas. 

ii. Mempermudah akses kepada perbankan. Dengan menjadi 

perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, 

kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya 

kepada perusahaan. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat setiap 

saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan 

perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya 

proses pemberian pinjaman baru akan lebih mudah dibandingkan 

pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, 

namun tingkat bunga yang dikenakan juga mungkin akan lebih 

rendah mengingat credit risk perusahaan terbuka relatif lebih 

sedikit dibandingkan dengan cresit risk pada perusahaan tertutup. 
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 Bursa Efek Jakarta, Panduan Go Public, (Jakarta: Bursa Efek Jakarta), hal. 1-2. 
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iii. Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang 

melalui penerbitan surat hutang, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Umumnya pembeli surat hutang tentunya akan 

lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat hutang 

tersebut sudah menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi 

perusahaan publik, citra dan nama perusahaan dengan status Tbk 

(Terbuka) akan lebih dikenal di komunitas keuangan. Kondisi 

demikian umumnya tidak hanya akan sangat membantu 

mempermudah penerbitan surat hutang, tetapi juga memungkinkan 

perusahaan untuk menerbitkan surat hutang dengan tingkat bunga 

yang lebih bersaing karena tingkat kpercayaan pasar terhadap bond 

issuer yang sudah go public lebih tinggi dibandingkan dengan 

bond issuer yang belum go public. 

b. Memberikan Competitive Advantage untuk Pengembangan Usaha
16

 

Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh 

banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa 

yang akan datang, yaitu antara lain: 

i. Melalui penjualan saham kepada publik perusahaan berkesempatan 

untuk mengajak para partner kerjanya seperti pemasok (supplier) 

dan pembeli (buyer) untuk turut menjadi pemegang saham 

perusahaan. Dengan demikian hubungan yang akan terjadi tidak 

hanya sebatas hubungan bisnis tetapi berkembang menjadi 

hubungan yang lebih tinggi kulaitas dan loyalitasnya. Hal tersebut 

disebabkan karena mereka sebagai salah satu pemegang saham 

akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut serta 

membantu pengembangan perusahaan di masa depan.  

ii. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh 

banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja 

operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan 

ataupun kepada para stakehoders lainnya, sistem pelaporan, dan 
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aspek pengawasan. Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi 

yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya 

untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para 

stakeholdersnya. Bila kondisi ini tercapai, maka perusahaan dari 

waktu ke waktu akan menajadi lebih baik dalam menyajikan 

produknya sehingga akan membuka peluang untuk pengembangan 

operasi selanjutnya. Banyak perusahaan yang mampu 

mempertahankan kelangsungan usahanya dalam waktu yang sangat 

panjang dengan menjadi perusahaan publik. 

c. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan 

melalui penerbitan saham baru.
17

 

Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah 

satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat 

pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik 

yang diperdagangan di bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan 

demikian, bagi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di 

bursa, pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah 

dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat 

pembiayaan merger atau akuisisi tersebut. 

d. Peningkatan Kemampuan Going Concern
18

 

Kemampuan Going Concern bagi perusahaan adalah kemampuan 

untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam 

kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti 

terjadinya kegagalan pembayaran hutang kepada pihak ketiga, 

perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau bahkan 

karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang 

usahanya. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan 
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untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya jauh lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan tertutup seperti pada beberapa 

contoh berikut ini: 

i. Bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, hingga 

suatu tahap pengembangan tertentu sering terjadi perbedaan cara 

pandang di antara pendiri yang dapat menimbulkan perpecahan di 

antara mereka. Dengan menjadi perusahaan publik, hal tersebut 

dapat diselesaikan tanpa mengakibatkan perusahaan harus 

dilikuidasi terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi mudah karena 

dengan menjadi perushaaan yang sahamnya diperdagangkan di 

Bursa, setiap hari pihak pendiri dapat menjual seluruh atau 

sebagian porsi kepemilikannya kepada pihak lain melalui Bursa. 

Selain itu, basis harga penawarannya setiap saat dapat diperoleh di 

Busa. Dengan menjadi perusahana publik, berbagai kendala dan 

permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk bertahan dan 

berkembang tidak lagi semata hanya menjadi persoalan pendiri 

perusahaan tetapi juga menjadi permasalahan banyak pihak yang 

menjadi pemegang saham perusahaan. Banyak pihak yang akan 

turut memikirkan solusi-solusi terbaik agar perusahaan dapat terus 

berkembang. 

ii. Dalam hal terjadi kegagalan pembayaran hutang kepada pihak 

ketiga sehingga diperlukan suatu restrukturisasi dengan menjadi 

perusahaan publik, maka proses restrukturasi dapat menjadi lebih 

mudah. Hal tersebut dimungkinakn marena dengan menjadi 

perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan 

tersedia jalan keluar bagi kreditur yaitu melalui konversi hutang 

menjadi saham dimana saham dimana saham tersebut selanutnya 

dapat dijual kepada publik melalui mekanisme perdagangan saham 

di Bursa. 

e. Meningkatkan Citra Perusahaan
19
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Dengan go public suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian 

media dan komunitas keuangan. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

tersebut mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat 

meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan 

memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. 

Hal ini sangat dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil 

dan menengah karena dengan menjadi perusahaan publik yang 

sahamnya diperdagangkan di Bursa, citra mereka menjadi setara 

dengan banyak perusahaan besar yang telah memiliki skala bisnis yang 

besar dan pengalaman historis yang lama. 

f. Meningkatkan Nilai Perusahaan
20

 

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di 

Bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. 

Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan 

umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara 

keseluruhan. 

 Selain itu, menurut Andrew Green menyebutkan beberapa manfaat go 

public bagi perusahaan, yaitu:
21

 

1. Memperluas Akses Terhadap Modal 

Setelah menjadi perusahaan publik, alternatif sumber modal atau 

pendanaan bagi perusahaan akan bertambah. Status sebagai perusahaan 

publik akan sagat menguntungkan bagi perusahaan dalam hal ini, 

dibandingkan dengan perusahaan non publik. 

2. Menyediakan Likuiditas Bagi Pemegang Saham 

Setelah menjadi perusahaan publik, maka perusahaan akan 

menciptakan pasar bagi sahamnya. Secara umum, saham perusahaan 
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publik akan lebih likuid dibandingkan dengan saham perusahaan non-

publik. Pemegang saham dapat dengan mudah menjual atau membeli 

kembali saham perusahaan. Likuiditas saham juga memudahkan 

pemilik perusahaan untuk keluar dari perusahaan (exit strategy). 

3. Menyediakan Kompensasi Bagi Pegawai 

Banyak perusahaan publik menggunakan saham dan opsi sahamnya 

sebagai kompensasi bagi eksekutif dan pegawainya, selain dapat 

digunakan untuk menarik pegawai yang berpotensi. Pemberian saham 

bagi pegawai perusahaan juga akan meningkatkan rasa memiliki atau 

tanggung jawab pegawaai yang bersangkutan. 

4. Meningkatkan Prestige Perusahaan 

Perusahaan yang berhasil menjual sahamnya akan dipandang sebagai 

perusahaan yang memiliki stabilitas dan masa depan. Hal in akan 

menolong perusahaan dalam menarik pegawai-pegawai yang 

berpotensi. Perusahaan juga akan mendapatkan kemudahan dalam 

pemasaran produknya. Para kreditur dan supplier akan merasa lebih 

aman dalam berhubungan bisnis dengan perusahaan. 

5. Publisitas 

Perusahaan publik akan lebih banyak menerima perhatian dan surat 

kabar besar, serta majalah serta analis bisnis. Hal ini sangat bermanfaat 

bagi perusahaan pada saat akan mengembangkan usaha dan menyusun 

kerjasama dengan pihak lain. Ketatnya pengawasan pihak regulator 

akan membuat perusahaan untuk selalu menyediakan informasi yang 

up-tp-date. 

6. Menyediakan Peluang Dilakukannya Akuisisi atau Merger 

Setelah perusahaan go public dan sahamnya beredar di pasar, maka 

perusahaan tersebut dapat menggunakan sahamnya untuk melakukan 

akuisisi perusahaan lainnya. Cara ini dinilai lebih murah dan mudah. 

Perusahaan juga akan lebih mudah melakukan merger dengan pihak 

lain karena harga sahamnya sudah terbentuk di pasar dan segala 

informasi keterbukaan tersedua secara lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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 Sedangkan menurut Brighman (1993) keuntungan perusahaan yang 

diperoleh perusahaan dengan melakukan go public adalah sebagai berikut:
22

 

1. Perusahaan go public dapat melakukan diversifikasi kepemilikan 

sahamnya sehingga dapat mengurangi resiko yang ditanggung oleh 

pendiri perusahaan (diversification). 

2. Dengan go public memungkinkan pendiri yang ingin menjual sebagian 

sahamnya untuk menambah kas dapat dengan mudah terlaksana 

(increases liquidity) 

3. Keterbukaan informasi (disclosure information) mengakibatkan 

perusahaan yang go public dapat mudah menambah modal perusahaan 

karena masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut (facilitates raising). 

4. Go public dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan para 

penilai pajak, memungkinkan perusahaan memberikan insentif opsi 

saham kepada karyawan kunci jika diinginkan dan karyawan lebih 

menyukai memiliki saham di perusahaan go public karena public 

trading meningkatkan likuiditas (establish a value for the firm) 

2.3.2 Konsekuensi 

a. Berbagi kepemilikan
23

 

Hal ini dapat diartikan bahwa prosentase kepemilikian akan berkurang. 

Banyak perusahaan yang hendak go public merasa enggan karena 

khawatir akan kehilangan kontrol atau kendali perusahaan. Sebenarnya 

hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang 

dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses Penawaran 

Umum (Initial Public Offering) tidak akan mengurangi kemampuan 

pemegang saham pendiri untuk tetap sapat mempertahankan kendali 

perusahaan. 

b. Mematuhi Peraturan Pasar Modal yang Berlaku
24
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Pasar Modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua 

ketentuan tersebut pada dasarnya justu akan membantu perusahaan 

untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. 

Para pemegang saham, pendiri dan manejemen perusahaan tidak perlu 

khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena cukup 

banyak pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk 

membantu. 

 Perusahaan yang melakukan go public juga akan menghadapi tantangan, 

seperti yang diungkapkan dalam artikel Going Public Disadvantage (2009), 

dijelaskan beberapa tantangan tersebut:
25

 

a. Pembagian keuntungan perusahaan 

Keuntungan perusahaan akan dibagikan juga kepada pemegang saham 

dengan range sekitar 20% sampai dengan 60%. 

b. Hilangnya aspek kerahasiaan perusahaan 

Alasan utama mengapa perusahaan menolak untuk go public adalah 

karena hilangnya kerahasiaan operasional perusahaan. 

c. Kewajiban pelaporan yang berkesinambungan 

Perusahaan go public wajib melaksanakan kewajiban pelaporan yang 

dimintakan regulator dan bursa secara berkesinambungan. Perusahaan 

wajib tunduk (comply) terhadap semua aturan. Laporan ini tentunya 

meningkatkan biaya perusahaan sekaligus membuka informasi kepada 

pesaing perusahaan. Selain itu pihak manajemen juga memiliki resiko 

terkena tuntutan hukum jika tidak menginformsikan berita atau laporan 

dengan benar. 

d. Hilangnya kontrol perusahaan 

Perusahaan yang telah go public memiliki risiko atau rentan terhadap 

kontrol perusahaan karena pihak luar berpotensi melakukan perubahan 

ataupun pemecatan (misalnya manajemen perusahaan). Investor tidak 

akan membeli saham suatu perusahaan jika perusahaan tidak 

berkompeten. 
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Menurut Brighman (1993) perusahaan yang melakukan go public, akan 

mendapatkan kerugian berupa:
26

 

1. Perusahaan diharuskan mengeluarkan laporan triwulan dan laporan 

tahunan tentang perusahaan, laporan-laporan ini menimbulkan biaya 

pelaporan (cost reporting). 

2. Adanya keterbukaan (disclosure) manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan operasi dan permodalan. Akibatnya para pesaing dan pihak luar 

dapat dengan mudah mengetahui kondisi perusahaan. 

3. Pada perusahaan go public, kepentingan pribadi (self dealing) sudah tidak 

berlaku lagi. 

4. Pada perusahaan go public, mungkin terjadi keadaan dimana saham tidak 

aktif diperdagangkan, pasar lesu dan harga yang rendah (negative market 

price). 

2.4 Alasan Pengaturan Penawaran Umum 

 Perusahaan yang sudah mendapatkan status Perusahaan Publik, dalam 

melakukan tindakan dan kegiatan-kegiatannya harus memperhatikan banyak 

kepentingan. Hal ini karena perusahaan tidak lagi hanya dimiliki oleh pemegang 

saham utama atau beberapa orang teman dan anggota keluarganya, juga tidak 

hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas. Masyarakat 

umum telah terlibat dalam kepemilikian saham sebagai sasaran penawaran umum. 

Karena itu masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dari kemungkinan 

terjadinya penipuan yang mungkin dilakukan oleh emiten. Alasan perlindungan 

ini menjadi alasan kenapa penawaran umum harus diatur dan memerlukan campur 

tangan pemerintah.
27

 

 Alasan pertama adalah alasan ekonomis. Alasan ini dilandasi oleh 

kenyataan bahwa penawaran umum melibatkan penarikan dan pengumpulan dana 

yang merupakan kekayaan para investor. Oleh karena itu, masyarakat investor 

perlu mendapatkan keterangan, penjelasan, dan informasi yang jelas mengenai apa 
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yang ditawarkan, untuk apa penawaran tersebut dilakukan, bagaimana status dan 

jenis efek atau instrumen yang sedang ditawarkan dalam penawaran, siapa yang 

menawarkan efek, berapa besarnya penawaran, untuk apa dana yang akan 

ditawarkan, dan akhirnya apa yang akan didapat oleh masyarakat dengan 

penawaran umum tersebut di masa yang akan datang. Alasan inilah yang 

menyebabkan emiten wajib menerapkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan 

ini dilakukan dengan cara mengeluarkan prospektus untuk memungkinkan 

masyarakat investor mengetahui segala sesuatu yang menyangkut penawaran 

umum tersebut. Keterbukaan informasi ini ditunjukkan dengan penerbitan 

prospektus sehingga investor akan mendapatkan gambaran keadaan emiten yang 

akan melakukan penawaran umum atas efek tersebut.
28

 Prospektus akan 

memaparkan segala seluk beluk yang menyangkut penawaran umum atas efek dan 

memberikan gambaran bagi investor untuk melakukan pengambilan keputusan, 

apakah akan membeli atau tidak membeli efek yang sedang ditawarkan. 

 Undang-undang Pasar Modal juga menegaskan dalam bagian menimbang, 

menyatakan bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya 

landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak 

yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentigan masyarakat 

pemodal dari praktek yang merugikan.
29

 Robert Mc. Kenzie  memberikan 

pendapat terhadap perlindungan investor melalui pengaturan Penawaran Umum 

yang melibatkan peran aktif pemerintah sebagai berikut:
30

 

Forcing corporations to disclosure and providing substantial sanctions for 

those who fall short of the required standard serves as deterrent to those 

issuers of securities who may be tempted to act fraudulently in a public 

issue. It also compels honest promoters to investigate the viability of 

projects more fully before embarking upon capital raisings. That is, it is a 
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discipline to discourage the lazy as well as the dishonest. Brandeis 

encapsulated this view when he wrote: “Sunlight is said to be the best of 

disinfectants; electric light the most efficient policeman” 

 Di dalam tulisannya Edward Rock menyampaikan bagaimana investor 

sangat mempertimbangkan apakah investasi yang akan dia lakukan akan 

mendatangkan keuntungan atau tidak. Kutipan dari tulisan Edward Rock sebagai 

berikut: 

A potential investor will worry, first, about how to value the investment  

and whether the investment is worthwhile at the offering price. Second, 

investors will worry about their vulnerability during the life of the 

investment, an investment in firm which, at least initially, will have a 

controlling shareholder or group of shareholders. Finally, a potential 

investor will worry about exit strategy: how will it realize profits on the 

investments? It is in the joint interests of the potential investors and the 

firms to reassure investors on each these concerns.
31

 

 Alasan kedua kenapa kegiatan Pasar Modal harus mendapatkan 

pengaturan adalah alasan hukum. Alasan ini muncuk karena ada potensi kejahatan 

dalam penawaran umum. Oleh karena itu dengan mewajibkan emiten untuk 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan dan dengan ancaman hukum atas 

penyajian informasi yang menyesatkan (misleading), maka hukum berharap 

investor akan mendapatkan perlindungan dari kemungkinan adanya penipuan 

dalam suatu penawaran umum.
32

 

 Pengaturan dalam Penawaran Umum juga diatur dalam International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) yang menyebutkan bahwa: 

The three fundamental objectives of securities regulation are: 

a. The protection of investors, 

b. Ensuring that securities markets are fair, efficien, and transparent, 
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c. And the reduction of systemic risk.
33

 

Dengan penyajian informasi yang benar dan tidak menyesatkan, investor 

diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat, yaitu apakah akan melakukan 

investasi atau tidak melakukan investasi ketika penawaran umum. Di dalam 

Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa sebelum memesan dan 

membeli, pemesan atau pembeli harus mempuyai kesempatan untuk membaca 

prospektus.  

Tidak satu Pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, 

kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan 

Efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh 

kesempatan untuk membaca Prospektus.
34

 

 Kedua alasan dia atas dimaksudkan untuk meberikan perlindungan kepada 

investor. Penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi juga merupakan cara 

untuk meningkatkan kepercayaan (trust and convidence) kepada investor secara 

lebih luas. Peningkatan perlindungan investor dan kepercayaan ini selanjutnya 

juga akan berdampak kepada ekonomi suatu negara secara umum. Hal ini karena 

hanya dengan memberikan perlindungan yang baik terhadap investor dan 

penerapan prinsip-prinsip keterbukaan secara konsisten dan bermutu, diharapkan 

masuknya modal ke dalam suatu negara dapat bertambah.
35

 

 Pengaturan atas penawaran umum khususnya dan pasar modal umumnya 

juga disebabkan oleh sensitifnya pasar modal serta pasar uang (financial market) 

terhadap perekonomian secara keseluruhan, sehingga jika muncul masalah yang 

menyebabkan hilangnya kepercayaan investor maka gejala tersebut dapat 

menyebabkan dampak yang sangat luas terhadap ekonomi suatu negara maupun 

ekonomi dunia pada umumnya.
36
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2.5 Pihak-pihak yang Berperan Dalam Penawaran Umum 

 Perusahaan membutuhkan bimbingan dan arahan dari para profesional 

untuk melaksanakan penawaran umum perdana, karena hal tersebut merupakan 

perkerjaan yang besar dengan berbagai karakter yang terlibat di dalamnya 

seabagai pemegang peranan yang berbeda-beda. Perusahaan harus meminta 

beberapa lembaga dan para profesional untuk mendukung dan memegang peranan 

penting yang akan bertugas khusus untuk perusahaan.
37

 

 Dalam proses penawaran umum perusahaan, terdapat beberapa pihak yang 

terlibat dan berperan, salah satu diantaranya yang mempunyai peran penting 

adalah penjamin emisi (underwriter).
38

 Di samping underwriter ada beberapa 

profesi penunjang pasar modal seperti: akuntan, publik, konsultan hukum, penilai 

(appraisal),  notaris dan pihak-pihak lain.
39

 

1. Penjamin Emisi (underwriter) 

Penjamin Emisi Efek adalah salah satu Perusahaan Efek yang melakukan 

kegiatan usaha di Pasar Modal.
40

 Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang 

membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi 

kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang 

tidak terjual.
41

 Dengan demikian Penjamin Emisi Efek mempunyai posisi kunci 

pada setiap penawaran umum melalui pasar modal. Dalam melaksanakan 

fungsinya, penjamin emisi efek melakukan kegiatan antara lain:
42
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a. Membantu emiten dalam mempersiapkan pernyataan pendaftaran 

berikut dokumen pendukungnya. 

b. Memberikan konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis 

efek yang akan diterbitkan, bursa yang dipilih untuk mencatatkan 

saham, jadwal emisi, penunjukan lembaga penunjang lainnya, metode 

pendistribusian efek dan sebagainya. 

c. Melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan. 

d. Melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan antara kondisi 

keuangan, manajemen, pemasaran, produksi berikut prospeknya. 

e. Menentukan harga saham bersama-sama emiten. 

f. Berperan sebagai pembentuk pasar (pasar market). 

Sebenarnya perusahaan dapat saja menerbitkan efeknya tanpa 

menggunakan jasa penjamin emisi efek (underwriter) namun demikian karena 

prosesnya begitu rumit dan untuk itu diperlukan pengetahuan yang sangat 

spesifik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak mungkin memasuki pasar 

modal yang menjadi rahasia bagi kebanyakan orang merupakan modal utama bagi 

para underwriter, dan hal ini menjadi masalah penting bagi rencana penawaran 

umum perusahaan. Namun dibalik semua itu sebenarnya dengan menggunakan 

jasa penjamin emisi efek, manajemen perusahaan juga akan mendapat kesempatan 

untuk mengambil keuntungan dengan belajar dari pengalaman dan pengetahuan 

mereka.
43

 

Dengan melihat fungsi Penjamin Emisi tersbebut, maka sukses tidaknya 

suatu emisi efek sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengalaman penjamin 

emisi untuk memasarkan kepada publik. Di samping itu, penjamin emisi efek 

dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, sehingga semua data dan informasi 

yang diungkapkan kepada investor adalah benar dan tidak menyesatkan. Dengan 

demikian apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi dalam bentuk 
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prospektus yang mengakibatkan kerugian bagi investor, maka penjamin emisi ikut 

bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
44

 

Ditinjau dari segi bobot penjamin emisi (underwriter) kepada emiten, 

penjamin emisi dapat dibedakan berdasarkan komitmen, yaitu penjamin emisi 

dengan kesanggupan penuh (full commitment), penjamin emisi dengan 

kesanggupan terbaik (best effort commitment), penjamin emisi dengan 

kesanggupan siaga (standby commitment), dan penjamin emisi dengan 

kesanggupan semua atau tidak sama sekali (all or none commmitment).
45

 

a. full commitment 

Penjamin emisi dengan kesanggupan penuh meletakkan beban 

tanggung jawab pada penjamin emisi untuk mengambil alih resiko 

penawaran efek dengan memberikan jaminan kepada emiten untuk 

membeli semua efek yang ditawarkan dan kemudian menjualnya 

kembali kepada masyarakat. Dengan demikian kalau sebagian atau 

seluruh efek tidak laku terjual, maka resiko sepenuhnya menjadi beban 

penjamin.
46

 

b. best effort commitment 

Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang 

terjual, tetapi PEE akan berusaha sebaik-baiknya agar efek yang 

ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.
47

 

c. standby commitment 

Penjamin Emisi Efek berkomitmen agar saham yang tidak terjual di 

pasar perdana dapat dibeli oleh penjamin emisi efek pada harga 

tertentu.
48
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d. all or none commmitment 

penjamin emisi model ini menempatkan penjamin hanya berperan 

sebagai agen dari emiten. Penjamin memberikan jaminan untuk sisa 

efek yang tidak laku terjual. Dalam penjaminan emisi model ini dapat 

ditentukan bahwa penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual 

semua.
49

 

2. Profesi Penunjang Pasar Modal 

Profesi penunjang pasar modal terdiri atas akuntan, konsultan hukum, 

penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.
50

 Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal, 

profesi penunjang pasar modal memberikan pendapat dan penilaian yang 

independen.
51

 

a. Akuntan Publik 

Informasi terpenting yang dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran 

efek adalah laporan keuangan perusahaan. Akuntan publik memegang 

peranan kunci menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. 

Akuntan publik bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum serta Peraturan Bapepam. Akuntan publik dalam menjalankan 

pemeriksaan laporan keuangan tunduk kepada Norma Pemeriksaan 

Akuntan (NPA) yang juga disusun oleh profesi akuntan. NPA ini 

mengatur standar pemeriksaan (auditing standards) yang harus diikuti 

oleh setiap akuntan publik di dalam melakukan pemeriksaan terhadap 

laporan keuangan tersebut. Standar pemeriksaan ini memberikan 

pedoman bagi akuntan tentang bagaimana harus merencanakan 

pemeriksaan, melakukan pemeriksaan di lapangan, serta melaporkan 

pendapatnya atas hasil pemeriksaan secara profesional. 
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Secara umum ada 4 (empat) opini
52

 yang dikeluarkan oleh akuntan 

publik dalam penilaian suatu emiten/calon emiten, yaitu:
53

 

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Disqualified Opinion) 

Pendapat ini disebut juga unqualified opinion, clean opinion, a 

cacat, pendapat bersih, pendapat WTP dan lain-lain. Akuntan 

publik akan memberikan pendapat seperti ini apabila laporan 

keuangan secara umum menggambarkan kondisi keuangan dan 

hasil usaha yang wajar yang didasarkan pada penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum dan diterapkan 

secara konsisten. 

2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat ini disebut juga dengan pendapat WDP, pendapat wajar 

dengan catatan, atau pendapat bersyarat. Pendapat ini akan 

diberikan oleh akuntan apabila ia menilai bahwa laporan keuangan 

telah disajikan secara wajar, dalam arti disusun sesuai dengan SAK 

dilihat dari keseluruhan laporan, namun, ada hal-hal tertentu yang 

tidak dapat diterima oleh akuntan yang sifatnya material , tetapi 

tidak sampai merusak kewajaran laporan secara keseluruhan. 

3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan secara umum 

menggambarkan menggambarkan posisi yang tidak wajar baik 

karena banyaknya perkiraan ataupun jumlah yang menjadi 

masalah, maupun karena penerapan prinsip akuntansi lainnya tidak 

lengkap atau penerapannya tidak konsisten. Singkatnya, pendapat 

ini diberikan dalam situasi yang bertentangan dengan syarat-syarat 

agar laporan keuangan dapat dinyatakan wajar. 

4. Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) 
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Pendapat ini disebut juga no opinion, atau tidak ada pendapat. 

Pendapat ini diberikan apabila akuntan merasa bahwa 

pemeriksaannya tidak cukup mendukung untuk memberikan suatu 

pendapat atas laporan keuangan atau dirinya dianggap tidak 

independen dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan 

yang diperiksa. Atau bisa juga akuntan publik tidak memberikan 

opini apapun dengan alasan laporan keuangan tersebut tidak layak 

disajikan karena dapat menyesatkan penggunanya.
54

 

Tugas lain dari akuntan publik adalah menyiapkan comfort letter untuk 

disampaikan kepada Bapepam-LK dan menelaah laporan keuangan 

bersama manajemen perusahaan.
55

 

b. Notaris
56

 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang 

peraturan pejabat notaris. Peranan notaris diperlukan dalam emisi efek. 

Dalam emisi saham, Notaris berperan dalam mebuat akta perubahan 

anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris 

juga berperan dalam membuat pembuatan perjanjian emisi efek, 

perjanjian antarpenjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjualan. 

Sementara itu, dalam emisi obligasi, notaris juga berperan dalam 

pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan. 

Dilihat dari perannya dalam proses pemasyarakatan efek emiten, 

notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. 

Di samping itu, notaris juga bertanggung jawab atas secara profesional 

kepada organisasi profesi yang menaunginya. 
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c. Konsultan Hukum
57

 

Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan 

menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emitan. Peran 

konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga 

ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat segi hukum (legal 

opinion) mengenai keadaan perusahaan atau emiten. Penunjukan 

lembaga ini dilakukan oleh emiten. Konsultan hukum antara lain harus 

memberikan pendapat mengenai anggaran dasar emiten beserta 

perubahannya, izin usaha emiten, bukti kepemilikan/penguasaan harta 

kekayaan emiten, perikatan emiten dengan pihak lain, perkara, baik 

perdata maupun pidana yang menyengkut emiten dan pribadi 

pengurus. 

Konsultan hukum hasur memberikan pendapat mengenai, antara lain: 

i. Anggaran dasar emiten beserta perubahannya 

ii. Izin usaha emiten 

iii. Bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten 

iv. Perikatan emiten dengan pihak lain 

v. Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten dan 

pribadi pengurus 

vi. Seperti halnya notaris, dari peraturan yang berlaku tidak ada 

persyaratan khusus bagi konsultan hukum untuk terjun di pasar 

modal 

d. Penilai
58

 

Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu lembaga profesi cukup 

menentukan di pasar modal, karena lembaga ini berperan dalam 

menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. Nilai ini 

diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor untuk mengambil 

keputusan investasi. Salah satu tolok ukur yang dipergunakan untuk 
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menilai perusahaan terbuka adalah dengan mengetahui seberapa jauh 

nilai harta perusahaan bersangkutan. Neraca juga mencerminkan harta 

kekayaan perusahaan, baik harta tetap maupun aktiva lancar yang 

nilainya didasarkan pada nilai buku. Nilai ini kiranya belum 

mencerminkan nilai harta kekayaan sebagaimana dikehendaki oleh 

investor di pasar modal. Para investor umumnya menginginkan nilai 

yang wajar berdasarkan metode dan mekanisme pemikiran seobjektif 

mungkin. Dengan mengetahui nilai ini para investor dapat 

mengadakan analisis harga saham yang wajar dengan memakai 

pendekatan net assets approach. 

2.6 Perusahaan yang dapat melakukan penawaran umum 

Yang disebut sebagai perusahaan adalah perseroan yang berbentuk 

perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas.
59

 Perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya 

telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan 

memiliki modal disetor sekurang–kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah.
60

 

Sehingga tidak semua perseroan terbatas adalah perusahaan terbuka. Di 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal 

dengan perseroan terbuka dan perseroan publik. Perseroan Terbuka adalah 

Perseoan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang 

saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dibidang pasar modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perseroan terbuka/ 

perusahaan terbuka adalah: 
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a. Perseroan publik, atau 

b. Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Perusahaan publik yang sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan 

terbuka memiliki kewajiban melakukan pernyataan pendaftaran.
61

 Setelah 

pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam, perusahaan tersebut sudah menjadi 

perusahaan terbuka. Perusahaan publik tidak perlu melakukan penwaran umum 

karena telah memenuhi syarat sebagai perusahaan terbuka yaitu telah memiliki 

pemegang saham minimal 300 (tiga ratus) dan modal perusahaan minimal sebesar 

3.000.000.000 (tiga miliar). 

Perusahaan yang melakukan penawaran umum, wajib menyampaikan 

pernyataan pendaftaran layaknya perusahaan publik. Pernyataan pendaftaran ini 

akan efektif dalam waktu 45 hari setelah pernyataan pendaftaran disampaikan 

kepada Bapepam.
62

 Bapepam-LK tidak menutup kemungkinan dapat meminta 

perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten, apabila masih ada 

kekurangan kecukupan informasi.  Jadi, pernyataan pendaftaran baru bisa 

dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK apabila: 

a. Perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapapem-

LK telah dipenuhi; 

b. Perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi 

persyaratan. 

Selama ini beredar anggapan bahwa perusahaan yang dapat melakukan 

penawaran umum adalah perusahaan besar dan terkenal. Anggapan ini memang 

tidak dapat disalahkan karena informasi yang beredar adalah perusahaan 

kongkomerat yang melakukan penawaran umum. Anggapan lain adalah 
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perusahaan yang sudah lama berdiri yang bisa melakukan penawaran umum dan 

perusahaan yang baru berdiri belum cukup besar dan berkembang. Dan yang 

terakhir adalah perusahaaan yang telah memberikan keuntungan yang dapat 

melakukan penawaran umum dan mencari dana di pasar modal. Anggapan diatas 

tidak seluruhnya salah, karena bagaimanapun juga pasar modal bertujuan untuk 

menggalang dana dari masyarakat untuk mengembangkan perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan prinsip investor untuk memperoleh keuntungan, bahwa yang dicari 

bukan selalu perusahaan yang telah mapan dan mendatangkan untung besar, akan 

tetapi investor juga mencari perusahaan-perusahaan yang mempunyai prospek 

cerah, meskipun perusahaan tersebut adalah persahaan kecil yang belum 

memberikan keuntungan.
63

 

Pasar modal dapat dikatakan membuka pintu kepada perusahaan apapun. 

Penawaran umum pada dasarnya memberikan kepada siapapun. Bahkan bagi 

perusahaan yang tidak memiliki reputasi dan sedang berkembang yang biasa 

disebut dengan perusahaan menengah dan kecil, otoritas memberikan perlakuan 

khusus untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang masih berkembang ini 

menawarkan efeknya kepada masyarakat. Untuk mengakomodasi emiten-emiten 

yang belum mempunyai reputasi besar tersebut, Bapepam sebagai otoritas pasar 

modal telah mengeluarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Nomor 

IX.C.7 mengenai penawaran umum untuk perusahaan menengah dan kecil.
64

 

Dalam peraturan ini perusahaan menengah dan kecil dikategorikan sebagai 

perusahaan yang dengan jumlah kekayaan (nett assets) tidak lebih dari 

100.000.000.000 (seratur miliar), tidak berafiliasi dengan perusahaan yang tidak 

termasuk dalam kategori perusahaan menengah dan kecil serta bukan merupakan 

reksa dana. Selain persyaratan tersebut, peraturan ini menyatakan bahwa 

penawaran umum atas efek yang dilakuan perusahaan menengah dan kecil harus 

mempunyai nilai keseluruhan tidak lebih dari 40.000.000.000 (empat puluh 
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miliar).
65

 Dengan peraturan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pasar modal 

adalah menggali dana dari masyarakat untuk meningkatkan performa perusahaan, 

baik perusahaan besar, menengah ataupun perusaah kecil yang memiliki prospek 

bagus. 

2.7 Prospektus 

Salah satu dokumen untuk melakukan penawaran umum adalah 

prospektus. Prospektus merupakan dokumen penawaran efek yang disarikan dari 

dan mewakili dokumen-dokumen yang menyertai suatu pernyataan pendaftaran.
66

 

Prospektus merupakan sarana dengan mana pemodal dapat mengetahui dengan 

lebih dalam emiten, yang memang diwajibkan untuk memberikan kesempatan 

kepada investor, yang akan memesan atau membeli efek membaca prospektus.
67

 

Dalam definisi lain, disebutkan bahwa prospektus adalah penawaran tertulis resmi 

untuk menjual sekuritas yang mencantumkan rencana usaha yang sudah ada dan 

perlu diketahui oleh seorang investor adar dapat membuat keputusan dengan 

pengetahuan yang cukup.
68

 

Prospektus juga diterbitkan untuk dana bersama yang menjelaskan sejarah, 

latar belakang para manajer, tuntutan penggunaan dana, laporan keuangan dan 

data esensial lain. Prospektus untuk penawaran umum harus diberikan kepada 

calon-calon pembeli. Prospektus ini berisikan informasi keuangan dan penjelasan 
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dari sejarah bisnis perusahaan, pejabat perusahaan, operasi, perkara hukum (bila 

ada), serta rencana (termasuk penggunaan hasil jual emisi).
69

 

Jenis-jenis prospektus adalah prospektus ringkas, prospektus awal, dan 

prospektus final. Pada dasarnya ketiga jenis prospektus ini adalah dokumen 

keterbukaan yang sama yang memuat informasi tertulis sehubungan dengan 

penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus ringkas 

dan prospektus awal adalah dokumen keterbukaan yang dikeluarkan oleh emiten 

sebelum suatu pernyataan pendaftaran yang disampaikannya dinyakatan efektif. 

Bahkan kedua dokumen ini merupakan bagian dari dokumen yang disampaikan 

kepada BAPEPAM dalam ranagka penyampaian pendaftaran.
70

 

Perbedaan antara ketiga jenis prospektus ini terletak pada waktu dimana 

prospektus dikeluarkan. Prospektus ringkas dan prospektus awal dikeluarkan 

sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sedangkan prospektus final 

dikeluarkan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dan karenanya 

merupakan tindakan sebelum efek yang ditawarkan dijual kepada para pemodal.
71

 

2.8 Tahapan Penawaran Umum Perdana dalam rangka Go Public 

 Tahapan yang perlu diperhatikan oleh emiten untuk melakukan penawaran 

umum adalah sebagai berikut: 

2.8.1 Tahap Pra-Emisi (pra-penawaran) 

a. Perusahaan melakukan kajian mendalam (due diligence) terhadap 

keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban 

pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Dari 

kajian itu akan terlihat terhadap hal-hal apa saja perusahaan perlu 

melakukan restrukturisasi, misal permodalan, keuangan, aset, 
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organisasi, atau posisi-posisi tertentu di jajaran eksekutif dan komisaris 

perusahaan. Dari legal audit bisa diketahui tentang jumlah dan status 

aset yang dimiliki perusahaan, utang perusahaan kepada pihak lain, 

piutang pihak lain terhadap perusahaan yang belum terselesaikan. 

Kajian mendalam akan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindakan 

yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan 

melakukan penawaran umum.
72

 

b. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus 

mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). RUPS itu akan menjadi landasan hukum untuk melakukan 

penawaran umum. RUPS juga akan memutuskan perubahan Anggaran 

Dasar (AD) perusahaan.
73

 

c. Perusahaan menentukan penjamin emisi (underwriter), profesi 

penunjang, dan lembaga penunjang untuk penawaran umum.
74

 

Profesi penunjang yang diperlukan adalah: 

i. Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan 

emiten untuk dua tahun terakhir; 

ii. Notaris untuk membuat dokumen atas perubahan Anggaran Dasar, 

perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan notulen 

rapat-rapat; 

iii. Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum 

mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum untuk 

penawaran umum. 

Lembaga penunjang yang diperlukan adalah: 

i. Wali Amanat yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan 

pemegang obligasi sebagai kreditur; 
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ii. Biro Administrasi Efek (PT KPEI) 

iii. Lembaga Kustodian (PT KSEI) 

d. Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang 

diperlukan untuk melakukan penawaran umum.
75

 

e. Perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek.
76

 

f. Perusahaan melakukan public expose.
77

 

g. Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada 

Bapepam.
78

 Pernyataan pendaftaran pada dasarnya merupakan 

sekumpulan dokumen yang memuat prinsip-prinsip keterbukaan 

informasi yang harus disampaikan oleh Emiten dalam rangka 

penawaran umum efeknya di pasar modal. Oleh karena itu pernyataan 

pendaftaran harus memuat semua informasi atau fakta material 

mengenai perusahaan yang akan melakukan penawaran umum atas 

efeknya. Pernyataan pendaftaran tidak hanya memuat fakta mengenai 

emiten, tetapi juga akan memuat pendapat dari profesi penunjang yang 

ada di pasar modal mengenai emiten, harta kekayaannya, keuangan 

maupun status hukumnya. Emiten atau perusahaan publik akan 

bertanggung jawab atas ketetelitian, kecukupan, dan kebenaran serta 

kejujuran dari semua informasi yang ada dalam pernyataan dan 

dokumen-dokumen lain yang menyertainya yang disampaikan kepada 

Bapepam.
79

 Pernyataan pendaftaran untuk melakukan Penawaran 

Umum dilengkapi dengan dokumen sekurang-kurangnya adalah: 

i. Surat Pengantar Pernyatana Pendaftaran 

ii. Prospektus 

iii. Prospektus Ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum 
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iv. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran 

Awal (jika ada) 

v. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan 

Pendaftaran.
80

 

Dokumen lain yang diwajibkan antara lain:
81

 

i. Rencana jadwal Penawaran Umum; 

ii. Contoh surat Efek; 

iii. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana 

dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2; 

iv. Surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan 

perubahan keuangan Emiten yang terjadi setelah laporan 

keuangan yang diaudit oleh Akuntan; 

v. Surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi; 

vi. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika 

dicantumkan dalam Prospektus; 

vii. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hokum; 

viii. Riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi; 

ix. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada); 

x. Perjanjian Perwaliamanatan (jika ada); 

xi. Perjanjian Penanggungan (jika ada)Perjanjian pendahuluan 

dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di 

Bursa Efek); 

xii. Informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu 

dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat 

diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan 
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 Badan Pengawas Pasar Modal (b), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi 
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Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dalam proses Penawaran 

Umum; 

xiii. Peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek 

atas obligasi atau Efek yang bersifat hutang lainnya, dan; 

xiv. Pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum 

dari: 

1. Emiten 

2. Penjamin Pelaksana Emisi Efek 

3. Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam 

Formulir Nomor: IX.C.1- 2 lampiran 2, Nomor IX. C. I-3 

lampiran 3 dan Nomor: IX. C.1- 4. Lampiran 4. 

h. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif Pernyataan 

Pendaftran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan 

dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut 

aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen.
82

 

2.8.2 Tahap Emisi
83

 

a. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar 

primer. 

b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten 

di pasar primer. 

c. Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer. 

d. Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (di bursa) 

e. Perdagangan efek di pasar sekunder (di bursa) 

2.8.3 Tahap Setelah Emisi
84

 

Sesudah proses emisi, emiten berkewajiban untuk menyampaikan 

informasi, yaitu: 

a. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah 

tahunan (continuous disclosure). 
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b. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian 

direksi (timely disclosure). 

2.9 Backdoor Listing sebagai salah satu cara Go Public dalam Pasar Modal 

Perusahaan berusaha mencari akses untuk menyediakan sumber dana yang 

besar.
85

 Menjadi perusahaan publik yang tercatat di bursa merupakan mimpi dari 

setiap perusahaan privat. Tecatat di bursa dan menjadi perusahaan terbuka 

merupakan pencapaian perkembangan perusahaan. Status listing yang dimiliki 

oleh perusahaan memiliki banyak keuntungan, antara lain:
86

 akses ke pasar modal 

dan modal yang rendah biaya, meningkatkan reputasi perusahaan, menyediakan 

likuiditas perusahaan, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mengakuisisi, 

dan masih banyak lagi. 

Menjadi perusahaan publik juga merupakan keputusan monumental untuk 

perusahaan. Tindakan ini akan selamanya merubah bagaimana perusahaan 

menjalankan bisnisnya. Perusahaan publik akan bisa mengakses lebih dalam dan 

lebih sering sumber permodalan dari pada perusahaan privat. Proses going public 

dapat dilakukan dalam waktu yang tepat dan akan menghadapi tantangan yang 

unik sehingga seharusnya dipersiapkan untuk menjalankannya.
87

 

Perusahaan yang akan melakukan IPO untuk Go Public harus mengeluarkan 

biaya yang banyak dan signifikan. Biaya-biaya tersebut antara lain untuk fee 

underwriter (biasanya 5-7 persen dari pendapatan kotor), biaya yang berkaitan 

dengan penasehat hukum dan akuntan, biaya menge-print, dan listing fee.
88

 Di 
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 Philip Brown, et. al., “Choice between Alternative Routes to Go Public: Backdoor 
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Amerika, perusahaan kecil harus membayar biaya yang lebih banyak dan ada 

potongan harga ketika saham dijual ke masyarakat. Perusahaan kecil yang 

menjual $ 50 juta sahamnya, diukur dengan harga pasar di akhiri hari pertama, 

dan IPO dengan nilai pasar lebih dari $ 53 juta mendapat dana bersih hanya $ 45 

juta secara tunai atau bahkan kurang dari itu, sementara 17% atau lebih biaya 

yang harus dikeluarkan.
89

 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ProceWaterHouseCoopers, biaya yang 

dikeluarkan saat IPO memang besar. Banyak faktor yang menentukan berapakah 

biaya yang akan dikeluarkan, tetapi hampir di semua aktifitas IPO, akan 

mengeluarkan biaya yang signifikan. Going Public melalui IPO memakan banyak 

biaya sehingga akhirnya muncul alternatif cara untuk mendapatkan status listing 

di bursa.
90

  

Alternatif Cara 

untuk IPO 

Pengertian Keuntungan Kerugian 

Exempt 

Offerings 

Transaksi dimana 

efek dijual secara 

terbatas kepada 

investor yang 

sudah 

berpengalaman 

dengan 

sangat dibatasi oleh 

berkas SEC dan 

persyaratan 

pelaporan. 

1. Proses lebih 

cepat karena 

tidak mendapat 

pengawasan 

SEC
91

 

2. Modal bisa cepat 

dihasilkan, tetapi 

perusahaan 

publik 

melaporkan 

kewajiban yang 

1. Bisa 

menghasilkan 

harga yang 

lebih rendah 

dari pada IPO 

karena 

likuiditas yang 

rendah untuk 

investor 

2. Investor 

potensial 
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ditangguhkan.  terbatas untuk 

menjadi 

pembeli yang 

berasal dari 

lembaga 

3. Kenaikan biaya 

karena 

persiapan nota 

penawaran dan 

pernyataan 

registrasi yang 

berikutnya. 

Reverse 

Merger/ 

Special 

Purpose 

Acquisition 

Companies, 

atau dikenal 

dengan 

Backdoor 

Listing 

Transaksi dimana 

perusahaan privat 

merger dengan 

perusahaan publik. 

1. Biaya dan waktu 

yang diperlukan 

lebih sedikit dari 

IPO 

2. Tidak 

tergantung pada 

pasar 

3. Tidak 

memerlukan 

underwriter 

1. Tidak ada dana 

yang dihasilkan 

2. Sulit 

menemukan 

kendaraan 

merger 

3. Keterbukaan 

kepada 

perusahaan 

publik beresiko 

sebagai 

perusahaan 

yang potensial 

tidak siap 

melakukan IPO 

Private Sale Penjualan saham 

secara langsung 

kepada pembali 

khusus di luar 

bursa. 

1. Bisa 

menyelesaikan 

penjualan 

ekuitas yang 

lebih besar 

1. Harga yang 

dihasilkan lebih 

rendah dari IPO 

2. Potensi 

kehilangan 
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2. Biaya dan 

Waktu yang 

lebih sedikit 

(tidak ada 

pemeriksaan 

SEC) 

3. Tidak 

memerlukan 

underwriter 

keuntungan 

pajak 

3. Lebih sedikit 

menghimpun 

pembeli 

potensial. 

 

 Backdoor Listing
92

 merupakan alternatif cara untuk go public selain 

melalui IPO. Perusahaan yang melakukan backdoor listing mengeluarkan biaya 

yang lebih murah dibandingkan bila perusahaan melakukan IPO. Selain itu, 

perusahaan akan lebih cepat dikenal masyarakat, mandiri, dan mapan karena 

perusahaan yang bersangkutan tidak perlu membuat perusahaan baru yang 

memerlukan persiapan, pengelolaan, dan pengenalan kepada masyarakat.
93
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BAB 3 

TINJAUAN UMUM BACKDOOR LISTING MELALUI REVERSE 

TAKEOVER DAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI DALAM 

PASAR MODAL 

3.1 Pengertian Backdoor Listing 

 Backdoor Lisiting
1
 adalah upaya masuk bursa efek tanpa melalui 

penawaran saham perdana publik atau initial public offering (IPO).
2
 Backdoor 

Listing bukan merupakan istilah akademis, tetapi istilah populer yang sering 

dipergunakan di dalam Pasar Modal untuk menyebut aksi korporasi perusahaan 

yang ingin listing tanpa melakukan Initial Public Offering. Pengertian lain tentang 

Backdoor Listing adalah teknik yang dilakukan perusahaan yang ingin masuk ke 

bursa saham tanpa melalui mekanisme penawaran saham yang normal. Biasanya 

perusahaan itu melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan yang telah 

tercatat di bursa.
3
 

 Dalam kaitannya dengan strategi pentatan saham di pasar modal, backdoor 

listing dilakukan dengan cara yang transparan sehingga tidak dilarang. Dalam 

literatur manapun peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada definisi 

                                                           
 
1
 Backdoor listing (hereafter BDL) deals are complex inter-corporate transactions by 

which unlisted private-held firms achieve a listing status through the corporate shell of publicly-

listed companies. A BDL transaction is normally structured as a takeover of the private firm by the 

public company but in essence, the vendors of the private firm obtain control of the enlarged 

public shell (a reverse takeover) at the conclusion of the event. From the public firms’ point of 

view, BDL represent major corporate restructurings which typically involve a change of name, 

business activities, board of directors and management. From the private firms’ perspective, BDL 

can be seen as an alternative route for going public. Philip Brown, et. al., “Choice between 

Alternative Routes to Go Public: Backdoor Listing versus IPO”, Accounting and Finance 

Association of Australia and New Zealand (Juli 2010): 1, diakses tanggal 15 April 2012. 

http://www.afaanz.org/openconf/2010/modules/request.php?module=oc_program&action=view.ph

p&id=309  

 
2
 “Kontan Weekly, Dewa Penyelamat Itu Masuk Dari Pintu Belakang,” 

http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=55368&startpage=page0000012, diakses tanggal 

15 Maret 2012.  

 
3
 “BEI Perketat Aturan Backdoor Listing,” http://investasi.kontan.co.id/news/bei-

perketat-aturan-backdoor-listing-, diakses tanggap 2 Mei 2012. 
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yang tegas menerangkan pengertian istilah backdoor listing.
4
 Ketentuan bursa 

saham di berbagai negara memberikan kriteria yang berbeda-beda mengenai 

transaksi antar perusahan yang dapat dikategorikan sebagai praktik backdoor 

listing. Beberapa bursa memandang tindakan suatu perusahana publik yang 

melakukan emisi efek dalam rangka akuisisi internal maupun eksternal sebagai 

praktik backdoor listing. Sedangkan kriteria lain mengkategorikan kegiatan emisi 

suatu perusahaan holding untuk menanamkan seluruh atau sebagian besar dana 

hasil penawaran umum ke dalam anak perusahaan sebagai praktik backdoor 

listing. Bahkan ada beberapa bursa yang memandang tindakan mengubah usaha 

utama (main business) suatu perusahaan publik sebagai backdoor listing.
5
 

 Backdoor listing dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya 

adalah reverse merger atau reverse takeover.  Dalam beberapa literatur asing, 

disebutkan bahwa perusahaan yang sudah listing di bursa melakukan akuisisi 

terhadap saham yang dimiliki oleh perusahaan privat. Akuisisi ini dibayarkan 

dengan penerbitan saham (right issue) yang ditukar dengan saham perusahaan 

tertutup. Perusahaan publik yang bertahan kemungkinan akan merubah nama dan 

lini usahanya sesuai dengan keputusan Dewan Direksi yang baru.
6
 

 

 

                                                           
 

4
 Miranda Anwar, “Pencatatan Saham Lewat Pintu Belakang (Backdoor Listing) dengan 

cara melakukan Akuisisi (Studi Kasus: Akuisisi PT Fatrapolidonusa Industri Tbk oleh Titan 

International Corp. Sdn. Bhd.)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Desember 2008): 

hal 57. 

  
5
 Ibid.  

 
6
 Reverse Merger didevinisikan sebagai berikut: A reverse merger is an alternative 

method to go public. The essence of the reverse merger is to make a privately held company 

successor of a previously going concern public company. This goal is achieved through a stock 

swap in which privat company is acquired by public company, but privat company’s shareholders 

obtain control over public company. In addition, privat company’s shareholders can change the 

name of public company and remove its board of directors. In the next section we explain with a 

real example the typical reverse merger operation. Augusto Arellao-Ostoa dan Sandro Brusco, 

“Understanding Reverse Mergers: A First Approach,” Business Economics Series 11 (Mei 2012): 

2. 

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



57 

 

3.2 Alasan Perusahaaan Melakukan Backdoor Listing 

 Perusahaan berusaha mencari akses untuk menyediakan sumber dana yang 

besar.
7
 Menjadi perusahaan publik yang tercatat di bursa merupakan mimpi dari 

setiap perusahaan privat. Tercatat di bursa dan menjadi perusahaan terbuka 

merupakan pencapaian perkembangan perusahaan. Status listing yang dimiliki 

oleh perusahaan memiliki banyak keuntungan, antara lain:
8
 akses ke pasar modal 

dan modal yang rendah biaya, meningkatkan reputasi perusahaan, menyediakan 

likuiditas perusahaan, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mengakuisisi, 

dan masih banyak lagi. 

 Kelebihan dari reverse merger atau reverse takeover adalah keuntungan 

menjadi perusahaan publik tanpa biaya dan kompleksistas layaknya melalui Initial 

Public Offering. Reverse Merger adalah jalan terbaik, tercepat, termudah, dan 

termurah untuk menjadi perusahaan publik. Biaya yang dikeluarkan dari reverse 

merger jauh lebih murah terutama bagi perusahaan baru yang ingin mendapatkan 

tambahan dana, melakukan investasi tambahan, dan menggunakan sahamnya 

untuk membiayai akuisisi yang lebih murah.
9
 

 Biaya untuk penawaran umum perdana antara lain komisi untuk 

underwriter, biaya untuk konsultan hukum, biaya akuntan, biaya road show, biaya 

pencetakan dan penerbitan, disamping biaya-biaya di atas perusahaan masih harus 

mengeluarkan biaya pendaftaran di Badan Pengawas Pasar Modal, biaya untuk 

berbagai konsultan dan lembaga penunjang, seperti, appraisal, biro administrasi 

efek, bila perusahaan memiliki Dana Pensiun diperlukan biaya untuk Aktuaris, 

                                                           
 
7
 Ibid., hal 1. 

 
8
 Philip Brown, et. al., op. cit., hal 1. 

  
9
 James Molloy dan Michael Fung, Full Speed Reverse. The Reverse Merger: Backing 

into Wall Street’s Worst Idea (Burlington: RCW Mirus) hal 1. 

http://www.merger.com/admin/research/uploads/Full%20Speed%20Reverse!%20The%20Reverse

%20Merger-Backing%20Into%20Wall.pdf, diakses tanggal 5 Mei 2012.  
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dan masih banyak biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul belakangan yang 

sulit sekali untuk dapat diprediksi:
10

  

3.3 Reverse Takeover sebagai salah satu cara melakukan Backdoor Listing 

3.3.1 Strategi Melakukan Backdoor Listing melalui Akuisisi 

Di dalam proses reverse takeover akan muncul dua kondisi perusahaan 

yang disebut dengan defunct atau shell company. Defunct company adalah 

perusahaan yang hampir keluar dari bursa bahkan perusahaan tersebut tidak aktif. 

Beberapa dari defunct company bahkan terancam kebangkrutan. Perusahaan 

seperti ini sudah tidak melakukan aktifitas lagi layaknya perusahaan yang sehat, 

sekalipun masih beroperasi. Shell company
11

 adalah perusahaan yang dibuat dari 

awal dengan tujuan spesifik sebagai kendaraan go public.
12

 

3.3.2 Prosedur Backdoor Listing Melalui Akuisisi Perusahaan 

Backdoor Listing melalui reverse takeover dilakukan melalui 3 cara, yaitu:
13

 

a. Perusahaan publik mengakuisisi sebagian aset perusahaan privat, 

memberikan pembayaran dalam bentuk penguasaan saham mayoritas (51%) 

dari saham perusahaan publik. 

b. Perusahaan publik melakukan merger dengan perusahaan privat, melalui 

pertukaran saham, perusahaan privat pada akhirnya memiliki kontrol 

terhadap perusahaan publik. 

                                                           
 
10

 Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya) (Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 27-30.  

 
11

 Shell company menurut Black’s Law Dictionary adalah an entity that has no active 

business and usualy exists inly in name as vehicle for another company’s business operations. 

Henry Campbell  Black, Bryan A. Garner (ed), “Black’s Law Dictionary”, 7
th 

Edition, (Minnesota, 

St. Paul, USA: West Group, 2001), hal. 344. 

Di dalam literatur lain disebutkan bahwa Shell Company diartikan sebagai perusahaan 

yang memiliki saham yang didaftarkan berdasarkan Securities Exchange Act of 1934, namun 

memiliki tujuan hanya sebagai kendaraan bagi perusahaan lain untuk go public. 

 
12

 Augusto Arellao-Ostoa dan Sandro Brusco, op. cit., hal 7. 

 
13

 Ibid., hal. 8  
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c. Perusahaan publik mengakuisisi bagian saham (misal dari mengakuisisi 

aset, liability, dan arus kas) dari perusahaan publik, kemudian menukar 

saham mayoritas (lebih dari 51%) dari saham perusahaan publik. Kemudian 

perusahaan privat menjadi anak perusahaan perusahaan publik dan karena 

itu juga pada akhirnya menjadi perusahaan publik. 

Di semua kasus yang pernah terjadi, perusahaan privat mendapatkan lebih 

dari 51% saham perusahaan publik dan kemudian menjadi perusahaan publik. 

Biasanya perusahaan privat tersebut merubah nama perusahaan publik yang sudah 

dikuasai sahamnya dan menyingkirkan manajer dan dewan direksi yang 

sebelumnya. Secara sah, aktivitas perusahaan publik akan berlanjut sampai 

pemegang saham baru memutuskan untuk membatalkan semuanya.
14

 

3.3.3 Peraturan Yang Terkait Dengan Praktik Backdoor Listing Melalui 

Akuisisi Perusahaan di Indonesia 

Backdoor listing bukan merupakan istilah yang sebenarnya di pasar modal, 

karena jika dilihat lebih jauh metodenya, backdoor listing sebenarnya merupakan 

akuisisi, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 

perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15

 Sehinga peraturan yang 

mengatur mengenai akuisisi berlaku pula terhadap ketentuan backdoor listing. 

a. Peraturan Bapepam IX.F.1 tentang Penawaran Tender, 

b. Peraturan Bapepam X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang 

Saham Tertentu, 

c. Peraturan Bapepam IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan 

Terbuka, dan 

d. Peraturan Bapepam IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan 

Kegiatan Usaha Utama. 

                                                           
 
14

 Ibid. 

 
15

 Indonesia (c), op. cit., pasal 1 butir 11. 
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e. Peraturan Bapepam X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan 

Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. 

f. Peraturan Bapepam X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus 

Segera Diumumkan Kepada Publik. 

g. Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi 

Tertentu 

3.4 Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat, 

yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dan dilaksanakan semata-

mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai apa yang 

dimaksud perusahaan.
16

 GCG umunya terkait dengan dengan adanya fungsi 

pelaksanaan perusahaan yang baik, terciptanya pasar yang kompetitif (terutama 

pasar institusi keuangan), adanya perlindungan hukum yang kokoh bagi para 

investor luar, baik para kreditur maupun para pemegang saham dan para 

pemegang saham dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku pengurus 

perseroan. Sebaliknya, penerapan GCG yang kurang baik, umumnya tercermin 

pada kurangnya keterbukaan pengungkapan informasi suatu perseroan, perseroan 

yang kurang independen dan lemahnya perlindungan hukum bagi Pemegang 

Saham Minoritas.
17

 

 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Corporate Governance (CG) adalah suatu 

konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian 

kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur 

yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh 

masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan 

antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari Rapat Umum Pemegang 

                                                           
 
16

 Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan 

Usaha Milik Negara Tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam 

Perusahaan Perseroan, Kep-23/M-PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000. 

 
17

 Mishardi Wilamarta, Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate 

Gvernance, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 1. 
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Saham (RUPS), Direksi, Komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur-unsur 

dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada 

hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu Negara yang sangat 

berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan 

masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal 

perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon 

kreditor perseroan. Corporate Governance adalah suatu konsep yang luas.
18

 

 Salah satu langkah yang bermanfaat  dalam rangka implementasi GCG 

adalah menerapkan prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh Organizational for 

Economic Cooperation and Development (OECD)
19

 dan yang dipergunakan oleh 

anggota OECD sendiri. Prinsip-prinsip pokok CG yang perlu diperhatikan untuk 

terselenggaranya praktik GCG adalah transparansi (transparancy)
20

, keadilan 

(fairness)
21

, akuntabilitas (accountability)
22

, responsibilitas (responsibility)
23

.
24

 

                                                           
 
18

 Sutan Remy Sjahdeini, Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksana Good Corporate 

Governance, Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan, (Jakarta: Tim Pakar Hukum 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000), hal 84.  

 
19

 OECD adalah organisasi pembangunan ekonomi yang beranggotakan negara-negara 

maju, terdiri dari Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Jerman, Finlandia, Perancis, 

Yunani, Irlandia, Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, 

Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.   

 
20

 Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas, dan dapat 

diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan,dan kepemilikan 

perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate 

Governance, 2006, hal. 5. 

 
21

 Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak –hak pemegang 

saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen pasa 

investor. Ibid. 

 
22

 Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin 

penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh 

Dewan Komisaris. Ibid. 

  
23

 Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan 

dipatuhinya nilai-nilai sosial. Ibid. 

 
24

 OECD Principles of Corporate Governance. 
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Kemudian Komite Nasional Kebijakan Governance menambahkan asas Indepensi 

(independency)
25

 sebagai salah satu asas GCG. OECD lebih lanjut menjabarkan 

prinsip-prinsip pokok tersebut ke dalam kategori: Hak-hak pemegang saham (the 

rights of shareholders), perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (the 

equitable treatment of stakeholders in CG), pengungkapan dan transparansi 

(disclosure and transparancy), tanggung jawab direksi dan komisaris (the 

responsibilities of the board).
26

 

 GCG sangat penting diterapkan karena dapat membantu perusahaan 

menarik investor atau pelaku usaha domestik maupun internasional, terutama pada 

saat ekonomi global diberlakukan. Oleh karena itu, pengurus perseroan yang 

profesional harus menghasilkan ide-ide baru untuk mengikuti perubahan situasi, 

mengambil keputusan untuk memperbaiki kondisi perseroan, agar investor 

termasuk calon pemegang saham dari luar dapat menanamkan modalnya di 

Indonesia.
27

 

 Pedoman GCG merupakan dasar pengembangan kebijakan dari sektoral ke 

tingkat institusional yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan 

perusahaan berjalan sesuai dengan praktik usaha yang baik. Pedoman GCG di 

Indonesia yang dibuar oleh Komite Nasional Kebijakan Governance sebagai 

acuan bagi perusahaan Indonesia agar dapat melaksanakan GCG secara 

konsekuen, konsisten, dan berkesinambungan.
28

 

 

 

                                                           
 
25

 Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain. Komite Nasional Kebijakan Governance, loc. cit. 

  
26

 Wilamarta, op.cit., hal 3. 

 
27

 Ibid., hal 51.  

 
28

 Ibid., hal 67. 
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 Pedoman GCG di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:
29

 

a. Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS termasuk hak-hak 

pemegang saham, perlakuan yang adil bagi pemegang saham, tanggung 

jawab pemegang saham, RUPS dan sistem pengangkatan serta 

penggajiannya. 

b. Komisaris yang mengatur mengenai fungsi Komisaris, komposisi 

komisaris, kepatuhan terhadap Undang-undang dan AD PT, rapat 

Komisaris, informasi bagi Komisaris dan sistem pengangkatan serta 

penggajian para pengurus perseroan. 

c. Direksi yang mengatur mengenai fungsi Direksi, komposisi Direksi, 

kepatuhan terhadap Undang-undang dan AD PT, rapat Direksi, informasi 

bagi Direksi serta sistem pengangkatan dan penggajiannya. 

d. Sistem audit yang mengatur mengenai auditor eksternal, komite audit, 

informasi dan kerahasiaan audit. 

e. Sekretaris perusahaan yang mengatur mengenai fungsi, persyaratan, 

pertanggungjawaban, peranan dalam hal pengungkapan informasi dan 

sistem pengawasan informal informasi. 

f. Para pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholders), yang mengatur 

mengenai hak-hak stakeholders dan keikutsertaan stakeholders dalam 

pengawasan manajemen. 

g. Pengungkapan informasi yang mengatur hal-hal yang penting terhadap 

pembuatan keputusan, pengungkapan strukrur GCG, pengungkapan yang 

akurat dan tepat waktu, laporan tahunan dan pengungkapan informasi yang 

sensitif terhadap harga. 

h. Kerahasiaan yang pada prinsipnya diemban oleh Dewan Komisaris dan 

Direksi, yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perseroan 

sesuai dengan hukum yang berlaku. 

i. Informasi melalui orang dalam. Komisaris dan direksi tidak diperbolehkan 

memanfaatkan orang dalam untuk membeli atau memiliki saham dalam 

perseroan. 

                                                           
29

 Ibid., hal 70. 
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j. Etika bisnis dan korupsi yang mengharuskan Komisaris dan Direksi serta 

seluruh karyawan prseroan tidak melakukan penyogokan kepada pejabat 

pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan perseroan (baik langsung 

maupun tidak langsung). 

k. Sumbangan tidak layak yang diberikan kepada badan-badan atau partai 

politik yang sumber keuangannya berasal dari keuntungan perusahaan. 

l. Mematuhi peraturan kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Direksi 

harus yakin, bahwa perusahaan, hasil produksi yang berasal dari pabrikan, 

tanaman, perdagangan, dan fasilitas perusahaan lain tidak merusak 

lingkungan hidup dan kesehatan, serta segala macam kegiatan perusahaan 

dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. 

m. Memberikan kesempatan yang sama bagi para karyawan. Direksi harus 

memberikan penghargaan atau mempromosikan karyawan yang 

berprestasi dengan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, 

usia, cacat atau hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang 

berlaku.  

3.5 Keterbukaan Di Pasar Modal 

 Keterbukaan atau yang di dalam masyarakat pasar modal lebih dikenal 

dengan disclosure, pada saat ini sebenarnya bukanlah monopoli pasar modal. 

Keterbukaan juga bukanlah masalah baru. Hal ini karena keharusan melakukan 

keterbukaan telah diwajibkan kepada perusahaan, khususnya Perseoan Terbatas 

dalam batas-batas tertentu untuk waktu yang cukup lama, karea memang 

merupakan salah satu cara negara dalam menjalankan administrasinya. Misalnya 

dapat dilihat pada adanya kewajiban untuk mempublikasikan Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas yang baru didirikan, serta perubahannya pada daftar 

perusahaan yang saat ini diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan. Di negara lain seperti Inggris, misalnya, kewajiban melakukan 

keterbukaan dan publikasi ini paling sedikit telah ada sejak tahun 1844.
30

 

                                                           
   

30
 Balfas, op.cit., hal 161. 

 

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



65 

 

 Bismar Nasution di dalam bukunya Keterbukaan Dalam Pasar Modal 

mengungkapkan bahwa Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal memiliki 3 fungsi 

yaitu:
31

 

1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan 

dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme 

pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi 

investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena 

melalui keterbukaan bisa terbentuk penilaian (judgement) terhadap 

investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan 

terhadap portofolio mereka. 

2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada 

konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar 

modal yang efisien, yaitu harga saham yang sepenuhnya merupakan 

refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. 

3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud).
32

   

 Belakangan ini masalah keterbukaan memang menjadi perhatian utama, 

sehingga kewajiban melakukan keterbukaan ini pun lebih dituntut dan diwajibkan 

oleh pemerintah. Hal ini karena dengan keterbukaan masyarakat tidak hanya 

mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi dengan 

keterbukaan diharapkan akan terjadi semacam kontrol publik terhadap kegiatan-

kegiatan tertentu. Dengan keterbukaan ini juga, akan memberikan kemudahan 

bagi investor untuk mengetahui calon mitra usahanya, sehingga akan 

mempermudah adanya kerjasama di antara keduanya. Keterbukaan ini akan 

mempermudah bankir mengetahui debiturnya sehingga ia akan lebih mudah 

mengetahui latar belakang, kemampuan keruangan serta prospek usaha calon 

debiturnya tersebut, yang pada akhirnya akan memudahkan bankir tersebut dalam 

                                                           
 
31

 Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas 

Hukum Universitasa Indonesia, 2001), hal 9. 

 
32

 Ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Barry A.K. Rider bahwa “sun light is the 

best disinfectant and electric light is the best policeman” untuk mengungkapkan bagaimana 

keterbukaan informasi berperan dalam mencegah fraud  di pasar modal. Barry juga menambahkan 

lagi, “more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse”. 
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pengambilan keputusan. Tanpa adanya keterbukaan yang baik dapat menyebabkan 

biaya yang tinggi bagi mereka yang memerlukan informasi untuk mengetahui 

masalah yang perlu diketahui karena itu berarti akan ada usaha yang lebih untuk 

mengetahui informasi yang dibutuhkan.
33

 

 Karena pentingnya keterbukaan, maka tuntutan untuk melakukan 

keterbukaan ini tidak hanya dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan publik 

dan emiten semata, tetapi juga menyangkut kepada perusahaan yang tidak 

melakukan penawaran umum efeknya kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ditentukan bahwa 

kewajiban untuk melakukan pendaftaran dikenakan terhadap setiap perusahaan. 

Daftar perusahaan sendiri, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Undang-

undang, bertujuan untuk mencatat bahan-bahan/ keterangan yang dibuat secara 

benar dari suatu perusahaan, dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua 

pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya 

tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam menjamin 

kepastian berusaha.
34

 

3.6 Pelaksanaan Keterbukaan Sebelum Pernyataan Pendaftaran 

 Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar 

modal sudah dimulai pada saat perusahaan memasuki tahap pra-pencatatan 

Pernyataan Pendaftaran.
35

 Pernyataan pendaftaran (Registration Statement) yang 

wajib diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terdiri dari 

prospektus awal dan dokumen-dokumen pendukung.
36
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 Balfas, op. cit., hal 161-162. 

 
34

 Ibid. 

 
35

 Prospektus ringkas dan prospektus awal merupakan dokumen kelengkapan yang harus 

dipenuhi oleh calon emiten sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif, sehingga dokumen 

ini tidak bisa diakses oleh investor, melainkan merupakan persyaratan administrasi dan penelitian 

kelayakan yang dilakukan oleh Bapepam. Bismar Nasution, op.cit., hal 103-104. 

  
36

 Dokumen pendukung yang dimaksud ini terdapat dalam Peraturan Nomor IX.C.3 

tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. Badan  
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 Dalam praktek yang terjadi di pasar modal Indonesia, fungsi prospektus 

awal dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon investor memperoleh 

informasi segera setelah Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Bapepam. Dalam 

konteks ini muncul suatu persoalan, yaitu perlu dibuat suatu ketentuan bagi 

emiten untuk memberitahukan kapan dan dimana calon investor bisa memperoleh 

prospektus awal tersebut. Misalnya membuat ketentuan yang mengatur adanya 

prospektus awal. Dalam perkataan lain, perlu dibuat ketentuan yang mengambil 

alih fungsi prospektus ringkas menjadi prospektus awal. Oleh karena itu, 

Bapepam perlu mempertimbangkan apakah masih perlu diterapkan pemakaian 

prospektus ringkas tersebut.
37

 Pertanyaan ini didasarkan atas: 

a. Walaupun prospektus awal belum memuat informasi tentang harga 

penawaran dan informasi lain yang berhubungan dengan harga, tetapi 

kandungan prospektus awal lebih rinci dibandingkan dengan prospektus 

ringkas. 

b. Waktu yang tersedia bagi calon investor untuk melakukan kajian tentang 

prospek perusahaan menjadi lebih panjang. 

c. Melalui prospektus awal emiten dapat melakukan kegiatan marketing yang 

lebih interaktif dan dialogis secara lebih dini. 

d. Bapepam bisa menggunakan prospektus awal untuk memacu kontrol sosial 

atas kualitas keterbukaan emiten. 

3.6.1 Dokumen Keterbukaan 

Dokumen utama dalam upaya keterbukaan oleh calon emiten adalah 

prospektus yang harus dikeluarkan ketika perusahaan pertama kali mendapatkan 

statu sebagai emiten dan perusahaan publik. Dokumen utama keterbukaan ini 

pada dasarnya hanyalah dikeluarkan satu kali saja, yaitu ketika pernyataan 

                                                                                                                                                               
 

Pengawas Pasar Modal (), Keputusan Ketua Badan Mengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 Tentang Pedoman Menganai Bentuk dan 

Isi Prospektus Ringkas Dalam Penawaran Umum, Kep. No. 43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 

2000, lampiran. 
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 Nasution, op. cit., hal 105. 
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pendaftaran yang diwajibkan untuk menjadi emiten dan perusahaan publik 

tersebut disampaikan kepada Bapepam.
38

 

Prospektus sendiri dalam Undang-undang dirumuskan sebagai setiap 

informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak 

lain membeli Efek. Dengan kata lan prospektus ini merupakan dokumen yang 

berisi segala keterangan tertulis mengenai status, keadaan keuangan dan jalannya 

perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya. Prospektus tidak hanya mengandung 

informasi apakah perushaaan telah berdiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 

tetapi juga informasi mengenai maksud dan pernyataan perusahaan dalam 

menawarkan efek, pemilik perusahaan, kepemilikan perusahaan atas segala harta 

yang dimilikinya, kepengurusan (manajemen) perusahaan, informasi keuangan 

dalam bentuk laporan keuangan serta informasi mengenai nilai dari harta milik 

perusahaan.
39

  

Berdasarkan Peraturan Bapepam No IX.C.2 memberikan pedoman 

mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum. Pada 

halaman muka prospektus, misalnya akan berisi informasi mengenai hal-hal 

seperti tanggal efektif, masa penawaran, tanggal penjatahan, tanggal penyerahan 

surat efek, nama lengkap dan alamat perusahaan, nama bursa dimana efek akan 

dicatatkan, pernyataan yang berhubungan dengan Bapepam, pernyataan 

bertanggung jawab emiten dan penjamin pelaksana emisi serta pernyataan 

mengenai resiko yang berhubugan dengan efek yang ditawarkan. Pernyataan 

mengenai resiko ini tentunya tidak akan sama antara satu emiten dengan emiten 

lainnya, karena memang sifat resiko yang dihadapi masing-masing emiten 

berbeda.
40

 

Pada bagian dalam, yang merupakan isinya, prospektus memuat segala 

sesuatu mengenai emiten dan efek yang ditawarkannya. Isi prospektus ini antara 
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lian memuat pernyataan emiten untuk melakukan penawaran umum termasuk 

segala sesuatu mengenai efek yang ditawarkan (jumlah efek, nilai nominal dan 

lain-lain), rencana penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penawaran umum, 

pernyataan utang emiten yang meliputi jumlah dan rinciannya, analisis dan 

pembahasan oleh manajemen atau yang biasa disebut MD&A (management 

discussion and analysis). Selanjutnya dalam bagian isi prospektus akan dimuat 

masalah-masalah resiko usaha emiten, kejadian-kejadian penting setelah tanggal 

laporan keuangan emiten, keterangan mengenai seluk beluk emiten dari segi 

korporsi seperti riwayat perusahaan, kepengurusan, pegawai serta kegiatan usaha 

emiten serta prospeknya. Akhirnya harus juga dijabarkan dalam prospektus 

ikhtisar data keuangan, kebijakan pembagian deviden yang biasanya diuraikan 

dalam bentuk presentasi deviden tunai atas keuntungan, hal-hal yang berkaitan 

dengan perpajakan dan penjaminan emisi. 
41

 

Setelah perusahaan menawarkan efeknya kepada masyarakat, perusahaan 

tetap mempunyai kewajiban untuk secara terus menerus melakukan kewajiban 

keterbukaan. Keterbukaan yang berwujud pemberian informasi mengenai keadaan 

perusahaan kepada masyarakat, khususnya pemegang efek perusahaan atau emiten 

tersebut. Keterbukaan terus menerus atau yang biasanya disebut dengan 

continuous disclosure ini dilakukan setelah perusahaan tersebut menawarkan 

sahamnya kepada publik atau perusahaan menjadi perusahaan publik. Sesuai 

dengan namanya, maka keterbukaan terus menerus ini akan bergantung pada 

setiap informasi, peristiwa dan fakta material yang harus diungkap. Oleh karena 

itu, keterbukaan terus menerus ini tidak selalu akan dalam bentuk seperti 

prospektus tetapi dapat dilakukan kepada bursa di mana efek perusahaan tercatat 

yang memberitahu adanya suatu informasi, peristiwa atau fakta material yang 

perlu diketahui oleh investor.
42
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3.6.2 Informasi dan Fakta Material 

 Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan 

relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 

Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak 

lain yang berkepentingan atau informasi atau fakta tersebut.
43

 

Fakta material yang diperoleh oleh masyarakat investor secara benar dari 

pihak Emiten, maka hal tersebut memposisikan calon investor pada posisi adil, 

artinya para pemain di bursa mempunyai hak yang sama dalam memutuskan 

untuk menjual atau membeli saham perusahaan tertentu. Posisi berimbang 

tersebut secara tidak langsung dapat mengontrol pasar dari praktek penipuan, 

manipulasi pasar maupun insider trading yang hanya akan menguntungkan pihak 

tertentu saja.
44

 Keterbukaan perusahaan sangat diperlukan, sehingga masyarakat 

investor mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh direksi perusahaan 

dan ke arah mana perusahaan tersebut bergerak. Kewajiban membuka informasi 

bagi perusahaan publik terhadap masyarakat ditujukan demi pertumbuhan pasar 

modal.
45

 Berkenaan dengan keterbukaan perusahaan tersebut, maka timbul 

pertanyaan sejauh mana keterbukaan ini dimungkinkan, yaitu hal-hal apakah yang 

dapat diinformasikan oleh perusahaan kepada masyarakat dan sebaliknya, hal-hal 

mana saja yang diperlukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk 

membeli atau menjual saham yang dimilikinya.
46

 

Permasalahan yang timbul adalah menjaga keseimbangan antara 

kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihak dan di 
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pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka sehingga 

hal ini merupakan suatu dilema. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan 

memperinci sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di dislose oleh 

pihak-pihak penyandang kewajiban disclosure. Di pihak lain hukum juga 

memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan 

membuka informasi tersebut.
47

 

Keselarasan di antara dua kepentingan yang kotradiktif tersebut, tercermin 

dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu disclosure di pasar modal 

tidaklah semata-mata full tetapi juga harus fair, seperti yang tersimpul dalam 

istilah full and fair dislosure.
48

 

Doktrin hukum tentang kewajiban keterbukaan bagi suatu perusahaan 

publik, mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut:
49

 

a. Prinsip ketinggian derajat akurasi informasi 

b. Prinsip ketinggian derajat kelengkapan informasi 

c. Prinsip keseimbangan antara efek negatif kepada Emiten di satu pihak 

dan di pihak lain efek positif kepada publik, jika dibukakannya 

informasi tersebut. 

Keterbukaan informasi ada juga yang sering dilarang yaitu:
50

 

a. Memberikan informasi yang salah sama sekali 

b. Memberikan informasi yang setengah benar 

c. Memberikan informasi yang tidak terlalu lengkap 

d. Sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material 
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Keempat model pelanggaran tersebut dilarang karena oleh hukum 

dianggap dapat menimbulkan misleading bagi investor dalam memberikan 

jugmentnya untuk membeli suatu efek.
51

 Keterbukaan mengenai segala fakta 

material yang mampu mempengaruhi putusan investor unutk membeli, menjual 

atau sebaliknya dalam rangka agar masyarakat investor tahu dengan 

sesungguhnya atau terhindar segala bentuk manipulasi atau penipuan pasar yang 

hanya menguntungkan pihak tertentu.
52

 

Collin H.C. Bacon menyebutkan beberapa aspek perusahaan yang perlu 

diketahui oleh para pemegang saham dan investor dalam mengambil keputusan 

mereka dan merupakan ukuran-ukuran yang sangat penting bagi penampilan suatu 

perusahaan.
53

 Aspek-aspek penting tersebut adalah:
54

 

1. Net Operating Profit (NOP) atau keuntungan bersih perusahaan. 

Keuntungan tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan dari barang-

barang yang diproduksi oleh perusahaan dari barang-barang yang 

diproduksi oleh perusahaan sendiri. 

2. Gross Profit Margin (GPM). Keterbukaan mengenai Gross Profit 

Margin akan memberikan pemahaman kepada pemegang saham 

mengenai keuntungan perusahaan. 

3. Perkiraan penjualan hasil aktivitas perusahaan, dari yang paling 

sederhana sampai yang canggih. 
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4. Evaluasi terhadap resiko penting yang dihadapi oleh perusahaan. 

Resiko tersebut harus dieritahukan kepada para pemegang saham 

maupun investor. 

5. Diumumkannya secara jelas mengenai rencana penambahan modal 

untuk perluasan perusahaan. 

6. Kredibilitas para manajemen perusahaan publik dalam menjalankan 

usahanya. 

Berdasarkan informasi yang jelas dan akurat tersebut, maka masyarakat 

investor dapat membantu suatu penilaian secara realistis terhadap saham yang 

akan dijual.
55

 Fakta menunjukkan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh 

informasi yang tersedia. Apabila informasi mengenai perusahaan tertentu adalah 

positif, misalnya perusahaan tersebut memperoleh laba yang luar biasa, maka 

harga sahamnya akan naik, demikian sebaliknya jika informasi negatif yang 

terjadi. Seseorang yang memiliki informasi eksklusif tersebut berada di posisi 

yang diuntungkan (information advantages). Apabila orang yang memiliki 

informasi tersebut melakukan transaksi sekuritas berdasarkan informasi tersebut 

maka akan terjadi ketidakadilan di pasar modal.
56

 

Selanjutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 dan 

Peraturan Nomor X.K.1 menyatakan: 

Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek 

atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:
57

 

a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau 

pembentukan usaha patungan. 

b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham. 

c. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya. 
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d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. 

e. Produk atau penemuan baru yang berarti. 

f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam 

manajemen. 

g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat 

utang. 

h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang 

material jumlahnya. 

i. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. 

j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif panjang. 

k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur 

dan komisaris perusahaan. 

l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. 

m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. 

n. Penggantian wali amanat. 

o. Perubahan tahun fiskal perusahaan. 

Emiten yang melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan 

keterbukaan dirinya (disclosure) sebelum otoritas pasar modal memungkinkan 

dilakukannya penawaran umum tersebut, dengan memberikan pernyataan efektif. 

Alasan pemberian kewajiban melakukan prinsip keterbukaan informasi ini adalah 

karena investor berhak mengetahui efek dan prospek perusahaan yang 

menawarkan efek. Ini adalah alasan pertama yang akan memunculkan kewajiban 

yang mengharuskan adanya keterbukaan. Karena emiten adalah organisasi yang 

besar dan kebanyakan investor tidak mempunyai keahlian untuk meneliti kondisi 

emiten yang akan mengeluarkan efek, maka kewajiban tersebut dibebankan 

kepada emiten. 

Alasan lain bagi otoritas pasar moal untuk mewajibkan emiten melakukan 

disclosure adalah karena tidak semua investor “sophisticated” dan mempunyai 

kemampuan untuk mencari, mengolah, dan menyajikan informasi atas emiten 

yang melakukan penawaran umum. Ini karena pekerjaan mengumpulkan, 

meneliti, dan menyajikan informasi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan 
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murah. Perkerjaan riset ini bukan hanya memerlukan biaya, tetapi juga keahlian 

yang tidak semua investor mempunyainya. Keahlian untuk meneliti emiten 

umumnya hanya dimiliki oleh investor yang mempunyai organisasi, tenaga, dan 

dana tersendiri untuk melakukan riset atas emiten-emiten yang melakukan 

penawaran umum tersebut. Oleh karena itu dengan mewajibkan emiten 

menyajikan informasi tersebut adalah cara dan pilihan yang paling murah. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mulai 

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1996 merupakan momentum yang sangat 

berarti bagi dunia pasar mosal Indonesia, karena dengan diundangkannya undang-

undang tersebut diharapkan pasar modal Indonesia dapat berkembang dalam iklim 

yang kondusif. Undang-undang Pasar Modal tersebut selain mengatur mengenai 

masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan, yang merupakan suatu 

hal yang penting dalam dunia pasar modal, karena informasi tersebut merupakan 

bahan pertimbangan dalam berinvestasi, juga mengatur mengenai konsekuensi 

dan tanggung jawab atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku pasar modal 

yang tidak melakukan kewajiban prinsip keterbukaan sesuai ketentuan undang-

undang tersebut.
58

 

Presiden Soeharto, ketika meresmikan otomasi perdagangan Bursa Efek 

Jakarta menyatakan bahwa pasar modal membunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan nasional sebagai saah satu sumber pembiayaan bgi dunia usaha dan 

wahana investasi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.
59

 

Permasalahan tersebut menjadilan tujuan utama pasar modal sebagimana tertuang 

dalam penjelasan Undang-Undang Pasar Modal. Berlaku efektifnya Undang-

Undang Pasar Modal tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pelaku 

pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang 
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besar dalam pembangunan dan juga berarti telah maju selangkah dalam 

menghadapi era globalisasi.
60

 

 Ketentuan yang mengatur pasar modal Indonesia pada mulanya adalah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 67) dirasakan sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi dalam dasa warsa tertakhir 

ini. Undang-Undang Darurat tersebut tidak mengatur mengenai hal-hal yang 

sangat penting dalam kegiatan pasar modal, yaitu kewajiban pihak-pihak dalam 

suatu penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan serta ketentuan-

ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap investor.
61

 

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
62

 Bursa Efek 

didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, 

dan efisien.
63

 Bursa dikatakan efisien apabila memenuhi dua kriteria, yaitu: 

a. Harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu. 

b. Karena informsi menyebar secara merata, maka reaksi harga terhadap 

informasi baru terjadi seketika karena semua pemain di pasar telah 

memiliki antisipasi yang cukup.
64

 

Keteraturan pada perdagangan efek yang teratur tidak hanya tercermin 

dalam peraturan perundang-undangan, namun juga tercermin dari perilaku para 

pihak yang terlibat dalam perdagangan efek di bursa. Perdagangan efek yang 
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wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah, 

dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan 

berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak 

mendukung terciptanya keadaan pasar sesuai dengan keinginan para pelakunya, 

seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari 

emiten, terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertetnu untuk memperoleh 

keuntungan dari ketidaktahuan pihak lainnya dan adanya sistem serta tata cara 

pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam 

melakukan perdagangan di bursa efek.
65

 

Keterbukaan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah 

menjual sahamnya melalui lantai bursa. Prinsip keterbukaan (disclosure 

principles) merupakan sesuatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola 

Bursa, Bapepam dan pemodal/ investor. Informasi yang harus di disclosure adalah 

seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, 

hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.
66

 

Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham 

menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan 

investasinya.
67

 

Emiten atau perusahaan yang melakukan emisi saham harus memberikan 

prospektus kepada calon investor menganai segala fakta material yang dapat 

mempengaruhi pilihan calon investor tersebut.
68

 Setiap prospektus yang 

dikeluarkan oleh Emiten dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang 

fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta  material 

yang diperlukan agar prospektus tidak memerikan gambaraan yang 

menyesatkan.
69

 Pernyataan pendaftaran yang dilakukan dalam Penawaran Umum 
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memuat informasi yang tidak benar mengenai fakta material, maka setiap pihak 

yang terlibat di dalamnya baik direksi, komisaris, profesi penunjang dan lembaga 

penunjang, bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
70

 

Keterbukaan dalam transaksi efek adalah seluruh informsi mengenai 

keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta 

kekayaan perusahaan kepada msyarakat. Keterbukaan terhadap kondisi 

perusahaan yang akan melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat 

memahami dan memutuskan kebijakan untuk investasinya.
71

 

3.7 Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pada Perdagangan Saham di Pasar 

Perdana 

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada 

perdagangan saham di pasar perdana adalah terpusat dalam penyampaian 

informasi penawaran saham melalui prospektus. Selanjutnya adalah berkenaan 

dengan pengaturan hukum mengenai prospektus. Prospektus dilarang memuat 

keterangan yang tidak benar mengenai fakta material. Namun, masih muncul 

tuntutan yang berkaitan keakuratan informasi prospektus. Alasan tuntutan tersebut 

didasarkan sulitnya mendapatkan informasi yang mengandung nilai akurat yang 

tinggi dari prospektus. I Putu Gede Ary Suta mengatakan, bahwa investor 

sebelum mengambil keputusan investasi harus memperhatikan hal-hal berkaitan 

dengan informasi emiten yang terdapat dalam prospektus. Mengenai hal-hal 

tersebut I Putu Gede Ary Suta menyatakan: 

a. Informasi belum bersifat siap pakai. Dalam banyak hal informasi yang 

disajikan dalam prospektus merupakan informasi yang masih 

memerlukan interpretasi dan analisis agar bisa menjadi informasi yang 

dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya 

mengenai laporan keuangan, investor perlu melakukan analisis 
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terhadap laporan keunagan dengan menganalisis antas pos-pos dalam 

laporan keuangan itu sendiri, perkembangan perusahaan dari tahun ke 

tahun, maupun dengan membandingkan dengan perusahaan sejenis 

yang lain. 

b. Informasi banyak bersifat kualitatif. Data yang diungkapkan dalam 

prospektus banyak bersifat kualitatif yang tentunya akan banyak 

berpengaruh terhadap jalannya usaha perusahaan di masa yang akan 

datang. Misalnya informasi tentang manajemen perusahaan, rencana-

rencana yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang 

dan sebagainya. Tentunya dalam mengambil keputusan investasi 

pemodal diharuskan untuk melakukan pertimbangan tertentu sehingga 

analisis yang dilakukan lebih menghasilkan kesimpulan yang tepat. 

c. Informasi yang bersifat kuantitatif dibuat berdasarkan taksiran. Dalam 

banyak hal informasi yang bersifat kuantitatif yang diungkapkan dalam 

prospektus dibuat berdasarkan taksiran atau metode-metode penilaian 

sehingga dalam membaca prospektus sangat diperlukan pertimbangan 

untuk mengambil keputusan, apakan informasi-informasi tersebut 

relevan dan dapat diandalkan. 

d. Informasi yang disajikan banyak bersifat historica. Prospektus lebih 

banyak memuat data dan informasi masa lalu perusahaan dari pada 

mengungkapkan tentang proyeksi masa mendatang. Berdasarkan data 

historis yang ada pemodal harus membuat perkiraan dan proyeksi 

tentang kondisi perusahana di masa mendatang. 

e. Kondisi makro ekonomi jauh berbeda antara saat prospektus dibuat 

dengan kondisi sebenarnya yang terjadi setelah go public. Perlu 

dipertimbangkan oleh pemodal mengenai asumsi kondisi makro-

ekonomi yang perubahannya sangat cepat, sehingga dalam melakukan 

analisis perlu menganalisis fenomena ekonomi secara global, misalnya 

mengenai kondisi moneter, perdagangan, kebijakan-kebijakan negara 

dan sebagainya. 
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3.7.1 Bentuk dan Isi Prospektus  

 Prospektus tidak lain adalah seperti label yang tertempel di kemasan 

barnag-barang yang diproduksi oleh suatu produsen. Pasal 78 ayat 1 Undang-

undang Pasar Modal, misalnya, menyatakan bahwa setiap prospektus dilarang 

memuat keterangan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak memuat 

keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus 

tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Ketentuan Pasal 78 ayat 1 

kemudian diperkuat oleh penjelasan pasal tersebut yagn menyatakan bahwa 

prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran 

umum. Oleh karena itu informasi yang terkandung di dalamnya harus 

menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau 

informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan 

keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang 

fakta yang material atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta 

material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan 

investasi yang tidak tepat.
72

 

 Bentuk dan isi prospektus diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.3 Bapepam. 

Peraturan ini memberikan standar minimum mengenai isi sebuah prospektus yang 

harus dikeluarkan oleh emiten dalam rangka penawaran efeknya dan berlaku baik 

atas efek hutang maupun efek ekuitas. Karena prospektus ini merupakan dokumen 

untuk memperkenalkan diri maka Bapepam dalam Peraturan nomor IX.C.3 ini 

dengan tegas menyatakan bahwa prospektus tersebut harus mencakup semua 

rincian dan fakta material mengenai penawaran, yang dapat mempengaruhi 

keputusan pemodal, yang diketahui oleh emiten dan penjamin emisi (apabila 

penawaran efek tersebut dilakukan dengan mempergunakan jasa penjamin emisi). 

Oleh karena sifatnya yang demikian maka Bapepam berpesan bahwa prospektus 

harus sederhana dan tidak terlampau teknis, sehingga mudah dimengerti oleh 
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investor, yang tidak semuanya merupakan orang-orang yang ahli dalam membaca 

angka-angka atau mengerti konsep-konsep yang ada dalam prospektus tersebut.
73

 

  Bentuk dan isi prospektus berdasarkan Peraturan Nomor IX.C.3 memuat 

beberapa bagian, mulai daftar isi prospektus yang menyajikan informasi mengenai 

emiten secara lebih lengkap baik tentang jenis efek yang ditawarkan yaitu apakah 

efek hutang atau efek ekuitas, nilai efek yang ditawarkan maupun jumlah 

lembarannya. Selain itu juga disajikan nilai nominal dan harga yang ditawarkan 

untuk efek-efek tersebut, yang dapat ditawarkan sama dengan nilai nominal atau 

di atas nilai nominal. Informasi mengenai efek ini juga menyangkut hak-hak 

pemegang efek tersebut.
74

 

Prospektus juga menguraikan mengenai emiten yang menerbitkan efek 

tersebut. Dalam hal ini akan diuraikan tentang sejarah dari emiten, struktur 

permodalan dan perkembangannya. Kemudiam uraian mengenai penggunaan dana 

yang diperoleh dari hasil penawaran umum juga wajib dimasukkan dalam 

prospektus.
75

  

3.7.2 Resiko Yang Diungkapkan 

Para investor, khususnya investor profesional dan investor institusional 

selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk 

memahami harga-harga saham yang ditawarkan di dalam pasar perdana maupun 

pasar sekunder.
76

 Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor tidak lepas 

dari informasi dan fakta material yang diungkapkan sehingga investor memahami 

resiko atas keputusannya.
77
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Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan juga pernyataan 

menyesatkan disebabkan adanya mirepresentation atau pernyataan dengan 

membuat penghilangan (omission) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen 

penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan 

tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan 

potensi ekonmi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip 

keterbukaan membuat larangan atas perbuatan mirepresentation dan omission. 
78

 

Karena pentingnya resiko ini untuk diketahui investor maka resiko harus 

digambarkan secara menyeluruh dan dengan menyebutkan akibat atas terjadinya 

resiko tersebu terhadap kelangsungan usaha emiten dan harga saham.
79

 Hal ini 

sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 yang melarang memuat keterangan yang tidak benar 

tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta 

material.
80

  

3.8 Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Setelah Penawaran Umum (Pasar 

Sekunder) 

Penyampaian informasi secara berkelanjutan harus dilakukan secara terus 

menerus dan tepat waktu. Terus menerus karena memang informasi mengenai 

peristiwa penting dan material, yang kemudian dialami emiten, dapat terjadi dari 

waktu ke waktu selama emiten ada dan menjalankan usahanya.
81

 Pemberitahuan 

tersebut haruslah dilakukan secara spesifik dan cukup memuat uraian mengenai 

fakta material atau kenyataan yang terjadi sehingga dapat menggambarkan 

akibatnya.
82
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3.8.1 Keterbukaan Akibat Pencatatan 

Listing
83

 merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses go public. 

Setelah listing emiten masuk ke pasar sekunder dan harga saham yang 

diperdagangkan ditentukan oleh mekansime pasar. Secara rata-rata harga saham 

pada pasar sekunder ini lebih tinggi 10%, jika dibandingkan dengan harga saham 

yang dijual penjamin emisi di Pasar Perdana.
84

 Harga saham di Pasar Perdana 

selalu under value dari harga di pasar sekunder, sehingga ada yang mengatakan 

bahwa pasar perdana itu tidak efisien.
85

 

Pencatatan di bursa akan membebani emiten dengan kewajiban 

keterbukaan (disclosure) tambahan. Keterbukaan terus menerus merupakan 

kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan merupakan kewajiban 

minimum yang harus dipenuhi oleh emiten. Selain kewajiban minimum tersebut, 

bursa bisa menerapkan kewajiban melakukan keterbukaan tambahan. Keterbukaan 

tambahan ini yang yang membedakan satu bursa dengan bursa yang lain dalam 

hal menarik emiten untuk mencatatkan diri di bursa tersebut. Kebijaksanan yang 

diterapkan ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih baik, 

sehingga pada akhirnya juga merupakan cara unutk memberikan perlindungan 

yang lebih besar kepada investor.
86

 

Contoh keterbukaan tambahan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, 

melalui laporan keuangan bagi emiten yang terdaftar untuk tidak hanya 

memberikan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, seperti yang 

diharuskan oleh Bapepam, tetapi BEI juga meminta laporan keuangan tiap 
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kwartal.
87

 BEI juga mewajibkan emiten untuk menyampaikan corporate plan atau 

rencana perusahaan, apabila emiten mengalami masalah-masalah yang ditentukan 

dalam peraturan pencatatan BEI, yang menyebabkan BEI berniat menghapuskan 

emiten dari pencatatan di bursa.
88

 

Warrant E. Buffet menyatakan bahwa seorang investor yang pintar dalam 

perdagangan akan memperoleh keuntungan yang lebih baik di pasar sekunder 

dibandingkan dengan membeli di pasar perdana.
89

 Pasar perdana diatur oleh 

controlling stokeholders dan perusahaan, yang biasanya memilih waktu 

melakukan penawaran. Apabila pasar sedang tidak baik (unfavorable), mereka 

akan menangguhkan penawarannya.
90

 

Menurut Benyamin Graham yang membuat rekomendasi kepada investor 

supaya meneliti secara baik dan melakukan test yang tegas pada saat membeli 

saham. Graham memberikan dua alasan mengapa hal tersebut harus dilakuan. 

Pertama, saham baru mempunyai kemampuan jual yang tinggi, dan kedua, hampir 

semua saham baru didasarkan pada kondisi pasar yang tidak tepat (unfavorable 

market condition). Dengan demikian hanya coock bagi penjual, konsekuensinya 

tidak cocok untuk dibeli (favorable buyer).
91

  

Dengan memperhatikan fenomena pada pasar perdana, dapat dilihat bahwa 

pasar yang efisien itu terdapat pada pasar sekunder. Oleh karena itu, keterbukaan 

pada pasar sekunder ini sangat dominan dan crucial dalam menentukan harga 

saham. Keterbukaan wajib terus berlangsung selama perusahaan go public. 
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Prinsip keterbukaan itu dilaksanakan melalui penyampaian laporan secara berkala, 

laporan mengenai fakta material yang baru, larangan insider trading, dan larangan 

manipulasi pasar. 

Laporan Secara Berkala 

Emiten yang pendaftarannya telah menjadi efektif mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan 

mengumumkannya kepada investor.
92

 Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan 

Tahunan dan Laporan Tiap Semester.
93

 Namun pelaksanaan laporan keuangan 

secara berkala di Pasar Modal Indoesia belum sebagaimana yang diharapkan, 

sebab masih banyak emiten yang terlambat dan belum menyampaikan secara 

berkala kepada Bapepam.
94

 

Keterbukaan Mengenai Adanya Fakta Material Yang Baru 

 Peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham, harus segera 

dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari kerja.
95

 Peristiwa-peristiwa yang dapat 

mempengaruhi harga saham umpamanya kebakaran, pemogokan, dan perusahaan 

ditutup. Peristiwa-peristiwa lainnya seperti tender offer, merger, peleburan, 

pengambilalihan (akuisisi).
96

 

Insider Trading 

Insider trading bertentangan dengan prinsip keterbukaan, karena yang 

bersangkutan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi adanya orang 
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dalam yang tidak publik sifatnya. Tindakan tersebut merugikan pihak lain yang 

tidak menerima informasi yang sama pada waktu yang sama, sehingga ia tidak 

dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang 

dipegangnya. 

Manipulasi Pasar 

Praktek manipulasi pasar ditujukan pada distorsi terhadap kekuatan bebas 

antara persediaan dan permintaan (supply and demand). Pada umumnya setiap 

manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada “floating supply of stock”, yang 

diikuti oleh beberapa faktor untuk merangsang publik pada permintaan saham 

dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atas kegiatan 

perdagangan yang sebenarnya.
97

 

Rencana pertama dari praktek manipulasi adalah melakukan restriksi 

artifisial dalam persediaan saham dengan mengakuisisi saham secara substansial 

dalam controlled account. Kegiatan merangsang permintaan saham yang 

disengaja dengan upaya pengendalian persediaan saham. Selanjutnya melakukan 

penjualan atas persediaan saham yang dibeli, sejalan dengan harga saham yang 

telah membumbung (harga manipulasi).
98

 

3.8.2 Keterbukaan Pemegang Saham dan Pengurus (Direksi dan 

Komisaris) 

Undang-undang Pasar Modal juga mewajibkan adanya keterbukaan yang 

harus dilakukan oleh pemegang saham tertentu dan pengurus perseroan.  

Keterbukaan ini bertujuan untuk memberitahu investor mengenai perkembangan 

usaha perseroan dari waktu ke waktu, maka keterbukaan yang menyangkut 

pemegang saham dan pengurus lebih ditujukan untuk memberikan peringatan dini 

kepada pemegang saham minoritas mengenai gerak-gerik pemegang saham besar 

dalam kegiatannya yang berhubungan dengan efek perseroan. Dengan kewajiban 
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ini maka investor (pemegang saham) minoritas lebih dapat memahami dinamika 

perseroan dan efeknya secara lebih baik. Dengan demikian mereka akan dapat 

mengambil keputusan investasi dengan lebih cepat dan tepat, apabila pemegang 

saham tertentu dan pengurus perseroan tersebut mengambil tindakan tertentu atas 

saham yang dimilikinya. Keterbukaan pemegang saham tertentu dan pengurus ini 

sangat berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang dalam
99

, yang 

dianggap sangat intim dengan keadaan perseroan, sehingga apapun tindakan 

mereka atas saham perseroan yang dimilikinya perlu diketuahui oleh investor 

lainnya.
100

 

Ada tiga faktor penting yang menjadikan kedudukan pemegang saham 

minoritas tidak adil, yaitu:
101

 

a. Kurangnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang melindungi hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Pada 

kenyataannya, sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut sudah ada, namun 

belum cukup. Hal itu terbukti dari seringnya Pemegang Saham Minoritas 

yang dirugikan kepentingannya oleh Pemegang Saham Mayoritas yang 

beritikad buruk. Selain itu adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPT 

kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijakan Perseroan Terbatas (PT), 

yang tidak mengatur mengenai kewajiban partisipasi aktif bagi Pemegang 

Saham Minoritas untuk mengajukan pendapatnya, sehingga Pemegang 

Saham Minoritas dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak Pemegang 

Saham Minoritas. 
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b. Sikap dan perilaku Pemegang Saham Mayoritas, Direksi, atau Komisaris 

yang bermoral hazard.
102

 Faktor moral tersebut pada akhirnya dapat 

mengakibatkan kergian pada Perseroan Terbatas (PT). 

c. Posisi dan kondisi Pemegang Saham Minoritas yang lemah dikarenakan 

kurang modal, pengetahuan, keterampilan, dan klemampuan untuk 

mengelola Perseroan Terbatas, sehingga Permegang Saham Minoritas 

tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku Pemegang Saham 

Mayoritas yang umumnya pintar berusahan dan mempunyai banyak 

keterampilan dalam mengelola perusahaan/ Perseroan Terbatas serta 

memiliki itikad yang tidak baik. 

Ketiga faktor tersebut yang menyebabkan Pemegang Saham Minoritas 

mengalami ketidaberdayaan dalam perusahaan/ Perseroan Terbatas.
103

 

3.8.3 Keterbukaan Transaksi Tertentu 

Keterbukaan yang diakibatkan karena adanya tindakan dan atau transaksi 

tertentu ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama, memungkinkan investor 

mengetahui tindakan atau transaksi jenis apa yang dilakukan serta besaran nilai 

dan manfaatnya. Kedua, untuk mengetahui kemungkinan adanya unsur benturan 

kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pemegang saham lainnya 

dalam transaksi tersebut. Ketiga, untuk mewajibkan perusahaan emiten untuk 

meminta persetujuan, misalnya Rapat Umum Pemegang Saham atau persetujuan 

pemegang saham independen.
104
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Transaksi dan tindakan tertentu yang mana diwajibkan adanya keterbukaan 

ini, misalnya:
105

 

a. Adanya penawaran tender;
106

 

b. Adanya transaksi yang mengandung kepentingan;
107

 

c. Dilakukannya transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama;
108

 

d. Dalam hal emiten atau perusahaan publik dimohonkan pailit.
109

 

 

3.9 Pertanggungjawaban Hukum atas Keterbukaan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan 

sanksi hukum terhadap pelanggaran epraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi 

administratif, pidana, dan perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam 

untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang Pasar 

Modal tersebut.
110

 

                                                           
 
105

 Ibid., hal. 223-224.  

 
106

 Indonesia (), op. cit., pasal 83. 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keputusan Tentang Penawaran Tender 

Sukarela, Kep. No. 263/BL/2001, lampiran Pretusan No. IX.F.1.  

 
107

 Indonesia, op. cit., Pasal 82 ayat 2 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keputusan Tentang Perubahan Peraturan 

Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentignan Transaksi Tertetntu, Kep. No. 32/PM/2000, 

lampiran Peraturan No. IX.E.1.  

 
108

 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keputusan Tentang Transaksi 

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Kep. No. 02/PM/2001, lampiran Peraturan No. 

IX.E.2. 

 
109

 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Keputusan Tentang 

Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan Pernyataan Pailit, 

Kep. No. 46/PM/1998, lampiran Peraturan No. X.K.5.  

 
110

 Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa: 

1. Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau 

peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, 

persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. 

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 
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Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal itu 

menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan 

menyesatkan dalam bentuk mirepresentation dan omosion, serta insider trading.
111

 

Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata 

berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.
112

 

Selain yang berkenaan dengan perusahaan, sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang bahwa prinsip-prinsip keterbukaan yang diterapkan di Pasar 

Modal bukanlah kerja satu atau sekelompok orang saja atau satu profesi saja. 

Banyak profesi terlibat daam usaha melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip 

keterbukaan. Di dalam proses penawaran umum, emiten dibantu oleh Profesi 

Penunjang Pasar Modal yang berkaitan dengan keterbukaan di Pasar Modal. 

Pertanggungjawaban profesi penunjang Pasar Modal tersebut telah diatur dalam 

Undang-undang Pasar Modal, di dalam Pasal 66-68 yang menggunakan istilah 

“kewajiban” sebagai ganti istilah pertanggungjawaban. Masalah 

pertanggungjawaban profesi penunjang Pasar Modal merupakan masalah penting, 

                                                                                                                                                               
c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pembekuan kegiatan usaha; 

e. pencabutan izin usaha; 

f. pembatalan persetujuan; dan 

g. pembatalan pendaftaran. 

 

 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 
111

  Pasar 104 menyatakan: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan 

Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Selanjutnya Pasal 107 menyatakan: Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu 

atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, 

menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak 

yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik 

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 
112

 Pasal 111 menyatakan: Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari 

pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti  

rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang 

serupa, terhadap Pihak atau Pihak- Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. 
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karena praktis hampir semua pekerjaan yang menyangkut keterbukaan emiten 

menadi tanggung jawab dari profesi penunjang ini.
113

 Selain tiga pasal di atas, 

undang-undang juga menyiratkan adanya masalah pertanggungjawaban ini di 

dalam pasal 69 (mengenai standar akuntansi), serta pasal 80 yang malah dengan 

tegas menggunakan istilah tanggung jawab.
114

 

 

                                                           
 

113
 Pasal 66: Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar 

profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 

Pasal 67: Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang 

Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. 

Pasal 68: Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan 

Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 

dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan 

pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) 

hari kerja sejak. 

 
114

 Pasal 80 menyatakan bahwa: 

(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak 

benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud 

menyesatkan, maka : 

 

a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran; 

b. direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; 

c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan 

d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau 

keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; 

wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul 

akibat perbuatan dimaksud; (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya 

bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan 

telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk 

memastikan bahwa: 

a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; 

dan, tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan 

b. Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. 

(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran 

efektif. 
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BAB 4 

ANALISIS BACKDOOR LISTING MELALUI REVERSE TAKE OVER 

YANG DILAKUKAN OLEH SAMTAN Co. Ltd TERHADAP PT MYOH 

TECHNOLOGY TBK. 

4.1 PT. Myoh Technology Tbk. 

 PT Myoh Technology TBk (MYOH) berdiri pada awal tahun 2000 dengan 

nama PT. Myohdotcom Tbk, berdiri di Malang. Didirikan dengan akta pendirian 

No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat dihadapan Ny. Esther Mercia 

Sulaiman, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri 

Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h. Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C-7565 HT.01.01.TH.2000 

tertanggal 29 Maret 2000 dan telah diumukan dalam Tambahan No. 3067 dari 

BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pencipta dan penyedia piranti lunak serta pengembangan jasa teknologi informasi. 

Sebagai perusahaan publik, MYOH melakukan penawaran umum perdana pada 

tanggal 30 Juni 2000 dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Surabaya tanggal 20 

Juli 2000.
1
 

 Di awal operasinya MYOH mengembangkan program aplikasi perhotelan 

yang awalmya merupakan produk yang dikembangkan oleh salah satu pemegang 

saham yaitu PT. Daccom Anugerahmulya. Daccom secara bersama-sama dengan 

PT. Janisia Investama, PT. Adhika Prabha Buana dan PT. Citra Aniko bersama 

mendirikan perseroan dan menyerahkan seluruh hak kekayaan intelektual dan 

kepemilikan piranti lunak tersebut secara inbreng ke dalam MYOH yang 

didukung dengan perjanjian kerja sama dengan akta No. 45 tanggal 6 Maret 2000 

dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta.
2
 

 Mulai tahun 2001 MYOH melebarkan sayap dengan mengembangkan 

program aplikasi untuk pergutuan tinggi. Oleh karena adanya unsur dotcom dalam 

                                                           
 

1
 Prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2011.  

 
2
 Ibid.  
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namanya membuat publik berasumsi bahwa Myoh adalah perusahaan yang 

menjalankan bisnis dotcom. Pada tahun 2003, perseroan ini beralih nama menjadi 

PT. Myoh Technology Tbk.
3
 

 Anggaraan Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pengesahan No. 04 

tanggal 6 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Eva Misdawati, S.H., Notaris di 

Bogor dan telah:
4
 

a. Mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

37809.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011. 

b. Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar PT. Myoh Technology Tbk No. AHU-

AH.01.10-24788 tanggal 1 Agustus 2011, yang menyetujui perpindahan 

domisili Perseroan dari semula di Malang menjadi di Jakarta dan 

pernyataan jumlah saham Perseroan yang telah terjual setelah 

terlaksananya Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 150.000.000 

(seratus lima puluh juta) saham, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor 

dalam Perusahaan menjadi sebanyak 1.681.000.000 (satu miliar enam 

ratus delapan puluh satu juta) saham. 

4.1.1 Bidang Usaha 

 PT Myoh Technology Tbk. merupakan penyedia jasa teknologi informasi 

yang mengembangkan piranti lunak sistem aplikasi bisnis yang terintegrasi, 

khususnya di bidang hotel dan restaurant. Perseroan yang didirikan pada tanggal 

15 Maret 2000 dengan nama PT Myohdotcom Indonesia yang bergerak di bidang 

usaha penciptaan dan penyediaan perangkat lunak serta pengembang jasa 

teknologi informasi (software development) termasuk dan tidak terbatas pada 

                                                           
 

3
 Ibid.  

 
4
 Ibid.  
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produk-produk berupa piranti lunak (software). Fokus utama perseroan dalah 

pengembangan sistem restoran dan perhotelan yang lengkap dan terintegrasi 

meliputi front office, restoran, telepon, dan akuntansi (back office).
5
 

4.1.2 Produk 

 Seiring dengan berjalannya waktu, MYOH mulai agresif mengembangkan 

produk-produk lain antaranya adalah DESY (Delta Easy Accounting System), 

Mylncome serta MyAR untuk aplikasi keuangan. Pada tahun 2004, divisi training 

(Myoh Center Training) didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator 

professional di Industri perhotelan serta untuk memenuhi kebutuhan internal 

MYOH. Produk utama yang terus dikembangkan perseroan adalah:
6
 

a. Hotel 

b. POS (Point of Sales)/ Restaurant 

c. Jasa, yang meliputi jasa pra jualan seperti network consultan, hardware 

dan peripheral supply, project management dan purna jualan seperti 

training dan impelementation, technical support, software enhancement. 

4.1.3 Perubahan Kegiatan Usaha Utama 

Bidang usaha yang dijalankan Perseroan saat ini tidak memiliki prospek 

usahanya yang dapat menjamin kelangsungan hidup Perseroan karena memiliki 

barrier of entry yang sangat rendah dan keberadaannya tidak didukung oleh suatu 

competitive advantage sehingga daya saing produk Perseroan terus menerus turun 

karena mendapat saingan dari produk sejenis dari luar negeri. Di samping itu 

bidang usaha ini juga sangat rentan terhadap peningkatan beban biaya usaha, 

terutama beban biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini semua pada 

akhirnya akan memabwa dampak negatif terhadap prospek pertumbuhan laba 

Perseroan pada masa mendatang, hal mana telah terbukti dengan adanya 

                                                           
 

5
 Ibid.  

 
6
 Ibid.  
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kemerosotan atas pendapatan maupun laba Perseroan dalam beberapa tahun 

terakhir.
7
 

Atas terjadinya kemerosotan pendapatan Perseroan dan untuk menjamin 

peningkatan pertumbuhan usaha, baik atas pertumbuhan pendapatan maupun laba 

usaha, dan untuk mengantisipasi persaingan usaha yang semakin ketat terutama 

dalam era globalisasi, Direksi Perseroan telah melakukan evaluasi secara 

keseluruhan terdadap prospek usaha perseroan. Tujuan dari evaluasi tersebut 

adalah untuk mencari suatu solusi yang tepat untuk memberikan nilai tambah 

kepada Pemegang Saham melalui peningkatan pendapatan pada msa mendatang, 

mengingat dalam beberapa tahun terkahir kinerja keuangan perseroan 

menunjukkan laba usaha yang kurang memadai sebagai perusahaan yang telah 

mencatatkan saham di BEI.
8
 

Untuk menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan 

terbuka, Direksi wajib memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham, baik 

melalui pertumbuhan usaha secara internal maupun eksternal melalui diversifikasi 

dan/ atau pengembangan usaha baru. Berdasarkan evaluasi tersebut, Direksi telah 

mengambil kesimpulan bahwa Perseroan perlu melakukan pengembangan pada 

bidang usaha yang mempunyai prospek yang lebih baik dan menjanjikan serta 

memiliki competitive advantage yang lebih kuat dan nyata. Seiring dengan tujuan 

untuk memberi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan dalam hal peningkatan 

pendapatan dan pertumbuhan laba usaha, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha 

Utama merupakan strategi yang diterapkan oleh Direksi Perusahaan untuk 

mencapai sasaran tersebut mengingat tebatasanya tingkat pertumbuhan usaha 

Perseroan yang ada saat ini. 

4.2 Samtan Co. Ltd. 

Samtan Co., Ltd didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara 

Korea Selatan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Corporate 

                                                           
 

7
 Ibid.  

 
8
 Ibid.  
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Register) pada tanggal 10 Desember 1962 serta telah diumumkan pada harian 

Surat Kabar Maeil Business Newspaper dan/atau The Korea Economic Daily. 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Samtan Co., Ltd berkantor pusat di 947-7 

Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan. 

Samtan Co., Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pertambangan batu bara yang berbadan hukum Korea Selatan. Perusahaan ini 

berdiri pada tanggal 10 Desember 1962 dengan nama Samcheok Coal 

Development Co., Ltd., yang memiliki lini usaha utama mining bituminous coal. 

Pada tahun 1982 Samtan mulai melirik Indonesia sebagai lahan untuk menambah 

produksi batu bara dengan mendirikan Korea-Indonesia Resourches Development 

Co., Ltd., dengan bentuk konsorsium yang beranggotakan 5 perusahaan Korea. Di 

tahun yang sama, Samtan mendirikan PT. Kideco Jaya Agung yang berbadan 

hukum Indonesia pada tanggal 7 September 1982, dengan Akta Pendirian/ 

Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH., Notaris di 

Jakarta. 

 Struktur Permodalan Samtan Co. Ltd adalah sebagai berikut ini: 

Tabel 4.1 : Struktur Permodalan Samtan Co. Ltd. 

 

Sumber : Prospektus MYOH 

4.3 PT Sims Jaya Kaltim 

Setelah terselesaikannya seluruh rangkaian Penawaran Umum Terbatas I 

ini, MYOH akan menjalankan peran barunya sebagai pemegang saham mayoritas 

atas SIMS serta akan mengendalikan operasional SIMS. SIMS memiliki keahlian 
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dalam semua sistem pertambangan khususnya penambangan terbuka (open pit) 

dan jasa pengoperasian tambang berdasarkan perjanjian operasional jangka 

panjang untuk produsen batubara yang telah diberikan ijin konsesi penambangan 

batubara di Indonesia. Kegiatan operasional SIMS terkonsentrasi di Kalimantan 

Timur, di mana sebagian besar cadangan batubara Indonesia berlokasi. Pelanggan 

SIMS adalah salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia yaitu PT Kideco 

Jaya Agung. SIMS menyediakan jasa pertambangan dalam bidang waste removal, 

coal production, pit operation and development. SIMS menyediakan jasa 

penambangan batubara bagi produsen batubara Indonesia yaitu PT Kideco Jaya 

Agung yang terkait dengan 27.430 Ha konsesi penambangan batubara yang 

dimiliki oleh produsen tersebut. 

Per tanggal 31 Desember 2010, SIMS memiliki sekitar 688 karyawan 

(termasuk pekerja kontrak) dan memiliki serta mengoperasikan sekitar 128 unit 

alat produksi yang digunakan dalam pertambangan batubara, termasuk 

ekskavator, truk pengangkut, buldoser, dan mesin perata permukaan (grader). 

Alat produksi ini termasuk 80 truk pengangkut dengan kapasitas masing-masing 

sebesar 91 ton dan 12 ekskavator besar dengan daya tampung sebesar 15 m3. Pada 

tahun 2010 dan 2009, SIMS menambang masing-masing sebesar 7,69 juta ton dan 

3.93 juta ton batubara, dan melakukan pengupasan tanah masing-masing sebesar 

40,5 juta BCM dan 34 juta BCM. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 

Mei 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal, 31 Desember 2010 dan 

2009, total pendapatan bersih SIMS masingmasing adalah sebesar USD 41,2 juta, 

USD 75,7 juta dan USD 56,1 juta, dan laba kotor masing-masing adalah sebesar 

USD 3,6 juta, USD 7,8 juta dan USD 8,4 juta. SIMS mencatat laba bersih masing-

masing sebesar USD 1,7 juta, USD 3,9 juta dan USD 5,2 juta. 
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Pemegang Saham Sims Jaya Kaltim adalah: 

Tabel 4.2 : Daftar Pemegang Saham Sims Jaya Kaltim 

 

Sumber : Prospektus MYOH 

 Dari akuisisi yang akan dilaksanakan ini, SIMS akan membeli saham-

saham SIMS sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) atau 

99,9% dari seluruh saham yang disetor penuh pada SIMS. Berdasarkan 

Addendum PPJB tanggal 5 Oktober 2011, pada Pasal Jual dan Beli telah 

ditentukan harga beli saham sebesar Rp. 516.000.000.000.  

 Jumlah Saham yang akan Diambil alih Sebanyak 1.998 (seribu sembilan 

ratus sembilan puluh delapan) saham, yang mewakili 99,90% (sembilan puluh 

sembilan koma sembilan nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan 

oleh dan disetor penuh pada SIMS, yang terdiri dari: 

1. sebanyak 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham, yang 

mewakili 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari 

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS 

milik Samtan Co. Ltd.; dan 

2. sebanyak 40 (empat puluh) saham, yang mewakili 2.00% (dua persen) dari 

seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS 

milik Samtan USA, Inc. 

4.4 Analisis Akuisisi PT MYOH Technology Tbk. oleh Samtan Co. Ltd. 

 Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang 

dilakuan oleh PT Myoh Technology sebenarnya merupakan cara perusahaan 
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untuk merubah lini usaha dan Samtan Co. Ltd. untuk bisa listing di bursa 

Indonesia. Proses perubahan lini usaha dari perusahaan yang bergerak di bidang 

teknologi menjadi perusahaan pertambangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.4.1 Penawaran Umum Terbatas I PT. Myoh Technology Tbk. 

Direksi atas nama Perseroan bermaksud melakukan Penawaran Umum 

Terbatas I (PUT I) kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas sebanyak 1.260.750.000 (satu 

miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru dengan 

nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga 

sebesar Rp 420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga 

seluruhnya berjumlah Rp 529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan 

miliar lima ratus lima belas juta rupiah). Setiap 1 (satu) Saham Lama yang 

namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 

16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak 

membeli 1 (satu) Saham Baru. Setiap Saham Baru harus dibayar penuh saat 

mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS). 

 Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari 

portepel Perseroan seluruhnya berjumlah 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus 

enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 85,71% (delapan 

puluh lima koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan 

disetor  Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan serta seluruhnya akan 

dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Penawaran ini dilakukan MYOH untuk membiayai aksi korporasinya 

mengakuisisi SIMS Jaya Kaltim.  

4.4.2 Analisa Aspek Hukum Terkait Dengan Penggunaan Hasil Penawaran 

Umum Terbatas I PT. Myoh Technology, Tbk. 

 Dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas I yang akan diterima oleh 

Perseroan, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai berikut: 
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1. Sekitar 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima persen) atau 

sebesar Rp. 516 miliar akan digunakan untuk pengambilalihan 99,9% 

saham SIMS. 

2. Sekitar 2,31% (dua koma tiga puluh satu persen) atau sebesar Rp. 12 

miliar akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. 

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. 

SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi 

Mengenai Biaya yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, 

perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,24% (nol 

koma dua puluh empat presen) dari total dana yang diperoleh dari jumlah PUT I 

in yang meliputi: 

a. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal: 

1. Biaya jasa Konsultan Hukum   : 0,05% 

2. Biaya jasa Akuntan Publik    : 0,05% 

3. Biaya jasa Penilai     : 0,06% 

4. Biaya jasa Biro Administrasi Efek   : 0,01% 

5. Biaya jasa Notaris     : 0,01% 

b. Biaya lain-lain (percetakan, iklan, persiapan RUPSLB dan lain-lain): 0,08% 

4.4.3 Perjanjian Pembelian Siaga Antara PT. Myoh Technology Tbk dan 

Samtan Co. Ltd. 

 Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika 

saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh 

pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD 

lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana 

tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hal 

yang telah dilaksanakan. Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum 

dilaksanakan, maka seluruh sisa saham tersebut akan diambil oleh SAMTAN Co., 

Ltd yang bertindak selaku Pembeli Siaga dengan harga yang sama dengan harga 

penawaran, yaitu Rp 420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang 

seluruhnya dibayar tunai sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham 

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



102 

 

dalam rangka PUT I Perseroan No. 57 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat 

dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembeli 

Siaga”). 

 Ringkasan mengenai hal-hal pokok dan syarat serta kondisi yang berlaku 

dalam Akta Perjanjian Pembeli Sisa Saham adalah sebagai berikut: 

a. Pihak-pihak yang Terkait: 

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini adalah: 

1. PT MYOH Technology Tbk, pihak yang melaksanakan PUT I. 

2. SAMTAN Co., Ltd, pihak yang menjadi Pembeli Siaga. 

b. Pembelian Seluruh atau Sisa Saham: 

Saham yang ditawarkan dalam penawaran PUT I jika seluruh sahamnya 

tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan 

dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang melakukan 

pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti 

HMETD. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak 

diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya dan ternyata tidak ada 

Pemegang Saham Perseroan yang mengambil bagian, maka seluruh sisa saham 

yang tidak diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya tersebut wajib dibeli 

seluruhnya oleh Pembeli Siaga dengan Harga Penawaran yaitu sebesar Rp. 

420.00. 

4.4.4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

Pembeli Siaga (Samtan Co., Ltd) dengan ini berjanji dan mengikat diri 

sekarang untuk kemudian pada tanggal pembayaran, menyetor dan membayar 

dengan tunai kepada MYOH seluruh harga saham yang dibeli oleh Pembeli Siaga 

berdasarkan Perjanjian ini melalui Rekening MYOH pada bank yang akan 

ditunjuk oleh MYOH dan kemudian akan diberitahukan kepada Pembeli Siaga 

dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dan 

peraturan pasar modal yang berlaku. 
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Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk memesan 

saham baru yang ditawarkan di dalam HMETD, maka akan mengalami penurunan 

presentase kepemilikan sahamya dalam jumlah materiil sebesar 86,71% (delapan 

puluh enam koma tujuh puluh satu persen). 

4.4.5 Struktur Permodalan dan Aksi Korporasi PT Myoh Technology, Tbk. 

Struktur permodalan PT. Myoh Technology Tbk. adalah sebagai berikut 

ini berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. 

Tabel 4.3 : Struktur Permodalan PT. Myoh Technology, Tbk. 

 

Sumber: Prospektus MYOH 

 Seandainya HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan 

seluruhnya oleh Pemegang Saham Perseroan, maka performa struktur permodalan 

dan susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum 

dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 : Struktur Permodalan MYOH jika HMETD dilaksanakan 

 

Sumber : Prospektus MYOH 

 Seandainya HMETD tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Pemegang 

Saham yang lama, maka susunan kepemilikan saham MYOH adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 : Struktur Permodalan MYOH seandainya HMETD tidak 

dilaksanakan sama sekali 

 

Sumber : Prospektus MYOH 
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Hasil Saham Baru yang ditawarkan Penawaran Umum Terbatas I PT 

Myoh Technology adalah sebagai berikut:
9
 

Tabel 4.6 : Hasil Penawaran Umum Terbatas I MYOH 

Keterangan Jumlah 

Jumlah HMETD yang dikeluarkan 1.260.750.000 

Jumlah Pelaksanaan Hak 1.243.084.289 

Jumlah HMETD yang Tidak Dilaksanakan 17.665.711 

Total Pesanan Tambahan 189.000.000 

Total Pesanan Tambahan yang Dipenuhi 17.665.711 

Sisa HMETD yang Ditawarkan - 

Sumber: Laporan MYOH ke Bapepam 

Total seluruh nilai saham adalah Rp529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh 

sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah). Bagan akuisisi perusahaan 

oleh Samtan Co. Ltd., dan afilisasi para pihak setelah Penawaran Umum Terbatas 

I: 

Bagan 4.1 : Alur Aliran Modal Penawaran Umum MYOH I 

 

Sumber: Olahan dari Prospektus MYOH dan laporan setelah PUT I 

                                                           
 

9
 Berdasarkan Surar Pemberitahuan dari Biro Administrasi Efek kepada Direksi PT Bursa 

Efek Indonesia pada tanggal 5 Desember 2012.  
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MYOH merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum 

Terbatas I sebagai berikut: 

a. Untuk membeli saham SIMS sebanyak 99.9% 

b. Sisanya untuk menambah modal perusahaan 

 Kedudukan saham SIMS setelah terjadinya pembelian oleh MYOH pada 

tanggal 20 Desember 2011 adalah sebagai berikut ini: 

Tabel 4.7 : Struktur Permodalan SIMS setelah akuisisi oleh MYOH 

 

Sumber : Prospektus MYOH 

Setelah melakukan akuisisi atas PT. Myoh Technology Tbk., pemegang 

saham mayoritas dalam hal ini adalah Santam Co. Ltd. melakukan perubahan lini 

usaha PT. Myoh Technology Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar PT 

Samindo Resources Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan pada tanggal 14 

Februari 2012. Sejak tanggal 8 Maret 2012, PT. Myoh Technology Tbk. yang 

berkedudukan di Malang, Jawa Timur telah berubah nama menjadi PT. Samindo 

Resourches Tbk., yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
10

 

                                                           
 

10
 Pernyataan perubahan nama perseroan dan domisili hukum perseroan telah 

disampaikan kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KESI) 

tanggal 13 Maret 2012.  
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Berdasarkan akuisisi yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH 

sebagai kendaraan (vehicle) untuk menjadi perusahaan yang listing di bursa, hal 

ini dikategorikan sebagai Backdoor Listing melalui Reverse Takeover, yaitu 

perusahaan privat yang mengakuisisi Perusahaan Terbuka. Secara langsung 

Samtan memang tidak membeli saham yang telah dimiliki MYOH, akan tetapi 

melalui beberapa aksi yang dilakukan oleh MYOH, aksi korporasi ini merupakan 

Backdoor Listing. Hal ini ditunjukkan dalam Bagan 4.1 dimana sebelum dibeli 

oleh MYOH, Sims Jaya Kaltim merupakan perusahaan milik Samtan dengan 

penguasaan saham sebesar 98%. Performa MYOH yang memburuk karena 

kurangnya inovasi yang dilakukan, membuat Samtan sebagai penjual saham Sims 

melirik MYOH untuk dijadikan perusahaan pengendali atas Sims dengan menjadi 

pembeli siaga atas Penawaran Umum Terbatas I MYOH. Melalui penguasaan atas 

MYOH sebagai perusahaan terbuka, Samtan memiliki peluang besar untuk 

mengembangkan bisnis MYOH. Sebagai perusahaan terbuka, MYOH memiliki 

keleluasaan mencari sumber pendanaan melalui pasar modal. Dengan peluang 

bisnis yang menarik, MYOH bisa menerbitkan surat utang untuk mengembangkan 

pendanaan atas Sims. 

Akuisisi yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH, menguntungkan 

Sims sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Samtan untuk mendapatkan 

kelancaran modal usaha melalui akuisisi tidak langsung yang dilakukan oleh 

Samtan. Menurut Prof. Felix Oentong Soebagjo akuisisi adalah pengambilalihan 

suatu perusahaan, dimana masing-masing perusahaan yang mengakuisisi maupun 

yang diakuisisi tetap bertahan dan melakukan kegiatan usaha. Perusahaan atau 

pihak yang melakukan akuisisi akan menjadi pengendali perusahaan yang 

diakuisisi. Maka kedudukan Samtan sebagai pemegang 46.80 % saham atas 

MYOH merupakan pemegang saham pengendali MYOH dan perusaahaan yang 

dimiliki MYOH yaitu Sims memiliki potensi besar untuk berkembang dengan 

status terbuka yang dimiliki MYOH. Praktek yang dilakukan oleh Samtan 

terhadap MYOH merupakan aksi backdoor listing dalam pasar modal. Hanya saja 

                                                                                                                                                               
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 

AHU-07635.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, 

menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Samindo Resources Tbk. 
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aksi backdoor listing yang dilakukan Samtan Co. Ltd bukan menjadikan Samtan 

sebagai perusahaan terbuka, melainkan Sims Jaya Kaltim sebagai perusahaan 

privat dan juga sebagai anak perusahaan Samtan Co. Ltd. yang akan mendapatkan 

suntikan dana besar dan akan menjadi perusahaan terbuka melalui MYOH. 

Backdoor Listing melalui reverse takeover merupakan merupakan 

pengambilalihan perusahaan terbuka oleh perusahana privat, sehingga perusahaan 

privat akan menjadi perusahaan terbuka secara tidak langsung melalui perusahaan 

terbuka yang sudah diakuisisi. Aksi korporasi yang dilakukan MYOH atas Sims, 

bisa dikategorikan backdoor listing melalui reverse takeover, karena di balik 

proses akuisisi tersebut, Samtan Co. Ltd. memegang peranan penting sebagai 

perusahaan privat yang berbadan hukum asing untuk mendapatkan akses 

permodalan di Indonesia melalui pasar modal, dengan memanfaatkan anak 

perusahaannya yang berbadan hukum Indonesia. 

Salah satu cara untuk melakukan backdoor listing adalah menentukan 

shell company atau defunct company yaitu perusahaan yang akan dijadikan 

kendaraan bagi perusahaan privat untuk menjadi perusahaan terbuka. Defunct 

company bisa sengaja didirikan oleh perusahaan penarget atau memang 

perusahaan yang sudah terbuka akan tetapi kondisi persuahaan mengalami 

kemerosotan dan kerugian terus menerus. Kondisi MYOH sebagai perusahaan 

terbuka yang memiliki performa terus menurun merupakan defunct company yaitu 

sebagai jalan untuk bisa mempermudah Samtan (melalui Sims) mendapatkan 

akses modal ke pasar modal. Apalagi setelah proses akuisisi berlangsung, aktifitas 

MYOH sebagai pemegang 99% saham Sims hanya sebagai parent company yang 

mengendalikan Sims, sedangkan Sims sebagai subsidiary company merupakan 

sumber pemasukan bagi MYOH. Berdasarkan bagan 4.1 bisa dilihat bahwa 

Samtan memiliki peranan penting dalam aksi korporasi ini dan MYOH adalah 

perusahaan yang hanya dimanfaatkan untuk mempermudah akses dana ke Samtan 

melalui Sims. 
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4.5 Analisis Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Backdoor 

Listing melalui Reverse Takeover PT Myoh Technology, Tbk. oleh 

Samtan, Co. Ltd. 

4.5.1 Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada 

Publik  

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 

1996 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada 

Publik, lampiran peraturan Nomor X.K.1 angka 2, informasi atau fakta material 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi 

pemodal, salah satunya adalah pembelia saham yang dilakukan oleh perusahaan, 

wajib disampaikan setelah 2 hari kerja keputusan tersebut diambil.  

Aksi korporasi MYOH yang mengakuisisi SIMS memenuhi ketentuan 

peraturan Nomor X.K.1 yaitu tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera 

diumumkan kepada publik. Pemenuhan keterbukaan informasi ini disampaikan 

kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling 

lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi 

atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan 

atau keputusan investasi pemodal. 

4.5.2 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

Berdasarkan Peraturan No IX.E.2 setiap pembelian, penjualan atau 

penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar, 

atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari 10% atau 20% wajib 

mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. MYOH 

melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi SIMS sebesar 99% dari saham 

yang disetor penuh yang perolehan dananya melalui right issue dengan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu. Oleh karena itu perusahaan wajib mengadakan  

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan 

menyetujui rencana penawaran tersebut.
11

 Perusahaan wajib mengumumkan 

                                                           
 

11
 Peraturan No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 6.  
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keterbukaan informasi dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham 

selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang 

Saham dilaksanakan.
12

 

MYOH menerbitkan prospektus
13

 pada tanggal 26 Agustus 2011 

sedangkan berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa
14

 dilaksanakan pada tanggl 30 September 2011. Jangka waktu antara 

penerbitan prospektus dan jadwal RUPSLB adalah 34 hari. Penerbitan prospektus 

yang dilakukan oleh MYOH sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam.
15

 

4.5.3 Prospektus 

 Prospektus sebagai dokumen yang berisi informasi mengenai perusahaan 

yang akan melakukan penawaran umum, sudah dipenuhi oleh MYOH, walaupun 

pada awalnya Bapepam menolak memberikan izin melakukan RUPS Luar Biasa 

karena MYOH belum menyertakan informasi penjualan aset-aset MYOH. 

Perpindahan lini usaha dari bidang teknologi menjadi pertambangan membuat 

MYOH menjual aset-asetnya yang tidak dipergunakan lagi dan tidak dicantumkan 

dalam prospektus terkait audit keuangannya. Setelah dilengkapi dan Bapepam 

menyatakan lengakap, RUPS Luar Biasa baru bisa dilaksanakan untuk meminta 

persetujuan RUPS Luar Biasa terhadap aksi korporasi mengakuisisi SIMS Jaya 

Kaltim. 

 Di dalam prospektus disampaikan bahwa Perusahaan tidak memerlukan 

AMDAL karena  lini usaha yang digeluti oleh SIMS adalah jasa pertambangan 

yang spesialisasinya pada pertambangan batu bara terbuka (open pit) yang 

                                                           
 
12

 Peraturan No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 6.  

 
13

 Prospektus ini sesuai dengan ketentyan dalam Peraturan Nomor IX.D.3 tentang 

Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu.  

 
14

 Surat kepada Direksi Pemegang Rekening PT Kustodian Edek Indonesia (KSEI). 

 
15

 Minimal jangka waktu 28 hari sebelum pelaksanaan RUPSLB prospektus harus sudah 

dismapaikan kepada para pemegang saham. Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu angka 6.  

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



111 

 

mengeksplorasi batu bara. Selain itu, di dalam prospektus juga tidak disampaikan 

tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Kideco sebagai perusahaan yang 

bermitra dengan SIMS. Kedudukan Kideco sebagai satu-satunya mitra bisnis 

dimana SIMS sebagai pemegang usaha jasa pertambangan, seharusnya 

disampaikan dalam Prospektus bahwa perusahaan Kideco sebagai mitra utama 

SIMS sedang menghadapi masalah hukum, yaitu terkait kerusakan lingkungan 

akibat aktifitas pertambangannya. Amdal yang dimiliki Kideco juga bermasalah 

karena tidak mengalami perubahan atau pembaharuan setelah cakupan area 

pertambangannya bertambah. Bagaimanapun juga, pertimbangan MYOH 

mengakuisisi SIMS karena adanya kontrak supply batu bara hingga tahun 2019 

dengan Kideco. Selain Kideco, Sims tidak memiliki hubungan kerja sama dengan 

pihak manapun, sehingga bisa disimpulkan keuntungan Sims, yang berarti adalah  

keuntungan MYOH hanya didapat melalui hubungan kontrak jasa pertambangan 

dengan Kideco. Di dalam prospektus yang disampaikan lebih kepada capaian 

positif perusahaan bukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi investor. 

4.5.4 Proses Akuisisi PT Myoh Technology Tbk oleh Samtan Co. Ltd. 

Berdasarkan analisa prospek bisnis MYOH yang semakin tahun 

mengalami penurunan karena memiliki barrier of entry yang sangat rendah dan 

keberadaannya tidak didukung oleh suatu competitive advantage sehingga daya 

saing produk Perseroan terus menerus turun karena mendapat saingan dari produk 

sejenis dari luar negeri, maka muncul niat dari MYOH untuk mengubah lini usaha 

menjadi pertambangan dengan pertimbangan bahwa prospek usaha kegiatan 

pertambangan di Indonesia sangat bagus. Perubahan lini usaha yang dilakukan 

oleh MYOH ini harus mendapatkan persertujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

karena merupakan lingkup transaksi material.
16

  

                                                           
 

16
 Definisi: Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, 

dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang 

nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 

1. 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau 
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Cara yang digunakan oleh MYOH untuk melakukan perubahan lini usaha 

adalah dengan mengakuisisi saham milik SIMS. Akuisisi atas SIMS dibiayai dari 

Penawaran Umum yang dilakukan oleh MYOH dengan terlebih dahulu 

melakukan perjanjian pembelia siaga dengan Samtan Co. Ltd, perusahaan 

pertambangan batu bara yang berbadan hukum Korea. Untuk itu, maka MYOH 

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 

September 2011 dengan agenda rapat sebagai berikut ini:
17

 

1. Persetujuan atas Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum 

Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD). 

2. Persetujuan atas rencanca Perseroan untuk melakukan pengambilalihan 

saham PT Sims Jaya Kaltim dengan menggunakan dana hasil 

Penawaran Umum Terbatas I. 

3. Persetujan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan menjadi 

perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batu bara dan jasa 

pertambangan. 

4. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan. 

5. Persetujuan atas domisili Perseroan. 

6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi Perseroan. 

7. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penjualan seluruh 

aktiva tetap dan aktiva lancar Perseroan kepada pihak ketiga. 

                                                                                                                                                               
 

2. 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas. 

 

Peraturan Bapepam No IX.E.2. lampiran angka 1. 

 Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan 

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham 

harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual 

atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan. 

Peraturan Bapepam No IX.E.2 lampiran angka 2. 

 
17

 Surat yang dismpaikan oleh Direktur MYOH kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia 

pada anggal 19 Agustus 2011 tentang pemberitahuan Recana Penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).  
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8. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala 

hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaaan keputusan atas 

Agenda 1-7 diatas.  

Sebelum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, MYOH 

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 

September 2011 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut ini:
18

 

1. Menyetujui perubahan nominal saham dengan cara menggabungkan 8 

(delapan) saham (atau Reverse Stock), yaitu saham dengan nilai 

nominal Rp 25,00 setiap saham menjadi Rp 200,00 setiap saham. 

2. Menyetujui merubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan yaitu 

peningkatan Modal Dasar Perseroan dari berjumlah Rp 

100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 

(lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal 

sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) menjadi berjumlah Rp 

2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang terbagi atas 

10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai 

nominal Rp 200,00 (dua ratus rupiah). 

3. Menyetujui atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara 

lian untuk disesuikan dengan Peraturan No IX.J.1
19

 dan perubahan 

serta penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan antara lain 

perubahan yang bersifat administrasi yaitu penyesuaian tata urutan 

pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan penyesuaian lainnya 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

                                                           
 

 

 
18

 Surat dari MYOH kepada Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Pemberitahuan 

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MYOH Technology, Tbk.  

 
19

 Peraturan tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan 

Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.  
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RUPSLB yang diselenggarkan pada tanggal 12 September 2012 

merupakan strategi MYOH untuk menyiasati peraturan Bapepam No I-A
20

 yang 

mensyaratkan emiten memiliki harga saham niminal Rp 100 per saham jika ingin 

menerbitkan saham baru. Sedangkan harga saham MYOH selama ini berada pada 

kisaran Rp 25an, sehinga pembundelan 8 saham akan menjadikan nominal tiap 

saham adalah Rp 200. Setelah dilakukan pembundelan Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa yang diselenggarakan oleh MYOH dalam rangka persetujuan 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas right issue tidak seperti yang 

dijadwalkan sebelumya, yaitu pada tanggal 30 September 2011 karena persyaratan 

yang diminta oleh Bapepam belum terpenuhi, yaitu hasil penilaian terhadap aset 

mereka yang akan dijual dan hasil penilai independen terhadap rencana akuisisi. 

Jadwal mundur menjadi tanggal 14 Oktober 2011, namun ditunda lagi menjadi 

tanggal 18 Oktober 2011. Karena itulah Myoh menerbitkan informasi tambahan 

kepada masyarakat tertanggal 14 Oktober 2011. Akhirnya Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa dapat terlaksana pada tanggal 9 November 2011. 

Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah persetujuan untuk 

menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagai berikut: 

Tabel 4.8 : Hasil RUPSLB 

 

Sumber : Laporan MYOH kepada Bapepam 

                                                           
 

20
 Peraturan tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 

Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam peraturan ini disampaikan dalam Bagian V.3 bahwa 

saham hasil tindakan penerbitan saham baru sekurang-kurangnya Rp 100.   

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



115 

 

4.5.5 Pengaturan Backdoor Listing dalam Pasar Modal 

 Backdoor listing merupakan istilah populer, bukan istilah sebenarnya yang 

terjadi di Pasar Modal. Proses backdoor listing salah satunya dilakukan melalui 

akuisisi. Akuisisi menurut Prof. Felix Oentong Soebagjo adalah pengambilalihan 

suatu perusahaan, dimana masing-masing perusahaan yang mengekuisisi maupun 

yang diakuisisi tetap bertahan dan melakukan kegiatan usaha. Perusahaan atau 

pihak yang melakukan akuisisi akan menjadi pengendali perusahaan yang 

diakuisisi. Akibat dari akuisisi berbeda dengan merger, karena apabila suatu 

merger dilakukan secara penuh dan tuntas, maka satu diantara pihak-pihak yang 

melakukan merger akan menjadi surviving company, sedangkan pihak yang lain 

menjadi disappearing company. 

Dalam kasus yang terjadi pada MYOH dan beberapa kasus lain, muncul 

isu pengaturan khusus mengenai backdoor listing karena prosedur Initial Public 

Offering yang seharusnya ditempuh oleh perusahaan yang belum listing terpotong 

dan belum tentu perusahaan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan 

publik.
21

 Namun praktek backdoor listing tidak berarti ilegal karena berdasarkan 

ketentuan cara yang digunanakan untuk menguasai saham perusahaan target, yaitu 

melalui akuisisi. 

                                                           
 

21
 Bapepam juga melakukan perencanaan untuk mengatur aksi backdoor listing dalam 

pengaturan khusus tersendiri. Bapepam juga melakukan Riset Praktik dan Regulasi Backdoor 

Listing, Kajian ini dilakukan untuk mengetahui praktik pengambilalihan perusahaan terbuka yang 

dilakukan melalui backdoor listing, mengingat sejumlah perusahaan di Pasar Modal Indonesia 

diduga telah melakukannya. Dalam kajian ini dilakukan perbandingan mengenai bagaimana 

backdoor listing dilakukan, metode apa yang digunakan dalam melakukan backdoor listing, dan 

regulasi yang mengaturnya, antara praktik yang berlaku di negara-negara lain dengan yang terjadi 

di Pasar Modal Indonesia. Selain itu, dikaji juga analisis terhadap permasalahan-permasalahan 

yang dapat timbul akibat perbedaan praktik dan regulasi di Pasar Modal Indonesia dengan 

negaranegara lain. Bapepam LK: 2009 Annual Report: Continuous Improvement for a Brighter 

Future, hal 209. 

Di dalam Undang-undang PT perushahaan publik adalah Perseroan yang memenuhi 

kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. Perusahaan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan 

yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan 

pendaftaran kepada Bapepam. 
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Dalam prospektus yang diterbitkan oleh MYOH, tanggal 26 Agustus 2011, 

ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Bapepam telah dipenuhi, sehingga proses 

akuisisi MYOH terhadap SIMS bisa berjalan lancar. Keterbukaan informasi 

menjadi demikian penting dalam pasar modal, karena sebenarnya ruh dari Pasar 

Modal adalah informasi yang disampaikan kepada investor yang akan mengambil 

keputusan untuk membeli saham atau tidak. Karena itu berdasarkan studi kasus 

MYOH, membuktikan bahwa pemenuhan keterbukaan informasi yang diberikan 

melalui prospektus bagi perusahaan yang akan melakukan listing di Pasar Modal 

merupakan syarat utama untuk menyampaikan kebenaran kepada publik. 

Di dalam Pasar Modal Indonesia, pengaturan backdoor listing oleh 

Bapepam dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang 

Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, Peraturan 

Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan 

Peraturan Nomor IX.E.1 teentang Benturan Kepentingan dan Transaksi Tertentu, 

Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, 

dan kemudian Peraturan Bapepam No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu. Semua ketentuan-ketentuan di atas sudah dipenuhi oleh PT 

Myoh Technology yang sekarang berubah namanya menjadi PT Samindo 

Resources, Tbk.
22

 

Melalui akuisisi terhadap MYOH, Samtan Co. Ltd. yang berbadan hukum 

Korea memiliki keuntungan-keuntungan, yaitu: 

1. Samtan Co. Ltd. tidak perlu mendirikan perusahaan baru yang 

berbadan hukum Indonesia untuk memperluas usahanya. 

2. Samtan Co. Ltd. tidak perlu melakukan pernyataan pendaftaran ke 

Bapepam dan melakukan Initial Public Offering yang memakan waktu 

dan biaya. 

                                                           
 

22
 Perubahan nama ini dilakukan sejak tanggal 14 Februari 2012 dan diumumkan ke 

publik mulai tanggal 8 Maret 2012. 
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3. Samtan Co. Ltd. bisa mengendalikan SIMS Jaya Kaltim melalui 

MYOH
23

, karena MYOH menguasai 99,90 persen saham milik SIMS 

Jaya Kaltim. 

4. Samtan Co. Ltd. bisa memperoleh akses modal melalui MYOH untuk 

memperluas cakupan usaha Sims dan bisa memperluas Wilayah Izin 

Usaha Pertambangan melalui MYOH yang berstatus perusahaan 

terbuka. 

Sebelumnya Samtan Co.Ltd. menguasai PT. Kideco Jaya Agung dan Sims 

Jaya Kaltim. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indoenesia 

Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama 

Perngusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara 

dan Kontraktor Swasta, Pasal 12 ayat 3 Keppres 49 Tahun 1981 dengan tegas 

mewajibkan empat tahun setelah dimulainya produksi, kontraktor wajib 

menawarkan sahamnya kepada pemerintah dan atau warga negara indonesia. 

Sehingga pada akhir tahun ke-10 sejak dimulainya produksi, paling sedikit 51% 

dari sahamnya sudah ditawarkan. Sekarang sisa saham yang dimiliki Samtan di 

Kideco telah didivestasikan dan tinggal 60% sedangkan salah satu pemegang 

sahamnya adalah PT Indika Energy. 

 Peraturan tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Bara yaitu 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara, menetapkan pengelolaan pertambangan batu bara melalui Izin Usaha 

Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

Sims dengan akses modal yang lancar melalui MYOH dapat memperluas lini 

usahanya, dari kontraktor jasa pertambangan menjadi kontraktor pertambangan 

melalui Izin Usaha Pertambangan. Samtan sebagai pemilik Sims akan 

diuntungkan jika Sims berhasil memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, karena berarti Samtan 

akan memiliki dua anak perusahaan yang mensupplai persediaan batu bara. Tidak 

hanya Sims, Myoh juga dapat mengajukan WIUP dan karena MYOH adalah 

                                                           
 

23
 Samtan CO. Ltd. adalah Pemegang Saham Pengendali atas MYOH  
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perusahaan terbukan maka bisa mengajukan lebih dari satu WIUP di Indonesia
24

, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 jo Peraturan Peraturan 

Pemerintah No 24 Tahun 2012. 

Akuisisi yang dilakukan oleh Samtan terhadap MYOH menunjukkan 

bahwa dengan backdoor listing biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak 

terlalu besar dan memiliki banyak keuntungan karena tidak perlu melakukan 

Penawaran Umum Perdana. Dengan listing di bursa akses terhadap dana untuk 

mengembangkan perusahaan dan memperluas lini usaha juga semakin terbuka 

lebar. 

 Perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka, juga akan memiliki 

kelemahan-kelemahan, diantaranya pemegang saham harus berbagi dan siap 

terbuka terhadap publik, kewajiban pelaporan keuangan secara berkesinambungan 

ke Bapepam, dan hilangnya kontrol pemegang saham. Samtan Co. Ltd. menjadi 

pemegang saham  pengendali dengan kepemilikan 46.80% dan kepemilikan 

MYOH atas SIMS adalah 99%. Sehingga secara tidak langung Samtan tetap 

menjadi pemilik Sims Jaya Kaltim. Apalagi kedudukan manajeman, dalam hal ini 

direktur dan komisaris sebagian juga dipegang oleh orang yang berasal dari 

Samtan. 

Tabel 4.9 :Direktur dan Komisaris Samindo Resources 

 

Sumber: Laporan Hasil Pemegang Penawaran Umum Terbatas I 

 Dengan kondisi yang demikian Samtan sangat diuntungkan menjalankan 

kegiatan pertambangan di Indonesia. Dalam setiap pengambilan keputusan karena 

jumlah Direktur dan Komisaris yang lebih sedikit dari pada orang Korea (Samtan) 

                                                           
 

24
 Pasal 9 PP No 23 Tahun 2010 jo PP No 24 Tahun 2012.  
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maka besar kemungkian kepentingan Samtan akan terakomodir. Dari 8 jumlah 

Direksi dan Komisaris, hanya 3 (tiga) orang yang berkebangsaan Indonesia. Tentu 

saja hal ini memudahkan Samtan untuk mengendalikan MYOH yang sekarang 

telah berganti nama menjadi PT Samindo Resources, Tbk. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan Backdoor Listing secara khusus belum ada sama sekali di pasar 

modal. Jika backdoor listing dilakukan melalui penerbitan saham baru 

dengan HMETD, maka pengaturannya melalui Peraturan Bursa Efek 

Jakarta Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas 

Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Selain itu, 

pengaturan backdoor listing melalui akuisisi dilakukan berdasarkan 

Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang 

harus segera diumumkan kepada publik, Peraturan Bapepam Nomor 

IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan Peraturan 

Nomor IX.E.1 teentang Benturan Kepentingan dan Transaksi Tertentu, dan 

kemudian Peraturan Bapepam No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu dan Peraturan Bapepam No IX.H.1 tentang 

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. 

2. Keterbukaan informasi sedemikian penting karena dapat mempengaruhi 

investor untuk membeli atau tidak membeli suatu saham atau ekuitas. 

Karena itulah muncul kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi 

(disclosure information). Pada aktifitas backdoor listing, secara prinsip 

perusahaan yang mengakuisisi tidak akan melakukan disclosure 

information selayaknya perusahaan yang akan listing di bursa melalui 

Initial Public Offering. Di dalam Pasar Modal Indonesia, keterbukaan 

informasi di dalam backdoor listing diatur dalam Peraturan Bapepam 

Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera 

diumumkan kepada publik, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang 

Transaksi Material dan Perubahan Usaha, dan Peraturan Nomor IX.E.1 

tentang Benturan Kepentingan dan Transaksi Tertentu. 

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



121 

 

3. Backdoor Listing yang dilakukan oleh Samtan Co. Ltd terhadap MYOH 

telah memenuhi prosedur yang diharuskan oleh Bapepam. Pengaturan 

tentang backdoor listing yang dilakukan oleh Samtan Co. Ltd. terhadap PT 

Myoh Technology (MYOH) melalui reverse takeover tunduk pada 

ketentuan Bapepam yang mengatur akuisisi perusahaan, yaitu Peraturan 

Bapepam Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera 

diumumkan kepada Publik. Selain itu, MYOH melakukan perubahan lini 

usaha dari perusahana yang bergerak di bidang telekomunikasi menjadi 

perusahaan pertambangan dengan melakukan akuisisi terhadap PT Sims 

Jaya Agung (Sims). Perubahan lini usaha ini diatur dalam Peraturan 

Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Usaha. 

Kemudian dana akuisisi diperoleh MYOH dari penerbitan saham baru 

melalui Hak Memesan Efek Terlebh Dahulu (HMETD) dengan pembeli 

siaganya adalah Samtan Co. Ltd. HMETD ini diatur dalam Peraturan 

Bapepam No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selain 

itu, backdoor listing melalui akuisisi dengan HMETD ini telah memenuhi 

Peraturan Bursa Efek Jakarta No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek 

Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.  

3.2 Saran 

1. Backdoor listing di Indonesia belum diatur secara spesifik. Pembentukan 

peraturan khusus ini diperlukan untuk mengatur bagaimana backdoor listing 

dilakukan, metode apa yang digunakan dalam melakukan backdoor listing 

sehingga tidak merugikan investor karena pemotongan prosedur IPO melalui 

backdoor listing  berpotensi menimbulkan akibat yang berbahaya bagi investor 

dan kredibilitas bursa di Indonesia.  

2. Penentuan ketentuan-ketentuan tentang prinsip keterbukaan, penentuan 

fakta material, dan perbuatan yang menyesatkan, perlu diatur lebih spesifik 

lagi oleh Bapepam terhadap perusahaan yang melakukan backdoor listing 

dan dilakukan kontrol yang ketat tidak hanya dari dokumen formal saja, 

terutama bagi perusahaan yang akan melakukan perubahan lini usaha. 

Penyampaian informasi terhadap perusahaan pelaku backdoor listing 

sangat sedikit sehingga berpotensi menimbulkan misrepresentation. 

Keterbukaan informasi merupakan kewajiban dalam pasar modal, karena 
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itu itikad baik untuk membuka fakta material yang sebenarnya kepada 

investor merupakan tanggung jawab bagi tiap emiten dan juga Bapepam 

sebagai institusi Pengawas. Untuk itu, keterbukaan informasi harus 

disampaikan kepada publik untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar 

modal yang jujur dan efisien. Dalam menyampaikan informasi kepada 

publik, perusahaan harus jujur dan membuka fakta secara penuh, sebagai 

mana peraturan yang sudah dibuat oleh Bapepam. Sedangkan Bapepam 

sebagai institusi pengawas juga harus proaktif untuk meminta perusahaan 

menerbitkan dokumen keterbukaan informasi yang komperehensif sesuai 

dengan ketentuan yang dibuat oleh Bapepam. Bepepam seharusnya dapat 

mengeluarkan sanksi yang berat terhadap perusahaan yang beritikad buruk 

untuk mengacaukan bursa. 

3. Untuk kemajuan pasar modal di Indonesia di masa depan dan semakin 

berkembangnya akses informasi lintas negara, perlu dilakukan 

pembaharuan Undang-undang Pasar Modal Indonesia, mengingat Undang-

undang Pasar Modal Indonesia sudah berumur 17 tahun dan sepanjang itu 

sudah terjadi perkembangan teknologi, informasi, dan strategi di Pasar 

Modal yang tidak teratasi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995. 
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Nama Perusahaan PT Myoh Technology Tbk 

Kode Emiten MYOH 

Lampiran 0 

Tanggal dan Jam 08 Jun 2012 01:01:29 

Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham 

 
Menindaklanjuti surat kami nomor : SRT/PresDir/2012/076 tanggal 25 Apr 2012 mengenai 
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 
SRT/PresDir/2012/05/137 tanggal 21 Mei 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang 
Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 01 Jun 2012  PT Myoh Technology Tbk 
telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk 
tahun buku 2012 dengan hasil sebagai berikut:  
 

Keterangan 

RUPS Tahunan: 
 
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.295.092.396 
atau 88,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh 
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.  
 
Hasil RUPS Tahunan: 
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011 termasuk 
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris maka Rapat memberikan pembebasan (acquit et de 
charge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tugas pengurusan Direksi dan Dewan 
Komisaris atas tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun 2011 sepanjang tindakan 
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011; 
2. Menyetujui tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku 2011; 
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan 
Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012; 
4. Menyetujui gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris 
Perseroan dengan total USD 200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan bagi 
anggota Direksi Perseroan dengan total USD 500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika 
Serikat); 
5. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas;  
6. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain;  
a. Pasal 4 tentang Modal ; 
b. Pasal 5 tentang Saham; 
c. Pasal 15 tentang Direksi; 
d. Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; 
e. Pasal 17 tentang Rapat Direksi; 

Validation ID: f57d06451b-6329ea-460871-01b072-c98124901278e79e

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



f. Pasal 18 tentang Dewan Komisaris; dan 
g. Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris;  
7. Menunda perubahan susunan Direksi Perseroan.  

 
 
 
 
Direksi: 

* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan 

Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi

Dedet Yandrinal Direktur Utama gfedc

Ha Gil Yong Direktur gfedc

Priyo Pribadi Soemarno Direktur gfedcb

Kim Young Chan Direktur gfedc

Hun Jae Yoo Direktur gfedc

 
 
 
Komisaris: 

* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan 

Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen

Lee Chang Hoon Komisaris Utama gfedc

Bob Kamandanu Komisaris gfedcb

Lee Kang Hyeob Komisaris gfedc

 

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Myoh Technology Tbk yang tidak memerlukan 
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT 

Myoh Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam 
dokumen ini. 
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Perihal Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 

 
Dengan ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum yang telah 
dilakukan oleh PT Myoh Technology Tbk , sebagai berikut:  

 
Dana yang diperoleh dari Konversi HMETD  

1 Bulan dan Tahun Penawaran Umum november 2011

Jumlah Dana Yang Dihimpun Rp 529.515.000.000

Keterangan Tentang Tujuan Penggunaan Dana Akuisisi PT Sims Jaya Kaltim dan Modal 
Kerja

Rencana Penggunaan Dana Rp 529.515.000.000

Realisasi Penggunaan Dana Rp Periode 
Sebelumnya 516.790.000.000

Realisasi Penggunaan Dana Rp Periode 
Pelaporan Ini 4.977.000.000

Sisa Dana Rp 7.748.000.000

Keterangan Lain -

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Myoh Technology Tbk yang tidak memerlukan 
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT 

Myoh Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam 
dokumen ini.  
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Jakarta 1 2930, lndonesia
Phone : (62-21) 5257481
Fax : (62-21\ 5257 508

Jakarta, 16 Maret 2012

No:040/SRT/2012llll

Kepada Yth: 
.

Direksi PT Bursa Efek lndonesia
Gedung Bursa Efek lndonesia Lt. 4
Jt. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12'1 90

UP: lbu Umi Kulsum
Kepata Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa.

Perihat: Keterbukaan lnformasi

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bursa No: 5-01972/BEl. PPJ / 03-2012 tertanggal '13 Maret 2012 perihat Permintaan
Penjelasan. Dengan ini kami sampaikan penjetasan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

Sehubungan dengan telah setesainya proses Penawaran Umum Terbatas I (PUT l) dan pada

penggunaan dana hasiI petaksanaan PUT I Perseroan merencanakan untuk membeti 99,9% saham

PT Sims Jaya Kattim (slMS). Mohon penjetasan Perseroan mengenai waktu pembelian saham

5tM5.

Penjelasan:

Waktu pembetian saham PT SIMS Jaya Kattim tanggal 20 Desember 201 1.

2. Pertanyaan:

Pada Prospektus PUT l, Perseroan menyebutkan bahwa pembeli siaga dari pelaksaan PUT I

adatah Samtan Co. Ltd. (Samtan) Mohon penjetasan Perseroan atas hal sebagai berikut:

a. Jumlah saham yang diperoteh Samtan pada petaksanaan PUT l.
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Penjelasan:

a. Jumtah saham yang diperoteh
(equivaten dengan nilai Rp

iharehotdinq.

PT SAMINDO RESOURGES Tttt -

Penjelasan mengenai uttimate sharehotders da riasal saham Perseroan yang dimitiki oteh
pemegang saham Perseroan yaitu Favor sum lnvestments Limited, mengingat tidak
terdapat nama Favor sum lnvestments Limited sebagai pemegang saham Perseroah baik
sebetum petaksanaan PUT I maupun informasi pada Prospektus PUT l.

Samtan pada petaksanaan PUT l: 688.394.592 tembar
137.678.918.400\ atau merupakan 46,80% dari totat

b. Berkaitan dengan kepemitikan saham Perseroan oleh Favor sum lnvestments Ltd. Sampai
dengan saat ini Favor Sum lnvestments Ltd. bukan merupakan bagian dari Samtan Co. Ltd.,
sehingga kepemitikan saham Perseroan oteh Favor Sum lnvestments Ltd. murni merupakan
keputusan dari Favor Sum lnvestments Ltd.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diberikan diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Samindo Resources Tbk.
(d/h PT. Myoh Technology Tbk)
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PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199

www.ksei.co.id

No : KSEI-19817/JKS/0911 Jakarta, 28 September 2011

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Penundaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh
Technology Tbk (MYOH)

Menunjuk Pengumuman KSEI No. KSEI-17689/JKS/0811 tanggal 22 Agustus 2011 Perihal: Jadwal
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk (MYOH) dan
berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Myoh Technology Tbk melalui surat kabar tanggal 28
September 2011, maka bersama ini kami informasikan bahwa Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 30
September 2011 diundur pelaksanaannya menjadi sebagai berikut:

Hari/tanggal : Jumat, 14 Oktober 2011
Waktu : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Pertemuan Wisma Intra Asia

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 58
Jakarta 12870

Agenda RUPSLB adalah;
1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Pengambilalihan (akuisisi) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh PT

Sims Jaya Kaltim, yang merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam peraturan
No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-413/BL/2009 tanggal 25
Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

3. Penjualan seluruh aktiva Perseroan berupa aktiva tetap dan aktiva lancar kepada pihak ketiga.
4. A. Perubahan Studi Kelayakan tentang kegiatan Usaha Utama Perseroan

B. Perubahan kegiatan Usaha Perseroan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain;

A. Perubahan Pasal 1, yaitu nama Perseroan dan perubahan Tempat kedudukan Perseroan
B. Perubahan Pasal 3, yaitu perubahan maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan

Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan,
C. Perubahan Pasal 4 ayat 1, yaitu Penurunan Modal dasar Perseroan.

6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Nina Rizalina Hartati Handayani
Kanit. Penyelesaian Transaksi Kanit. Pengelolaan Efek
Div. Jasa Kustodian Sentral Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT Myoh Technology Tbk
4. Direksi PT Adimitra Transferindo
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No Surat 02/myoh /corsec/I/2012 

Nama Perusahaan PT Myoh Technology Tbk 

Kode Saham MYOH 

Lampiran 1 

Tanggal dan Jam 16 Jan 2012 12:08:42 

Perihal Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 

 
Dengan ini disampaikan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum yang telah 
dilakukan oleh PT Myoh Technology Tbk , sebagai berikut:  

 
Dana yang diperoleh dari Konversi HMETD 
 

Dokumen Terlampir : 

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Myoh Technology Tbk yang tidak memerlukan 
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT 

Myoh Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam 
dokumen ini.  

Validation ID: 29d1017dad-994271-421610-12afde-0b112300807341c6
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PT SAMINDO RESOURGES TttI..
Menara Mulia, Suite 1606, Lt.] 6
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-1 I
Jakarta 1 2930, lndonesia
Phone : (62-21) 5257481
Fax : (62-21\ 5257 508

Jakarta, 16 Maret 2012

No:040/SRT/2012llll

Kepada Yth: 
.

Direksi PT Bursa Efek lndonesia
Gedung Bursa Efek lndonesia Lt. 4
Jt. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12'1 90

UP: lbu Umi Kulsum
Kepata Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa.

Perihat: Keterbukaan lnformasi

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bursa No: 5-01972/BEl. PPJ / 03-2012 tertanggal '13 Maret 2012 perihat Permintaan
Penjelasan. Dengan ini kami sampaikan penjetasan sebagai berikut:

1. Pertanyaan:

Sehubungan dengan telah setesainya proses Penawaran Umum Terbatas I (PUT l) dan pada

penggunaan dana hasiI petaksanaan PUT I Perseroan merencanakan untuk membeti 99,9% saham

PT Sims Jaya Kattim (slMS). Mohon penjetasan Perseroan mengenai waktu pembelian saham

5tM5.

Penjelasan:

Waktu pembetian saham PT SIMS Jaya Kattim tanggal 20 Desember 201 1.

2. Pertanyaan:

Pada Prospektus PUT l, Perseroan menyebutkan bahwa pembeli siaga dari pelaksaan PUT I

adatah Samtan Co. Ltd. (Samtan) Mohon penjetasan Perseroan atas hal sebagai berikut:

a. Jumlah saham yang diperoteh Samtan pada petaksanaan PUT l.

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Penjelasan:

a. Jumtah saham yang diperoteh
(equivaten dengan nilai Rp

iharehotdinq.

PT SAMINDO RESOURGES Tttt -

Penjelasan mengenai uttimate sharehotders da riasal saham Perseroan yang dimitiki oteh
pemegang saham Perseroan yaitu Favor sum lnvestments Limited, mengingat tidak
terdapat nama Favor sum lnvestments Limited sebagai pemegang saham Perseroah baik
sebetum petaksanaan PUT I maupun informasi pada Prospektus PUT l.

Samtan pada petaksanaan PUT l: 688.394.592 tembar
137.678.918.400\ atau merupakan 46,80% dari totat

b. Berkaitan dengan kepemitikan saham Perseroan oleh Favor sum lnvestments Ltd. Sampai
dengan saat ini Favor Sum lnvestments Ltd. bukan merupakan bagian dari Samtan Co. Ltd.,
sehingga kepemitikan saham Perseroan oteh Favor Sum lnvestments Ltd. murni merupakan
keputusan dari Favor Sum lnvestments Ltd.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diberikan diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Samindo Resources Tbk.
(d/h PT. Myoh Technology Tbk)
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PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Jadwal kegiatan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT

Perihal :

No : KSEI-23095/JKS/1111 Jakarta, 11 November 2011

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I
dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jadwal sebagai berikut : 

Adapun jadwal kegiatan  HMETD tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD 
(Cum HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD 
(Ex HMETD) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 

Tanggal perdagangan bursa yang memuat HMETD 
(Cum HMETD) di Pasar Tunai

Tanggal perdagangan bursa tidak memuat HMETD 
(Ex HMETD) di Pasar Tunai

Tanggal Penentuan Pemegang Rekening yang berhak
menerima HMETD di dalam rekening Efek  (Recording Date)

Periode Perdagangan HMETD. 

Tanggal Pencatatan Efek di Bursa 

Tanggal distribusi HMETD.  

Periode Pelaksanaan HMETD 

Periode distribusi saham hasil HMETD 

Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan

Tanggal Penjatahan 

Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan
Pembelian Saham Tambahan

16 November 2011

17 November 2011

21 November 2011

22 November 2011

21 November 2011

22 November 2011

23 November 2011

23 - 29 November 2011

23 - 29 November 2011

25 November - 01 Desember 2011

1 Desember 2011

2 Desember 2011

6 Desember 2011

Emiten
Kode dan Nama Saham
Kode ISIN Saham
Kode HMETD dan ISIN

:  MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT
:  MYOH  MYOH TECHNOLOGY Tbk
:  ID1000120900
:  MYOH - R , ID3000030907

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

No. Kegiatan Tanggal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Rasio pembagian HMETD adalah setiap 1 (satu) saham yang dimiliki akan mendapatkan 6 (enam) HMETD,
dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga
pelaksanaan Rp. 420,- (empat ratus dua puluh Rupiah) per saham.
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PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Phone: (62-21) 5299-1099, Fax: (62-21) 5299-1199 www.ksei.co.id

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT
4. Direksi ADIMITRA TRANSFERINDO, PT

Agar implementasi Corporate Action melalui C-BEST dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif, maka
kami harapkan Pemegang Rekening membukakan Sub-Rekening Efek untuk masing-masing investor yang
menjadi nasabahnya disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan KSEI dan memindahkan
posisi Efek milik investor yang masih berada di Rekening Efek portofolio sendiri (Own Depository Account)
milik Pemegang Rekening ke masing-masing Sub Rekening Efek milik Investor sebelum Tanggal
Pencatatan (Recording Date) untuk  kegiatan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak
Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) tersebut.

Untuk pelaksanaan HMETD (exercise right) menjadi saham MYOH TECHNOLOGY Tbk, PT, pelaksanaan
exercise tersebut dilaksanakan dengan menggunakan modul Corporate Action Exercise atas Right Issue
(EXE), jenis instruksi Voluntary Corporate Action (VCA). Mohon kepada Pemegang Rekening yang
akan melakukan Exercise Right agar mempergunakan modul Voluntary Corporate Action ini.

KSEI akan melaksanakan pendistribusian HMETD ini melalui C-BEST dengan menggunakan Modul
Distribusi (DISTR). Dengan modul ini, maka seluruh perhitungan hak Corporate Action atas HMETD
dilakukan berdasarkan data dan jumlah Efek pada Rekening Efek / Sub Rekening Efek yang tercatat dalam
C-BEST pada Tanggal Pencatatan (Recording Date). HMETD akan didistribusikan melalui C-BEST pada
tanggal Distribusi HMETD.

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI
http://www.ksei.co.id (menu down load file)

Apabila pembukaan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya dan
pemindahan posisi Efek dari Own Depository Efek ke Sub Rekening Efek milik investor tidak segera
dilakukan oleh Pemegang Rekening hingga Tanggal Pencatatan (Recording Date), maka pada DPS MYOH
TECHNOLOGY Tbk, PT akan tercatat data Pemegang Rekening (Anggota Bursa atau Bank Kustodian).
Dengan demikian,yang berhak atas HMETD adalah Anggota Bursa atau Bank Kustodian bersangkutan.
Segala akibat yang terjadi pada perhitungan Corporate Action tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang
Rekening yang bersangkutan.

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Nina Rizalina
Kanit. Penyelesaian Transaksi
Div. Jasa Kustodian Sentral
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PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 

Indonesian Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia 

Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199                                                                              www.ksei.co.id 

 

 
No.  : KSEI-5248/JKS/0312            Jakarta, 13 Maret 2012 
Lamp : - 
 
Kepada Yth. 
Direksi Pemegang Rekening 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 
Di tempat 
 
 
Perihal : Perubahan Nama Emiten PT Myoh Technology Tbk (MYOH) 
 
 
Dengan hormat, 
 
Menunjuk pengumuman PT Myoh Technology Tbk (MYOH) tanggal 09 Maret 2012 Perihal 
Perubahan Nama Emiten PT Myoh Technology Tbk menjadi PT Samindo Resources Tbk, 
bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, KSEI telah melakukan 
perubahan nama atas Emiten tersebut dengan data sebagai berikut: 
 
Semula : 
Nama   : PT Myoh Technology Tbk 
Kode Efek : MYOH 
Kode ISIN : ID1000120900 
 
Menjadi : 
Nama  : PT Samindo Resources Tbk 
Kode Efek : MYOH 
Kode ISIN : ID1000120900 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 
 
Hormat kami, 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
 
 
 
 
 
Gusrinaldi Akhyar     Hartati Handayani 
KaDiv. Jasa Kustodian Sentral    KaNit. Pengelolaan Efek   
       Div. Jasa Kustodian Sentral 
   
 
Tembusan: 
1. Ketua Bapepam - LK 
2. Kepala Biro TLE Bapepam - LK 
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 
4. Direksi PT Kliring & Penjaminan Efek Indonesia 
5. Direksi PT Samindo Resources Tbk (d/h PT Myoh Technology Tbk) 
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SURAT EDARAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI

SERTA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT EDARAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT MYOH
TECHNOLOGY TBK (”PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA BERKAITAN DENGAN
TRANSAKSI SEBAGAIMANA AKAN DIURAIKAN DALAM SURAT EDARAN INI.

Apabila para pemegang saham mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini atau ragu-ragu dalam mengambil
keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penasehat Hukum, Akuntan Publik atau penasehat profesional
lainnya.

JIKA PEMEGANG SAHAM TELAH MENJUAL SELURUH SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKINYA, PEMEGANG SAHAM DIMINTA UNTUK SEGERA
MENYERAHKAN SURAT EDARAN INI BERIKUT FORMULIR SURAT KUASA TERLAMPIR KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG BARU ATAU PERANTARA
PEDAGANG EFEK YANG MENJADI PERANTARA PENJUALAN SAHAM TERSEBUT UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG BARU.

PT MYOH TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Malang, Jawa Timur

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam bidang usaha penciptaan dan penyediaan piranti lunak serta pengembangan jasa teknologi informasi

Kantor Pusat:
Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2

Malang – Jawa Timur
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259

Faksimili : (0341) 550247
www.myohtech.net

Surat Edaran ini diberikan kepada pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) sehubungan dengan rencana PT MYOH Technology Tbk (Perseroan) untuk
(i) melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batubara serta jasa pertambangan
melalui anak perusahaan, (ii) melakukan pengambilalihan terhadap seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada PT Sims Jaya Kaltim, dan
(iii) melakukan penjualan seluruh aset dan kewajiban Perseroan kepada pihak terafiliasi, yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan
No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”) dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”).

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011, yang dimulai pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), bertempat di Hotel Ibis Jakarta Tamarin,
Jakarta Pusat, untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham atas rencana Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), (ii) dan (iii) di atas.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari Rabu, 14 September 2011 pukul 16.00 WIB.  Panggilan RUPSLB akan dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional pada hari Kamis,
15 September 2011.  Para Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dapat menunjuk kuasanya dengan mengisi Formulir Surat Kuasa sesuai
dengan instruksi yang tersedia, dan menyampaikan Surat Kuasa tersebut kepada Direksi Perseroan di Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2, Kota Malang, Propinsi Jawa
Timur, Indonesia, paling lambat pada hari Selasa, 27 September 2011, dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI DI DALAM SURAT EDARAN INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DENGAN INI
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Surat Edaran ini diumumkan pada hari Jumat pada tanggal 26 Agustus 2011

PENDAHULUAN

Informasi dalam Surat Edaran ini disampaikan kepada para Pemegang Saham dalam
rangka pelaksanaan dari rencana Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan
dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk tetap tumbuh serta melakukan
perluasan portofolio Perseroan di bidang usaha jasa pertambangan dengan
menggunakan sebagian besar dana dari hasil PUT I.

Adapun rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah
sebagai berikut:

a. melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan
investasi di bidang usaha pertambangan batubara serta jasa pertambangan
melalui anak perusahaan (selanjutnya disebut ”Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama”);

b. pengambilalihan terhadap 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
persern) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh dalam
SIMS (selanjutnya disebut ”Rencana Pengambilalihan”); dan

c. penjualan seluruh aset dan kewajiban Perseroan kepada pihak ter-Afiliasi
(selanjutnya disebut ”Rencana Penjualan”).

Dalam menyiapkan informasi yang dimuat dalam Surat Edaran ini, Perseroan didukung
oleh pihak independen yaitu: (i) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Sridhar &
Rekan (RSR), sebagai penilai independen yang melakukan penilaian saham dan
memberi penilaian kewajaran atas Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan
serta melakukan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
(ii) Kantor Akuntan Publik (KAP) Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan, selaku
akuntan independen Perseroan yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan per 31 Mei 2011; (iii) Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto, selaku akuntan independen SIMS yang melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan SIMS per 31 Mei 2011.  Pihak-pihak tersebut telah memberikan
laporan-laporan yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam
Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, dimana ringkasannya diungkapkan
dalam Surat Edaran ini.

Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berharap agar informasi yang
dimuat dalam Surat Edaran ini dapat membantu para Pemegang Saham untuk
mengambil keputusan yang tepat dalam RUPSLB.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Umum

Perseroan berkedudukan di Malang, Jawa Timur dan didirikan dengan nama
PT MYOHDOTCOM Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT Myohdotcom Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan
Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
(d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.
C-7565 HT.01.01.TH.2000 tanggal 29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam
Tambahan No. 3067 dari BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir adalah dengan
Akta Perbaikan No. 36 tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana telah ditegaskan
berdasarkan Akta Penegasan No. 04 tanggal 6 Januari 2011, keduanya dibuat di
hadapan Eva Misdawati, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada
dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone-
sia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT Myoh Technology Tbk No. AHU-AH.01.10-24788 tanggal 1
Agustus 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0063501.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Akta-akta ini memuat pernyataan kembali
oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa dari RUPS Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 18 April 2000 atas jumlah saham yang telah terjual
sebagai hasil Penawaran Umum Saham Perdana (Go Public), yaitu sebanyak
150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, dengan demikian Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi sebanyak 1.681.000.000 (satu
miliar enam ratus delapan puluh satu juta) saham.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha
Perseroan adalah bergerak dalam bidang bidang jasa, perindustrian dan
perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi
informatika dan produk teknologi informatika termasuk tetapi tidak terbatas
pada produk produk berupa software, sistim aplikasi dan produk produk
internet; dan

b. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa
dan produk produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil hasil
baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Perbaikan No. 36 tanggal 31 Desember 2010, sebagaimana
telah ditegaskan dengan Akta Penegasan No. 04 tanggal 6 Januari 2011, keduanya
dibuat di hadapan Eva Misdawati, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan
kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar PT Myoh Technology Tbk No. AHU-AH.01.10-24788
tanggal 1 Agustus 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.
AHU-0063501.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juncto Laporan Kepemilikan Efek
Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh
tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Transferindo, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai
berikut:

Modal Dasar :Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas
4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai nominal
Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan :Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah), terbagi atas 1.681.000.000 (satu miliar
enam ratus delapan puluh satu juta) saham.

Modal Disetor :Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah).

Pemegang Saham Jumlah Nilai Nominal %
Saham (Rp)

1. PT Daccom Anugerahmulya 526.436.000 13.160.900.000 31,32
2. PT Majapahit Securities Tbk 245.439.000 6.135.975.000 14,60
3. PT Jannisia Investama 225.800.000 5.645.000.000 13,43
4. PT Nictyfrank Hutama Arta 145.816.500 3.645.412.500 8,67
5. PT Citra Aniko Bersama 136.000.000 3.400.000.000 8,09
6. PT Adhika Prabha Buana 122.400.000 3.060.000.000 7,28
7. Tommy Bunarjo 105.066.000 2.626.650.000 6,25
8. Masyarakat*) 174.042.500 4.351.062.500 10,35

  TOTAL 1.681.000.000 42.025.000.000 100,00

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang
mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

4. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
MYOH Technology Tbk No. 37 tanggal 26 Juni 2008 juncto Akta Penegasan No.
26 tanggal 27 Oktober 2008, juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT MYOH Technology Tbk No. 36 tanggal 29 Juli 2009,
ketiganya dibuat oleh Muhammad Afdal Ghazali, S.H., Notaris di Jakarta, juncto
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technol-
ogy Tbk No. 20 tanggal 22 Juni 2011, dibuat oleh Shella Falianti, S.H., Notaris di
Jakarta, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat, adalah
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : David Jakubus Elisafan
Komisaris : Jaegopal Hutapea
Komisaris independen : Sean Carrara Tanuwidjaya

Direksi
Direktur Utama : Dedet Yandrinal
Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan
Direktur : Ir. Kukuh Adistyanto

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan Perseroan yang didasarkan
atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

ASET    
Aset Lancar 1.061.691 735.239 6.336.363
Aset Tidak Lancar 2.069.395 2.326.966 594.166
JUMLAH ASET 3.131.086 3.062.205 6.930.528

LIABILITAS DAN EKUITAS   
Liabilitas Lancar 3.305.416 3.256.872 5.077.427
Liabilitas Tidak Lancar 763.914 704.332 897.234
JUMLAH LIABILITAS 4.069.330 3.961.204 5.974.662
JUMLAH EKUITAS (938.244) (899.000) 955.867
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.131.086 3.062.205 6.930.528

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

Pendapatan Usaha 1.079.645 1.947.360 2.047.251
Beban Usaha (1.122.749) (1.866.911) (2.012.048)
Laba Usaha (43.103) 80.449 35.203
Pendapatan (Beban) Lain-lain (10.027) 71.680 (608.907)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Penghasilan (53.130) 152.129 (573.703)
Pajak Penghasilan 13.886 199.630 58.409

Laba (Rugi) Bersih (39.244) 351.759 (515.294)

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA

1. Latar Belakang
Perseroan didir ikan pada tanggal 15 Maret 2000 dengan nama PT
MYOHDOTCOM Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha
penciptaan dan penyediaan perangkat lunak serta pengembang jasa teknologi
informasi (software development), termasuk dan tidak terbatas pada produk produk
berupa piranti lunak (software).  Fokus utama Perseroan adalah pengembangan
sistem restoran dan perhotelan yang lengkap dan terintegrasi meliputi front of-
fice, restoran, telepon, dan akuntansi (back office). Produk produk berupa piranti
lunak tersebut pada mulanya merupakan produk produk yang dikembangkan oleh
PT. Daccom Anugerahmulya yang kemudian secara bersama sama dengan PT.
Janisia Investama, PT. Adhika Praba Buana dan PT. Citra Aniko Bersama
mendirikan Perseroan, dan selanjutnya PT. Daccom Anugerahmulya menyerahkan
seluruh hak cipta dan kepemilikan piranti lunak yang dimaksud secara inbreng
kepada Perseroan.  Perusahaan-perusahan tersebut saat ini tetap merupakan
Pemegang Saham pendiri Perseroan.
Mulai tahun 2001, Perseroan mengembangkan program aplikasi untuk perguruan
tinggi dan seiring dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT MYOH Tech-
nology pada tahun 2003, Perseroan mulai agresif mengembangkan produk-produk
lain, antara lain, DESY (Delta Easy Accounting System), MyIncome serta MyAR
untuk aplikasi keuangan. Pada tahun 2004, divisi Pelatihan (MYOH Training Cen-
ter) didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator professional di industri
perhotelan serta untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan, dan sejak tahun
2005, divisi ini dilebur menjadi satu dalam operasional perusahaan. Hingga saat
ini Perseroan tetap fokus pada pengembangan sistem restoran dan perhotelan
yang disesuikan dengan kebutuhan user.

Bidang usaha yang dijalankan Perseroan saat ini tidak memiliki prospek usahanya
yang dapat menjamin kelangsungan hidup Perseroan karena memiliki ‘barrier of
entry’ yang sangat rendah dan keberadaannya tidak didukung oleh suatu ‘com-
petitive advantage’ sehingga daya saing produk Perseroan terus menurun karena
mendapat saingan dari produk sejenis dari luar negeri.  Di samping itu, bidang
usaha ini juga sangat rentan terhadap peningkatan beban biaya usaha, terutama
beban biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini semua pada akhirnya
akan membawa dampak negatif terhadap prospek pertumbuhan laba Perseroan
pada masa mendatang, hal mana telah terbukti dengan terjadinya kemerosotan
atas pendapatan maupun laba Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai langkah untuk menjamin peningkatan pertumbuhan usaha, baik atas
pertumbuhan pendapatan maupun laba usaha, dan untuk mengantisipasi
persaingan usaha yang semakin ketat terutama dalam era globalisasi, khususnya
bidang usaha yang sejenis dengan bidang usaha Perseroan, Direksi Perseroan
telah melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap prospek usaha Perseroan.
Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mencari suatu solusi yang tepat untuk
memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham melalui peningkatan
pendapatan pada masa mendatang, mengingat dalam beberapa tahun terakhir
kinerja keuangan Perseroan menunjukkan laba usaha yang kurang memadai
sebagai perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI.

Untuk menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan terbuka,
Direksi wajib memberi nilai tambah kepada Pemegang Saham, baik melalui
pertumbuhan usaha secara internal maupun eksternal melalui diversifikasi dan/
atau pengembangan usaha baru.

Berdasarkan evaluasi tersebut Direksi telah mengambil kesimpulan bahwa
Perseroan perlu melakukan pengembangan pada bidang usaha yang mempunyai
prospek yang lebih baik dan menjanjikan serta memiliki competitive advantage
yang lebih kuat dan nyata.

Seiring dengan tujuan untuk memberi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan
dalam hal peningkatan pendapatan dan pertumbuhan laba usaha, Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama merupakan strategi yang diterapkan oleh
Direksi Perseroan untuk mencapai sasaran tersebut mengingat terbatasnya tingkat
pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini adalah
untuk meningkatkan nilai Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan sehingga
mencapai pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan pada seluruh kegiatan
usaha.

3. Manfaat

Dalam hal Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dapat dilaksanakan, maka
hal ini akan dapat menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan
terbuka sehingga dapat memberi nilai tambah kepada para Pemegang Saham.

4. Ringkasan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan No. TC/CF/R – 0208/11 tanggal 25 Agustus
2011, KJPP RSR berpendapat berdasarkan hasil analisa dan review terhadap
estimasi pendapatan dan investasi atas Rencana Pengambilalihan, maka ditinjau
dari aspek keuangan analisis kelayakan Rencana Pengambilalihan adalah layak
untuk dilaksanakan.  Hal ini dikarenakan NPV yang positif, Internal Rate of    Return
(“IRR”) dari investasi lebih besar dari Weighted Average Cost of Capital
(“WACC”),BCR lebih dari 1 (satu) dan biaya maksimum yang dikeluarkan oleh
Perseroan adalah sebesar nilai investasi sebesar USD 73,89 juta. Dengan asumsi
bahwa SIMS merupakan suatu perusahaan dengan usaha yang
berkesinambungan (going concern) dan dengan memperhatikan asumsi-asumsi
dan syarat-syarat pembatasan yang diuraikan dalam laporan tersebut di atas.
KJPP RSR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal
Laporan Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian. Segala
perubahan terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat
mempengaruhi hasil penilaian secara material.  Oleh karena itu, KJPP RSR tidak
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan
kesimpulan yang disebabkan perubahan-perubahan tersebut. KJPP RSR juga
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian
karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.

5. Ketersediaan Tenaga Ahli

Pada Perusahaan Sasaran, telah terdapat professional lokal dan internasional
yang ahli dibidangnya dan telah berpengalaman untuk dapat menyelesaikan
proyek-proyek dalam skala besar.

Per Mei 2011 SIMS memperkerjakan sekitar 785 personil yang terbagi dalam 5
divisi kerja yaitu:
- Divisi Manajemen & Administrasi memperkerjakan 22 orang
- Divisi Servis dan Support memperkerjakan 161 orang
- Divisi SHE memperkerjakan 14 orang
- Divisi Support & Operasi memperkerjakan 588 orang

6. Pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Untuk merealisasikan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan
akan meminta persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat
tanggal 30 September 2011 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan No. IX.E.2.
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini tidak memerlukan adanya
persetujuan dari kreditur, mengingat sampai dengan tanggal penerbitan Surat
Edaran ini, Perseroan tidak memiliki kreditur.
Berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Direksi Perseroan
telah mempertimbangkan suatu langkah strategis, terutama untuk memastikan
bahwa Perseroan tetap memiliki penghasilan yang memadai sebagai perusahaan
terbuka setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan, yaitu
dengan melakukan Rencana Pengambilalihan.  Hal ini dilakukan karena setelah
melakukan pengkajian dan penelaahan yang mendalam, akhirnya diambil
kesimpulan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat dalam melakukan investasi
di bidang pertambangan batubara serta jasa lainnya yang terkait karena hal ini
seiring dengan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan
kegiatan pertambangan batubara.  Dengan mengambil kesempatan dalam
melakukan investasi di bidang usaha pertambangan batubara, Perseroan memiliki
peluang yang besar untuk meraih laba yang lebih memadai dan pada akhirnya
akan meningkatkan kinerja operasional yang menjanjikan serta mempertahankan
status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.  Apalagi jika dilihat bahwa SIMS
adalah perusahaan yang telah berjalan dengan baik dan memiliki pengalaman
dalam bisnis sebagai mining contractor selama kurang lebih 10 tahun, Hal mana
akan sangat menguntungkan bagi Perseroan karena Perseroan tidak memerlukan
waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan dari bidang usaha baru tersebut,
sehingga akan sangat membantu peningkatan kinerja keuangan Perseroan dan
memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham di masa yang akan datang.

7. Tinjauan Terhadap Prospek Industri Pertambangan Batubara Di Indonesia
Sektor batubara Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam jangka panjang.
Permintaan di Asia dalam beberapa tahun ke depan akan tetap tinggi karena
batubara merupakan sumber energi yang dapat diandalkan dengan harga yang
relatif murah. Berkat cadangannya yang melimpah, Indonesia saat ini adalah
pengekspor utama produk batubara termal, dengan pendapatan besar dari hasil
ekspor ke sejumlah negara di kawasan, termasuk Cina dan India.  Sedangkan di
dalam negeri, Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan batubara sebagai
sumber energi andalan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik guna
menambah pasokan daya.
Menurut data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, produksi batubara
meningkat 14,8% dari 283 juta ton pada tahun 2009 menjadi sekitar 325 juta ton
pada tahun 2010, dan di tahun 2011 diperkirakan akan menjadi sekitar 335-350
juta ton. Ekspor batubara meningkat sebesar 15,22% dari sebesar 230 juta ton
menjadi sekitar 265 juta ton pada tahun 2010, dan di tahun 2011 diperkirakan
akan menjadi sekitar 270-285 juta ton.  Penjualan domestik batubara meningkat
13,21% dari 53 juta ton menjadi sebesar 60 juta ton pada tahun 2010.  Di tahun
2011 penjualan domestik diperkirakan akan menjadi sekitar 63-69 juta ton.  Cina,
India, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan adalah negara-negara utama tujuan
ekspor batubara Indonesia.  Hampir 72% produksi batubara telah diekspor,
sementara sisanya dijual di dalam negeri.  Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah
batubara, dalam ton, yang diproduksi di Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun
2010:

Sumber : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara
pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara dengan
berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor
pertambangan batubara.  Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu
pengekspor batubara terbesar di dunia.  Cina juga merupakan konsumen batubara
terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar
seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat.

Batubara adalah komoditas yang sangat diminati, tercermin dari produksi tahunan
pada tahun 2010 untuk industri mencapai 325 juta ton atau naik 14,84% dari
tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding perkiraan pemerintah,
yaitu sekitar 280 juta ton. Menurut data resmi, produksi pada tahun 2011
diperkirakan meningkat 0,51% menjadi 326,65 juta ton, 70% di antaranya untuk
ekspor disamping peningkatan kebutuhan domestik seiring dengan mulai
beroperasinya proyek pembangkit listrik baru pemerintah. Dibandingkan dengan
kondisi yang dialami negara pesaing utama, Australia dan Afrika Selatan, ada
sejumlah faktor yang menguntungkan bagi ekspor batubara termal di Indonesia,
diantaranya: biaya penambangan yang rendah di antara produsen di kawasan
Asia Pasifik, teknik penambangan open-cut dan cadangan yang melimpah. Faktor
penunjang lainnya adalah lokasi Indonesia yang dekat dengan negara importir
besar untuk produk batubara di Asia, seperti Cina dan India.

Prospek pemasaran di dalam negeri juga menjanjikan bagi industri batubara.
Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan
pada minyak bumi untuk keperluan pembangkit listrik, dan lebih banyak
memanfaatkan batubara yang lebih hemat biaya.  Oleh karena itu permintaan
dalam negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat
banyak investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari
segi perluasan area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri
pertambangan.

Kontribusi batubara sebagai sumber pembangkit listrik diproyeksikan akan
meningkat dari sekitar 11% pada tahun 2007 menjadi 33% pada tahun 2025.
Peningkatan ini didasarkan pada kebutuhan 40 pembangkit listrik baru milik PT
Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN).  PLN juga telah mengadakan tender
untuk 70 pembangkit listrik skala kecil berbasis tenaga batubara yang akan
memasok kebutuhan listrik di luar Jawa. Konsumsi listrik nasional diperkirakan
mengalami kenaikan lebih dari 40% dalam waktu lima tahun sampai dengan 2011.

Dalam waktu dekat ini, sebagaimana disampaikan oleh PLN, kapasitas
pembangkit listrik tenaga batubara akan naik menjadi 18,0 GW pada tahun 2010
(dari 10,4 GW pada tahun 2007), dimana hal ini akan meningkatkan konsumsi
batubara di dalam negeri menjadi sekitar 79 juta ton pada tahun 2010, naik 155%
dari 31 juta ton pada tahun 2007.

Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih
sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batubara dan industri
pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik
baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan.

Permintaan lebih tinggi juga datang dari industri yang banyak memanfaatkan
batubara seperti industri semen dan kertas. Melihat kondisi di atas, dapat dikatakan
bahwa Perseroan memiliki prospek masa depan yang sangat baik.

Perusahaan Pertambangan Batubara di Indonesia

Lima perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia menyumbang
sekitar 58,03% dari total produksi batubara di Indonesia pada tahun 2010,
berdasarkan data Kementrian Energi dan Sumber Mineral – Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral –dan Batubara.  Tabel berikut menyajikan rincian
perusahaan pertambangan batubara terbesar dan pangsa persentase produksi
batubara masing-masing perusahaan di Indonesia pada tahun 2010:

Produksi Pangsa
(ton) Produksi

PT Adaro Indonesia 42.198.608 16,43%

PT Kaltim Prima Coal 39.951.221 15,56%

PT Kideco Jaya Agung 29.049.279 11,31%

PT Arutmin Indonesia 20.426.166 7,95%

PT Berau Coal 17.382.639 6,77%

Lainnya 107.781.378 41,97%

Total 256.789.291 100,00%

Sumber: ESDM – DPPMB, 2010

Penyedia Jasa Kontraktor Pertambangan Batubara di Indonesia

Berikut ini adalah penjelasan singkat dari perusahaan-perusahaan yang aktif di
sektor jasa pertambangan batubara di Indonesia:

PT Pamapersada Nusantara (PAMA)

PAMA adalah salah satu kontraktor jasa pertambangan terbesar di Indonesia.
PAMA mulai beroperasi sejak 1974 dalam bentuk divisi rental di PT United Trac-
tors, yang bergerak di bidang proyek-proyek konstruksi, pertambangan dan
minyak, penyiapan lahan dan logging.  Pada tahun 1993 divisi ini berubah menjadi
sebuah perusahaan mandiri bernama PT Pamapersada Nusantara.  PAMA adalah
anak perusahaan PT United Tractors Tbk, distributor kendaraan konstruksi berat
Komatsu di Indonesia.

PT Thiess Indonesia (Thiess)

Thiess pertama kali memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1972 sebagai
anak perusahaan dari Thiess Bros Pty Ltd dengan fokus pada infrastruktur sipil
dan kemudian memperluas layanan perusahaan kepada industri pertambangan
sebagai penyedia jasa kontraktor pertambangan untuk berbagai mineral, termasuk
batubara dan bijih logam. .

PT Saptaindra Sejati (SIS)

SIS memulai kiprahnya sebagai kontraktor kecil peralatan berat dengan nama
PT Dianlia Setyamukti dan kini telah berubah menjadi kontraktor jasa
pertambangan.  SIS merupakan kontraktor penambangan yang terbesar di Indo-
nesia yang menawarkan serangkaian jasa seperti eksplorasi, pengeboran, dan
dukungan logistik.

PT Leighton Contractors Indonesia (LCI)

LCI adalah bagian dari Leighton Group, grup kontraktor dan pengembangan
proyek terbesar di Australia, dan merupakan anak perusahaan dari Hochtief AG,
salah satu kontraktor internasional terbesar di dunia.  LCI telah mengerjakan
proyek sipil, kereta api, kontrak pertambangan dan pembangunan gedung di In-
donesia selama lebih dari 30 tahun.

PT Cipta Kridatama (Cipta)

Cipta didirikan pada tahun 1997 dan merupakan spin-off dari sebuah divisi dari
PT Trakindo Utama, dengan fokus pada jasa kontraktor dan pertambangan.  Saat
ini, Cipta merupakan afiliasi dari Grup Trakindo, dealer resmi di Indonesia untuk
produk Caterpillar, produsen terbesar di dunia alat-alat berat untuk bidang
pertambangan, kehutanan, pertanian dan peralatan konstruksi, mesin diesel dan
gas alam, mesin industri dan generator set.

PT Darma Henwa Tbk (Darma Henwa)

Sejak didirikan pada tahun 1991, Darma Henwa telah berkembang dari
perusahaan kontraktor teknik menjadi perusahaan pertambangan dan jasa energi
terpadu yang menyediakan jasa kontraktor dalam peralatan berat, pekerjaan tanah
massal, pertambangan umum, konstruksi, teknik sipil dan pemeliharaan pabrik.

Darma Henwa mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 2007.

PT Petrosea Tbk (Petrosea)

Petrosea didirikan di Jakarta pada tahun 1972 dengan nama PT Petrosea Inter-
national Indonesia.  Pada Tahun 1990 berubah nama menjadi PT Petrosea Tbk.

Petrosea adalah perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang usaha
rekayasa, konstruksi, dan pertambangan.  Petrosea merupakan perusahaan
Indonesia pertama yang bergerak dalam teknik dan konstruksi yang tercatat di
BEI.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENGAMBILALIHAN

1. Latar Belakang

Sejak tahun 2010, Perseroan memiliki kinerja keuangan yang tidak dapat
menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba yang memadai sebagai
perusahaan “terbuka”. Di samping itu “barrier of entry” yang rendah telah memberi
peluang kepada persaingan yang ketat antara perusahaan sejenis dari dalam
dan luar negeri, sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan untuk
mempertahankan eksistensinya di masa mendatang. Menyadari hal itu, Perseroan
telah mengambil langkah strategis guna mempertahankan nilai Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan yang tidak menentu,
diperkirakan Perseroan tidak akan dapat melanjutkan kegiatan usaha yang ada
untuk mempertahankan eksistensi sebagai perusahaan terbuka, maka setelah
melakukan pengkajian dan penelaahan yang mendalam, akhirnya diambil
kesimpulan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat dalam melakukan investasi
di bidang usaha pertambangan batubara dan jasa pertambangan lainnya dengan
memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang sedang
berupaya untuk meningkatkan kegiatan bidang usaha yang dimaksud.  Dengan
memanfaatkan peluang melalui investasi di bidang usaha pertambangan batubara
maka masuknya Perseroan di bidang usaha ini diharapkan dapat memberikan
peluang yang lebih besar kepada Perseroan untuk dapat meraih laba yang lebih
memadai dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional yang
menjanjikan serta mempertahankan status Perseroan sebagai perusahaan
terbuka.

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan dalam
rangka mewujudkan rencana Perseroan untuk melakukan kegiatan di bidang
pertambangan batubara dan jasa pertambangan, maka sebagai langkah awal
Perseroan telah melangsungkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (”PPJB”)
pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan pemegang saham SIMS, suatu perusahaan
PMA (Penanaman Modal Asing) yang bergerak di bidang usaha jasa
pertambangan (mining contractor), dimana perusahaan ini merupakan perusahaan
yang telah berjalan dengan baik dan memiliki pengalaman dalam bisnis sebagai
mining contractor selama kurang lebih 10 tahun.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari PPJB tersebut, SIMS akan menjadi anak
perusahaan Perseroan, sehingga dengan demikian Perseroan tidak memerlukan
waktu yang terlalu lama untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha
baru tersebut. Hal ini akan sangat membantu peningkatan kinerja keuangan
Perseroan dan akan menjadi nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan di
masa mendatang.

2. Tujuan Rencana Pengambilalihan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Pengambilalihan ini adalah sejalan dengan
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama untuk bergerak di bidang usaha
jasa pertambangan.

3. Manfaat

Perseroan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan
dan kegiatan usaha yang baru tersebut.

4. Obyek Rencana Pengambilalihan

Obyek Rencana Pengambilalihan adalah saham-saham SIMS sebanyak 1.998
(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham yang merupakan 99,9%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS.

5. Nilai Rencana Pengambilalihan

Berdasarkan PPJB, nilai keseluruhan dari Rencana Pengambilalihan ini adalah
USD 60 juta. Rencana Pengambilalihan ini dilakukan dengan mata uang Dolar
Amerika Serikat dimana nilai ekuivalen dalam mata uang Rupiah pada saat PPJB
ditandatangani adalah Rp 516.000.000.00,00 (Rp 8.600/USD).

6. Sifat Material Rencana Pengambilalihan

Nilai Rencana Pengambilalihan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi dari Rencana
Pengambilalihan sebagaimana disebutkan di atas adalah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan
(audited) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
sebesar negatif Rp938.243.736,00 (negatif sembilan ratus tiga puluh delapan
juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) atau
sebesar 549,96% (lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh enam
persen).

7. Ketentuan-ketentuan Penting Dalam PPJB

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB antara lain adalah
sebagai berikut:

a. Jumlah Saham yang akan Diambilalih

Sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham, yang
mewakili 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS,
yang terdiri dari:

(i) sebanyak 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham, yang
mewakili 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS
milik Samtan Co. Ltd.; dan

(ii) sebanyak 40 (empat puluh) saham, yang mewakili 2,00% (dua persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada
SIMS milik Samtan USA, Inc.

b. Harga Pembelian dan Tata Cara Pembayaran

Harga pembelian untuk seluruh saham yang akan diambilalih adalah USD 60
juta. Harga pembelian tersebut akan dibayar pada Tanggal Penyelesaian
(Closing Date) (sebagaimana didefinisikan di dalam PPJB) atau tanggal lain
yang disepakati secara tertulis oleh para pihak dalam PPJB.

c. Persyaratan Pendahuluan

Rencana Pengambilalihan hanya dapat dilaksanakan apabila Persyaratan
Pendahuluan (Conditions Precedent) (sebagaimana didefinisikan di dalam
PPJB) sebagaimana ditentukan dalam PPJB telah dipenuhi, yaitu sebagai
berikut:

(i) telah diperolehnya persetujuan RUPSLB;

(ii) telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang
berwenang, yaitu: Bapepam dan LK, BEI, BKPM dan pihak-pihak
berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(iii)telah diperolehnya persetujuan dari Direksi pihak penjual sesuai dengan
anggaran dasar pihak penjual; dan

(iv)telah diperolehnya persetujuan dari Bank of Korea atas Rencana
Pengambilalihan.

d. Pengakhiran PPJB

PPJB dapat diakhiri:

(i) oleh Pembeli dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
sebelum Penyelesaian (Closing) jika suatu cidera janji yang material
terhadap ketentuan PPJB telah dilakukan oleh Penjual dan cidera janji
tersebut tidak dikesampingkan oleh Pembeli;

(ii) oleh Penjual dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
sebelum Penyelesaian (Closing) jika suatu cidera janji yang material
terhadap ketentuan PPJB telah dilakukan oleh Pembeli dan cidera janji
tersebut tidak dikesampingkan oleh Penjual;

(iii)oleh Pembeli jika salah satu persyaratan pendahuluan untuk Penyelesaian
dalam Bagian 7 tidak dipenuhi oleh Penjual dan Pembeli tidak
mengesampingkan persyaratan tersebut pada atau sebelum Tanggal
Penyelesaian;

(iv)oleh Penjual jika salah satu persyaratan pendahuluan untuk Penyelesaian
dalam Bagian 8 tidak dipenuhi oleh Pembeli dan Penjual tidak
mengesampingkan persyaratan tersebut pada atau sebelum Tanggal
Penyelesaian; atau

(v) berdasarkan kesepakatan dari Pembeli dan Penjual.

8. Ringkasan Pendapat Penilai Independen

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham tertanggal No. TC/CF/R - 0108/11 tanggal
24 Agustus 2011, KJPP RSR berpendapat dengan menggunakan pendekatan
pendapatan yaitu metode Diskonto Arus Kas Bersih (Discounted Cash Flow
Method - DCF), dan pendekatan pasar yaitu metode Pasar (Guideline Company
Method - GCM), Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS per tanggal 31 Mei 2011
adalah sebesar USD 68,447.000 (dibulatkan) (enam puluh delapan juta empat
ratus empat puluh tujuh ribu dollar) atau setara dengan Rp 584.332.039.000,-
(dibulatkan) (limaratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta
tiga puluh sembilan ribu Rupiah), menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia
per tanggal 31 Mei 2011 dimana USD 1 = Rp 8.537, menggunakan Kurs Tengah
Bank Indonesia per tanggal 31 Mei 2011 dimana USD 1 = Rp 8.537,-, dengan
asumsi bahwa SIMS merupakan suatu perusahaan dengan usaha yang
berkesinambungan (going concern) dan dengan memperhatikan asumsi-asumsi
dan syarat-syarat pembatasan yang diuraikan dalam laporan tersebut di atas.
KJPP RSR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal
Laporan Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian.  Segala
perubahan terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat
mempengaruhi hasil penilaian secara material.  Oleh karena itu, KJPP RSR tidak
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan
kesimpulan yang disebabkan perubahan-perubahan tersebut. KJPP RSR juga
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian
karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.

9. Keterangan mengenai SIMS

Riwayat Singkat

PT Sims Jaya Kaltim (SIMS) berkedudukan di Kabupaten Paser, Propinsi
Kalimantan Timur, Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT SIMS Jaya Kaltim No. 11 tanggal 22 Januari 2001 yang
dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i)
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-13277 HT.01.01.TH.2001
tanggal 15 Nopember 2001;dan (ii) diumumkan dalam Tambahan No. 10134 dari
BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002. Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran
telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir melalui Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT SIMS
Jaya Kaltim No. 63 tanggal 15 Agustus 2008 dan sebagaimana telah diperbaiki
berdasarkan Akta Perbaikan No. 30 tanggal 29 September 2008, keduanya dibuat
di oleh Yunardi, S.H., Notaris di Jakarta.

Kantor Pusat SIMS berada di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, SIMS bergerak di bidang jasa
kontraktor pertambangan umum dan pemeliharaan alat berat bagi pertambangan,
seperti yang terlihat pada aktifitas kegiatan usaha sebagai berikut:

• Penggalian pertambangan;
• Alat transportasi produk pertambangan;
• Penyusunan hasil pertambangan;
• Pemeliharaan alat berat pertambangan;
• Mengimpor muatan yang besar untuk tujuan investasi;dan
• Pemasaran produk pertambangan baik dalam wilayah Republik Indonesia

maupun di luar negeri.
SIMS memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Saat ini, SIMS bergerak
dalam bidang jasa kontraktor pertambangan umum.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIMS berdasarkan Akta
No. 11 tanggal 22 Januari 2001, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H.,
Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Jumlah Nilai %
Saham Nominal (USD)

Modal Dasar 2.000 2.000.000

Pemegang Saham:
1. Samtan Co., Ltd. 1.960 1.960.000 98,00
2. Samtan USA, Inc. (sebelumnya

bernama Samchully USA, Inc.) 40 4.000 2,00

Modal Ditempatkan dan Disetor 2.000 2.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 0 0

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan No. 23 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Arsin Efendy, S.H.,
Notaris di Depok, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-
13747 tanggal 9 Mei 2011;dan (ii) didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0035875.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran yang sekarang sedang menjabat
adalah sebagai berikut:

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Presiden Direktur : Choi Hoon
Direktur : Lee Chang Hoon
Direktur : Ha Gil Yong

Presiden Komisaris : Yoo Hun Jae
Komisaris : Lim Gyoo Dong

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan SIMS yang didasarkan atas
laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Mei 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir
Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan
untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2010 - 2009 yang disajikan kembali oleh
Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

Laporan Posisi Keuangan
(dalam Ribu USD)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010*) 2009*)

ASET
Aset Lancar 25.418 20.722 20.202
Aset Tidak Lancar 17.691 18.229 7.207

JUMLAH ASET 43.109 38.951 27.410

KEWAJIBAN EKUITAS
Kewajiban Lancar 25.635 20.220 8.715
Kewajiban Tidak Lancar 775 740 642

JUMLAH KEWAJIBAN 26.410 20.959 9.357

JUMLAH EKUITAS 16.698 17.992 18.053

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 43.109 38.951 27.410

*) disajikan kembali

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif
(dalam Ribu USD)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010*) 2009*)

Pendapatan 41.170 75.677 56.093
Laba (Rugi) Kotor 3.622 7.754 8.438
Laba (Rugi) Usaha 2.399 4.926 6.273
Pendapatan (Beban) Lain-lain - bersih (96) 393 965
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 2.303 5.319 7.239
Beban Pajak Penghasilan (597) (1.380) (2.002)

JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF
   PERIODE BERJALAN 1.706 3.939 5.236

*) disajikan kembali

10.Rencana Usaha Perseroan Terkait Dengan Rencana Pengambilalihan

Rencana usaha Perseroan terkait dengan Rencana Pengambilalihan adalah
menjadikan Perseroan sebagai investment holding yang melalui anak
perusahaannya bergerak di bidang usaha jasa kontraktor Pertambangan.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa pada saat ini, para karyawan dan jajaran
manajemen SIMS memiliki keahlian teknis dan berpengalaman untuk
menjalankan dan mengembangkan usaha SIMS, sehingga Perseroan
merencanakan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan seluruh
karyawan dan jajaran manajemen SIMS.

11.Risiko Yang Mungkin Timbul dari Dilakukannya Rencana
Pengambilalihan

Risiko yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan Rencana
Pengambilalihan adalah:

a. Risiko aktivitas operasional pertambangan yang mengalami gangguan
tak terduga seperti kondisi cuaca (hujan) yang tidak diharapkan dan
bencana alam, gangguan pada peralatan pertambangan, kegagalan untuk
memperoleh supply bahan bakar, bahan peledak, dan suku cadang;

b. Kontrak dengan perusahaan tambang batubara mengalami masalah atau
gagal; dan

c. Kenaikan biaya operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan
pendapatan dari kegiatan usaha.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Rencana Perubahaan Kegiatan Usaha Utama menjadi
perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara dan jasa
pertambangan lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Direksi Perseroan
mengusulkan agar Perseroan melakukan divestasi seluruh aset yang berkaitan
dengan bidang usaha yang ada saat ini kepada pihak ter-Afiliasi. Sehubungan
dengan hal ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Aset dan Pengalihan Usaha pada tanggal 25 Agustus 2011 (”PPJB Aset”)
dengan PT Pyxis Ultimate Solutions (“Pyxis”), suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa teknologi informatika.

2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Penjualan ini adalah sejalan dengan
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama untuk bergerak di bidang usaha
jasa pertambangan.

3. Manfaat

Perseroan akan lebih fokus pada bidang usaha yang baru yaitu di bidang
usaha jasa pertambangan.

4. Obyek Rencana Penjualan

Obyek dari Rencana Penjualan adalah seluruh aset, baik bergerak maupun
tetap, berwujud dan tidak berwujud, milik Perseroan, termasuk namun tidak
terbatas pada, peralatan, perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual,
manfaat dan kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari
kontrak-kontrak dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan termasuk
pula seluruh karyawan Perseroan per 31 Mei 2011.

5. Nilai Rencana Penjualan

Berdasarkan PPJB Aset, nilai keseluruhan dari Rencana Penjualan ini adalah
Rp. 1.503.473.240,00.

6. Sifat Material dan Hubungan Afiliasi

Rencana Penjualan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilainya sebagaimana
disebutkan di atas adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas
Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (audited) untuk periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 sebesar negatif
Rp938.243.736,00 (negatif sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus
empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) atau sebesar
160,24% (seratus enampuluh koma dua puluh empat persen).

Rencana Penjualan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.1 karena (i) Ir. Ganiadi Gunawan selain menjabat
sebagai Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Pyxis, (ii) David
Jakubus Elisafan selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, juga
menjabat sebagai Komisaris Pyxis.

7. Ketentuan-ketentuan Penting Dalam PPJB Aset

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB Aset antara lain
adalah sebagai berikut:

a. Obyek Rencana Penjualan

Seluruh aset, baik bergerak maupun tetap, berwujud dan tidak berwujud,
milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan,
perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan
kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-
kontrak dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan termasuk pula
seluruh manajemen dan karyawan Perseroan (selanjutnya disebut “Aset”).

b. Harga Penjualan dan Tata Cara Pembayaran

Harga penjualan untuk seluruh Aset dan kewajiban yang akan dialihkan
adalah Rp. 1.503.473.204,00. Pembayaran Harga penjualan ini seluruhnya
akan dilakukan oleh Pyxis dengan (i) menyerahkan uang muka pembelian
secara tunai dengan syarat “in good fund’ ke dalam rekening Perseroan
yang wajib dilakukan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan (Clos-
ing Date) (sebagaimana didefinisikan di dalam PPJB Aset) atau tanggal
lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak dan (ii) dengan
menerbitkan Promissory Note, yang berlaku untuk jangka waktu selama
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penutupan, untuk melunasi sisa harga
penjualan.

c. Penutupan

Rencana Penjualan hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah
memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan-perundang-undangan
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS
Perseroan untuk melakukan tindakan pejualan/ divestasi Aset.

d. Pengakhiran PPJB Aset (Pasal 12)

(i) Penjual dapat sewaktu-waktu mengakhiri PPJB Aset dengan
mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, dalam hal terjadi
peristiwa-peristiwa di bawah ini:

(1) Jika Pembeli, dengan alasan apapun, lalai membayar penuh Harga
Penjualan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan atau lalai
membayar penuh Promissory Note selambat-lambatnya pada
tanggal jatuh tempo Promissory Note, namun demikian atas dasar
persetujuan Para Pihak, Para Pihak dapat memperpanjang jatuh
tempo pelunasan Uang Muka Pembelian atau Promissory Note
dengan perjanjian tertulis; atau

(2) Jika Pembeli tidak dapat memenuhi satu atau lebih persyaratan-
persyaratan dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan
Perjanjian ini.

(ii) Apabila Penjual mengakhiri PPJB Aset secara sepihak sebelum
Tanggal Penutupan, Penjual dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu)
Hari Kerja terhitung dari tanggal pengakhiran PPJB Aset akan
mengembalikan setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual
tanpa dikenakan bunga pada rekening bank yang ditunjuk oleh
Pembeli.

(iii) Apabila pengakhiran PPJB Aset sebagaimana berdasarkan ketentuan
Pasal 12.1, maka Penjual tidak berkewajiban untuk mengembalikan
setiap jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual kepada Pembeli
dan oleh karena itu Pembeli setuju bahwa setiap jumlah pembayaran
yang telah diterima Penjual adalah menjadi milik Penjual sepenuhnya.

(iv)Setiap pihak dapat mengakhiri PPJB Aset ini dengan pemberitahuan
tertulis tentang pengakhiran PPJB Aset ini kepada Pihak lainnya
dikarenakan timbulnya peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa salah
satu Pihak, dimana Keadaan Kahar tersebut tidak dapat dipulihkan
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan tentang
terjadinya Keadaan Kahar dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar
tersebut kepada Pihak lainnya.

8. Keterangan mengenai Pyxis

Riwayat Singkat

PT Pyxis Ultimate Solutions (Pyxis) yang berkedudukan di Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur, Republik Indonesia, didirikan berdasarkan pada Akta
No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris
di Malang.

Kantor Pyxis berada di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, Pyxis bergerak di bidang jasa,
perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Pyxis dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

• Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi
informatika dan produk teknologi informatika termasuk namun tidak
terbatas pada produk-produk internet.

• Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan
jasa dan produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan
hasil-hasilnya baik di dalam negeri (lokal dan interinsulair) maupun luar
negeri (international/export) termasuk impor dari luar nergeri maupun di
luar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pyxis berdasarkan Akta

No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris
di Malang, adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Jumlah Nilai %
Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 800 400.000.000

Pemegang Saham:

1. Ir. Ganiadi Gunawan 100 50.000.000 50,00

2. David Jakubus Elisafan 100 50.000.000 50,00

Modal Ditempatkan dan Disetor 200 100.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 600 300.000.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario
Hardickdo, S.H., Notaris di Malang, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Pyxis yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan
Komisaris : David Jakubus Elisafan

DAMPAK KEUANGAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Dengan asumsi Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan telah
dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011, maka proforma ikhtisar data keuangan
penting Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 yang telah direview oleh KAP
Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma
(Dalam Rp)

31 Mei 2011 31 Mei 2011
KETERANGAN Sebelum Setelah

Transaksi Transaksi (Proforma)

Aset Lancar 1.061.691.127 230.183.571.422

Aset Tidak Lancar 2.069.395.220 540.298.800.036

Jumlah Aset 3.131.086.347 770.482.371.458

Liabilitas Lancar 3.305.416.105 219.476.145.421

Liabilitas T idak Lancar 763.913.978 8.117.471.269

Jumlah Liabilitas 4.069.330.083 227.593.616.690

Ekuitas (938.243.736) 542.888.754.768

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Proforma
(Dalam Rp)

31 Mei 2011 31 Mei 2011
KETERANGAN Sebelum Setelah

Transaksi Transaksi (Proforma)

Pendapatan Bersih 1.079.645.344 360.909.526.924
Laba kotor 1.079.645.344 32.738.573.564
Laba (Rugi) Usaha (43.103.346) 21.320.041.432
Laba (Ruqi) Bersih (39.244.145) 14.272.754.359

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Informasi Neraca
Ringkas Proforma adalah sebagai berikut:

• Melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham
dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar dua
ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu saham atau sebesar 85,71%
(delapan puluh lima koma tujuh satu persen) dari jumlah saham Perseroan
yang ditempatkan dan disetor penuh dengan Nilai Nominal  Rp 200 (dua
ratus Rupiah) yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 420 (empat ratus
dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp
529.515.000.000 (lima ratus dua puluh Sembilan miliar lima ratus lima belas
juta Rupiah).

• Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham dalam rangka
penerbitan HMETD dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011.

• Membeli seluruh kepemilikan saham yang mempunyai nilai pasar wajar
sebesar USD 68,38 juta atau setara dengan Rp 583.727 juta, sebagaimana
Laporan Penilaian 99,99% saham PT SIMS Jaya Kaltim dari KJPP-Ruky,
Sridhar & Rekan No.TC/CF/R-0108/11, tanggal 24 Agustus 2011

• Pembelian seluruh kepemilikan saham (akuisisi) PT SIMS Jaya Kaltim
sebanyak 2.000 lemba saham atau 99,99% dilakukan pada tanggal 31 Mei
2011

• Memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

• Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I seluruhnya digunakan untuk
pembelian saham (akuisisi) PT SIMS Jaya Kaltim

• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang Kombinasi
Bisnis

• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 52 tentang Mata Uang
Pelaporan

• Transaksi divestasi aset tetap sebesar nilai buku dan transaksi offset atas
aset dan liabilitas usaha PT Myoh Technology, Tbk dilakukan pada 31 Mei
2011.

KONSULTAN INDEPENDEN

Dalam rangka merealisasikan tindakan korporasi sebagaimana diuraikan di atas,
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu:

• Akuntan Publik Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan, yang melakukan
audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31
Mei 2011;

• Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, yang melakukan audit
atas laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2011;

• Penilai Independen KJPP Ruky, Sridhar & Rekan, yang melakukan penilaian
atas saham dan kewajaran Rencana Transaksi serta melakukan studi
kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; dan

• Konsultan Hukum Thamrin & Rachman yang melakukan uji tuntas dari segi
hukum atas Perseroan dan SIMS.

PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP Ruky, Sridhar dan Rekan yang memiliki ijin usaha dari Kementrian Keuangan
No. 2.11.0087 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KM.1/
2011 tanggal 7 Maret 2011 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal
di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
dari Bapepam - LK No. 12/BL/STTD-P/B/2011, telah ditunjuk oleh Perseroan
sebagai penilai independen sesuai dengan Surat Penugasan No. P/0405/11
tanggal 15 Juni 2011 untuk (i) melakukan studi kelayakan atas Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama (ii) penilaian 99,9% saham SIMS (iii)
memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan.

1. Ringkasan Penilaian 99,9% Saham SIMS

Berikut ringkasan Laporan Penilaian 99,9% Saham SIMS sebagaimana
diuraikan KJPP RSR dalam laporannya No. TC/CF/R – 0108/11 tanggal 24
Agustus 2011:

Tujuan Penilaian

Penilaian ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam menentukan Nilai
Pasar Wajar dari 99,9% saham SIMS per tanggal 31 Mei 2011 sehubungan
dengan Rencana Pengambilalihan SIMS oleh Perseroan.

Obyek Penilaian

Obyek dalam penilaian ini adalah 99,9% saham SIMS.

Tanggal Penilaian

Penilaian saham ini dilakukan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal
31 Mei 2011.

Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Penilaian ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan
pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang
mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat
diandalkan, serta tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang
digunakan terutama: Laporan audit keuangan SIMS, proyeksi keuangan SIMS,
serta berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik
dan hasil analisis lain yang dianggap relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

KJPP RSR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan
tanggal Laporan Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara
material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian.
Segala perubahan terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat
mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR
tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya
perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan-perubahan tersebut.
KJPP RSR juga tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau
melengkapi penilaian karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan
Penilaian.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS, Penilai
mengaplikasikan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dengan
Metode Diskonto Arus Kas Bersih (Discounted Cash Flow - DCF), dan
pendekatan data pasar dengan Metode Pasar (Guideline Company Method-
GCM).

Kesimpulan Nilai

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan terlampir, dengan
menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar serta
memperhatikan Kondisi Pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya,
maka menurut pendapat Penilai, Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS per
tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar USD 68,447.000 (dibulatkan) (enam
puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dollar) atau setara
dengan Rp 584.332.039.000,- (dibulatkan) (limaratus delapan puluh empat
miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah),
menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Mei 2011 dimana
USD 1 = Rp 8.537,-

2. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan

Berikut ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama Perseroan sebagaimana diuraikan KJPP RSR dalam
laporannya No. TC/CF/R – 0208/11 tanggal 25 Agustus 2011:

Tujuan

Hasil dari studi kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan
berkenaan untuk menentukan kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama Perseroan sehubungan dengan akuisisi 99,9% saham SIMS.

Tanggal Penilaian

Laporan Studi Kelayakan dilaksanakan per tanggal 31 Mei 2011, parameter
dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisa menggunakan data
per 31 Mei 2011.

Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Penilaian ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan
pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang
mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat
diandalkan, serta tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang
digunakan terutama: Laporan audit keuangan SIMS, proyeksi keuangan SIMS,
kontrak-kontrak kerja, serta berbagai sumber informasi baik berdasarkan
media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain yang dianggap relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas
informasi dan data. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP
RSR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana
diberikan manajemen Perseroan dan SIMS, yang mana berdasarkan hakekat
kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan.
KJPP RSR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail
atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan
dan SIMS, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat
memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan
kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi KJPP RSR untuk melakukan analisis dalam
mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan, KJPP RSR menggunakan data-
data sebagaimana tercantum pada bagian Sumber Data di atas sebagai bahan
pertimbangan.

Segala perubahan terhadap data-data tersebut diatas dapat mempengaruhi
hasil penilaian KJPP RSR secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan
kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.

Laporan Studi Kelayakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan
kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
peraturan Pemerintah pada tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan.

KJPP RSR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Studi
Kelayakan ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Studi Kelayakan
ini. Laporan Studi Kelayakan ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan
sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, dan tidak dapat
dipergunakan untuk tujuan lainnya.

Laporan Studi Kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan
penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan
keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang
menyesatkan.

KJPP RSR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau
melengkapi pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah
tanggal surat ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Langkah-langkah penyusunan Studi Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama Perseroan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam
Nomor VIII.C.3 sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor: KEP-340/BL/2009. Analisis yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai
berikut:

1. Kajian Ekonomi Makro dan Pasar
2. Kajian Pola Bisnis
3. Kajian Kelayakan Model Manajemen
4. Kajian Teknis
5. Kajian Kelayakan Keuangan

Kesimpulan

Dengan demikian rencana Perseroan untuk melaksanakan Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah layak karena akan
mendatangkan tambahan manfaat bagi pemegang saham Perseroan. Hal ini
dikarenakan, NPV yang positif, Internal Rate of Return (“IRR”) dari investasi lebih
besar dari Weighted Average Cost of Capital (“WACC”)BCR lebih dari 1 (satu)
dan biaya maksimum yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar nilai
investasi sebesar USD 73,89 juta. Rekomendasi ini kami berikan dengan catatan
semua asumsi yang diterapkan dalam Studi Kelayakan ini dapat dipenuhi

3. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan

Berikut ringkasan ringkasan laporan penilai independen KJPP RSR atas
kewajaran Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan
dan Rencana Penjualan tertuang pada Laporan Pendapat Kewajaran No.
TC/CF/R – 0308/11 tanggal 26 Agustus 2011:

Tujuan Penilaian

Memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan.

Obyek Penilaian

Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan 99,9% saham SIMS
serta Rencana Penjualan.

Tanggal Penilaian

Analisis Kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan
laporan keuangan yang digunakan dalam analisa menggunakan data per 31
Mei 2011.

Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Laporan Kewajaran ini, KJPP RSR melandaskan dan
berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen
Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar,
lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. Sumber data/informasi
utama yang digunakan terutama: Laporan keuangan audit Perseroan per 31
Mei 2011, Laporan keuangan audit SIMS per 31 Mei 2011, PPJB, PPAJB,
Informasi Keuangan Konsolidasi Proforma, Laporan Penilaian Saham SIMS
serta berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik
dan hasil analisis lain yang dianggap relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dari tanggal Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan terjadinya Rencana
Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material
terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai
satu kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa
mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan
pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat
tersebut.

Pendapat dalam Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi
umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini.

Pendapat Kewajaran juga dianalisa dengan mempertimbangkan azas
normalitas transaksi (arm’s length transaction)

Metodologi Pengkajian Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, penilai independen telah
melakukan analisis: (a) Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak
yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan keterkaitan, Analisis Perjanjian
Transaksi, serta Analisis Manfaat dan Resiko Rencana Transaksi; (b) Analisis
Kuantitatif, berupa analisis kewajaran harga dan analisis nilai tambah dari
Rencana Transaksi.

Evaluasi Kewajaran Rencana Transaksi

a. Analisis Kuantitatif
b. Analisis Kualitatif
c. Analisis Nilai Tambah

Pendapat Penilai

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang
dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi
ekonomis dan keuangan, menurut pendapat Penilai Rencana Transaksi
adalah wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas semua
kebenaran informasi yang dimuat di dalam Surat Edaran ini dan menegaskan bahwa
setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan
diyakini jajaran Direksi dan dewan Komisaris Perseroan, maka informasi yang dibuat
di dalam Surat Edaran ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya
yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menegaskan bahwa semua
informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama, Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan, namun
rencana tersebut masih digantungkan pada hasil keputusan RUPSLB dalam
rangka PUT I.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan merupakan pilihan
terbaik bagi Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga memberikan
rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi
dimaksud. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham,
Direksi dan Dewan Komisaris telah menelaah laporan pendapat pihak independen
yang ditunjuk Perseroan mengenai manfaat dari Rencana Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan serta
Informasi Keuangan Proforma, sehingga berkeyakinan bahwa rencana tersebut
merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan Pemegang Saham.

KETERANGAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Rencana Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama, Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan, Perseroan
akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011,
pukul 13.00 WIB, bertempat di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jakarta Pusat.

Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal 14 Sep-
tember 2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan
diselenggarakan pada tanggal 30 September 2011. Pemegang saham yang tidak dapat
menghadiri RUPSLB dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan cara mengisi
blangko Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan menyampaikannya ke kantor
Perseroan, sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan.

Dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan para Pemegang
Saham atas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan dalam
rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham
SIMS dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I

3. Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan
menjadi perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batu bara dan
jasa pertambangan

4. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan
5. Persetujuan atas perubahan domisili Perseroan
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
7. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penjualan seluruh aset tetap

dan aset lancar Perseroan kepada pihak ketiga
8. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan atas Agenda I – VII tersebut diatas.

Berkaitan dengan kuorum untuk RUPSLB dalam rangka PUT I serta Rencana
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Rencana Pengambilalihan dan
Rencana Penjualan, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan
serta Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran
Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik, ketentuan pemungutan suara dalam RUPSLB sehubungan
dengan hal-hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Ketentuan RUPSLB untuk PUT I serta Transaksi Material:

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB terhadap hal-hal yang harus
diputuskan dalam RUPSLB, termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas,
dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

• Dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPSLB adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per dua) bagian dan seluruh suara dengan
hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

• Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka
RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dalam RUPSLB Kedua ini paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan
RUPSLB Kedua diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan RUPSLB.

• Dalam hal kuorum RUPSLB Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSLB Ketiga ditetapkan oleh
Ketua Bapepam dan LK.

Tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan RUPSLB adalah sebagai berikut :

No Keterangan Tanggal

1. Panggilan RUPSLB dan tambahan informasi
kepada pemegang saham di surat kabar : 15 September 2011

2. Penyampaian bukti iklan di surat kabar ke
Bapepam dan LK : 17 September 2011

3. Pelaksanaan RUPSLB : 30 September 2011

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila sekiranya terdapat informasi yang kurang jelas yang terdapat dalam
pengumuman ini, atau apabila Pemegang Saham ingin bertanya lebih lanjut
mengenai Rencana Transaksi dapat menghubungi:

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut berkenaan dengan
transaksi material dan afiliasi sebagaimana telah diuraikan di atas, dipersilahkan
untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada
jam kerja dengan alamat sebagai berikut :

PT MYOH TECHNOLOGY TBK
Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2

Malang – Jawa Timur
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259

Faksimili : (0341) 550247

U.p. CORPORATE SECRETARY

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PENAWARAN UMUM TERBATAS I DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PT MYOH TECHNOLOGY Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATE-
RIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT MYOH TECHNOLOGY TBK
Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha penciptaan dan penyediaan piranti lunak serta pengembangan jasa teknologi informasi

Berkedudukan di Malang, Jawa Timur

Kantor Pusat
Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2

Malang - Jawa Timur
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259

Faksimili : (0341) 550247
www.myohtech.net

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“HMETD”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sebanyak 1.260.750.000  (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama baru (“Saham Baru”) dengan nilai nominal
Rp200,00 (dua ratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT
I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah).
Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB berhak
atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I.  Setiap Saham Baru harus
dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di
Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.  Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke
bawah (round down).

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN
DIADAKAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011.  DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN
LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD
SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU
YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA
(DILUSI) DALAM JUMLAH YANG MATERIAL YAITU SEBESAR 85,71% (DELAPAN PULUH LIMA KOMA TUJUH PULUH SATU PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN KONTRAK, RISIKO USAHA PERSEROAN LENGKAP DICANTUMKAN
PADA BAB VI, DI DALAM PROSPEKTUS

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa
Saham dalam rangka PUT I Perseroan No. 57 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa
seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham akan diambil oleh SAMTAN Co., Ltd., selaku Pembeli Siaga, pada harga yang sama
dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PUT I kepada Ketua Bapepam dan LK di Jakarta dengan Surat No. 064/
MYOH/PRESDIR/VIII/2011 pada tanggal 26 Agustus 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1, Peraturan No. IX.D.2, dan
Peraturan No. IX.D.3, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Perseroan, Pembeli Siaga beserta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi
atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal
yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan
serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA.
BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG
BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI
MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, 26 Agustus 2011

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan bermaksud melakukan PUT I kepada para Pemegang
Saham dalam rangka penerbitan HMETD atas sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar
dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Baru dengan

nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan
harga sebesar Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga
seluruhnya berjumlah Rp529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar
lima ratus lima belas juta Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu)

Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Oktober
2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD
berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.  Setiap Saham Baru harus dibayar
penuh pada saat mengajukan FPPS.

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan
seluruhnya berjumlah 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh
ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 85,71% (delapan puluh lima koma tujuh
puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat
Prospektus ini diterbitkan serta

seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA SERTA DI
LUAR BURSA SESUAI PERATURAN BAPEPAM IX.D.1 MULAI TANGGAL 14
OKTOBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 OKTOBER 2011.
PENCATATAN SAHAM DAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK
INDONESIA PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2011. TANGGAL TERAKHIR
PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 24 OKTOBER 2011, SEHINGGA
HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL
TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO
PEMUTUSAN KONTRAK, RISIKO USAHA PERSEROAN LENGKAP
DICANTUMKAN PADA BAB VI, DI DALAM PROSPEKTUS

Perseroan didirikan dengan nama PT MYOHDOTCOM Indonesia, berkedudukan di
Malang, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Myohdotcom
Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester Mercia
Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman
Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C-7565 HT.01.01.TH.2000 tanggal
29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3067 dari BNRI No. 48
tanggal 14 Juni 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.  Perubahan
terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Penegasan No. 04 tanggal 6
Januari 2011, yang dibuat di hadapan Eva Misdawati, S,H., Notaris di Bogor, dan
telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37809.AH.01.02.Tahun
2011 tanggal 27 Juli 2011; dan (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Myoh Technology Tbk No. AHU-
AH.01.10-24788 tanggal 1 Agustus 2011 (“Akta No. 04/2011”), yang telah menyetujui
perpindahan domisili Perseroan dari semula di Jakarta menjadi di Malang dan
pernyataan jumlah saham Perseroan yang telah terjual setelah terlaksananya
Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta)
saham, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor dalam Perseroan menjadi sebanyak
1.681.000.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta) saham.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan
adalah bergerak dalam bidang bidang jasa, perindustrian dan perdagangan.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Jumlah Nilai Persentase
Saham Nominal (Rp) %

Modal Dasar 4.000.000.000 100.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT. Daccom Anugerahmulya 526.436.000 13.160.900.000 31,32%
2. PT. Majapahit Securities Tbk 245.439.000 6.135.975.000 14,60%
3. PT. Janisia Investama 225.800.000 5.645.000.000 13,43%
4. PT. Nictyfrank Hutama Arta 145.816.500 3.645.412.500 8,67%
5. PT. Citra Aniko Bersama 136.000.000 3.400.000.000 8,09%
6. PT. Adhika Prabha Buana 122.400.000 3.060.000.000 7,28%
7. Tommy Bunarjo 105.066.000 2.626.650.000 6,25%
8. Masyarakat *) 174.042.500 4.371.062.500 10,35%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.681.000.000 42.045.000.000 100,00%

Jumlah Lembar Saham Dalam Portepel 2.319.000.000 57.975.000.000

Seandainya HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh
Pemegang Saham Perseroan, maka proforma struktur permodalan dan susunan
pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah
PUT I adalah sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Terbatas I Setelah Penawaran Umum Terbatas I

Keterangan Nilai Nominal Rp200 per saham Nilai Nominal Rp200 per saham
Jumlah Jumlah Nilai Persentase Jumlah Jumlah Nilai Persentase
Saham Nominal (Rp) (%) Saham Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 5.500.000.0001.100.000.000.000 5.500.000.0001.100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh
PT. Daccom Anugerahmulya 65.804.500 13.160.900.000 31,32% 460.631.500 92.126.300.000 31,32%
PT. Majapahit Securities Tbk 30.679.875 6.135 .975.000 14,60% 214.759.125 42.951.825.000 14,60%
PT. Janisia Investama 28.225.000 5.645.000.000 13,43% 197.575.000 39.515.000.000 13,43%
PT. Nictyfrank Hutama Arta 18.227.063 3.645.412.500 8,67% 127.589.438 25.517.887.500 8,67%
PT. Citra Aniko Bersama 17.000.000 3.400.000.000 8,09% 119.000.000 23.800.000.000 8,09%
PT. Adhika Prabha Buana 15.300.000 3.060.000.000 7,28% 107.100.000 21.420.000.000 7,28%
Tommy Bunarjo 13.133.250 2.626.650.000 6,25% 91.932.750 18.386.550.000 6,25%
Masyarakat (dibawah 5%) 21.855.313 4.351.062.500 10,35% 152.987.188 30.457.437.500 10,35%

Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor Penuh 210.125.000 42.025.000.000 100,00% 1.470.875.000 294.175.000.000 100,00%

Jumlah Lembar Saham
Dalam Portepel 5.289.875.0001.057.975.000.000 4.029.125.000 805.825.000 .000

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham
Lama, termasuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima
dividen dan (iii) melaksanakan haknya apabila Perseroan mengeluarkan saham baru
dari portepel sesuai dengan UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli
oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada
pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan HMETD-nya dan melakukan
pemesanan lebih besar daripada haknya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan
dengan SAMTAN Co., Ltd No. 57 tanggal 25 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan
Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, SAMTAN Co., Ltd, telah setuju untuk membeli
seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para Pemegang Saham pada
harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp420,00 (empat ratus
dua puluh Rupiah) setiap saham.  Sampai dengan penerbitan Prospektus ini, belum
terdapat Pemegang Saham yang menyatakan akan melaksanakan haknya dalam
rangka PUT I ini.

Seandainya dalam PUT I ini, Pemegang Saham tidak melaksanakan HMETD-nya,
maka SAMTAN Co., Ltd akan membeli seluruh sisa Saham Baru pada harga yang
sama dengan Harga Pelaksanaan, dan selanjutnya proforma struktur permodalan,
susunan pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan
sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

Sebelum Penawaran Umum Terbatas ISetelah Penawaran Umum Terbatas I

Keterangan Nilai Nominal Rp200 per saham Nilai Nominal Rp200 per saham
Jumlah Jumlah Nilai Persentase Jumlah Jumlah Nilai Persentase
Saham Nominal (Rp) (%) Saham Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar 5.500.000.0001.100.000.000.000 5.500.000.0001.100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh
PT. Daccom Anugerahmulya 65.804.500 13.160.900.000 31,32% 65.804.500 13.160.900.000 4,47%
PT. Majapahit Securities Tbk 30.679.875 6.135.975.000 14,60% 30.679.875 6.135.975.000 2,09%
PT. Janisia Investama 28.225.000 5.645.000.000 13,43% 28.225.000 5.645.000.000 1,92%
PT. Nictyfrank Hutama Arta 18.227.063 3.645.412.500 8,67% 18.227.063 3.645.412.500 1,24%
PT. Citra Aniko Bersama 17.000.000 3.400.000.000 8,09% 17.000.000 3.400.000.000 1,16%
PT. Adhika Prabha Buana 15.300.000 3.060.000.000 7,28% 15.300.000 3.060.000.000 1,04%
Tommy Bunarjo 13.133.250 2.626.650.000 6,25% 13.133.250 2.626.650.000 0,89%
SAMTAN Co., Ltd - - - 1.260.750.000 252.150.000.000 85,71%
Masyarakat (dibawah 5%) 21.755.313 4.351.062.500 10,35% 21.755.313 4.351.062.500 1,48%

Jumlah Modal Ditempatkan
dan disetor Penuh 210.125.000 42.025 .000.000 100,00% 1.470.875.000 294.175.000.000 100,00%

Jumlah Lembar Saham
Dalam Portepel 5.289.875.0001.057.975.000.000 4.029.125.000 805.825.000.000

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya, dapat mengalihkan HMETD
yang dimilikinya kepada pihak ketiga dari tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 20 Oktober 2011 melalui BEI atau di luar BEI sesuai dengan Peraturan IX.D.1.
Apabila pemegang HMETD hanya akan mengambil sebagian dari haknya dalam
PUT I ini, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD
lainnya yang telah melaksanakan HMETD-nya dan telah melakukan pemesanan yang
lebih besar daripada haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
TERBATAS I

Dana hasil dari PUT I yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut berdasarkan urutan prioritasnya:
1. Sekitar 97,45% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima persen) atau sebesar

Rp. 516 miliar akan digunakan untuk pengambilalihan 99,9% saham SIMS;
2. Sekitar 2,31% (dua koma tiga puluh satu persen) atau sebesar Rp. 12 miliar

akan digunakan untuk modal kerja Perseroan
Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/
2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya
yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, perkiraan total biaya
yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat
persen) dari total dana yang diperoleh dari jumlah PUT I ini, yang meliputi:
• Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

- Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,05%
- Biaya jasa Akuntan Publik : 0,05%
- Biaya jasa Penilai : 0,06%
- Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0,01%
- Biaya jasa Notaris : 0,01%

• Biaya lain-lain (percetakan, iklan, persiapan RUPSLB dan lain-lain) : 0,08%.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL
DAN AFILIASI SERTA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan dari rencana Perseroan untuk meningkatkan nilai
Perseroan dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk tetap tumbuh dan
melakukan perluasan portofolio Perseroan di bidang usaha jasa pertambangan,
Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana dari hasil PUT I.
Adapun rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah
melakukan transaksi-transaksi (“Rencana Transaksi”) sebagai berikut:
(i) melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan

investasi di bidang usaha pertambangan batubara serta jasa pertambangan
melalui anak perusahaan (selanjutnya disebut ”Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama”);

(ii) pengambilalihan terhadap 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam SIMS
(selanjutnya disebut ”Rencana Pengambilalihan”); dan

(iii) penjualan seluruh aset dan kewajiban Perseroan kepada pihak ter-Afiliasi
(selanjutnya disebut ”Rencana Penjualan”).

B. RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
1. Latar Belakang

Perseroan didir ikan pada tanggal 15 Maret 2000 dengan nama PT
MYOHDOTCOM Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha
penciptaan dan penyediaan perangkat lunak serta pengembang jasa teknologi
informasi (software development), termasuk dan tidak terbatas pada produk produk
berupa piranti lunak (software).  Fokus utama Perseroan adalah pengembangan
sistem restoran dan perhotelan yang lengkap dan terintegrasi meliputi front of-
fice, restoran, telepon, dan akuntansi (back office).  Produk produk berupa piranti
lunak tersebut pada mulanya merupakan produk produk yang dikembangkan oleh
PT. Daccom Anugerahmulya yang kemudian secara bersama sama dengan PT.
Janisia Investama, PT. Adhika Praba Buana dan PT. Citra Aniko Bersama
mendirikan Perseroan, dan selanjutnya PT. Daccom Anugerahmulya menyerahkan
seluruh hak cipta dan kepemilikan piranti lunak yang dimaksud secara inbreng
kepada Perseroan.  Perusahaan-perusahan tersebut saat ini tetap merupakan
Pemegang Saham pendiri Perseroan.

Mulai tahun 2001, Perseroan mengembangkan program aplikasi untuk perguruan
tinggi dan seiring dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT MYOH Tech-
nology pada tahun 2003, Perseroan mulai agresif mengembangkan produk-produk
lain, antara lain DESY (Delta Easy Accounting System), MyIncome serta MyAR
untuk aplikasi keuangan.  Pada tahun 2004, Divisi Pelatihan (MYOH Training
Center) didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator professional di
industri perhotelan serta untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan, dan
pada tahun 2005, divisi ini dilebur menjadi satu dalam operasional perusahaan.
Hingga saat ini Perseroan tetap fokus pada pengembangan sistem restoran dan
perhotelan yang disesuikan dengan kebutuhan user.

Bidang usaha yang dijalankan Perseroan saat ini tidak memiliki prospek usahanya
yang dapat menjamin kelangsungan hidup Perseroan karena memiliki ‘barrier of
entry’ yang sangat rendah dan keberadaannya tidak didukung oleh suatu ‘com-
petitive advantage’ sehingga daya saing produk Perseroan terus menurun karena
mendapat saingan dari produk sejenis dari luar negeri.  Di samping itu, bidang
usaha ini juga sangat rentan terhadap peningkatan beban biaya usaha, terutama
beban biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini semua pada akhirnya
akan membawa dampak negatif terhadap prospek pertumbuhan laba Perseroan
pada masa mendatang, hal mana telah terbukti dengan terjadinya kemerosotan
atas pendapatan maupun laba Perseroan dalam beberapa tahun terakhir..

Sebagai langkah untuk menjamin peningkatan pertumbuhan usaha, baik atas
pertumbuhan pendapatan maupun laba usaha, dan untuk mengantisipasi
persaingan usaha yang semakin ketat terutama dalam era globalisasi, khususnya
bidang usaha yang sejenis dengan bidang usaha Perseroan, Direksi Perseroan
telah melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap prospek usaha Perseroan.
Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mencari suatu solusi yang tepat untuk
memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham melalui peningkatan
pendapatan pada masa mendatang, mengingat dalam beberapa tahun terakhir
kinerja keuangan Perseroan menunjukkan laba usaha yang kurang memadai
sebagai perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI.

Untuk menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan terbuka,
Direksi wajib memberi nilai tambah kepada Pemegang Saham, baik melalui
pertumbuhan usaha secara internal maupun eksternal melalui diversifikasi dan/
atau pengembangan usaha baru. Berdasarkan evaluasi tersebut, Direksi telah
mengambil kesimpulan bahwa Perseroan perlu melakukan pengembangan pada
bidang usaha yang mempunyai prospek yang lebih baik dan menjanjikan serta
memiliki competitive advantage yang lebih kuat dan nyata.

Seiring dengan tujuan untuk memberi nilai tambah terhadap kinerja Perseroan
dalam hal peningkatan pendapatan dan pertumbuhan laba usaha, Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama merupakan strategi yang diterapkan oleh
Direksi Perseroan untuk mencapai sasaran tersebut mengingat terbatasnya tingkat
pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini adalah
untuk meningkatkan nilai Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan sehingga
mencapai pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan pada seluruh kegiatan
usaha.

3. Manfaat

Dalam hal Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dapat dilaksanakan, maka
hal ini akan dapat menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan
terbuka, sehingga dapat memberi nilai tambah kepada para Pemegang Saham.

4. Ringkasan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Berdasarkan Laporan Studi Kelayakan No. TC/CF/R – 0208/11 tanggal 25 Agustus
2011, KJPP RSR berpendapat berdasarkan hasil analisa dan review terhadap
estimasi pendapatan dan investasi atas Rencana Pengambilalihan, maka ditinjau
dari aspek keuangan analisis kelayakan Rencana Pengambilalihan adalah layak
untuk dilaksanakan.  Hal ini dikarenakan NPV yang positif, Internal Rate of Re-
turn (“IRR”) dari investasi lebih besar dari Weighted Average Cost of Capital
(“WACC”),BCR lebih dari 1 (satu) dan biaya maksimum yang dikeluarkan oleh
Perseroan adalah sebesar nilai investasi sebesar USD 73,89 juta. Dengan asumsi
bahwa SIMS merupakan suatu perusahaan dengan usaha yang
berkesinambungan (going concern) dan dengan memperhatikan asumsi-asumsi
dan syarat-syarat pembatasan yang diuraikan dalam laporan tersebut di atas.
KJPP RSR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal
Laporan Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian. Segala
perubahan terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat
mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan
kesimpulan yang disebabkan perubahan-perubahan tersebut. KJPP RSR juga
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian
karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.

5. Keterserdiaan Tenaga Ahli

Pada Perusahaan Sasaran, telah terdapat professional lokal dan internasional
yang ahli dibidangnya dan telah berpengalaman untuk dapat menyelesaikan
proyek-proyek dalam skala besar.

Per Mei 2011 SIMS memperkerjakan sekitar 785 personil yang terbagi dalam 5
divisi kerja yaitu:

- Divisi Manajemen & Administrasi memperkerjakan 22 orang
- Divisi Servis dan Support memperkerjakan 161 orang
- Divisi SHE memperkerjakan 14 orang
- Divisi Support & Operasi memperkerjakan 588 orang

6. Pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Untuk merealisasikan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan
akan meminta persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat
tanggal 30 September 2011 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini tidak memerlukan adanya
persetujuan dari kreditur, mengingat sampai dengan tanggal penerbitan
Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kreditur.
Berkaitan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Direksi Perseroan
telah mempertimbangkan suatu langkah strategis, terutama untuk memastikan
bahwa Perseroan tetap memiliki penghasilan yang memadai sebagai perusahaan
terbuka setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan, yaitu
dengan melakukan Rencana Pengambilalihan. Hal ini dilakukan karena setelah
melakukan pengkajian dan penelaahan yang mendalam, akhirnya diambil
kesimpulan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat dalam melakukan investasi
di bidang pertambangan batubara serta jasa lainnya yang terkait karena hal ini
seiring dengan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan
kegiatan pertambangan batubara. Dengan mengambil kesempatan dalam
melakukan investasi di bidang usaha pertambangan batubara, Perseroan memiliki
peluang yang besar untuk meraih laba yang lebih memadai dan pada akhirnya
akan meningkatkan kinerja operasional yang menjanjikan serta mempertahankan
status Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Apalagi jika dilihat bahwa SIMS
adalah perusahaan yang telah berjalan dengan baik dan memiliki pengalaman
dalam bisnis sebagai mining contractor selama kurang lebih 10 tahun,
Hal mana akan sangat menguntungkan bagi Perseroan karena Perseroan tidak
memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan dari bidang usaha
baru tersebut, sehingga akan sangat membantu peningkatan kinerja keuangan
Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham di masa
yang akan datang.

7. Tinjauan terhadap Prospek Industri Pertambangan Batubara di Indonesia

Sektor Batubara Indonesia memiliki potensi yang signifikan dalam jangka panjang.
Permintaan di Asia dalam beberapa tahun ke depan akan tetap tinggi karena
Batubara merupakan sumber energi yang dapat diandalkan dengan harga yang
relatif murah.  Berkat cadangannya yang melimpah, Indonesia saat ini adalah
pengekspor utama produk batubara termal, dengan pendapatan besar dari hasil
ekspor ke sejumlah negara di kawasan, termasuk Cina dan India. Sedangkan di
dalam negeri, Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan batubara sebagai
sumber energi andalan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik guna
menambah pasokan daya.

Menurut data dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, produksi Batubara
meningkat 14,8% dari 283 juta ton pada tahun 2009 menjadi sekitar 325 juta ton
pada tahun 2010, dan di tahun 2011 diperkirakan akan menjadi sekitar 335-350
juta ton.  Ekspor Batubara meningkat sebesar 15,22% dari sebesar 230 juta ton
menjadi sekitar 265 juta ton pada tahun 2010, dan di tahun 2011 diperkirakan
akan menjadi sekitar 270-285 juta ton.  Penjualan domestik Batubara meningkat
13,21% dari 53 juta ton menjadi sebesar 60 juta ton pada tahun 2010.  Di tahun
2011 penjualan domestik diperkirakan akan menjadi sekitar 63-69 juta ton.  Cina,
India, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan adalah negara-negara utama tujuan ekspor
Batubara Indonesia.  Hampir 72% produksi Batubara telah diekspor, sementara
sisanya dijual di dalam negeri.  Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah batubara
dalam ton yang diproduksi di Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun 2010:

Sumber: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, April 2011

Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara
pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara dengan
berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung sektor
pertambangan batubara.  Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu
pengekspor batubara terbesar di dunia.  Cina juga merupakan konsumen batubara
terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar
seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat.

Batubara adalah komoditas yang sangat diminati, tercermin dari produksi tahunan
pada tahun 2010 untuk industri mencapai 325 juta ton atau naik 14,84% dari
tahun sebelumnya. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding perkiraan pemerintah,
yaitu sekitar 280 juta ton. Menurut data resmi, produksi pada tahun 2011
diperkirakan meningkat 0,51% menjadi 326,65 juta ton, 70% di antaranya untuk
ekspor disamping peningkatan kebutuhan domestik seiring dengan mulai
beroperasinya proyek pembangkit listrik baru pemerintah. Dibandingkan dengan
kondisi yang dialami negara pesaing utama, Australia dan Afrika Selatan, ada
sejumlah faktor yang menguntungkan bagi ekspor batubara termal di Indonesia,
diantaranya: biaya penambangan yang rendah di antara produsen di kawasan
Asia Pasifik, teknik penambangan open-cut dan cadangan yang melimpah. Faktor
penunjang lainnya adalah lokasi Indonesia yang dekat dengan negara importir
besar untuk produk batubara di Asia, seperti Cina dan India.

Prospek pemasaran di dalam negeri juga menjanjikan bagi industri batubara.
Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan
pada minyak bumi untuk keperluan pembangkit listrik, dan lebih banyak
memanfaatkan batubara yang lebih hemat biaya.  Oleh karena itu permintaan dalam
negeri khususnya akan batubara saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak
investor dan pengusaha pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan
area tambang maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan.
Kontribusi batubara sebagai sumber pembangkit listrik diproyeksikan akan
meningkat dari sekitar 11% pada tahun 2007 menjadi 33% pada tahun 2025.
Peningkatan ini didasarkan pada kebutuhan 40 pembangkit listrik baru milik PT
Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN).  PLN juga telah mengadakan tender
untuk 70 pembangkit listrik skala kecil berbasis tenaga batubara yang akan
memasok kebutuhan listrik di luar Jawa. Konsumsi listrik nasional diperkirakan
mengalami kenaikan lebih dari 40% dalam waktu lima tahun sampai dengan 2011.

Dalam waktu dekat ini, sebagaimana disampaikan oleh PLN, kapasitas
pembangkit listrik tenaga batubara akan naik menjadi 18,0 GW pada tahun 2010
(dari 10,4 GW pada tahun 2007), dimana hal ini akan meningkatkan konsumsi
batubara di dalam negeri menjadi sekitar 79 juta ton pada tahun 2010, naik 155%
dari 31 juta ton pada tahun 2007.
Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih
sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batubara dan industri
pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik
baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan.
Permintaan lebih tinggi juga datang dari industri yang banyak memanfaatkan
batubara seperti industri semen dan kertas. Melihat kondisi di atas, dapat dikatakan
bahwa Perseroan memiliki prospek masa depan yang sangat baik.

Perusahaan Pertambangan Batubara di Indonesia
Lima perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia menyumbang
sekitar 58,03% dari total produksi batubara di Indonesia pada tahun 2010,
berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Mineral – Direktorat
Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.  Tabel berikut menyajikan rincian
perusahaan pertambangan batubara terbesar dan pangsa persentase produksi
batubara masing-masing perusahaan di Indonesia pada tahun 2010:

Produksi (ton) Pangsa Produksi
PT Adaro Indonesia 42.198.608 16,43%
PT Kaltim Prima Coal 39.951.221 15,56%
PT Kideco Jaya Agung 29.049.279 11,31%
PT Arutmin Indonesia 20.426.166 7,95%
PT Berau Coal 17.382.639 6,77%
Lainnya 107.781.378 41,97%

Total 256.789.291 100,00%
Sumber : ESDM – DPPMB, 2010
Penyedia Jasa Kontraktor Pertambangan Batubara di Indonesia
Berikut ini adalah penjelasan singkat dari perusahaan-perusahaan yang aktif di
sektor jasa pertambangan batubara di Indonesia:
PT Pamapersada Nusantara (PAMA)
PAMA adalah salah satu kontraktor jasa pertambangan terbesar di Indonesia. PAMA
mulai beroperasi sejak 1974 dalam bentuk divisi rental di PT United  Tractors, yang
bergerak di bidang proyek-proyek konstruksi, pertambangan dan minyak, penyiapan
lahan dan logging.  Pada tahun 1993 divisi ini berubah menjadi sebuah perusahaan
mandiri bernama PT Persada Nusantara. Selain dari operasi pertambangan, PT
Pamapersada NusantaraPAMA adalah anak perusahaan PT United Tractors Tbk,
distributor kendaraan konstruksi berat Komatsu di Indonesia.

PT Thiess Indonesia (Thiess)

Thiess pertama kali memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1972 sebagai
anak perusahaan dari Thiess Bros Pty Ltd dengan fokus pada infrastruktur sipil
dan kemudian memperluas layanan perusahaan kepada industri pertambangan
sebagai penyedia jasa kontraktor pertambangan untuk berbagai mineral, termasuk
batubara dan bijih logam.

PT Saptaindra Sejati (SIS)

SIS memulai kiprahnya sebagai kontraktor kecil peralatan berat dengan nama
PT Dianlia Setyamukti dan kini telah berubah menjadi kontraktor jasa
pertambangan. SIS merupakan kontraktor penambangan yang terbesar di Indo-
nesia yang menawarkan serangkaian jasa seperti eksplorasi, pengeboran dan
dukungan logistik.

PT Leighton Contractors Indonesia (LCI)

LCI adalah bagian dari Leighton Group, grup kontraktor dan pengembangan
proyek terbesar di Australia, dan merupakan anak perusahaan dari Hochtief AG,
salah satu kontraktor internasional terbesar di dunia. LCI telah mengerjakan proyek
sipil, kereta api, pertambangan dan pembangunan gedung di Indonesia selama
lebih dari 30 tahun.

PT Cipta Kridatama (Cipta)

Cipta didirikan pada tahun 1997 dan merupakan hasil spin-off dari sebuah divisi
dalam PT Trakindo Utama, dengan fokus pada jasa kontraktor dan pertambangan.
Saat ini, Cipta merupakan Afiliasi dari Grup Trakindo, dealer resmi di Indonesia
untuk produk Caterpillar, produsen terbesar di dunia alat-alat berat untuk bidang
pertambangan, kehutanan, pertanian dan peralatan konstruksi, mesin diesel dan
gas alam, mesin industri dan generator set.

PT Darma Henwa Tbk (Darma Henwa)

Sejak didirikan pada tahun 1991, Darma Henwa telah berkembang dari
perusahaan kontraktor teknik menjadi perusahaan pertambangan dan jasa energi
terpadu yang menyediakan jasa kontraktor dalam peralatan berat, pekerjaan tanah
massal, pertambangan umum, konstruksi, teknik sipil dan pemeliharaan pabrik.
Darma Henwa mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun 2007.

PT Petrosea Tbk (Petrosea)

Petrosea didirikan di Jakarta pada tahun 1972 dengan nama PT Petrosea Inter-
national Indonesia.  Pada Tahun 1990 berubah nama menjadi PT Petrosea Tbk.
PT Petrosea Tbk adalah perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang usaha
rekayasa, konstruksi, dan pertambangan.  Petrosea merupakan perusahaan
Indonesia pertama yang bergerak dalam teknik dan konstruksi yang tercatat di
BEI.

C. RENCANA PENGAMBILALIHAN

1. Latar Belakang

Sejak tahun 2010, Perseroan memiliki kinerja keuangan yang tidak dapat
menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba yang memadai sebagai
perusahaan “terbuka”.  Di samping itu, “barrier of entry” yang rendah telah memberi
peluang kepada persaingan yang ketat antara perusahaan sejenis dari dalam
dan luar negeri sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan untuk
mempertahankan eksistensinya di masa mendatang.  Menyadari hal itu, Perseroan
telah mengambil langkah strategis guna mempertahankan nilai Perseroan.

Dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Perseroan yang tidak menentu,
diperkirakan Perseroan tidak akan dapat melanjutkan kegiatan usaha yang ada
untuk mempertahankan eksistensi sebagai perusahaan terbuka, maka setelah
melakukan pengkajian dan penelaahan yang mendalam, akhirnya diambil
kesimpulan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat dalam melakukan investasi
di bidang usaha pertambangan batubara dan jasa pertambangan lainnya dengan
memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang sedang
berupaya untuk meningkatkan kegiatan bidang usaha yang dimaksud.  Dengan
memanfaatkan peluang melalui investasi di bidang usaha pertambangan batubara,
maka masuknya Perseroan di bidang usaha ini diharapkan dapat memberikan
peluang yang lebih besar kepada Perseroan untuk dapat meraih laba yang lebih
memadai dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional yang
menjanjikan serta mempertahankan status Perseroan sebagai perusahaan
terbuka.

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan dalam
rangka mewujudkan rencana Perseroan untuk melakukan kegiatan di bidang
pertambangan batubara dan jasa pertambangan, maka sebagai langkah awal
Perseroan telah melangsungkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (”PPJB”)
pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan pemegang saham SIMS, suatu perusahaan
PMA (Penanaman Modal Asing) yang bergerak di bidang usaha jasa
pertambangan (mining contractor) dimana perusahaan ini merupakan perusahaan
yang telah berjalan dengan baik dan memiliki pengalaman dalam bisnis sebagai
mining contractor selama kurang lebih 10 tahun.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari PPJB tersebut, SIMS akan menjadi Anak
Perusahaan Perseroan, sehingga dengan demikian Perseroan tidak memerlukan
waktu yang terlalu lama untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan usaha
baru tersebut. Hal ini akan sangat membantu peningkatan kinerja keuangan
Perseroan dan akan menjadi nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan di
masa mendatang.

2. Tujuan Rencana Pengambilalihan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Pengambilalihan ini adalah sejalan dengan
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama untuk bergerak di bidang usaha
jasa pertambangan.

3. Manfaat

Perseroan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan
dan kegiatan usaha yang baru tersebut.

4. Obyek Rencana Pengambilalihan

Obyek Rencana Pengambilalihan adalah saham-saham SIMS sebanyak 1.998
(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham yang merupakan 99,9%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS.

5. Nilai Rencana Pengambilalihan

Berdasarkan PPJB, nilai keseluruhan dari Rencana Pengambilalihan ini adalah
USD 60 juta. Rencana Pengambilalihan ini dilakukan dengan mata uang Dolar
Amerika Serikat dimana nilai ekuivalen dalam mata uang Rupiah pada saat PPJB
ditandatangani adalah Rp 516.000.000.00,00 (Rp 8.600/USD).

6. Sifat Material Rencana Pengambilalihan

Nilai Rencana Pengambilalihan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi dari Rencana
Pengambilalihan sebagaimana disebutkan di atas adalah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan
(audited) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
sebesar negatif Rp938.243.736,- (negatif sembilan ratus tiga puluh delapan juta
dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) atau sebesar
549,96% (lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen).

7. Ketentuan Penting Dalam PPJB

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB antara lain adalah
sebagai berikut:

a. Jumlah Saham yang akan Diambilalih

Sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham, yang
mewakili 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS,
yang terdiri dari:

(i) sebanyak 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham, yang
mewakili 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS
milik Samtan Co. Ltd.; dan

(ii) sebanyak 40 (empat puluh) saham, yang mewakili 2.00% (dua persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada
SIMS milik Samtan USA, Inc,

b. Harga Pembelian dan Tata Cara Pembayaran

Harga pembelian untuk seluruh saham yang akan diambilalih adalah USD 60
juta. Harga pembelian tersebut akan dibayar pada Tanggal Penyelesaian
(Closing Date) (sebagaimana didefinisikan di dalam PPJB) atau tanggal lain
yang disepakati secara tertulis oleh para pihak dalam PPJB.

c. Persyaratan Pendahuluan

Rencana Pengambilalihan hanya dapat dilaksanakan apabila Persyaratan
Pendahuluan (Conditions Precedent ) (sebagaimana didefinisikan di dalam
PPJB) sebagaimana ditentukan dalam PPJB telah dipenuhi, yaitu sebagai
berikut:

(i) telah diperolehnya persetujuan RUPSLB;

(ii) telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang
berwenang, yaitu: Bapepam dan LK, BEI, BKPM dan pihak-pihak
berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

(iii)telah diperolehnya persetujuan dari Direksi pihak penjual sesuai dengan
anggaran dasar pihak penjual; dan

(iv)telah diperolehnya persetujuan dari Bank of Korea atas Rencana
Pengambilalihan.

d. Pengakhiran PPJB

PPJB dapat diakhiri:

(i) oleh Pembeli dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
sebelum Penyelesaian (Closing) jika suatu cidera janji yang material
terhadap ketentuan PPJB telah dilakukan oleh Penjual dan cidera janji
tersebut tidak dikesampingkan oleh Pembeli;

(ii) oleh Penjual dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu
sebelum Penyelesaian (Closing) jika suatu cidera janji yang material
terhadap ketentuan PPJB telah dilakukan oleh Pembeli dan cidera janji
tersebut tidak dikesampingkan oleh Penjual;

(iii)oleh Pembeli jika salah satu persyaratan pendahuluan untuk Penyelesaian
dalam Bagian 7 tidak dipenuhi oleh Penjual dan Pembeli tidak
mengesampingkan persyaratan tersebut pada atau sebelum Tanggal
Penyelesaian;

(iv)oleh Penjual jika salah satu persyaratan pendahuluan untuk Penyelesaian
dalam Bagian 8 tidak dipenuhi oleh Pembeli dan Penjual tidak
mengesampingkan persyaratan tersebut pada atau sebelum Tanggal
Penyelesaian; atau

(v) berdasarkan kesepakatan dari Pembeli dan Penjual.

8. Ringkasan Pendapat Penilai Independen

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham tertanggal No. TC/CF/R – 0108/11 tanggal
24 Agustus 2011, KJPP RSR berpendapat dengan menggunakan pendekatan
pendapatan yaitu metode Diskonto Arus Kas Bersih (Discounted Cash Flow
Method - DCF), dan pendekatan pasar yaitu metode Pasar (Guideline Company
Method - GCM), Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS per tanggal 31 Mei 2011
adalah sebesar USD 68,447.000 (dibulatkan) (enam puluh delapan juta empat
ratus empat puluh tujuh ribu dollar) atau setara dengan Rp 584.332.039.000,-
(dibulatkan) (limaratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta
tiga puluh sembilan ribu Rupiah), menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia
per tanggal 31 Mei 2011 dimana USD 1 = Rp 8.537,- dengan asumsi bahwa
SIMS merupakan suatu perusahaan dengan usaha yang berkesinambungan (go-
ing concern) dan dengan memperhatikan asumsi-asumsi dan syarat-syarat
pembatasan yang diuraikan dalam laporan tersebut di atas. KJPP RSR
mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal Laporan
Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap
asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian. Segala perubahan
terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil
penilaian secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak dapat menerima
tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang
disebabkan perubahan-perubahan tersebut. KJPP RSR juga tidak bertanggung
jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian karena peristiwa
yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.

9. Keterangan mengenai SIMS

Riwayat Singkat

PT Sims Jaya Kaltim (SIMS) yang berkedudukan di Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur, Republik Indonesia, didirikan berdasarkan pada Akta No. 11
tanggal 22 Januari 2001, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13277 HT.01.01.TH.2001 tanggal
15 November 2001.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas SIMS No. 11 tanggal 22 Januari 2001 yang
dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i)
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-13277 HT.01.01.TH.2001
tanggal 15  Nopember 2001; dan (ii) diumumkan dalam Tambahan No. 10134
dari BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002.  Anggaran Dasar SIMS telah
mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir melalui Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar SIMS No. 63
tanggal 15 Agustus 2008 dan sebagaimana telah diperbaiki berdasarkan Akta
Perbaikan No. 30 tanggal 29 September 2008, keduanya dibuat di oleh Yunardi,
S.H., Notaris di Jakarta

Kantor Pusat SIMS berada di Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasarnya, SIMS bergerak di bidang jasa
kontraktor Pertambangan umum dan pemeliharaan alat berat bagi Pertambangan,
seperti yang terlihat pada aktifitas kegiatan usaha sebagai berikut:

• Penggalian Pertambangan;
• Alat transportasi produk Pertambangan;
• Penyusunan hasil Pertambangan;
• Pemeliharaan alat berat Pertambangan;
• Mengimpor muatan yang besar untuk tujuan investasi; dan
• Pemasaran produk Pertambangan baik dalam wilayah Republik Indonesia

maupun di luar negeri.

SIMS memulai kegiatan komersial pada tahun 2001.  Saat ini, SIMS bergerak
dalam bidang jasa kontraktor Pertambangan umum.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SIMS berdasarkan Akta
No. 11 tanggal 22 Januari 2001, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H.,
Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut

Keterangan Jumlah Nilai  (%)
Saham Nominal (USD)

Modal Dasar 2.000 2.000.000

Pemegang Saham
1. Samtan Co., Ltd. 1.960 1.960.000 98,00%
2. Samtan USA, Inc. (sebelumnya

bernama Samchully USA, Inc.) 40 40.000 2,00%

Modal Ditempatkan dan Disetor 2.000 2.000.000 100,00%

Saham Dalam Portepel 0 0

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan No. 23 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Arsin Efendy, S.H.,
Notaris di Depok, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-
13747 tanggal 9 Mei 2011; dan (ii) didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0035875.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 9 Mei 2011, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris SIMS yang sekarang sedang menjabat adalah sebagai
berikut:

Presiden Direktur : Choi Hoon
Direktur : Lee Chang Hoon
Direktur : Ha Gil Yong

Presiden Komisaris : Yoo Hun Jae
Komisaris : Lim Gyoo Dong

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan SIMS yang didasarkan atas
laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Mei 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tanggal-
tanggal 31 Desember 2010 – 2009 yang disajikan kembali oleh Kantor Akuntan
Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam Ribu USD)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010*) 2009*)

ASET
Aset Lancar 25.418 20.722 20.202
Aset Tidak Lancar 17.691 18.229 7.207

JUMLAH ASET 43.109 38.951 27.410

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Lancar 25.635 20.220 8.715
Liabilitas Tidak Lancar 775 740 642

JUMLAH LIABILITAS 26.410 20.959 9.357

JUMLAH EKUITAS 16.698 17.992 18.053

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 43.109 38.951 27.410

*) disajikan kembali

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif
(dalam Ribu USD)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010*) 2009*)

Pendapatan 41.170 75.677 56.093
Laba Bruto 3.622 7.754 8.438
Laba Usaha 2.399 4.926 6.273
Pendapatan Penghasilan (Beban

 Lain-lain - bersih (96) 393 965
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 2.303 5.319 7.239
Beban Pajak Penghasilan (597) (1.380) (2.002)

JUMLAH PENDAPATAN
KOMPREHENSIF PERIODE
BERJALAN 1.706 3.939 5.236

*) disajikan kembali

10.Rencana Usaha Perseroan Terkait Dengan Rencana Transaksi
Pengambilalihan

Rencana usaha Perseroan terkait dengan Rencana Pengambilalihan adalah
menjadikan Perseroan sebagai investment holding  yang melalui anak
perusahaannya bergerak di bidang usaha jasa kontraktor Pertambangan.

Perseroan juga berkeyakinan bahwa pada saat ini, para karyawan dan jajaran
manajemen SIMS memiliki keahlian teknis dan berpengalaman untuk menjalankan
dan mengembangkan usaha SIMS, sehingga Perseroan merencanakan untuk
tetap mempertahankan dan mengembangkan seluruh karyawan dan jajaran
manajemen SIMS.

11. Risiko Yang Mungkin Timbul dari Dilakukannya Rencana Pengambilalihan

Risiko yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan
adalah:

a. Risiko aktivitas operasional pertambangan yang mengalami gangguan tak
terduga seperti kondisi cuaca (hujan) yang tidak diharapkan dan bencana
alam, gangguan pada peralatan pertambangan, kegagalan untuk memperoleh
supply bahan bakar, bahan peledak, dan suku cadang;

b. Kontrak dengan perusahaan tambang batubara mengalami masalah atau
gagal; dan

c. Kenaikan biaya operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan
pendapatan dari kegiatan usaha.

D. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Rencana Perubahaan Kegiatan Usaha Utama Perseroan
menjadi perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara dan
jasa pertambangan lainnya sebagaimana diuraikan diatas, Direksi Perseroan
mengusulkan agar Perseroan melakukan divestasi seluruh aset yang berkaitan
dengan bidang usaha yang ada saat ini kepada pihak ter-Afiliasi. Sehubungan
dengan hal ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Aset dan Pengalihan Usaha pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan PT Pyxis
Ultimate Solutions (“Pyxis”), suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa
teknologi informatika.

2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Penjualan ini adalah sejalan dengan Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama untuk bergerak di bidang usaha jasa
pertambangan.

3. Manfaat

Perseroan akan lebih fokus pada bidang usaha yang baru yaitu di bidang usaha
jasa pertambangan

4. Obyek Rencana Penjualan
Obyek dari Rencana Penjualan adalah seluruh aset, baik bergerak maupun tetap,
berwujud dan tidak berwujud, milik Perseroan, termasuk namun tidak terbatas
pada, peralatan, perlengkapan, hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan
kepentingan lainnya serta hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-kontrak
dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, dan termasuk pula seluruh
karyawan Perseroan per 31 Mei 2011.

5. Nilai Rencana Penjualan
Berdasarkan PPJB Aset, nilai keseluruhan dari Rencana Penjualan ini adalah
Rp. 1.503.473.204,00.

6. Sifat Material dan Hubungan Afiliasi

Rencana Penjualan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilainya sebagaimana disebutkan di atas
adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Perseroan (audited) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2011 sebesar negatif Rp938.243.736,00 (negatif sembilan
ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga
puluh enam Rupiah) atau sebesar 160,24% (seratus enam puluh koma dua puluh
empat persen) .
Rencana Penjualan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.1 karena (i) Ir. Ganiadi Gunawan selain menjabat
sebagai Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Pyxis, (ii) David
Jakubus Elisafan selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, juga
menjabat sebagai Komisaris Pyxis.

7. Ketentuan-ketentuan Penting Dalam PPJB Aset
Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB Aset antara lain adalah
sebagai berikut:

a. Obyek Rencana Penjualan

Seluruh aset, baik bergerak maupun tetap, berwujud dan tidak berwujud, milik
Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada, peralatan, perlengkapan,
hak-hak tagih, hak milik intelektual, manfaat dan kepentingan lainnya serta
hak dan kewajiban Perseroan dari kontrak-kontrak dimana Perseroan menjadi
pihak didalamnya, dan termasuk pula seluruh karyawan Perseroan
(selanjutnya disebut “Aset”).

b. Harga Penjualan dan Tata Cara Pembayaran

Harga penjualan untuk seluruh Aset dan kewajiban yang akan dialihkan adalah
Rp. 1.503.473.204,00.  Pembayaran Harga penjualan ini seluruhnya akan
dilakukan oleh Pyxis dengan (i) menyerahkan uang muka pembelian secara
tunai dengan syarat “in good fund’ ke dalam rekening Perseroan yang wajib
dilakukan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan (Closing Date)
(sebagaimana didefinisikan di dalam PPJB Aset) atau tanggal lain yang
disepakati secara tertulis oleh para pihak dan (ii) dengan menerbitkan Prom-
issory Note, yang berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Penutupan, untuk melunasi sisa harga penjualan.

c. Penutupan

Rencana Penjualan hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah
memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang
berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS
Perseroan untuk melakukan tindakan pejualan/ divestasi Aset.

d. Pengakhiran PPJB Aset (Pasal 12)
(i) Penjual dapat sewaktu-waktu mengakhiri PPJB Aset dengan mengirimkan

pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, dalam hal terjadi peristiwa-
peristiwa di bawah ini:

1) Jika Pembeli, dengan alasan apapun, lalai membayar penuh Harga
Penjualan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan atau lalai
membayar penuh Promissory Note selambat-lambatnya pada tanggal
jatuh tempo Promissory Note, namun demikian atas dasar persetujuan
Para Pihak, Para Pihak dapat memperpanjang jatuh tempo pelunasan
Uang Muka Pembelian atau Promissory Note dengan perjanjian
tertulis; atau

2) Jika Pembeli tidak dapat memenuhi satu atau lebih persyaratan-
persyaratan dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan
Perjanjian ini.

(ii) Apabila Penjual mengakhiri PPJB Aset secara sepihak sebelum Tanggal
Penutupan, Penjual dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja
terhitung dari tanggal pengakhiran PPJB Aset akan mengembalikan setiap
jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual tanpa dikenakan bunga
pada rekening bank yang ditunjuk oleh Pembeli.

(iii)Apabila pengakhiran PPJB Aset sebagaimana berdasarkan ketentuan
Pasal 12.1, maka Penjual tidak berkewajiban untuk mengembalikan setiap
jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual kepada Pembeli dan oleh
karena itu Pembeli setuju bahwa setiap jumlah pembayaran yang telah
diterima Penjual adalah menjadi milik Penjual sepenuhnya.

(iv)Setiap pihak dapat mengakhiri PPJB Aset ini dengan pemberitahuan
tertulis tentang pengakhiran PPJB Aset ini kepada Pihak lainnya
dikarenakan timbulnya peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa salah
satu Pihak, dimana Keadaan Kahar tersebut tidak dapat dipulihkan dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan tentang terjadinya
Keadaan Kahar dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut
kepada Pihak lainnya.

8. Keterangan Mengenai Pyxis

Riwayat Singkat

PT Pyxis Ultimate Solutions (“Pyxis”) yang berkedudukan di Malang Propinsi Jawa
Timur, Republik Indonesia didirikan berdasarkan pada Akta No : 51 tanggal 24
Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di Malang. Kantor
Pyxis berlokasi di Malang Propinsi Jawa Timur.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Pyxis bergerak di bidang jasa,
perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Pyxis dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

• Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi
informatika dan produk teknologi informatika termasuk namun tidak terbatas
pada produk-produk internet.

• Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa
dan produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil-
hasilnya baik di dalam negeri (lokal dan interinsulair) maupun luar negeri
(international/export) termasuk impor dari luar nergeri maupun di luar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pyxis berdasarkan Akta
No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di
Malang adalah sebagai berikut :

Keterangan Jumlah Jumlah Nilai %
Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 800 400.000.000

Pemegang Saham:
1. Ir. Ganiadi Gunawan 100 50.000.000 50,00
2. David Jakubus Elisafan 100 50.000.000 50,00

Modal Ditempatkan dan Disetor 200 100.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 600 300.000.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo,
S.H., Notaris di Malang, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pyxis yang sedang
menjabat adalah sebagai berikut:

Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan
Komisaris : David Jakubus Elisafan

E. DAMPAK KEUANGAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Dengan asumsi Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan telah dilaksanakan
pada tanggal 31 Mei 2011, maka proforma ikhtisar data keuangan penting Perseroan
pada tanggal 31 Mei 2011, yang telah direview oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara
& Rekan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma
(Dalam Rp)

31 Mei 2011 31 Mei 2011
KETERANGAN Sebelum Setelah

Transaksi Transaksi (Proforma)

Aset Lancar 1.061.691.127 230.183.571.422
Aset Tidak Lancar 2.069.395.220 540.298.800.036
Jumlah Aset 3.131.086.347 770.482.371.458
Liabilitas Lancar 3.305.416.105 219.476.145.421
Liabilitas T idak Lancar 763.913.978 8.117.471.269
Jumlah Liabilitas 4.069.330.083 227.593.616.690
Ekuitas (938.243.736) 542.888.754.768

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Proforma

(Dalam Rp)

31 Mei 2011 31 Mei 2011
KETERANGAN Sebelum Setelah

Transaksi Transaksi (Proforma)

Pendapatan Bersih 1.079.645.344 360.909.526.924
Laba kotor 1.079.645.344 32.738.573.564
Laba (Rugi) Usaha (43.103.346) 21.320.041.432
Laba (Ruqi) Bersih (39.244.145) 14.272.754.359

Asumsi-Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Menyiapkan Informasi Neraca Ringkas
Proforma :

a. Melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham dalam
rangka penerbitan HMETD sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu saham atau sebesar 85,71% (delapan puluh
lima koma tujuh satu persen) dari jumlah saham Perseroan m Perseroan yang
ditempatkan dan disetor penuh dengan Nilai Nominal  Rp 200 (dua ratus Rupiah)
yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 420 (empat ratus dua puluh Ru-
piah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 529.515.000.000 (lima
ratus dua puluh Sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah).

b. Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham dalam rangka
penerbitan HMETD dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011.

c. Membeli seluruh kepemilikan saham yang mempunyai nilai pasar wajar sebesar
USD 68,45 juta atau setara dengan Rp 584.332 juta, sebagaimana Laporan
Penilaian 99,90% saham PT SIMS Jaya Kaltim dari KJPP Ruky, Sridhar & Rekan
No.TC/CF/R-0108/11, tanggal 24 Agustus 2011

d. Pembelian seluruh kepemilikan saham (akuisisi) PT SIMS Jaya Kaltim sebanyak
1.998 lembar saham atau 99,90% dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011

e. Memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.1 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

f. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sebesar 97,45% (Sembilan puluh tujuh
koma empat puluh lima persen) atau sebesar Rp516miliar akan digunakan untuk
pengambilalihan 99,90% saham PT SIMS Jaya Kaltim

g. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang Kombinasi Bisnis

h. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 52 tentang Mata Uang
Pelaporan

i. Transaksi divestasi aset tetap sebesar nilai buku dan transaksi offset atas aset
dan liabilitas usaha PT Myoh Technology, Tbk dilakukan pada 31 Mei 2011

F. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK

Dalam rangka merealisasikan tindakan korporasi sebagaimana diuraikan di atas,
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu:

• Akuntan Publik Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan, yang melakukan audit
atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2011;

• Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, yang melakukan audit
atas laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2011;

• Penilai Independen KJPP Ruky, Sridhar & Rekan, yang melakukan penilaian atas
saham dan kewajaran Rencana Transaksi serta melakukan studi kelayakan atas
perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; dan

• Konsultan Hukum Thamrin & Rachman yang melakukan uji tuntas dari segi hukum
atas Perseroan dan SIMS.

G. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP Ruky, Sridhar dan Rekan yang memiliki ijin usaha dari Kementrian Keuangan
No. 2.11.0087 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KM.1/2011
tanggal 7 Maret 2011 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam
- LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam -
LK No. 12/BL/STTD-P/B/2011, telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai
independen sesuai dengan Surat Penugasan No. P/0405/11 tanggal 15 Juni 2011
untuk (i) melakukan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama
(ii) penilaian 99,9% saham SIMS (iii) memberikan pendapat kewajaran atas Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan.

1. Ringkasan Penilaian 99,9% Saham SIMS

Berikut ringkasan Laporan Penilaian 99,9% Saham SIMS sebagaimana diuraikan
KJPP RSR dalam laporannya No. TC/CF/R – 0108/11 tanggal 24 Agustus 2011:

Tujuan

Penilaian ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam menentukan Nilai
Pasar Wajar dari 99,9% saham SIMS per tanggal 31 Mei 2011 sehubungan dengan
Rencana Pengambilalihan SIMS oleh Perseroan.

Obyek Penilaian

Obyek dalam penilaian ini adalah 99,9% saham SIMS.

Tanggal Penilaian

Penilaian saham ini dilakukan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31
Mei 2011.

Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Penilaian ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan pada
informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana
berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta
tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang digunakan terutama:
Laporan audit keuangan SIMS, proyeksi keuangan SIMS, serta berbagai sumber
informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain
yang dianggap relevan

Asumsi dan Kondisi Pembatas

KJPP RSR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal
Laporan Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian. Segala
perubahan terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat
mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan
kesimpulan yang disebabkan perubahan-perubahan tersebut. KJPP RSR juga
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian
karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS, Penilai mengaplikasikan
2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dengan Metode Diskonto Arus
Kas Bersih (Discounted Cash Flow - DCF), dan pendekatan data pasar dengan
Metode Pasar (Guideline Company Method-GCM).

Kesimpulan Nilai

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan terlampir, dengan
menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar serta
memperhatikan Kondisi Pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka
menurut pendapat Penilai, Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS per tanggal 31
Mei 2011 adalah sebesar USD 68,447.000 (dibulatkan) (enam puluh delapan
juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dollar) atau setara dengan Rp
584.332.039.000,- (dibulatkan) (limaratus delapan puluh empat miliar tiga ratus
tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah), menggunakan Kurs Tengah
Bank Indonesia per tanggal 31 Mei 2011 dimana USD 1 = Rp 8.537,-

2. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan

Berikut ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama Perseroan sebagaimana diuraikan KJPP RSR dalam laporannya No. TC/
CF/R – 0208/11 tanggal 25 Agustus 2011:

Tujuan

Hasil dari studi kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan berkenaan
untuk menentukan kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perseroan sehubungan dengan akuisisi 99,9% saham SIMS.

Tanggal Penilaian

Laporan Studi Kelayakan dilaksanakan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan
laporan keuangan yang digunakan dalam analisa menggunakan data per 31 Mei
2011.

Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Penilaian ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan pada
informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana
berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta
tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang digunakan terutama:
Laporan audit keuangan SIMS, proyeksi keuangan SIMS, kontrak-kontrak kerja,
serta berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik
dan hasil analisis lain yang dianggap relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi
dan data. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP RSR melandaskan
dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen
Perseroan dan SIMS, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar,
lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan. KJPP RSR tidak melakukan
audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-
data yang diberikan oleh manajemen Perseroan dan SIMS, baik lisan maupun
tulisan, dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau
bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau
penjelasan tersebut.

Sebagai dasar bagi KJPP RSR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan
Laporan Studi Kelayakan, KJPP RSR menggunakan data-data sebagaimana
tercantum pada bagian Sumber Data di atas sebagai bahan pertimbangan.

Segala perubahan terhadap data-data tersebut diatas dapat mempengaruhi hasil
penilaian KJPP RSR secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak dapat
menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan
yang disebabkan perubahan data tersebut.

Laporan Studi Kelayakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi
pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan
Pemerintah pada tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan.

KJPP RSR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Studi
Kelayakan ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap
asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Studi Kelayakan ini. Laporan Studi
Kelayakan ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan
yang telah disebutkan di atas, dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.

Laporan Studi Kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan
penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan
keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang
menyesatkan.

KJPP RSR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi
pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini

Pendekatan dan Metode Penilaian

Langkah-langkah penyusunan Studi Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama Perseroan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor
VIII.C.3 sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:
KEP-340/BL/2009. Analisis yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian Ekonomi Makro dan Pasar
2. Kajian Pola Bisnis
3. Kajian Kelayakan Model Manajemen
4. Kajian Teknis
5. Kajian Kelayakan Keuangan

Kesimpulan

Dengan demikian rencana Perseroan untuk melaksanakan Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah Layak karena akan mendatangkan
tambahan manfaat bagi pemegang saham Perseroan. Hal ini dikarenakan, NPV
yang positif, Internal Rate of Return (“IRR”) dari investasi lebih besar dari Weighted
Average Cost of Capital (“WACC”)BCR lebih dari 1 (satu) dan biaya maksimum
yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar nilai investasi sebesar USD
73,89 juta. Rekomendasi ini kami berikan dengan catatan semua asumsi yang
diterapkan dalam Studi Kelayakan ini dapat dipenuhi.

3. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan

Berikut ringkasan ringkasan laporan penilai independen KJPP RSR atas kewajaran
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana
Penjualan tertuang pada Laporan Pendapat Kewajaran No. TC/CF/R – 0308/11
tanggal 26 Agustus 2011:

Tujuan Penilaian

Memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan.

Obyek Penilaian

Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan 99,9% saham SIMS serta
Rencana Penjualan.

Tanggal Penilaian

Analisis Kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisa menggunakan data per 31 Mei 2011.

Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Laporan Kewajaran ini, KJPP RSR melandaskan dan
berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen
Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap,
dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang
digunakan terutama: Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Mei 2011, Laporan
keuangan audit SIMS per 31 Mei 2011, PPJB, PPAJB, Informasi Keuangan
Konsolidasi Proforma, Laporan Penilaian Saham SIMS serta berbagai sumber
informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain
yang dianggap relevan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dari tanggal Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan terjadinya Rencana
Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material
terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu
kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa
mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan
pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut.

Pendapat dalam Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi
umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini.

Pendapat Kewajaran juga dianalisa dengan mempertimbangkan azas normalitas
transaksi (arm’s length transaction)

Metodologi Pengkajian Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, penilai independen telah
melakukan analisis: (a) Analisis Kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang
terlibat dalam Rencana Transaksi dan keterkaitan, Analisis Perjanjian Transaksi,
serta Analisis Manfaat dan Resiko Rencana Transaksi; (b) Analisis Kuantitatif,
berupa analisis kewajaran harga dan analisis nilai tambah dari Rencana Transaksi.

Evaluasi Kewajaran Rencana Transaksi

a. Analisis Kuantitatif
b. Analisis Kualitatif
c. Analisis Nilai Tambah

Pendapat Penilai

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang
dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi
ekonomis dan keuangan, menurut pendapat Penilai Rencana Transaksi adalah
wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan
menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 30 September 2011 pukul 13.00 WIB,
bertempat di Jakarta.

Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal 14 Sep-
tember 2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan
diselenggarakan pada tanggal 30 September 2011. Pemegang saham yang tidak
dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
dengan cara mengisi blangko Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan
mengembalikannya ke kantor Perseroan, sehingga Surat Kuasa tersebut sudah
diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB
diselenggarakan.

Dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang
saham atas hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I Perseroan dalam
rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham
SIMS dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I

3. Persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan menjadi
perusahaan investasi di bidang usaha pertambangan batu bara dan jasa
pertambangan

4. Persetujuan atas perubahan nama Perseroan

5. Persetujuan atas perubahan domisili Perseroan

6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan

7. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan penjualan seluruh aset tetap
dan aset lancar Perseroan kepada pihak ketiga

8. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan atas Agenda I – VII tersebut
diatas .

Berkaitan dengan kuorum untuk RUPSLB dalam rangka PUT I serta Rencana
Transaksi ini, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta
dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik, ketentuan pemungutan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana
Transaksi adalah sebagai berikut:

Ketentuan RUPS untuk PUT I serta Transaksi Material:

Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan
keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

• Dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPSLB adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dan seluruh suara dengan hak
suara yang hadir dalam RUPSLB.

• Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam
RUPSLB Kedua ini paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPSLB Kedua
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh suara yang sah yang dikeluarkan RUPSLB.

• Dalam hal kuorum RUPSLB Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSLB Ketiga ditetapkan oleh Ketua
Bapepam dan LK..

Tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan RUPSLB adalah sebagai berikut :

No Keterangan Tanggal

1. Panggilan RUPSLB dan tambahan informasi
kepada pemegang saham di surat kabar : 15 September 2011

2. Penyampaian bukti iklan di surat kabar ke
Bapepam dan LK : 17 September 2011

3. Pelaksanaan RUPSLB : 30 September 2011

I. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas semua
kebenaran informasi yang dimuat didalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa
setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup dan sepanjang yang diketahui dan
diyakini jajaran Direksi dan dewan Komisaris Perseroan, maka informasi yang dibuat
didalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang
dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menegaskan bahwa semua informasi
material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

J. REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan, namun rencana tersebut
masih digantungkan pada hasil keputusan RUPSLB dalam rangka PUT I.

Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan merupakan pilihan terbaik bagi
Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga memberikan rekomendasi tersebut
kepada Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi dimaksud. Dalam memberikan
rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris telah
menelaah laporan pendapat pihak independen yang ditunjuk Perseroan.

Mengenai manfaat dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Rencana
Pengambilalihan dan Rencana Penjualan serta Informasi Keuangan Proforma,
sehingga berkeyakinan bahwa rencana tersebut merupakan pilihan terbaik bagi
Perseroan dan Pemegang Saham.

PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2011 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK 50R
dan PSAK 55R secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya
tercantum dalam Prospektus ini.

Jumlah kewajiban Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

LIABILITAS LANCAR
Utang usaha 380.860 413.360 514.860
Utang lain-lain 1.289.290 1.294.290 1.382.790
Utang pajak 243.782 224.487 1.732.409
Biaya yang masih harus dibayar 1.391.484 1.324.735 1.447.368

JUMLAH LIABILITAS LANCAR 3.305.416 3.256.872 5.077.427

LIABILITAS TIDAK LANCAR
Hutang pada pihak yang mempunyai
   hubungan istimewa 121.038 132.363 142.363
Kewajiban pajak tangguhan - - 267.551
Kewajiban imbalan paska kerja 642.876 571.970 487.320

JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR 763.914 704.332 897.234

JUMLAH LIABILITAS 4.069.330 3.961.204 5.974.662

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan
harus dibaca bersama dengan audit laporan keuangan Perseroan dan catatan-
catatannya yang termuat dalam Bab V  Prospektus ini mengenai Laporan Auditor
Independen dan Laporan Keuangan Perseroan. Laporan keuangan Perseroan untuk
periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010 dan
2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

UMUM

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional berkedudukan di Malang, Jawa Timur,
yang bergerak dalam bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi informasi
termasuk dan tidak terbatas pada produk-produk berupa perangkat lunak, sistem
aplikasi dan produk-produk internet serta usaha dalam bidang perindustrian yang
berhubungan dengan jasa dan produk-produk teknologi informasi dan
memperdagangkan hasil-hasilnya di dalam maupun diluar negeri.

Seiring berjalannya waktu, Perseroan mulai agresif mengembangkan produk produk
lain antara lain DESY (Delta Easy Accounting System), MyIncome serta MyAR untuk
aplikasi keuangan.  Pada tahun 2004, divisi Training (MYOH Training Center) didirikan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator professional di industri perhotelan serta
untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan.  Akan tetapi di tahun 2005, divisi ini
dilebur menjadi satu dalam operasional perusahaan dan mulai tahun 2006 Perseroan
hingga sekarang ini memfokuskan pada pengembangan optimal untuk sistem restoran
dan perhotelan yang disesuikan dengan kebutuhan user.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mendapatkan ijin usaha
dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Keputusan No. 15/13/SIU-B/IV/2000 tertanggal 3 April 2000.

ANALISA KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan Perseroan yang didasarkan atas
laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Mei 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

ASET
Aset Lancar 1.061.691 735.239 6.336.363
Aset Tidak Lancar 2.069.395 2.326.966 594.166

JUMLAH ASET 3.131.086 3.062.205 6.930.528

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Lancar 3.305.416 3.256.872 5.077.427
Liabilitas Tidak Lancar 763.914 704.332 897.234

JUMLAH LIABILITA 4.069.330 3.961.204 5.974.662

JUMLAH EKUITAS (938.244) (899.000) 955.867

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.131.086 3.062.205 6.930.528

Aset

Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan:

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 16.135 25.242 27.669
Piutang usaha 934.875 582.614 710.353
Piutang lain-lain 30.156 31.066 5.461.526
Persediaan 20.500 20.500 20.500
Pajak dibayar dimuka 57.803 59.150 56.315
Biaya dibayar dimuka 2.222 16.667 60.000

JUMLAH ASET LANCAR 1.061.691 735.239 6.336.363

ASET TIDAK LANCAR
Investasi saham - 255.000 255.000
Aset tetap 119.254 135.710 115.832
Beban pembuatan program 210.000 210.000 210.000
Uang muka jaminan proyek - - -
Biaya dibayar dimuka - - 13.333
Aset pajak tangguhan 1.740.141 1.726.255 -

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 2.069.395 2.326.966 594.166

JUMLAH ASET 3.131.086 3.062.205 6.930.52

Tahun 2010 merupakan tahun awal penerapan Pernyataan Standard Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 50 dan PSAK No. 55 yang secara prospektif telah diterapkan
oleh Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2010, sebagai dampaknya Asset lancar per
31 Desember 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya, sedangkan asset tidak lancar pun menjadi bertambah besar.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp3.131 juta,
meningkat sebesar 2,25% dari sebelumnya Rp3.062 juta pada tanggal 31 Desember
2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha
Perseroan sebagai akibat dari peningkatan penjualan.

Namun Jumlah aset Perseroan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar
55,82% bila dibandingkan dengan tahun 2009. Penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh menurunnya piutang lain-lain Perseroan.

Kewajiban

Berikut ini perincian mengenai akun-akun kewajiban Perseroan:

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

LIABILITAS LANCAR
Hutang usaha 380.860 413.360 514.860
Hutang lain-lain 1.289.290 1.294.290 1.382.790
Hutang pajak 243.782 224.487 1.732.409
Biaya yang masih harus dibayar 1.391.484 1.324.735 1.447.368

JUMLAH LIABILITAS LANCAR 3.305.416 3.256.872 5.077.427

LIABILITAS TIDAK LANCAR

Utang pada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa 121.038 132.363 142.363

Liabillitas pajak tangguhan - - 267.551

Liabilitas imbalan paska kerja 642.876 571.970 487.320

JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR 763.914 704.332 897.234

JUMLAH LIABILITAS 4.069.330 3.961.204 5.974.662

Kewajiban lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar 35,86% di tahun 2010
disebabkan karena terjadi penurunan hutang usaha. Kewajiban tidak lancar juga
mengalami penurunan sebesar 21,5%. Hal tersebut disebabkan karena Perseroan
tidak lagi memiliki kewajiban pajak tangguhan.

Pada Mei 2011, jumlah kewajiban Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,73%
disebabkan oleh peningkatan pada biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban
imbalan pasca kerja.

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif
(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

Pendapatan 1.079.645 1.947.360 2.047.251
Laba (Rugi) Usaha (43.103) 80.449 35.203
Pendapatan (Beban) Lain-lain - bersih (10.027) 71.680 (608.907)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (53.130) 152.129 (573.703)
Jumlah Pajak Penghasilan 13.886 199.630 58.409

LABA (RUGI) BERSIH (39.244) 351.759 (515 .294)

Penjualan

Pendapatan usaha Perseroan selama 31 Mei tahun 2011 adalah sebesar Rp1.079
juta meningkat 33,06% dari sebelumnya sebesar Rp1.947 pada 31 Desember tahun
2010.

Per 31 Desember 2010, 50% pendapatan Perseroan diperoleh dari pendapatan
maintenance, sedangkan penjualan piranti lunak berkontribusi sebesar 45% dari to-
tal pendapatan sebesar Rp. 1,95 miliar, dan sisanya sebanyak 5% merupakan
pendapatan lain-lain.

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2010 menurun sebesar 4,88% dari
sebelumnya Rp2.047 juta pada tahun 2009. Penurunan tersebut disebabkan oleh
adanya penurunan volume penjualan software hotel.

Beban Usaha

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban pokok usaha Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Beban Usaha 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

Beban Usaha dan Administ rasi :
Gaji dan insentif 462.412 1.249.644 1.077.183
Penyisihan piutang ragu-ragu - - 100.929
Transportasi 72.733 97.098 193.538
Sewa 69.969 71.117 155.412
Penyusutan dan amortisasi 42.036 49.674 42.107
Telepon, fax dan internet 32.212 61.644 62.015
Konsultan 62.367 25.995 61.729
Beban Penghapusan Investasi 255.000 - -
Komisi penjualan - - 24.076
Listrik dan air 9.753 26.737 27.483
Imbalan pasca kerja 70.907 84.650 133.646
Peralatan kantor 6.001 21.317 22.254
Perbaikkan dan pemeliharaan - 24.748 19.319
Pos dan kurir 2.376 6.977 5.005
Entertainment 19.365 13.659 14.661
Lain-lain 150 90.090 5.026

Jumlah beban umum dan administrasi 1.105.281 1.823.351 1.944.382

Lain-lain bersih 17.468 43.560 67.665

Jumlah beban usaha 1.122.749 1.866.911 2.012.048

Beban Usaha Perseroan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp1,1 miliar, meningkat
44,33% dari sebelumnya Rp1,9 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya
kenaikan pada beban umum dan administrasi.

Beban usaha merupakan biaya yang dibukukan atas biaya administrasi umum serta
beban bunga. Beban usaha Perseroan turun sebesar 7,2% ditahun 2010 sebesar
Rp. 1,9 milyar dari tahun 2009 sebesar Rp. 2 milyar, karena sejak tahun 2009
Perseroan mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara pasar Australia dan
lebih berkonsentrasi pada pasar Domestik, sehingga dapat meminimalisasi trans-
port.

Laba Bersih

Untuk pertama kalinya, ditahun ini Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar
Rp351 juta, walaupun ini belum memenuhi target Perseroan, tetapi setidaknya ini
merupakan langkah awal yang menggembirakan bagi Perseroan.

Namun per 31 Mei 2011, Perseroan mengalami rugi bersih sebesar Rp. 39 juta atau
turun 126,78% dari tahun 2010.

Hingga saat ini Perseroan masih belum dapat membagikan dividen pada Pemegang
Saham mengingat akumulasi kerugian di tahun-tahun yang lalu masih cukup besar.

RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai
macam risiko yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang
diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, antara lain
sebagai berikut:

• Risiko Perkembangan Teknologi dan Persaingan
• Risiko Kehilangan Tenaga Inti
• Risiko Tidak diperpanjangnya Kontrak Jasa Langganan
• Risiko Kegagalan Produksi dan Implementasi Produk
• Risiko Keuangan

PERUSAHAAN SASARAN

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh
Perusahaan Sasaran tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor
internal maupun eksternal yang dapat memberikan dampak negatif tidak tercapainya
target usaha, antara lain sebagai berikut :

• Risiko aktifitas operasional penambangan yang mengalami gangguan tak terduga
seperti kondisi cuaca (hujan) yang tidak diharapkan dan bencana alam, gangguan
pada peralatan pertambangan, kegagalan untuk memperoleh supply bahan bakar,
bahan peledak, dan suku cadang.

• Kontrak dengan perusahaan tambang batubara mengalami masalah atau gagal.

• Kenaikan biaya operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan pendapatan
dari kegiatan usaha.

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap kondisi
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Tanggal Laporan Keuangan
Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan pada
tanggal 23 Juni 2011 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2011 berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian yang berisi paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK 50R
dan PSAK 55R secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2010 yang laporannya
tercantumdalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Malang, Jawa Timur dan didirikan dengan nama
PT MYOHDOTCOM Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Myohdotcom Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester
Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman
Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C-7565 HT.01.01. TH.2000
tanggal 29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3067 dari BNRI
No. 48 tanggal 14 Juni 2000.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain yaitu:

1. Akta Berita Acara PT Myohdotcom Indonesia No.37 tertanggal 7 April 2000 yang
dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. C-8724 HT.01.04.TH.200 tertanggal 17 April 2000;
(ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 28 April 2000 pada Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang dengan TDP No. 130815100749 dan
Agenda Pendaftaran No. 122/BH.13.08/IV/2000 dan diumumkan dalam Tambahan
No. 3299 dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2000. Akta ini menyetujui peningkatan
Modal Dasar dan Modal Ditempatkan serta Modal Disetor Perseroan;

2. Akta Berita Acara PT Myohdotcom Indonesia No. 118 tangal 18 April 2000 yang
dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan No. C-9115 HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 April
2000; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 28 April 2000 pada
Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Malang dengan TDP No. 130815100749
dan Agenda Pendaftaran No. 123/BH.13.08/IV/2000; dan (iii) diumumkan dalam
Tambahan No. 3300 dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2000. Akta ini menyetujui
pelaksanaan penawaran umum saham perdana (go public) Perseroan dan
perubahan anggaran dasar Perseroan;

3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myohdotcom
Indonesia Tbk No. 11 tanggal 8 Januari 2003 yang dibuat oleh Muhammad Afdal
Ghazali, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. C 03177 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Pebruari 2003 dan
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2003 pada Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan TDP No. 090317438806
dan Agenda Pendaftaran No. 370/III/2003. Akta ini menyetujui Perubahan Pasal
1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat kedudukan
Perseroan dari semula bernama PT Myohdotcom Indonesia Tbk berkedudukan
di Malang menjadi PT Myoh Technology Tbk berkedudukan di Jakarta dan
kemudian Kantor Perseroan di Malang menjadi Kantor Cabang;

4. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MYOH Tech-
nology Tbk No. 37 tanggal 26 Juni 2008 sebagaimana ditegaskan kembali
berdasarkan Akta Penegasan No. 26 tanggal 27 Oktober 2008, keduanya dibuat
di hadapan Muhammad Afdal Ghazali, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 59995.AH.01.02.Tahun 2010
tanggal 27 Desember 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU
0093099.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta No. 37/2008 juncto Akta
Penegasan No. 26/2008 ”). Akta ini menyetujui penyesuaian seluruh ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT;

5. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MYOH Tech-
nology Tbk No. 36 tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat oleh Muhammad Afdal Ghazali,
S,H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah ditegaskan berdasarkan Akta
Penegasan No. 04 tanggal 6 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Eva Misdawati,
S,H., Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-37809.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 dan didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0061780.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta No. 36/
2009”). Akta ini menyetujui perpindahan domisili/kedudukan Perseroan dari semula
berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Malang, Jawa Timur;
dan

6. Akta Perbaikan No. 36 tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana telah ditegaskan
berdasarkan Akta Penegasan No. 04 tanggal 6 Januari 2011, keduanya dibuat di
hadapan Eva Misdawati, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada
dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indone-
sia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar PT Myoh Technology Tbk No. AHU-AH.01.10-24788 tanggal 1
Agustus 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0063501.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Akta-akta ini memuat pernyataan kembali
oleh Direksi Perseroan berdasarkan kuasa dari RUPS Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 18 April 2000 atas jumlah saham yang telah terjual
sebagai hasil Penawaran Umum Saham Perdana (Go Public), yaitu sebanyak
150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, dengan demikian Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi sebanyak 1.681.000.000 (satu
miliar enam ratus delapan puluh satu juta) saham.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha
Perseroan adalah bergerak dalam bidang bidang jasa, perindustrian dan
perdagangan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi
informatika dan produk teknologi informatika termasuk tetapi tidak terbatas
pada produk produk berupa software, sistim aplikasi dan produk produk
internet; dan

b. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa
dan produk produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil hasil
baik di dalam maupun di luar negeri.

B. IJIN-IJIN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha
perdagangan perseroan terbuka (SIUP-Tbk) dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan No. 15/13/SIUP-B/iv/2000 tertanggal 3
April 2000.
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

PERSEROAN SEJAK PENAWARAN UMUM PERDANA (GO PUBLIC)

Perseroan telah melakukan penawaran umum Perdana saham pada tahun 2000.
Sebelum dilakukan Penawaran Umum Terbatas I, berdasarkan Daftar pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2011 yang disusun oleh Biro Administrasi
Efek PT Adimitra Transferindo adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham Jumlah Jumlah %
Saham (Rp)

1. PT. Daccom Anugerahmulya 526.436.000 13.160.900.000 31,32%
2. PT. Majapahit Securit ies Tbk 245.439.000 6.135.975.000 14,60%
3. PT. Janisia Investama 225.800.000 5.645.000.000 13,43%
4. PT. Nictyfrank Hutama Arta 145.816.500 3.645.412.500 8,67%
5. PT. Citra Aniko Bersama 136.000.000 3.400.000.000 8,09%
6. PT. Adhika Prabha Buana 122.400.000 3.060.000.000 7,28%
7. Tommy Bunarjo 105.066.000 2.626.650.000 6,25%
8. Masyarakat *) 174.042 .500 4.371.062.500 10,35%

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh 1.681.000.000 42.045.000.000 100,00%

Jumlah Saham Dalam Portepel 2.319.000.000 57.975.000.000

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai
kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MYOH
Technology Tbk No. 37 tanggal 26 Juni 2008 juncto Akta Penegasan No. 26 tanggal
27 Oktober 2008, juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT MYOH Technology Tbk No. 36 tanggal 29 Juli 2009, ketiganya dibuat oleh
Muhammad Afdal Ghazali, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk No. 20 tanggal 22
Juni 2011, dibuat oleh Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang sedang menjabat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : David Jakubus Elisafan
Komisaris : Jaegopal Hutapea
Komisaris independen : Sean Carrara Tanuwidjaya
Direksi
Direktur Utama : Dedet Yandrinal
Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan
Direktur : Ir. Kukuh Adistyanto

F. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK
BADAN HUKUM

PT Daccom Anugerahmulya

Riwayat Singkat

PT Daccom Anugerahmulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Dacom No.
170 tanggal 21 Nopember 1989 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dacom No. 176 tanggal 23 Mei
1991 yang kesemuanya dibuat di hadapan Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di
Malang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik In-
donesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7028.HT.01.01.th.92 tanggal 25
Agustus 1992 dan diumumkan dalam Tambahan No. 90 dari BNRI No. 90 tanggal 10
Nopember 1992.
Anggaran dasar PT Daccom Anugerahmulya telah beberapa kali diubah, terakhir
adalah perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT Daccom Anugerahmulya
untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Daccom
Anugerahmulya No. 32 tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat oleh The Hendro Winata,
S.H., Notaris di Malang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64447.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 16 September 2008 dan diumumkan dalam Tambahan No. 11750 dari BNRI
No. 35 tanggal 1 Mei 2009 (“Akta Daccom No. 32/2008”).

Kegiatan Usaha
PT Daccom Anugerahmulya bergerak di bidang perdagangan komputer beserta suku
cadangnya, jasa khususnya bidang pembuatan program dan servis komputer serta
jasa telekomunikasi, dan perdagangan umum.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Daccom No. 32/2008, struktur permodalan PT Daccom
Anugerahmulya adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), terbagi atas
2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp100.000,00
(seratus ribu Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp50.000.000,00 (Iima puluh juta Rupiah), terbagi atas 500
(Iima ratus) saham.

Modal Disetor : Rp50.000.000,00 (Iima puluh juta Rupiah).

Susunan pemegang saham PT Daccom Anugerahmulya adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Jumlah Nilai Persentase
Saham Nominal (Rp) Kepemilikan (%)

Modal Dasar 2.000 200.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. David Jakubus Elisafan 250 25.000.000 50%
2. Ir. Ganiadi Gunawan 250 25.000.000 50%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500 50.000.000 100%

 Jumlah Saham Dalam Portepel 1.500 150.000.000

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Daccom No. 32/2008, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris PT Daccom Anugerahmulya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Jaegopal Hutapea

Dewan Direksi
Direktur Utama : David Jakubus Elisafan
Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan tetap berkomitmen untuk terus meneliti jumlah karyawan, hingga pada
akhir Mei 2011, karyawan MYOH berjumlah 28 karyawan, terdiri dari 20 karyawan
tetap dan 8 karyawan kontrak.

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal
31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006 menurut status, jenjang jabatan,
dan jenjang tingkat pendidikan.

Data Karyawan Menurut Status

Status 31 Mei 31Desember

2011 2010 2009 2008 2007

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Tetap 20 71 21 66 22 61 26 68 26 68
Kontrak 8 29 11 34 14 39 12 32 12 32

Total 28 100 32 100 36 100 38 100 38 100

Data Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Status 31 Mei 31Desember

2011 2010 2009 2008 2007

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Manager 6 21 6 19 4 11 5 13 5 13
Staff 17 61 21 66 26 72 27 71 26 68
Pelaksana 5 18 5 16 6 17 6 16 7 18

Total 28 100 32 100 36 100 38 100 38 100

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Status 31 Mei 31Desember

2011 2010 2009 2008 2007

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

S1 12 43 13 41 16 44 21 55 24 63
D1-3 7 25 8 25 8 22 6 16 4 11
SMU 5 18 6 19 7 19 6 16 10 26
SMP 4 14 5 16 5 14 5 13 0 0

Total 28 100 32 100 36 100 38 100 38 100

H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN DAN PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN

Hubungan Kepemilikan Saham

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan dan Pemegang
Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan
Pemegang Saham sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Perseroan PT Daccom PT Majapahit PT Janisia
Anugrahmulya Securities Tbk Investama

Jaegol Hutapea Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris
Eddie Wibowo Komisaris Komisaris Direktur
Sean Carrara Tanudwidjaya Komisaris Komisaris

 independen
Chalid Abdullah Ghamy Komisari

 Independen
David Jakubus Elisafan Direktur Utama Direktur
Ir. Ganiadi Gunawan Direktur Direktur
Ir. Kukuh Adistyanto Direktur

I. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Pada saat ini baik Perseroan maupun masing-masing anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tidak terdapat atau terlibat dimuka pengadilan negeri,
pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial maupun Badan
Arbitrase Nasional atau sengketa lainnya, atau klaim yang mungkin timbul, yang
secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Seluruh
informasi mengenai hal ini telah diungkapkan dalam Prospektus.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Malang, Jawa Timur dan didirikan dengan nama
PT MYOHDOTCOM Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT
Myohdotcom Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester
Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman
Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C-7565 HT.01.01.TH.2000 tanggal
29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3067 dari BNRI No. 48
tanggal 14 Juni 2000.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan
terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas
PT Myohdotcom Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan
Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h Menteri
Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C-7565
HT.01.01.TH.2000 tanggal 29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan
No. 3067 dari BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2000.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha
Perseroan adalah bergerak dalam bidang bidang jasa, perindustrian dan perdagangan.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,
untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi
informatika dan produk teknologi informatika termasuk tetapi tidak terbatas pada
produk produk berupa software, sistim aplikasi dan produk produk internet;

b. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa dan
produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil-hasil baik di
dalam maupun di luar negeri.

Sebelum dilakukannya perubahan, kegiatan usaha utama Perseroan selama ini adalah
dalam bidang usaha pencipta dan penyedia perangkat lunak serta pengembang jasa
teknologi informasi (internet) untuk hotel, restoran, real estate, telekomunikasi dan
informasi, perguruan tinggi, perdagangan dan berbagai macam industri serta berbagai
macam bentuk aplikasi akuntansi.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Pendapatan dan Laba Perseroan mengalami
kemerosotan yang sangat tajam akibat daya sing produk Perseroan yang menurun
karena mendapat saingan dari produk sejenis dari luar negeri sehingga menempatkan
Perseroan dengan bidang usaha dengan ‘barrier of entry’ yang sangat rendah, dan
keberadaannya tidak didukung oleh suatu ‘competitive advantage’ dalam menjalankan
kegiatan usahanya.

Menanggapi situasi tersebut, pengurus Perseroan menyimpulkan bahwa perubahan
strategi bisnis diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan menambah nilai dari
Perseroan.

Keseluruhan perubahan strategi bisnis Perseroan tertuang dalam rencana
pengambilalihan terhadap 99,90% kepemilikan saham pada SIMS setelah perubahan
pada kegiatan usaha utama Perseroan.

Beberapa tahun terakhir, sektor sumber daya alam telah berkembang sangat aktif
dan menguntungkan.  Hal ini membuat Perseroan mengambil kesimpulan bahwa
bidang ini memiliki peluang yang lebih baik dibanding sektor perangkat lunak.  Oleh
karena itu, Perseroan akan melakukan pengambilalihan saham SIMS yang bergerak
dalam kegiatan usaha jasa pertambangan batubara.

Saat ini SIMS hanya memiliki  kontrak pertambangan dengan KIDECO untuk wilayah
Roto North dan SM-A .

B. SIMS

Setelah terselesaikannya seluruh rangkaian PUT I ini, Perseroan akan menjalankan
peran barunya sebagai pemegang saham mayoritas atas SIMS serta akan
mengendalikan operasional SIMS.

SIMS memiliki keahlian dalam semua sistem pertambangan khususnya penambangan
terbuka (open pit) dan jasa pengoperasian tambang berdasarkan perjanjian
operasional jangka panjang untuk produsen batubara yang telah diberikan ijin konsesi
penambangan batubara di Indonesia.  Kegiatan operasional SIMS terkonsentrasi di
Kalimantan Timur, di mana sebagian besar cadangan batubara Indonesia berlokasi.
Pelanggan SIMS adalah salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia yaitu
PT Kideco Jaya Agung.

SIMS menyediakan jasa pertambangan dalam bidang waste removal, coal produc-
tion, pit operation and development.  SIMS menyediakan jasa penambangan batubara
bagi produsen batubara Indonesia yaitu PT Kideco Jaya Agung yang terkait dengan
27.430 Ha konsesi penambangan batubara yang dimiliki oleh produsen tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2010, SIMS memiliki sekitar 688 karyawan (termasuk
pekerja kontrak) dan memiliki serta mengoperasikan sekitar 128 unit alat produksi
yang digunakan dalam pertambangan batubara, termasuk ekskavator, truk
pengangkut, buldoser, dan mesin perata permukaan (grader). Alat produksi ini
termasuk 80 truk pengangkut dengan kapasitas masing-masing sebesar 91 ton dan
12 ekskavator besar dengan daya tampung sebesar 15 m3.

Pada tahun 2010 dan 2009, SIMS menambang masing-masing sebesar 7,69 juta
ton dan 3.93 juta ton batubara, dan melakukan pengupasan tanah masing-masing
sebesar 40,5 juta BCM dan 34 juta BCM.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011 dan tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal, 31 Desember 2010 dan 2009, total pendapatan bersih SIMS masing-
masing adalah sebesar USD 41,2 juta, USD 75,7 juta dan USD 56,1 juta, dan laba
kotor masing-masing adalah sebesar USD 3,6 juta, USD 7,8 juta dan USD 8,4 juta.
SIMS mencatat laba bersih masing-masing sebesar USD 1,7 juta, USD 3,9 juta dan
USD 5,2 juta.

C. PERIJINAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha
perdagangan (SIUP-Besar) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa
Timur dengan No. 15/13/SIUP-B/IV/2000 tertanggal 3 April 2000.

Seperti telah disebutkan bahwa SIMS adalah perusahaan yang menjadi target dalam
bagian Rencana Pengambilalihan.  Kegiatan usaha SIMS sebagaimana tercantum
dalam Pasal 3 Anggaran Dasar adalah bergerak di bidang jasa kontraktor
pertambangan umum dan pemeliharaan alat berat bagi pertambangan.

D. PERSAINGAN USAHA

Perseroan, dengan jenis usaha yang baru, akan bersaing dengan peserta industri
lain dalam usaha jasa pertambangan. Persaingan dengan perusahaan sejenis, yang
dalam banyak hal termasuk kekuatan sumber daya keuangan, kontak lokal, staf dan
fasilitas yang lebih baik daripada Perseroan, dapat meningkat dimasa depan. Hal ini
dapat menyebabkan kenaikan biaya dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan di In-
donesia dan dapat mengurangi kinerja usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha
Perseroan. Namun demikian, dengan dukungan dari grup Samtan, Perseroan yakin
akan dapat dengan meminimalisasi persaingan usaha yang mungkin terjadi.

Dengan berbekal keunggulan ini, Perseroan dan grup usaha Samtan memiliki
keyakinan untuk dapat senantiasa memperkuat posisinya di dalam industri jasa
pertambangan. Iklim persaingan diantara pelaku usaha akan lebih diarahkan untuk
menciptakan sinergi dalam mengembangkan faktor teknologi untuk efisiensi produksi
(partnership).

E. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Berdasarkan kontrak kerja SIMS dengan pelanggannya yaitu pemilik tambang, setiap
pemilik tambang bertanggung jawab dalam memenuhi peraturan dan ketentuan terkait
lingkungan hidup terutama yang menyangkut reklamasi dan recovery pada lokasi
penambangan.  SIMS tidak diharuskan untuk memiliki Analisa Dampak Lingkungan,
Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan.

Namun SIMS berkomitmen untuk melaksanakan program-program lingkungan yang
sesuai dengan standar manajemen lingkungan yaitu sertifikasi ISO 14001 yang telah
dimilikinya. SIMS selalu berusaha untuk memastikan seluruh karyawan dan sub-
kontraktor agar dapat melaksanakan seluruh program lingkungan yang telah
diprogramkan.  SIMS juga telah melakukan berbagai pelatihan-pelatihan mengenai
masalah lingkungan, diantaranya:

• Pengendalian dampak lingkungan dan identifikasi aspek lingkungan

• Mencegah pencemaran lingkungan dan meminimalkan insiden kerusakan
lingkungan

• Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan

F. STRATEGI USAHA

Untuk mewujudkan visi Perseroan menjadi perusahaan kontraktor penambangan,
Perseroan memiliki misi untuk terus maju dan berkembang menjadi perusahaan yang
besar dan solid yang akan selalu siap bersaing di bidang industri jasa pertambangan
batubara di Indonesia.

Strategi usaha Perseroan adalah terus berbenah diri dengan terus melakukan
perbaikan-perbaikan berkelanjutan disegala bidang kerja, baik dari segi kemampuan
karyawan, fasilitas, peralatan/unit, manajemen sistem. Serta terus memunculkan ide-
ide atau inovasi baru dalam mengelola manajemen pertambangan yang efektif dan
efisien.

Strategi ini ditopang dengan nilai-nilai yang menjadi panduan operasi Perseroan,
yang meliputi: memelihara lingkungan kerja yang aman dan menghindari risiko,
bekerjasama dan bekerja secara harmoni diantara karyawan Perseroan, klien dan
masyarakat sekitar operasi Perseroan, konservatif dalam aspek-aspek manajemen
risiko, bertanggungjawab dan sadar akan dampak kegiatan operasi terhadap
lingkungan, melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai tambah terhadap
pekerjaan dan jasa Perseroan kepada klien.

G. PROSPEK USAHA

Perseroan, melalui Rencana Transaksi ini, memiliki prospek usaha dari beberapa
aspek yang dipercaya dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dimasa
yang akan datang. Secara teknis prospek usaha yang terindentifikasi merupakan
gambaran optimisme laju usaha Perseroan yang diasosiasikan ke dalam industri
jasa pertambangan batu bara dalam skala domestik maupun internasional.

a. Aspek ekonomis

Dinamika yang terjadi pada perekonomian global sepanjang tahun 2010 telah
memberikan pengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia. Pemulihan
ekonomi global yang terus berlanjut khususnya di negara-negara emerging mar-
kets dan terjaganya stabilitas perekonomian telah memberikan dampak positif
bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi domestik
tahun ini ditopang oleh sumber pertumbuhan yang semakin seimbang tercermin
pada kuatnya konsumsi dan tingginya permintaan ekspor serta investasi yang
membaik. Konsumsi yang meningkat terutama berasal dari konsumsi rumah
tangga sementara konsumsi pemerintah masih relatif terbatas seiring penyerapan
anggaran yang masih terbatas.

Di sisi ekspor, terjadi peningkatan kinerja pada tahun 2010 didukung oleh
meningkatnya permintaan eksternal seiring pemulihan ekonomi global khususnya
di kawasan Asia. Membaiknya kinerja ekspor juga di dorong oleh peningkatan
harga komoditas global. Sementara itu, kinerja investasi juga terus menunjukkan
perbaikan didukung oleh membaiknya persepsi pasar, meningkatnya pembiayaan,
relatif rendahnya harga barang impor, dan penerapan berbagai kebijakan
pemerintah yang mendukung investasi.

Nilai tukar rupiah menguat secara signifikan di tahun 2010. Penguatan rupiah
didukung oleh faktor fundamental yang solid tercermin pada kinerja neraca
transaksi berjalan yang mencatat surplus signifikan. Di samping itu, penguatan
rupiah tersebut juga derasnya arus modal masuk asing terkait dengan
melimpahnya likuiditas global.

Berdasarkan proyeksi dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada tahun
2011 diperkirakan terakselerasi dan dapat mencapai kisaran 6,0%-6,5%.
Sementara, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai
kisaran 6,1%-6,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi rumah tangga
yang tetap kuat, investasi yang membaik, serta masih solidnya kinerja ekspor
seiring dengan masih kuatnya pertumbuhan di negara mitra dagang, terutama di
kawasan Asia. Di sisi harga, Bank Indonesia memprakirakan inflasi di 2011 dapat
diarahkan pada kisaran sasarannya, yaitu 5% ± 1% pada tahun 2011 dan 4,5% ±
1% pada tahun 2012 dan akan mengalami penurunan secara bertahap sehingga
mencapai angka proyeksi 2,5%-4,5% pada tahun 2013.

b. Aspek Industri Jasa Penambangan Batubara

Permintaan akan energi alternatif yang cukup besar membuat negara-negara
pengekspor batubara berusaha meningkatkan volume produksi batubara mereka
dengan berusaha membuat berbagai regulasi serta kondisi yang dapat mendukung
sektor pertambangan batubara. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu
pengekspor batubara terbesar di dunia. Cina juga merupakan konsumen batubara
terbesar karena kebutuhan akan listrik untuk industri mereka yang juga besar
seiring dengan perkembangan ekonomi negaranya yang sangat pesat.

Perkembangan industri dalam negeri yang cukup pesat membuat pemerintah
saat ini kesulitan dalam memasok listrik untuk kebutuhan industri. Untuk mengatasi
masalah tersebut dan mendukung perkembangan industri dalam negeri,
Pemerintah kini sedang membuat program percepatan pembangunan pembangkit
tenaga listrik dengan bahan bakar batubara untuk dapat menekan harga produksi
sektor industri. Oleh karena itu permintaan dalam negeri khususnya akan batubara
saat ini juga meningkat sehingga membuat banyak investor dan pengusaha
pertambangan melakukan ekspansi baik dari segi perluasan area tambang
maupun usaha yang mendukung sektor industri pertambangan.

Meningkatnya kebutuhan akan energi alternatif pengganti minyak bumi yang masih
sangat tinggi membuat sektor industri pertambangan batubara dan industri
pendukung pertambangan khususnya pembangunan pembangkit tenaga listrik
baik dalam dan luar negeri menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan.
Perseroan melihat hal ini sebagai kesempatan yang baik untuk lebih meningkatkan
kinerja dan perluasan usaha.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010,
2009, 2008, 2007 dan 2006. Data tersebut berasal dari:

• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2011 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian

• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo,
Subyantara & rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Haryono, Adi dan
Agus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007 2006

ASET
Aset Lancar 1.061.691 735.239 6.336.363 6.923.600 7.791.263 7.703.865
Aset Tidak Lancar 2.069.395 2.326.966 594.166 623.207 1.719.671 1.795.333
JUMLAH ASET 3.131.086 3.062.205 6.930.528 7.546.807 9.510.934 9.499.199

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Lancar 3.305.416 3.256.872 5.077.427 5.232.131 6.050.500 4.394.771
Liabilitas Tidak Lancar 763.914 704.332 897.234 843.515 988.447 838.087
JUMLAH LIABILITAS 4.069.330 3.961.204 5.974.662 6.075.646 7.038.946 5.232.859

JUMLAH EKUITAS (938.244) (899.000) 955.867 1.471.161 2.471.988 4.266.340

JUMLAH LIABILITAS DAN
   EKUITAS 3.131.086 3.062.205 6.930.528 7.546.807 9.510.934 9.499.199

LAPORAN RUGI LABA KOMPREHENSIF
(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Pendapatan Usaha 1.079.645 1.947.360 2.047.251 1.748.702 2.303.496 2.192.430
Beban Usaha (1.122.749)(1.866.911)(2.012.048)(3.192.336)(2.878.334)(2.445.821)
Laba Usaha (43.103) 80.449 35.203(1.443.634) (574.838) (253.391)

Pendapatan (Beban)
Lain-lain (10.027) 71.680 (608.907) 348.980(1.125.482) 17.737

Laba (Rugi) Sebelum
Pajak Penghasilan (53.130) 152.129 (573.703)(1.094.654)(1.700.320) (235.654)

Pajak Penghasilan 13.886 199.630 58.409 (185.349) (94.033) (85.304)

Laba (Rugi) Bersih (39.244) 351.759 (515.294)(1.280.003)(1.794.353) (320.958)

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Rasio Profitabilitas
Marjin Laba Usaha -3,99% 4,13% 1,72% -82,55% -24,96% -11,56%
Marjin Laba Bersih -3,63% 18,06% -25,17% -73,20% -77,90% -14,64%
Laba Bersih Terhadap

Jumlah Aset (ROA) -1,25% 11,49% -7,44% -16,96% -18,87% -3,38%
Laba Bersih Terhadap

Ekuitas (ROE) 4,18% -39,13% -53,91% -87,01% -72,59% -7,52%

Rasio Pengelolaan Hutan
(Solvabilitas)

Jumlah Utang Terhadap
Jumlah Aset (DAR) 1,30 1,29 0,86 0,81 0,74 0,55

Jumlah Utang Terhadap
Ekuitas (DER) (4,34) (4,41) 6,25 4,13 2,85 1,23

Rasio Likuiditas
Lancar (Current Ratio) 0,32 0,23 1,25 1,32 1,29 1,75
Cepat (Quick Ratio) 0,29 0,19 0,15 0,14 0,28 0,37

EKUITAS

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ekuitas Perseroan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.
Data tersebut berasal dari:

• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2011 yang telah diaudit oleh Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian;

• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Supoyo, Sutjahjo, Subyantara
& rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

• Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2008 yang telah diaudit oleh Haryono, Adi dan Agus dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian.

(Dalam Rupiah)

Keterangan 31 Mei 31 Desember
2011 2010 2009 2008

Modal Dasar 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 42.025.000.000 42.025.000.000 42.025.000.000 42.025.000.000
Tambahan Modal Disetor 21.092.840.568 21.092.840.568 21.092.840.568 21.092.840.568
Saldo Laba (Defisit) (64.056.084.304) (64.016.840.159) (62.161.973.780) (61.646.679.796)
Jumlah Ekuitas (938.243.736) (898.999.591) 955.866.788 1.471.160.772

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam - LK
melalui surat No. No. 064/MYOH/PRESDIR/VIII/2011 dalam rangka PUT I dengan
penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sejumlah
1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu)
Saham Biasa Atas Nama baru dengan nilai nominal Rp 200,00 (dua ratus Rupiah)
setiap saham. Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 16.00 BBWI berhak
atas 6 (enam) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan
harga penawaran Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang
harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian
Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD
ini adalah jumlah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan perundangan yang
berlaku.
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu terjadi pada tanggal 31 Mei 2011, maka Proforma
Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah:

(dalam Rupiah)

Keterangan Modal Saham Tambahan Saldo Laba Jumlah
Modal Disetor

Posisi Ekuitas menurut
laporan keuangan per
tanggal 31 Mei 2011
dengan nilai nominal
Rp. 25 per saham 42.025.000 21.092.841 (64.056.084) (938.244) 

Sejumlah 1.260.750.000
saham dari PUT I dengan
nilai nominal Rp200 setiap
saham dan dengan harga
penawaran sebesar
Rp420 (empat ratus dua
puluh Rupiah) per saham 252.150.000 - 3.853.312 252.150.000 

Proforma Ekuitas pada
tanggal 31 Mei 2011
setelah PUT I 294.175.000 21.092.841 (60.163.529) 255.104.312 

KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan oleh kepada pemegang saham dalam
rangka PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan
saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT I, termasuk tetapi
tidak terbatas pada hak atas pembagian deviden kas.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus
disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari
Direksi. Anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat
dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan
yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu
sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010,
Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Perseroan merencanakan
akan tetap membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih Perseroan pada tahun buku yang
bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan
dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
menentukan lain, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan mulai tahun buku 2010
dan seterusnya Perseroan akan membayarkan dividen kas dengan dasar sebagai
berikut:

Laba Bersih Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih

Laba bersih sampai dengan Rp 25 miliar _< 15,00%
Laba bersih Rp 25miliar - Rp 50 miliar _< 10,00%

Laba bersih diatas Rp 50 miliar _< 1\5,00%

PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham yang diterima atau diperoleh Pemegang Saham
diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Nama Lembaga Nomor STTD

Akuntan Publik Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan 73/BL/STTD-AP/2009

Penasehat Hukum Thamrin & Rachman 239/PM/STTD-KH/1999

Notaris Fathiah Helmi, S.H., M.Kn.

Penilai Independen KJPP Ruky, Sridhar & Rekan 12/BL/STTD-P/B/2011

PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika saham
baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang
HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang
melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam
Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hal yang telah dilaksanakan.

Dalam hal masih terdapat HMETD yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa
saham tersebut akan diambil oleh SAMTAN Co., Ltd yang bertindak selaku Pembeli
Siaga dengan harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu Rp420,00 (empat
ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya dibayar tunai sesuai dengan
Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT I Perseroan No. 57 tanggal
25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta
(“Perjanjian Pembeli Siaga”),.

Ringkasan mengenai hal-hal pokok dan syarat serta kondisi yang berlaku dalam
Akta Perjanjian Pembeli Sisa Saham adalah sebagai berikut:

A. Pihak-pihak yang Terkait:

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini adalah:

1. PT MYOH Technology Tbk, pihak yang melaksanakan PUT I

2. SAMTAN Co., Ltd, pihak yang menjadi Pembeli Siaga.

B. Pembelian Seluruh atau Sisa Saham:

Saham yang ditawarkan dalam penawaran PUT I jika seluruh sahamnya tidak diambil
bagian oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada
Pemegang Saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari
hak nya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian
oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya dan ternyata tidak ada Pemegang Saham
Perseroan yang mengambil bagian, maka seluruh sisa saham yang tidak diambil
oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya tersebut wajib dibeli seluruhnya oleh
Pembeli Siaga dengan Harga Penawaran.

C. Harga Penawaran dan Pembayarannya:

Perseroan dan Pembeli Siaga setuju bahwa harga penawaran tiap saham yang
ditawarkan dalam penawaran PUT I adalah Rp420,00. Pembeli Siaga dengan ini
berjanji dan mengikat diri sekarang untuk kemudian pada tanggal pembayaran,
menyetor dan membayar dengan tunai kepada Perseroan seluruh harga saham yang
dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian ini melalui Rekening Perseroan
pada bank yang akan ditunjuk oleh Perseroan dan kemudian akan diberitahukan
kepada Pembeli Siaga dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam
Perjanjian ini dan peraturan pasar modal yang berlaku.

D. Kewajiban Bersyarat:

Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli seluruh sisa saham
yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan perjanjian
ini merupakan kewajiban sendiri-sendiri dan tergantung pada dipenuhinya ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK
dalam rangka PUT I telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui PUT I dalam RUPSLB.

E. Kewajiban Emiten:

Perseroan berkewajiban dan dengan ini setuju serta berjanji bahwa sebelum pukul
10.00 BBWI pada tanggal penutupan pendaftaran Sertifikat HMETD, Perseroan akan
memberitahukan kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah sisa saham yang harus
dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian atau memberi konfirmasi kepada
Pembeli Siaga bahwa tidak ada sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.

F. Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir
dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh
pada selambatnya 6 bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan
dalam PUT I atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah
diselesaikan.

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

SAMTAN Co., Ltd

Anggaran Dasar

Samtan Co., Ltd  didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Korea Selatan,
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Corporate Register) pada tanggal
10 Desember 1962 serta telah diumumkan pada harian Surat Kabar Maeil Business
Newspaper dan/atau The Korea Economic Daily. Pada saat Prospektus ini diterbitkan,
Samtan Co., Ltd berkantor pusat di  947-7 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Selatan.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Corporation Register sebagaimana telah diterjemahkan dan disertifikasi
oleh Kantor Konsultan Hukum dan Notaris The Dong Nam Law Firm, kegiatan usaha
SAMTAN Co., Ltd adalahsebagai berikut:

(i) Industri pertambangan pada umumnya;
(ii) Usaha di bidang Expor dan Impor;
(iii) Jual Beli Real Estat atau Jasa Kredit;
(iv) Usaha di bidang Kehutanan;
(v) Pembangunan, Penjualan, Persewaan Rumah, Toko, Pabrik dan Gedung-

gedung;
(vi) Usaha dibidang Pariwisata;
(vii) Usaha dibidang Peralatan dan Perlengkapan;
(viii) Usaha dibidang Perkulakan dan Keagenan;
(ix) Usaha dibidang Batu bara termasuk produksi, pengolahan dan penjualan;
(x) Usaha dibidang Restoran;
(xi) Usaha dibidang Seni dan Budaya;
(xii) Usaha dibidang Hiburan;
(xiii) Usaha dibidang Perparkiran;
(xiv) Usaha dibidang Suku Cadang dan Penjualannya;
(xv) Usaha dibidang Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara Perkulakan dan

Ecer;
(xvi) Usaha dibidang Pengangkutan Perairan;
(xvii) Usaha dibidang Persewaan Perlengkapan Mesin;
(xviii) Agen Pengangkutan Barang;
(xix) Eksplorasi Sumber Pembangkit Tenaga Listrik;
(xx) Pembangkit, Transmisi, Pertukaran, Distribusi Tanaga Listrik dan kegiatan

usaha terkait;
(xxi) Penelitian dan Pengembangan Teknologi sehubungan dengan kegiatan usaha

butir (xix) dan (xx) di atas;
(xxii) Investasi dan Pembiayaan sehubungan dengan kegiatan usaha butir (xix)

dan (xxi) di atas;
(xxiii) Pengangkutan Kargo Laut;
(xxiv) Makelar Kargo Laut;
(xxv) Agen Kargo Laut;
(xxvi) Charter dan manajemen Kapal;
(xxvii) Perkebunan dan Penjualan Minyak Kelapa Sawit;
(xxviii) Impor dan Distribusi Minyak Kelapa Sawit;
(xxix) Proses desain dan Rekayasa Produksi untuk Bio Diesel dan Minyak Sayuran;
(xxx) Manufaktur dan Pembangunan Fasilitas Produksi Bio Diesel dan Minyak

Sayuran;
(xxxi) Bio Energi dan kegiatan usaha terkait;
(xxxii) Kegiatan usaha terkait dengan tunduk pada butir-butir kegiatan usaha di atas.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Corporation Register sebagaimana telah diterjemahkan dan disertifikasi
oleh Kantor Konsultan Hukum dan Notaris The Dong Nam Law Firm dengan No.
Pendaftaran: 2011-2259, struktur permodalan dan pemegang saham Samtan Co.,
Ltd adalah sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAH SAHAM NILAI NOMINAL %
@ Kw5.000

Modal Dasar 20,000,000 100.000.000.000
Pemegang Sero/Saham:
1. Yo, Sang Duck 840.548 4,202,740 32,11
2. Yi, Man Deuk 456.552 2,282,760 17,44
3. Yi, Eun Baik 456.552 2,282,760 17,44
4. Samtan International Co., Ltd 574.124 2,870,620 21,93
5. Songuen Cultural Foundation 181.390 906,950 6,93
6. Chunman Scholarship 108.834 544,170 4,19

Modal Ditempatkan/Disetor 2.618.000 13.090.000.000 100,00

Susunan Pengurusan
Berdasarkan Corporation Register sebagaimana telah diterjemahkan dan disertifikasi
oleh Kantor Konsultan Hukum dan Notaris The Dong Nam Law Firm dengan
Pendaftaran No. 000822 dan No.110111-0007131, susunan Pada saat Prospektus
ini diumumkan, susunan pengurus SAMTAN Co., Ltd adalah sebagai berikut:
President:
1. Kang, Tae-Whan.
Executive Director:
1. Yoo, Sang-Duck;
2. Kang, Tae-Whan;
3. Choi, Weon-Chim;
4. Lee, Chan-Eui.
Non Executive Director:
1. Yi, Man-Deuk.
Director:
1. Park, Soon Il;
2. Lim, Jae-Jeong;
Auditor:
1. Hwang, Sung-Sik.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM PERSEROAN

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.D.1. Perseroan telah
menunjuk PT Adimitra Transferindo sebagai Pengelola Administrasi Saham dan
sebagai Agen Pelaksana PUT I ini, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana PUT I Perseroan No. 56 tanggal
25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal 12 Oktober  2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan
pembelian saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap
pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham berhak memperoleh 6 (enam) Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada
pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Biasa Atas Nama baru dengan nilai
nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan
Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh
pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah para pemegang HMETD
yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual
HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD,
atau dalam kolom endosemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang
tercatat dalam penitipan Kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing seperti
yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,
HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa
atau Bank Kustodian masing–masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD,
yaitu tanggal 13 Oktober 2011 pada pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Permohonan
Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh
Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing
Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif
di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang
Saham. Pemegang Saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan
formulir-formulir yang akan digunakan dalam rangka pemesanan saham dalam PUT I di
Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai
dengan tanggal 20 Oktober 2011 selama jam kerja Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB dengan
membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi Surat Kolektif Saham.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-
nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian
yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian
melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat
mengajukan permohonan tersebut.

b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah
tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam
Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran
pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya
didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang
melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana
pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan
melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada Biro
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT ADIMITRA TRANSFERINDO
BIRO ADMINISTRASI EFEK

Plaza Property Lt.2
Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1
Jl. Perintis Kemerdekaan – Jakarta 13210

Telepon : (021) 4788 1515
Faksimili : (021) 470 9697

dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;

2. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

3. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi
Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi lembaga/Badan Hukum);

4. Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah)
dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan penerima kuasa.

5. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk
elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan
melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan
dokumen tambahan berupa:

i. Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian
untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI
atas nama pemberi kuasa;

ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan
ditandatangani dengan lengkap.

iii. Untuk proses konversi tersebut dikenakan biaya konversi dengan perhitungan Jumlah
Saham x Nilai Nominal x 1 0/

00
 atau minimal Rp 1.500 per SHMETD ditambah PPN

10%

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat
Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil
pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan,
Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal
20 Oktober 2011 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat
pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka
hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah
dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good
funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat
pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD terakhir
yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endorsemen,
dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah
saham lama yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah
disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan).

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan
saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan
menyerahkan dokumen sebagai berikut :

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian
untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan
melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif
KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan
pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi
Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan
hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan
ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil
pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek.

f. Untuk proses konversi tersebut dikenakan biaya dengan perhitungan Jumlah Saham
x Nilai Nominal x 1 0/

00 
atau minimal Rp 1.500 per SHMETD ditambah PPN 10%.

2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS
Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui
C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang
HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui
sistem C-Best);

b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk
pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh Biro Administrasi Efek;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

3. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan
saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan
permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen
sebagai berikut :

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah)
dilampirkan dengan foto copy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi
Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan
hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening
Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah
diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Oktober 2011,
dalam keadaan baik (in good funds ). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai
dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan
atas saham tambahan akan dipenuhi.

b. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan
melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan
yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan
secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang meminta Penambahan Saham berdasarkan harga
pesanan.

c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan, Perseroan akan
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam
Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No.IX.A.7
tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT harus dibayar penuh (in
good funds) dalam mata uang Rupiah secara tunai atau cek, atau bilyet giro, atau
pemindahbukuan ( transfer) pada saat mengajukan pemesanan dengan mencantumkan
Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan Pembayaran tersebut
dapat disetor ke rekening:

Atas Nama:
PT MYOH Technology Tbk
No. Rekening: 2202012343

Bank: Bank KEB Indonesia  Cabang Wisma GKBI - Jakarta

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian
saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau
pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal
penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good
funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang
mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening
Perseroan paling lambat tanggal 24 Oktober 2011.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini
menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran
akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui PT Adimitra Transferindo selaku Biro Administrasi Efek yang menerima
pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda
Terima Pemesanan Pembelian Saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan
bukti pada saat mengambil surat kolektif saham dan pengembalian uang pemesanan yang
tidak terpenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas
permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening
KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian
dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan
pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas
pesanan.
Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh:
• Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/

syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan
Prospektus.

• Pembayaran untuk pemesanan tidak terpenuhi dengan baik (in good funds) di rekening
Perseroan.

• Kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi saat mengajukan permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih
besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka
pengembalian uang dilakukan oleh PT Adimitra Transferindo atas nama Perseroan yang
akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2011 dan dapat diambil di kantor
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai
dengan Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri
lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan
tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.
Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan
kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000
(enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, serta menunjukkan KTP
asli pemberi dan penerima kuasa.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I berdasarkan bukti
pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja kedua
setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I sampai
dengan tanggal pengembalian uang.

Beban bunga pengembalian akan diberikan sebesar jasa giro yang diperoleh dari Rekening
Giro tersebut

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui
KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan melalui KSEI.

10.PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN
PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai
dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja
setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah
diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi
pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan
memperoleh SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima
dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk
diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif
KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat)
antara pukul 09.00 - 15.00 WIB mulai tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 24 Oktober
2011. Pengambilan SKS dilakukan di BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menunjukkan/
menyerahkan dokumen–dokumen sebagai berikut :

a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau

b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;

c. Asli surat kuasa (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan)
bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS
dari Pemberi dan Penerima Kuasa;

d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang
HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan
pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD dan
FPPS tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini berjumlah sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar
dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama baru (”Saham
Baru”) dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah). Sehingga jumlah dana yang diperoleh
dari PUT I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp529.515.000.000
(lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada
tanggal 12 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana setiap 1
(satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I.
Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian
Saham.

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan
merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Jumlah saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang
seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT I memiliki hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas deviden dengan saham yang telah
disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round
down).

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MENERIMA HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham
yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.

PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

1. Para pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya,

2. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau

3. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir
periode perdagangan HMETD.

PERDAGANGAN HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya
selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai 20 Oktober 2011.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan
perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD
tersebut diperdagangkan di Bursa Efek, dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan,
sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer
investasi, penasehat hukum, akuntan publik,atau penasehat profesional lainnya.

HMETD di sistem penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan Sertifikat
Bukti HMETD di formulir yang ditentukan hanya dapat diperdagangkan di luar bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan
cara pemindahbukuan atas rekening efek, atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di
KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan
HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah melakukan penitipan sahamnya secara
elektronik melalui KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan
akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara
elektronik melalui KSEI, maka HMETD yang akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti
HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang
dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang
dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan tambahan saham, kolom
endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

NILAI HMETD

(a) Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda
dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan
penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

(b) Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini
hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun
perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam
menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp. a

Harga pelaksanaan PUT I (Exercise Price) = Rp. b

Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT I = A

Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT I = B

Harga Teoritis Saham Baru ex-HMETD = (Rp. a x A) + (R p. b x B)

               ( A + B )

= Rp. X

Harga teoritis HMETD per saham = Rp. X - Rp.b

PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD
untuk membeli Saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham
Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham digunakan untuk memesan Saham Baru.
Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat
ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk
pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota
Bursa atau Bank Kustodiannya.

PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-
26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal
pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atau pecahan efek
tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening
perusahaan.

Lain-lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik
Indonesia. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban
Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD. Untuk keterangan lebih lanjut
mengenai HMETD, investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk PUT I
ini.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

1. Prospektus bersama dengan Sertifikat Bukti HMETD dan Formulir Permohonan Pemecahan
Sertifikat Bukti HMETD akan disediakan oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek
Perseroan Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan tanggal 12 Oktober 2011 pukul 16:00 WIB dapat mengambil di :

PT ADIMITRA TRANSFERINDO
BIRO ADMINISTRASI EFEK

Plaza Property Lt.2
Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1
Jl. Perintis Kemerdekaan – Jakarta 13210

Telepon : (021) 4788 1515
Faksimili : (021) 470 9697

2. Dan Informasi Penting juga telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan terbit di tempat kedudukan Perseroan.

3. Apabila sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011, pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Oktober 2011 tidak
melaksanakan HMETD yang dimiliki, maka HMETD tersebut akan menjadi gugur dan tidak
dapat dipergunakan untuk membeli saham. Dengan demikian seluruh risiko kerugian bukan
menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan
tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham
menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan PUT I, para pemegang saham
dipersilahkan menghubungi :

PT MYOH TECHNOLOGY TBK
CORPORATE SECRETARY
Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2

Malang – Jawa Timur
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259

Faksimili : (0341) 550247
www.myohtech.net

PT ADIMITRA TRANSFERINDO
BIRO ADMINISTRASI EFEK

Plaza Property Lt.2
Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1
Jl. Perintis Kemerdekaan – Jakarta 13210

Telepon : (021) 4788 1515
Faksimili : (021) 470 9697

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.

PT MYOH TECHNOLOGY Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

PT MYOH TECHNOLOGY TBK
Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha penciptaan dan penyediaan piranti lunak serta pengembangan jasa teknologi informasi

Berkedudukan di Malang, Jawa Timur

Kantor Pusat
Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2

Malang – Jawa Timur
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259

Faksimili : (0341) 550247
www.myohtech.net

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“HMETD”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Sebanyak 1.260.750.000  (satu miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama baru (“Saham Baru”) atau sebesar 85,71 %
(delapan puluh lima  koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah modal yang disetorkan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) dengan
Harga Pelaksanaan Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT I dalam rangka penerbitan HMETD
seluruhnya berjumlah sebesar Rp529.515.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta Rupiah).  Setiap pemegang 1 (satu) Saham
Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB berhak atas 6 (enam) HMETD, dimana
setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I.  Setiap Saham Baru harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di
Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan
sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.  Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan
ke bawah (round down).

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN
DIADAKAN PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2011.  DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN
LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN
HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH
SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI
KERJA MULAI TANGGAL 01 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 07 NOVEMBER 2011. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD
AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 01 NOVEMBER 2011.  TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH
TANGGAL 07 NOVEMBER 2011 DAN HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU
YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA
(DILUSI) DALAM JUMLAH YANG MATERIAL YAITU SEBESAR 85,71% (DELAPAN PULUH LIMA KOMA TUJUH PULUH SATU PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK JASA LANGGANAN.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian
Sisa Saham dalam rangka PUT I Perseroan No. 57 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah disepakati bahwa
seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham akan diambil oleh SAMTAN Co., Ltd., selaku Pembeli Siaga (tidak ada hubungan afiliasi
antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp420,00 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap
saham.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan PUT I kepada Ketua Bapepam dan LK di Jakarta dengan Surat No.
064/MYOH/PRESDIR/VIII/2011 pada tanggal 26 Agustus 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1, Peraturan No. IX.D.2,
dan Peraturan No. IX.D.3, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta ketentuan-ketentuan
pelaksanaannya.
Perseroan dan Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku
dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik dan norma dan standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-
hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran   Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh
 Perseroan serta hasil   penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI
MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA.
BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN PUT I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD
TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG
BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011 dan bisa diambil pada saat RUPSLB atau dapat diambil di Kantor Pusat Perseroan.
Informasi ini merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan dengan informasi kepada pemegang saham yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2011

INFORMASI TAMBAHAN  DAN / PERBAIKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM

JADUAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) : 18 October 2011

Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 Oktober 2011
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi : 26 Oktober 2011
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai : 28 October 2011
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai : 31 October 2011
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk

Memperoleh HMETD : 28 October 2011
Distribusi HMETD : 31 October 2011
Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa

Efek Indonesia : 1 November 2011
Periode Perdagangan HMETD : 1-7 November 2011
Periode Pelaksanaan HMETD : 1-7 November 2011
Periode Penyerahan Saham Yang Berasal Dari HMETD : 3-9 November 2011
Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek

Tambahan : 9 November 2011
Tanggal Penjatahan Pesanan Tambahan : 10 November 2011
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian

Saham (Refund ) : 14 November 2011

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan didirikan dengan nama PT MYOHDOTCOM Indonesia, berkedudukan di
Malang, Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Myohdotcom
Indonesia No. 37 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester Mercia
Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman
Republik Indonesia) berdasarkan Keputusan No. C-7565 HT.01.01.TH.2000 tanggal
29 Maret 2000 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3067 dari BNRI No. 48
tanggal 14 Juni 2000.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan
terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk No. 13 tanggal 12
September 2011, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S,H., Notaris di
Jakarta,(selanjutnya disebut “Akta No. 13/2011”) yang telah menyetujui:
1. perubahan nilai nominal saham dengan cara menggabungkan 8 (delapan) saham

menjadi 1 (satu) saham (atau Reverse Stock Split), yaitu saham dengan nilai
nominal Rp.25,00 stiap saham menjadi Rp.200,00 setiap saham;

2. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.100.000.000.000,00
(seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000.000 saham menjadi sebesar
Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000
(sepuluh miliar) saham dan Modal Ditempatkan dan Disetor minimal sebesar
Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.500.000.000
(dua miliar lima ratus juta) saham yang akan dilakukan selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh;
dan

3. perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No.
IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan
Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang Jasa, perindustrian dan perdagangan.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
A. Kegiatan Usaha Utama:

menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi informatika
dan produk teknologi informatika termasuk namun tidak terbatas pada produk-
produk berupa software, sistim aplikasi dan produk-produk internet; dan

B. Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa dan
produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik
di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan Akta No. 13/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham
serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas

10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal
Rp.200,00 (dua ratus Rupiah) set iap saham.

Modal Ditempatkan : Rp.42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah), terbagi atas 210.125.000 (dua ratus
sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu) saham.

Modal Disetor : Rp.42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah).

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham
kurang dari 5% (lima persen)

Proforma HMETD struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi
kepemilikan saham struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi
kepemilikan saham dalam perseroan

Sebelum Penawaran Setelah Penawaran
Umum Terbatas I Umum Terbatas I

Nilai Nominal Rp200 Nilai Nominal Rp200
per saham per saham

Jumlah Jumlah Persen Jumlah Jumlah Persen
saham Nominl tase saham Nominl tase

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

Modal Dasar  500,000,000 100,000,000,000  5,500,000,000 1.100.000.000.000 **)
Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh
1. PT Daccom Anugrahmulya  65,804,500  13,160,900,000 31.32% 65,804,500 13,160,900,000 4.47%
2. Masyarakat *)  144,320,500 28,864,100,000 68.68% 144,320,500 28,864,100,000 9.81%
3. Samtan Co.Ltd. - - - 1,260,750,000 529,515,000,000 85.71%
TOTAL  210,125,000 42,025,000,000 100%1,470,875,000 571,540,000,000 100%

*) Masyarakat gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai
kepemilikan saham kurang dari 5% (lima pesen).

**) Modal dasar setelah mendapat persetujuan penurunan modal dasar dan modal
disetor dalam RUPS.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM TERBATAS I

Dana hasil dari PUT I yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut berdasarkan urutan prioritasnya:
1. Sekitar 97,68% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima persen) atau sekitar

Rp. 516.000.000.000 (Lima Ratus Enam Belas Miliar Rupiah) akan digunakan
untuk pengambilalihan 99,9% saham SIMS;

2. Sekitar 2,32% (dua koma tiga puluh dua persen) akan digunakan untuk modal
kerja Perseroan antara lain pembayaran gaji, tunjangan dan biaya operasional
lainnya.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-
05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai
Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, perkiraan total
biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh
empat persen) dari total dana yang diperoleh dari jumlah PUT ini, yang meliputi:
〈 Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal 

- Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,05%
- Biaya jasa Akuntan Publik : 0,05%
- Biaya jasa Penilai : 0,06%
- Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0,01%
- Biaya jasa Notaris : 0,01%

〈 Biaya lain-lain (percetakan, iklan, persiapan RUPSLB dan lain-lain) : 0,06%.
Sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam
No. Kep-27/PM/2003tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akanmelaporkan realisasi penggunaan
dana hasil PUT I ini secara berkala kepada Bapepam dan LK dan akan
dipertanggungjawabkan kepada para Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila
Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini, maka
rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan
mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.
Penggunaan dana hasil PUT I akan dilaksanakan dengan mengikuti peraturan Pasar
Modal yang berlaku. Rencana Pengambilalihan SIMS tidak merupakan Transaksi
Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material. Nilai
transaksi dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Modal kerja Perseroan digunakan
untuk membayar biaya operasional lainnya. Modal kerja Perseroan digunakan untuk
biaya operasional lainnya, antara lain : Gaji dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris,
Gaji untuk Pegawai, Perlengkapan kantor, Pengembangan bisnis, Tunjangan dan
Kesejahteraaan, Biaya profesi penunjang seperti konsultan hukum, auditor, Biaya
perjalanan bisnis untuk kepentingan Perseroan dan Biaya Lain – lain.  Penggunaan
dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya tidak terdapat lagi dan telah digunakan
sesuai dengan penawaran umum.
Alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan pengambilalihan 99,99% saham
SIMS:
1. Saat ini Perseroan bergerak dibidang usaha penciptaan dan penyediaan perangkat

lunak serta pengembangan jasa informasi technology lainnya.
2. Bidang usaha yang tidak didukukng oleh suatu “Competitive advantage” dan “entry

barrier” yang rendah menyebabkan persaingan usaha yang tajam.
3. Kinerja usaha dan keuangan yang terus menerus menurun menyebabkan perlunya

dilakukan suatu “corporate renewal strategy”, yaitu merubah kegiatan usaha
Perseroan kebidang usaha yang memil iki  prospek yang cerah.

Proforma kepemilikan SIMS sebelum dan setelah pengambil-alihan
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 22 Januari 2001, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham serta kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi
kepemilikan saham dalam perseroan

Sebelum Pengambilalihan Setelah Pengambilalihan
Nilai Nominal 1000 Nilai Nominal 1000

USD per saham USD per saham

Jumlah Jumlah Persen Jumlah Jumlah Persen
saham Nominl tase saham Nominl tase

(USD) (%) (Rp.) (%)

Modal Dasar  2,000 2,000,000 2,000 2,000,000
Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh
1. Samtan Co.Ltd 1,960 1,960,000 98.00% - - -
2. Samtan USA, Inc 40 40,000 2.00% - - -
3. PT. MYOH Technology Tbk - - - 1,998 1,998,000 99.90%
4. Jimmy Hidayat *) - - - 2 2,000 0.1%
TOTAL 2,000 2,000,000 100% 1,998 1,998,000 100%

*) Kepemilikan saham bedasarkan perjanjian tertanggal 05 Oktober 2011

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
MATERIAL DAN AFILIASI SERTA PERUBAHAN

KEGIATAN USAHA UTAMA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan dari rencana Perseroan untuk meningkatkan nilai
Perseroan dan sejalan dengan salah satu strategi usaha untuk tetap tumbuh dan
melakukan perluasan portofolio Perseroan di bidang usaha jasa pertambangan,
Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana dari hasil PUT I.

Adapun rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah
melakukan transaksi-transaksi (“Rencana Transaksi”) sebagai berikut:

(i) melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan
investasi di bidang usaha pertambangan batubara serta jasa pertambangan melalui
anak perusahaan (selanjutnya disebut ”Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama”);

(ii) pengambilalihan terhadap 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalamSIMS
(selanjutnya disebut ”Rencana Pengambilalihan”); dan

(iii)penjualan seluruh asetdan kewajiban Perseroan kepada pihak ter-Afiliasi (selanjutnya
disebut ”Rencana Penjualan”).

B. RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

1. Latar Belakang

Perseroan didirikan pada tanggal 15 Maret 2000 dengan nama PT MYOHDOTCOM
Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha penciptaan dan
penyediaan perangkat lunak serta pengembang jasa teknologi informasi (software
development), termasuk dan tidak terbatas pada produk–produk berupa piranti
lunak (software). Fokus utama Perseroan adalah pengembangan sistem restoran
dan perhotelan yang lengkap dan terintegrasi meliputi front office, restoran, telepon,
dan akuntansi (back office). Produk–produk berupa piranti lunak tersebut pada
mulanya merupakan produk–produk yang dikembangkan oleh PT. Daccom
Anugerahmulya yang kemudian secara bersama–sama dengan PT. Janisia
Investama, PT. Adhika Praba Buana dan PT. Citra Aniko Bersama mendirikan
Perseroan, dan selanjutnya PT. Daccom Anugerahmulya menyerahkan seluruh
hak cipta dan kepemilikan piranti lunak yang dimaksud secara inbreng kepada
Perseroan. Perusahaan-perusahan tersebut saat ini tetap merupakan Pemegang
Saham pendiri Perseroan.

Mulai tahun 2001, Perseroan mengembangkan program aplikasi untuk perguruan
tinggi dan seiring dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT MYOH
Technology pada tahun 2003, Perseroan mulai agresif mengembangkan produk-
produk lain, antara lain DESY (Delta Easy Accounting System), MyIncome serta
MyAR untuk aplikasi keuangan. Pada tahun 2004, Divisi Pelatihan (MYOH Training
Center) didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator professional di
industri perhotelan serta untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan, dan
pada tahun 2005, divisi ini dilebur menjadi satu dalam operasional perusahaan.
Hingga saat ini Perseroan tetap fokus pada pengembangan sistemrestoran dan
perhotelan yang disesuikan dengan kebutuhan user.
Bidang usaha yang dijalankan Perseroan saat ini tidak memiliki prospek usahanya
yang dapat menjamin kelangsungan hidup Perseroan karena memiliki ‘barrier of
entry’ yang sangat rendah dan keberadaannya tidak didukung oleh suatu ‘competitive
advantage’ sehingga daya saing produk Perseroan terus menurun karena mendapat
saingan dari produk sejenis dari luar negeri.  Di samping itu, bidang usaha ini
juga sangat rentan terhadap peningkatan beban biaya usaha, terutama beban
biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini semua pada akhirnya akan
membawa dampak negatif terhadap prospek pertumbuhan laba Perseroan pada
masa mendatang, hal mana telah terbukti dengan terjadinya kemerosotan atas
pendapatan maupun laba Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai langkah untuk menjamin peningkatan pertumbuhan usaha, baik atas
pertumbuhan pendapatan maupun laba usaha, dan untuk mengantisipasi persaingan
usaha yang semakin ketat terutama dalam era globalisasi, khususnya bidang
usaha yang sejenis dengan bidang usaha Perseroan, Direksi Perseroan telah
melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap prospek usaha Perseroan.
Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mencari suatu solusi yang tepat untuk
memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham melalui peningkatan
pendapatan pada masa mendatang, mengingat dalam beberapa tahun terakhir
kinerja keuangan Perseroan menunjukkan laba usaha yang kurang memadai
sebagai perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI.
Untuk menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan terbuka,
Direksi wajib memberi nilai tambah kepada Pemegang Saham, baik melalui
pertumbuhan usaha secara internal maupun eksternal melalui diversifikasi dan/atau
pengembangan usaha baru. Berdasarkan evaluasi tersebut, Direksi telah mengambil
kesimpulan bahwa Perseroan perlu melakukan pengembangan pada bidang
usaha yang mempunyai prospek yang lebih baik dan menjanjikan serta memiliki
competitive advantage yang lebih kuat dan nyata.
Dengan dilakukannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dapat
meningkatkan pendapatan Perseroan yang berasal dari pendapatan anak
perusahaan dan membukukan laba usaha yang berasal dari laba bersih anak
perusahaan.
Pengaruh keuangan atas rencana Transaksi dapat terlihat pada Pro-Forma Laporan
Keuangan di bawah ini:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma direview oleh Auditor Supoyo,
Sutjahjo, Subyantara & Rekan;

31 Mei 2011
31 Mei 2011 Penyesuaian Setelah Transaksi

Sebelum Transaksi Proforma (Proforma)
Rp Rp Rp

Aset Lancar 1.061.691.127 229.449.407.091 230.511.098.218
Aset Tidak Lancar 2.069.395.220 160.059.735.389 162.129.130.609
Jumlah Aset 3.131.086.347 389.509.142.480 392.640.228.827
Liabilitas Jangka Pendek 3.305.416.105 216.170.729.316 219.476.145.421
Liabilitas Jangka Panjang 763.913.978 5.850.084.087 6.613.998.065
Ekuitas
Modal Saham 42.025.000.000 252.150.000.000 294.175.000.000
Tambahan modal disetor 21.092.840.568 277.365.000.000 298.457.840.568
Selisih transaksi entitas
sepengendali - (377.653.669.427) (377.653.669.427)
Saldo Laba (64.056.084.304) 1 5.626.998.504 (48.429.085.800)
Jumlah Ekuitas (938.243.736 ) 167.488.329.077 166.550.085.341
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 3.131.086.347 389.509.142.480 392.640.228.827

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Proforma (Dalam Rp)

31 Mei 2011
31 Mei 2011 Penyesuaian Setelah Transaksi

Sebelum Transaksi Proforma (Proforma)
Rp Rp Rp

Aset Lancar 1.061.691.127 229.449.407.091 230.511.098.218
Penjualan 1.079.645.344 359.829.881.580 360.909.526.924
Beban Pokok Penjualan - (328.170.953.360) (328.170.953.360)
Laba Kotor 1.079.645.344 31.658.928.220 32.738.573.564
Beban Usaha (1.122.748.690 ) (8.980.783.442) (10.103.532.132)
Laba Usaha (43.103.346) 22.678.144.778 22.635.041.432
Pendapatan /(Beban) Lain-lain (10.026.797) (1.238.414.300) (1.248.441.097)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (53.130.143) 21.439.730.478 21.386.600.335
Manfaat/(beban) Pajak Penghasilan 13.885.998 (7.174.148.867) (7.160.262.869)
Laba Bersih Periode Berjalan (39.244.145) 14.265.581.611 14.226.337.466

Adanya transaksi korporasi diatas telah meningkatkan seluruh akun dalam laporan
keuangan perusahaan, hal tersebut dikarenakan telah dikonsolidasikannya laporan
keuangan SIMS untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2011 sehingga
mengakibatkan jumlah aset serta laba perusahaan meningkat.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini adalah
untuk meningkatkan nilai Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan sehingga
mencapai pertumbuhan pendapatan serta pertumbuhan pada seluruh kegiatan
usaha.

3. Manfaat

Dalam hal Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama dapat dilaksanakan, maka
hal ini akan dapat menjamin dan mempertahankan Perseroan sebagai perusahaan
terbuka, sehingga dapat memberi nilai tambah kepada para Pemegang Saham.

4. Keterserdiaan Tenaga Ahli

Pada Perusahaan Sasaran, telah terdapat professional lokal dan internasional
yang ahli dibidangnya dan telah berpengalaman untuk dapat menyelesaikan
proyek-proyek dalam skala besar.
Per Mei 2011 SIMS memperkerjakan sekitar 785 personil yang terbagi dalam 5
divisi kerja yaitu:
- Divisi Manajemen & Administrasi memperkerjakan 22 orang
- Divisi Servis dan Support memperkerjakan 161 orang
- Divisi SHE memperkerjakan 14 orang
- Divisi Support & Operasi memperkerjakan 588 orang

5. Pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Untuk merealisasikan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perseroan
akan meminta persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat
tanggal 14 Oktober 2011 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan No. IX.E.2.
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama ini tidak memerlukan adanya
persetujuan dari kreditur, mengingat sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus
ini, Perseroan tidak memiliki kreditur.

C. RENCANA PENGAMBILALIHAN

1. Latar Belakang

Sejak tahun 2010, Perseroan memiliki kinerja keuangan yang tidak dapat
menunjukkan peningkatan pendapatan dan laba yang memadai sebagai perusahaan
“terbuka”. Disamping itu, “barrier of entry” yang rendah telah memberi peluang
kepada persaingan yang ketat antara perusahaan sejenis dari dalam dan luar
negeri sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan
eksistensinya di masa mendatang. Menyadari hal itu, Perseroan telah mengambil
langkah strategis guna mempertahankan nilai Perseroan.
Perusahaan Penjual antara lain:

  1.   Nama : Samtan Co.Ltd.
           Alamat : Samtan Building Lantai 10, 947-7 Daechi Dong,
  Kangnam-Gu, Seoul, 135-735 Korea Selatan

No. Telepon : (82)-2-527-6100
No. Faksimili : (82)-2-561-5303

     Komposisi Jabatan : Kang Tae Whan (Vice Chairman, CEO)
2. Nama :  Samtan USA Inc.

Alamat : Suite 104,17910 Sky Park Circle, Irvine, CA92614, USA,
No. Telepon : (1)-949-851-5300
No. Faksimili : (1)-949-851-5303
Komposisi Jabatan : Tae Sung Lee (President)

2. Tujuan Rencana Pengambilalihan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Pengambilalihan ini adalah sejalan dengan
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama untuk bergerak di bidang usaha jasa
pertambangan.

3. Manfaat

Perseroan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan
dan kegiatan usaha yang baru tersebut.

4. Obyek Rencana Pengambilalihan

Obyek Rencana Pengambilalihan adalah saham-saham SIMS sebanyak 1.998
(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham yang merupakan 99,9%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS.

5. Nilai Rencana Pengambilalihan

Berdasarkan Addendum PPJB tanggal 5 Oktober 2011, pada Pasal Jual dan Beli
telah ditentukan harga beli saham sebesar Rp. 516.000.000.000,- .

6. Sifat Material Rencana Pengambilalihan

Nilai Rencana Pengambilalihan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi dari Rencana
Pengambilalihan sebagaimana disebutkan di atas adalah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan
(audited) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2011
sebesar negatif Rp938.243.736,- (negatif sembilan ratus tiga puluh delapan juta
dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) atau sebesar
549,96% (lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen).

7. Ketentuan Penting Dalam AddendumPPJB

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB dan Addendum PPJB
antara lain adalah sebagai berikut:
a. Jumlah Saham yang akan Diambil alih

Sebanyak 1.998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham, yang
mewakili 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS,
yang terdiri dari:
(i) sebanyak 1.958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) saham, yang

mewakili 97,90% (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS
milik Samtan Co. Ltd.; dan

(ii) sebanyak 40 (empat puluh) saham, yang mewakili 2.00% (dua persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh pada SIMS
milik Samtan USA, Inc,

b. Harga Pembelian dan Tata Cara Pembayaran
Harga Beli Keseluruhan yang tercantum dalam Addendum CSPA adalah USD
59.940.000 atau Rp. 516.000.000.000,-. Harga pembelian tersebut akan dibayar
pada Tanggal Penyelesaian (Closing Date) (sebagaimana didefinisikan di
dalam PPJB) atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak
dalam PPJB. Pada Perubahan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat tertanggal
5 Oktober 2011 pada Pasal Jual dan Beli telah ditentukan harga beli saham
sebesar Rp. 516.000.000.000,-

c. Persyaratan Pendahuluan
Rencana Pengambilalihan hanya dapat dilaksanakan apabila Persyaratan
Pendahuluan (Conditions Precedent) (sebagaimana didefinisikan di dalam
PPJB) sebagaimana ditentukan dalam PPJB telah dipenuhi, yaitu sebagai
berikut:
(i) telah diperolehnya persetujuan RUPSLB;
(ii) telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang,

yaitu: Bapepam dan LK, BEI, BKPM dan pihak-pihak berwenang lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(iii) telah diperolehnya persetujuan dari Direksi pihak penjual sesuai dengan
anggaran dasar pihak penjual; dan

(iv)telah diperolehnya persetujuan dari Bank of Korea atas Rencana
Pengambilalihan.

d. Pengakhiran PPJB
PPJB dapat diakhiri:
(i) oleh Pembeli dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum

Penyelesaian (Closing) jika suatu cidera janji yang material terhadap
ketentuan PPJB telah dilakukan oleh Penjual dan cidera janji tersebut tidak
dikesampingkan oleh Pembeli;

(ii) oleh Penjual dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum
Penyelesaian (Closing) jika suatu cidera janji yang material terhadap
ketentuan PPJB telah dilakukan oleh Pembeli dan cidera janji tersebut tidak
dikesampingkan oleh Penjual;

(iii)oleh Pembeli jika salah satu Persyaratan Pendahuluan Atas Kewajiban
Bagi Pembeli untuk Melakukan Penutupan.
Kewajiban Pembeli untuk membeli saham – saham digantungkan kepada
pemenuhan atas pengesampingan pada atau sebelum tanggal penutupan,
atas syarat – syarat sebagai berikut :
a. Keakuratan pernyataan;

Setiap pernyataan dan jaminan tidak dipenuhi oleh Penjual dan Pembeli
tidak mengesampingkan persyaratan tersebut pada atau sebelum Tanggal
Penyelesaian;

b. Persetujuan dari Direksi
Direksi dari penjual menyetujui pembelian saham – saham sesuai
anggaran dasarnya yang bersangkutan.

c. Persetujuan Pihak yang berwenang
Bapepam dan LK, IDX, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
atau instansi Pemerintah lainnya menyetujui rencana pembelian saham
– saham sesuai dengan hukum yang bersangkutan.

d. Persetujuan Pihak yang berwenang di Korea.
Bank Of Korea atau Instansi lainnya yang berkaitan dengan pertukaran
mata uang asing menyetujui rencana pembelian saham – saham sesuai
dengan hokum yang bersangkutan.

(iv)oleh Penjual jika salah satu Persyaratan Pendahuluan Atas Kewajiban Bagi
Penjual Untuk Melakukan Penutupan.
Kewajiban penjual untuk menjual saham – saham digantungkan kepada
Pemenuhan atau pengesampingan, pada atau sebelum tanggal penutupan
atas syarat – syarat sebagai berikut :
a. Keakuratan Pernyataan.

Setiap Pernyataan dan jaminan dari Pembeli dalam bagian empat harus
akurat dalam seluruh hal yang material pada tanggal penutupan seakan
– akan dibuat pada tanggal penutupan.

b. Persetujuan pihak yang berwenang
c.  Bapepam dan LK, IDX, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

atau instansi Pemerintah lainnya menyetujui rencana pembelian saham
– saham sesuai dengan hukum yang bersangkutan.

8. Ikhtisar Data Keuangan
Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan SIMS yang didasarkan atas
laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Mei 2011, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf,
Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tanggal-
tanggal 31 Desember 2010 – 2009 yang disajikan kembali oleh Kantor Akuntan
Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dikarenakan Mulai 1 Januari 2011,
SIMS telah menerapkan PSAK 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja” dan PSAK 46,
“Akuntansi Pajak Penghasilan”. SIMS telah menerapkan kebijakan akuntansi
tersebut secara retrospektif dan oleh karenanya menyajikan kembali laporan
keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
Laporan Posisi Keuangan

( dalam ribu USD)
KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009*)

ASET
Aset Lancar 1.061.691 735.239 6.336.363
Aset Tidak Lancar 2.069.395 2.326.966 326.614
JUMLAH ASET 3.131.086 3.062.205 6.662.977

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka pendek 3.305.416 3.256.872 5.077.427
Liabilkitas Jangka Panjang 763.914 704.332 629.683
JUMLAH LIABILITAS 4.069.330 3.961.204 5.707.110

JUMLAH EKUITAS (938.244) (899.000) 955.867

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.131.086 3.062.205 6.662.977

*) disajikan kembali
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

(dalam Ribu USD)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2010*) 2009*)

Pendapatan 41.170 27.588 75.677 56.093
Laba Bruto 3.622 2.406 7.754 8.438
Laba Usaha 2.399 1.343 4.926 6.273
Jumlah Penghasilan (Beban)
Lain-lain - bersih (96) 112 393 965
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan 2.303 1.455 5.319 7.239
Beban Pajak Penghasilan (622) - (1.444) (2.031)

JUMLAH PENDAPATAN
KOMPREHENSIF PERIODE
BERJALAN 1.681 1.455 3.875 5.208

9. Perizinan dan Perjanjian Penting yang dimiliki oleh SIMS

A. Perizinan Penanaman Modal Asing

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No. 013/15/I/PMA/2001, No.
Proyek. 5000/9519-15.03-13 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh
Gubernur Propinsi Kalimantan Timur u.b Ketua BKPM Daerah Propinsi
Kalimantan Timur atas nama Kepala BKPM.

B. Ijin Usaha Tetap Dan Usaha Perdagangan

SuratKeputusanKetua Badan Promosi dan Investasi Daerah Kalimantan Timur
No. 005/T/PERDAGANGAN/PERTAMBANGAN/2002 Tentang Izin Usaha dan
Usaha Perdagangan tanggal 3 September 2002.

10. Ijin – ijin dan Perjanjian Penting yang dimiliki oleh SIMS 

Ijin – ijin penting yang dimiliki oleh SIMS dalam menjalankan kegiatan usahanya
disertai masa  berlakunya :

a. Perizinan Penanaman Modal Asing

Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing No. 013/15/I/PMA/2001, No. Proyek.
5000/9519-15.03-13 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Gubernur
Propinsi Kalimantan Timur u.b Ketua BKPM Daerah Propinsi Kalimantan Timur
atas nama Kepala BKPM (“'d2Surat Persetujuan PMA”'d3)

b. Ijin Usaha Tetap Dan Usaha Perdagangan

Surat Keputusan Ketua Badan Promosi dan Investasi Daerah Kalimantan Timur
No. 005/T/PERDAGANGAN/PERTAMBANGAN/2002 Tentang Izin Usaha dan
Usaha Perdagangan tanggal 3 September 2002

c. Ijin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Surat Izin No. 541.23/38/PU-Distamb/2011 tentang Usaha Jasa Pertambangan
Mineral dan Batubara tanggal 7 Maret 2011

d. Ijin Gangguan

(a) Surat Izin Ganggguan  Umum (HO) No. 570/64/KPMPPT-2.1.1/1 tanggal 20
Januari 2011

(b) Surat Izin Ganggguan  Umum (HO) No. 570/76/KPMPPT-2.1.1/1 tanggal 20
Januari 2011

e. Izin Tenaga Kerja Asing

(a) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No.
KEP 06410/PPTK/PTA/2011 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing pada SIMS tanggal 19 April 2011

(b)  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 9 orang.

(c)  Izin Operator Alat Berat

       Berikut dibawah ini uraian mengenai perizinan untuk operator atas alat berat
SIMS:

No. Penerima Izin dan No. Surat Jenis Alat Berlaku
Izin Operator s/d

(Instansi Penerbit Izin)

1. Arif Rakhman. Forklift Kelas II 30 Nopember 2015
No. 10.6760/OPF/KK/XI/2010

2. Kamarudin. Forklift Kelas II 30 Nopember 2015
No. 10.5759/OPF/KK/11/2010

3. Ibnu Hajar. Forklift Kelas II 30 Nopember 2015
No. 10.6756/OPF/KK/XI/2010

4. Muhammad Syamsudin. Forklift Kelas II 30 Nopember 2015
No. 10.6768/OPF/KK/XI/2010

5. Sanang. Forklift Kelas II 30 Nopember 2015
No. 10.6767/OPF/KK/XI/2010

6. Bursa. Mobil Crane Kelas I I.C.1.1.1.1  Juni
No. 549/OKA/KK/VI/2008                    2013

10.Perjanjian Penting yang dimiliki oleh SIMS dalam menjalankan kegiatan usahanya
disertai masa  berlakunya.
A. Perjanjian Kredit Dengan Standard Charted Bank

Berdasarkan Surat Standard Charted Bank No. JKT/FBG/3200 tanggal 17
Januari 2011, perihal Bank Facility kepada PT SIMS Jaya Kaltim, diterangkan
bahwa Standard Charted Bank telah menyetujui memberikan fasilitas kredit
jangka pendek kepada SIMS sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar
Amerika Serikat). Adapun tujuan pemberian fasilitas jangka pendek ini
diperuntukkan oleh SIMS untuk pembiayaan kembali. Jangka waktu Penjanjian
Pinjaman jangka pendek ini terhitung sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 31 Januari 2012.

B. Perjanjian Fasilitas Kredit Revolving (Revolving Facility Agreement) dari
PT Bank KEB Indonesia

Berdasarkan Revolving Credit Facility Agreement tanggal 31 Mei 2011, PT
Bank KEB Indonesia memberikan pinjaman kepada SIMS untuk memberikan
fasilitas pinjaman berulang (revolving credit facility) kepada SIMS dengan
jumlah yang tidak boleh melebihi USD 2.000.000,00 (dua juta Dollar Amerika
Serikat). Periode Fasilitas adalah periode yang dimulai sejak tanggal Perjanjian
ini dan berakhir pada penutupan bisnis dari Maturity Date (tanggal yang jatuh
pada 21 Mei 2012).
Selanjutnya, SIMS akan menggunakan seluruh hasil dari masing-masing
Advance untuk Biaya Pengoperasian dan SIMS setuju untuk membayar kepada
PT Bank KEB Indonesia bunga untuk masing-masing Advance (pinjaman atau
jumlah) yang terhutang dari waktu ke waktu pada tingkat yang ditentukan oleh
PT Bank KEB Indonesia yakni Libor (3M) + 1,5% per tahun.

Pembatasan terkait perjanjian antara PT BANK KEB Indonesia dengan SIMS;
SIMS tidak boleh melakukan hal-hal di bawah ini (tanpa terlebih dahulu mendapatkan

persetujuan tertulis dari PT Bank KEB Indonesia):
1. membayar, melakukan atau mengumumkan pembagian deviden atau pembagian

lainnya;
2. memperoleh fasilitas kredit tambahan (termasuk leasing) dari pihak manapun;
3. melakukan perubahan susunanan Direksi dan Dewan Komisaris;
4. menandatangani setiap perjanjian akuisisi atau merger sehubungan kegiatan 

usaha atau kegiatan lainnya.
5. menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau tindakan lainnya  seluruh

asset-aset Peminjam ataupun sebagian, kecuali penjualan tersebut 
merupakan kegiatan usaha SIMS.

6. merubah Struktur permodalan, kecuali untuk tujuan peningkatan modal dari laba
ditahan atau pemesanan baru dari para pemegang saham peminjam yang ada,
dan wajib menjamin tidak ada perubahan pemegang saham peminjam maupun 
presentase kepemilikannya.

7. memberikan jaminan atau ganti rugi untuk menjamin pinjaman kepada pihak lain.
Sehubungan dengan terdapatnya ketentuan-ketentuan pembatasan (negative
covenants) yang berkaitan dengan rencana pembelian saham dalam perjanjian-
perjanjian yang dibuat SIMS dalam rangka penerimaan fasilitas kredit/pinjaman
revolving dari PT Bank KEB Indonesia maka SIMS telah memperoleh: (i) persetujuan
tertulis dari PT Bank KEB Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Bank
KEB No. KEBI/717/CRD/2011 tanggal 26 Agustus 2011, perihal surat persetujuan,
berdasarkan mana Bank KEB memberikan persetujuan atas perubahan komposisi
pemegang saham dengan susunan kepemilikan sebagai berikut yaitu PT
MyohTechnology Tbk sebesar 99,.9 % dan Jimmy HIdayat 0,1 %; (ii) konfirmasi
tertulis dari PT Bank KEB Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank
KEB No.KEBI/852/CRD/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perihal surat konfirmasi,
berdasarkan mana Bank KEB menginformasikan melepaskan ketentuan larangan
pembagian deviden kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Credit
Facility Agreement tertanggal 31 Mei 2011.

C. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Dengan PT Bima Nusantara Internasional

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, diketahui bahwa PT Bima Nusa
Internasional, selaku Pemilik Alat Berat dan SIMS, selaku Penyewa telah sepakat
dan setuju mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat, sebagaimana
diuraikan di bawah ini:
1. Nama dan Tanggal Perjanjian : Hire Agreement No. 001/III/2009, 1 Maret 2009

Jangka Waktu Sewa : 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 
2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012;

2. Nama dan Tanggal Perjanjian : Hire Agreement No. 002/III/2009,
tanggal 1 Maret 2009.

Jangka Waktu Sewa : 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 
2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.

3. Nama dan Tanggal Perjanjian : Hire Agreement No. 003/III/2009,
tanggal 1  Maret 2009.

Jangka Waktu Sewa : 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 
2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012;

4. Nama dan Tanggal Perjanjian : Hire Agreement No. 005/V/2009,
tanggal 12 Maret 2009.

Jangka Waktu Sewa : 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2009
sampai dengan tanggal 11 Mei 2012.

D. Work Agreement (Perjanjian Kerja)

Berdasarkan Work Agreement (Perjanjian Kerja) tanggal 1 Oktober 2010 antara
SIMS dengan PT Nariki Minex Sejati dimana SIMS menugaskan PT Nariki Minex
Sejati dan PT Nariki Minex Sejati menerima serta mampu untuk melaksanakan
pekerjaan pengangkutan bahan peledak dari gudang persenjataan SIMS menuju
lokasi pertambangan, pengisian bahan peledak, pengeboran dan peledakan pada
Lokasi Pertambangan milik PT Kideco Jaya Agung yang terletak di Batu Kajang,
Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Untuk jangka waktu pengeboran dan peledakan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan dilakukan dalam waktu 12
bulan (1 tahun) dan jangka waktu Perjanjian Kerja ini selama 2 (dua) tahun.

E. Contract Of Coal Loading and Transportation (Perjanjian Pemuatan da
Pengangkutan Batubara)  di  Area Roto Utara, Paser, Kalimantan Timur
Dengan PT Kideco Jaya Agung

BerdasarkanContract Of Coal Loading And Transportation Roto North Area -
Crushing Facility Pasir Mine, East Kalimantan No. KJA-009P-09 mengenai
Pemuatan dan Pengangkutan Batubara-Fasilitas Penghancuran di Pertambangan
Pasir, Kalimantan Timur tanggal 13 Januari 2009antaraPT Kideco Jaya Agung
dan SIMS. Berdasarkan Perjanjian Pemuatan dan Pengangkutan Batubara ini PT
Kideco Jaya Agung menunjuk SIMS untuk melaksanakan pekerjaan Pemuatan
dan Pengangkutan Batubara dalam rangka pelaksanaan produksi batubara di
Lokasi Pertambangan Perusahaan di Roto, Pasir, Kalimantan Timur. Jangka
waktu dimulainya Pekerjaan dalam Perjanjian Pemuatan dan Pengangkutan
Batubara yaitu pada tanggal 1 Januari 2009 dan tanggal penyelesaian Pekerjaan
dalam Perjanjian Pemuatan dan Pengangkutan Batubara ini pada tanggal 31
Desember 2019.

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



F. Contract Agreement Of Operation Contract Of Waste Removal Di Area Roto
PIT,  Pasir, Kalimantan Timur (Perjanjian Operasi Pembuangan Limbah pada
Area Lubang di Roto, Pasir, Kalimantan Timur) Dengan PT Kideco Jaya
Agung

Berdasarkan Contract Of Operation Contract Of Waste Removal Roto Pit Area,
Pasir Mine, East Kalimantan No. KJA-009P-08 tanggal 13 Januari 2009 antara
PT Kideco Jaya Agung dengan SIMS. Dimana lingkup pekerjaanBerdasarkan
Perjanjian Pembuangan Limbah ini Perusahaan menunjuk Kontraktor untuk
melaksanakan pekerjaan dan Kontraktor sepakat untuk melaksanakan perkerjaan
tersebut, yaitu melakukan pembuangan Limbah di Lokasi Pertambangan
Perusahaan di Roto, Pasir, Kalimantan Timur, dengan lingkup pekerjaan sebagai
berikut; (i) Pembukaan Lahan (land clearing); (ii) Pembuangan atas top soil(removal
top soil); (iii) Penggalian (Excavation); (iv) Mengangkut Overbuden dan top soil;
(v) Mengangkut-memedekkan-memotong jalan; (vi) Area Dumping; (vii) Dewatering;
(viii) pemeliharaan atas peralatan dan fasilitas-fasilitas Perusahaan; dan (ix)
Perencanaan Pertambangan.
Jangka Waktu Perjanjian tanggal dimulainya Pekerjaan dalam Perjanjian tanggal
1 Januari 2009 dan penyelesaian Pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2019.

G. Contract Agreement Of Waste Removal & Coal Production (Perjanjian
Pembuangan Limbah dan Produksi Batubara) Di Samurangau Pit Area, Pasir,
Kalimantan Timur

Berdasarkan Contract Agreement Of Waste Removal & Coal Production
Samurangau Pit Area, Pasir Mine, East Kalimantan No. KJA-009P-10 tanggal 13
Januari 2009 antara PT Kideco Jaya Agung dengan SIMS. dengan Addendum
Contract Variation Agreement No. 10-01 Agreement No. KJA-008-24 tanggal 30
Desember 2009.
Berdasarkan Perjanjian Pembuangan Limbah dan Produksi Batubara ini Perusahaan
menunjuk Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dan Kontraktor sepakat
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yaitu melakukan pembuangan limbah
dan pengangkutan batubara di Lokasi Pertambangan Perusahaan di Samurangu
Pit Area, Pasir, Kalimantan Timur.

H. Perjanjian Pemeliharan dan Perbaikan Peralatan Caterpillar Dengan PT
Trakindo Utama

Berdasarkan Maintenance and Repair Contract For Caterpillar Equipment No.
SJK/MARC-01/2009 tanggal 26 Januari 2010 dan Addendum To Contract No.
006 tanggal 23 Juli 2010 antara SIMS dengan PT Trakindo Utama dengan Ruang
Lingkup Pekerjaan Secara Umum dan Jangka Waktu PT Trakindo Utama mewakili
SIMS yang mana PT Trakindo Utama memiliki kemampuan, pengalaman dan
keahlian sesuai dengan ketentuan jasa pemeliharaan alat berat di dalam Perjanjian
ini.

I. Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh (“Full Maintenance Contract”) Atas
Peralatan Alat Berat Dengan PT United Tractors Tbk

Antara SIMS dengan PT United Tractors Tbk telah membuat Perjanjian
Pemeliharaan Secara Penuh (“Full Maintenance Contract”), Berikut tabel di bawah
ini Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh (“Full Maintenance Contract”) yang
dibuat oleh dan  antara SIMS, selaku Pengguna Peralatan Alat Berat dengan PT
United Tractors Tbk, selaku Kontraktor atau Penyedia Jasa Pemeliharaan peralatan,
sebagaimana diuraikan di bawah ini:
No. Nama & Tanggal Jenis & Jumlah Biaya Jangka

Perjanjian Peralatan Pemeliharaan Waktu
atas

Peralatan 

1. Full Maintenance Contract 16 Unit US$32,50/jam selama 9 tahun
No. LUT/147/9931/09 Komatsu atau 45,000
tanggal 30 Nopember 2009 HD785-7 service meter

Dump Truck (yang mana
terjadi terlebih 
dahulu) untuk 
setiap peralatan

2. Full Maintenance Contract 3 Unit US$21,00/jam selama 9 tahun
No. LUT/150/9930/09 Komatsu atau 45,000
tanggal 30 Nopember 2009 GD825A-2 service meter

Motor Grader (yang mana
terjadi terlebih 
dahulu) untuk
setiap  peralatan

3. Full Maintenance Contract 5 Unit US$32,00/jam selama 9 tahun
No. LUT/001/9930/09 Komatsu atau 45,000
tanggal 30 Januari 2009 HD785-7 service meter

Dump Truck (yang mana
terjadi terlebih
dahulu) untuk
setiap peralatan

4. Full Maintenance Contract 10 Unit US$28,50/jam selama 9 tahun
No. LUT/003/9932/05 Komatsu atau 45,000
tanggal 28 Pebruari 2005 HD785-7 service meter

Dump Truck (yang mana
dan 1 Unit terjadi terlebih
Komatsu dahulu) untuk
GD825A-2 setiap peralatan
Motor Grader

5. Full Maintenance Contract 10 Unit US$28,10/jam selama 9 tahun
No. LUT/118/9931/05 Komatsu atau 45,000
tanggal 2 Mei 2005 HD785-7 service meter

Dump Truck (yang mana
terjadi terlebih 
dahulu) untuk
setiap peralatan

6. Full Maintenance Contract 4 Unit US$21,00/jam selama 9 tahun
No. LUT/061/9930/09 Komatsu atau 45,000
tanggal 30 Januari 2009 GD825A-2 service meter

Motor Grader (yang mana
terjadi terlebih
dahulu) untuk
setiap peralatan

J. Perjanjian Pemeliharan Secara Penuh (Full Maintenance Contract) Atas
Peralatan Alat Berat Dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk

Antara PT Hexindo Adiperkasa Tbk dengan SIMS, berikut tabel di bawah ini
Perjanjian Pemeliharaan Secara Penuh (“Full Maintenance Contract”) yang dibuat
oleh dan  antara SIMS, selaku Pengguna Peralatan Alat Berat dengan PT Hexindo
Adiperkasa Tbk, selaku Pemasok atau penyedia jasa pemeliharaan, sebagaimana
diuraikan di bawah ini:

No. Nama & Tanggal Amendement / Jenis & Jumlah Jangka
Perjanjian Addendum Peralatan Waktu

1. Full Maintenance Amendement No. 1 5 Unit Hitachi selama 41,999
Contract No. tanggal 10 April 2010 EX2500-6 jam atau 6,000
COM/FMC/R3/PTSIMS backhoe jam per tahun.
/4/2009 tanggal
28 Maret 2009

2. Full Maintenance Amendement No. 1 1 Unit Hitachi selama 41,999
Contract No. tanggal 24 Juni 2008 EX1900-6 jam atau 6,000
Com/FMC/R3/PTSIMS backhoe jam per tahun.
/4/2008 tanggal
30 April 2008

3. Full Maintenance 2 Unit Hitachi selama 41,999
Contract No. EX1200-6 jam atau 6,000
COM/FMC/R3/PTSIMS backhoe jam per tahun.
/2/2010 tanggal
29 Januari 2010

4. Full Maintenance Addendum 1 tanggal 1 Unit Hitachi selama 40,000
Contract No. 20 Oktober 2006 EX2500 jam.
PS/FMC/R3/PTSIMS backhoe sedang akan
/108/2006 tanggal diperpanjang
10 Nopember 2006

K. Lease Agreement (Perjanjian Sewa Ruangan Kantor)

Berdasarkan Lease Agreement No.06/SJK/LA-04/10/00 tanggal 21 Agustus 2010
antara PT Sanggar Mustika Indah  (“Pemberi Sewa”) dengan SIMS (“Penyewa”)
dengan Objek Sewa yaitu
Suite 1606 dengan luas 301 meter persegi yang terletak di Menara Mulia Jalan
Jend.  Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930.
Dipergunakan untuk perkantoran dengan jangka waktu 2 (dua) tahun delapan (8)
bulan. Terhitung sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret
2013.

L. Perjanjian Sewa Menyewa Bus Dengan CV. Rahmat Samitra

Berikut tabel di bawah ini Perjanjian Sewa Menyewa Bus yang dibuat oleh dan
antara SIMS (“Penyewa”) dengan CV. Rahmat Samitra (“Pemberi Sewa”). Di
dalam Perjanjian ini Penyewa membutuhkan bus untuk angkutan karyawan SIMS
dari Pemberi Sewa sebagaimana diuraikan di bawah ini:
No. Nama & Tanggal Lingkup Perjanjian Harga Sewa Jangka

Perjanjian (Rp) Waktu

1. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 35.000.000/ 01-01-2010
Menyewa Bus 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
No. 01/SJK-RS/ karyawan kepada SIMS 31-12-2013
XII/2009 tanggal dengan spesifikasi bus,
21 Desember 2009. sebagai berikut:

Merk/type:
Mercedes Benz/OH 1525 4x2
Nomor Polisi:
KT 9008 EA
Jumlah Tempat Duduk:
59 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin:
906.918.UO818.646
Nomor Rangka:
MHL382.123.9J.012.207

2. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 35.000.000/ 01-01-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
01/SJK-RS/I/2010 karyawan kepada SIMS 31-12-2013
tanggal 4 Januari dengan spesifikasi bus,
2010. sebagai berikut:

Merk/type:
Mercedes Benz/OH 1525 4x2
Nomor Polisi:
KT 9008 EA
Jumlah Tempat Duduk:

 59 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin:
906.918.UO818.590
Nomor Rangka:
MHL382.123.9J.012.208

3. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/  27-01-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
03/SJK-RS/I/2010 karyawan kepada SIMS 26-01-2013
tanggal 26 Januari dengan spesifikasi bus,
2010. sebagai berikut:

Merk/type:
Mitsubishi FE84BC 136Ps
Turbo4x4
Nomor Polisi: KT 7465 EG
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin: 4D34T-E58248
Nomor Rangka:
MHMFE84PB9J001177

4. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/ 16-01-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
02/SJK-RS/I/2010 karyawan kepada SIMS 15-01-2013
tanggal 16 Januari dengan spesifikasi bus,
2010. sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi
FE84BC 136Ps Turbo 4x4
Nomor Polisi: KT 7464 EG
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin: 4D34T-E58248
Nomor Rangka:
MHMFE84PB9J001178

5. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/ 22-03-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
04/SJK-RS/III/2010 karyawan kepada SIMS 21-03-2013
tanggal 22 Maret dengan spesifikasi bus,
2010. sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi
FE84BC 136Ps Turbo 4x4
Nomor Polisi:
KT 7467 EG
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin:
4D34T-E01249
Nomor Rangka:
MHMFE84PB9J001492

6. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/ 01-05-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
05/SJK-RS/V/2010 karyawan kepada SIMS 30-04-2013
tanggal 1 Mei 2010. dengan spesifikasi bus,

sebagai berikut:
Merk/type: Mitsubishi
FE84BC 136Ps Turbo 4x4
Nomor Polisi: KT 7470 EG
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin:
4D34T-EX2873
Nomor Rangka:
MHMFE84PB9J001532

7. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/ 01-05-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
06/SJK-RS/V/2010 karyawan kepada SIMS 30-04-2013
 tanggal 1 Mei 2010. dengan spesifikasi bus,
sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi
FE84BC 136Ps Turbo 4x4
Nomor Polisi: KT 7473 EG
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin:
4D34T-EX3685
Nomor Rangka:
MHMFE84PB9J001540

8. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/ 07-08-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
08/SJK-RS/VIII/ karyawan kepada SIMS 06-08-2013
2010 tanggal 6 dengan spesifikasi bus,
Agustus 2010. sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi
FE84BC 136Ps Turbo 4x4
Nomor Polisi: KT 7492 ED
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2010 (baru)
Type Mesin:
4D34T-F36027
Nomor Rangka:
MHMFE84PBAJ001725

9. Perjanjian Sewa Pemberi Sewa menyewakan 25.000.000/ 01-07-2010
Menyewa Bus No. 1 (satu) unit bus angkutan unit/bulan s/d
07/SJK-RS/VI/ karyawan kepada SIMS 30-06-2013
2010 tanggal 30 dengan spesifikasi bus,
Juni 2010. sebagai berikut:

Merk/type: Mitsubishi
FE84BC 136Ps Turbo 4x4
Nomor Polisi: KT 8792 ED
Jumlah Tempat Duduk:
34 seats, AC
Tahun Pembuatan:
2009 (baru)
Type Mesin:
4D34T-EX2872
Nomor Rangka:
MHMFE84PB9J001531

11.  ASET MATERIAL DAN ASURANSI

A. Bidang Tanah

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (Pelepasan Hak) sebagaimana diuraikan
di bawah ini, diketahui SIMS menguasai 2 (dua) bidang tanah, yaitu sebagai
berikut:
1. Akta Perjanjian Jual Beli (Pelepasan Hak) No. 72 tanggal 18 Agustus 2010

yang dibuat di hadapan Agustinus Sandimin, S.H., Notaris di Tanah Grogot,
seluas 28.356 M2 yang terletak di Desa Batu Kajang, RT. 009 A; dan

2. Akta Perjanjian Jual Beli (Pelepasan Hak) No. 73 tanggal 18 Agustus 2010
yang dibuat di hadapan Agustinus Sandimin, S.H., Notaris di Tanah Grogot,
seluas 36.494 M2 yang terletak di Desa Batu Kajang, RT. 009 A.

CATATAN:
Berdasarkan Surat Keterangan No. 526/AS/X-2011 tanggal 5 Oktober 2011 dan
ditandatangani oleh Kantor Notaris PPAT Agustinus Sandimin, berdasarkan mana
diterangkan bahwa untuk (i) Perjanjian Jual Beli atau Pelepasan Hak No. 72
tanggal 18 Agustus 2010 dan (ii) Perjanjian Jual Beli Pelepasan Hak No. 73
tanggal 18 Agustus 2010 semuanya masih dalam proses pengurusan balik nama
sertifikat ke atas nama SIMS di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Paser.
B. Bangunan-Bangunan

Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diuraikan di bawah
ini SIMS memiliki beberapa unit bangunan, yaitu sebagai berikut:
1. Surat Izin Camat No. 648/43/Pem.2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan

tanggal 21 September 2010 dimana SIMS diberikan Izin Mendirikan
Bangunan dengan Lokasi Bangunan di Batu Sopang dengan luas bangunan
seluruhnya 253,74 M2.

2. IMB No. 570/565/KPMPPT-2.1.3/X tanggal 6 Oktober 2010 dimana diberikan
IMB kepada SIMS, dengan Lokasi Bangunan di Batu Sopang, Kecamatan
Batu Kajang, RT/RW. 025, di Jl. PT Kideco, dengan luas bangunan
seluruhnya 650 M2.

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 570/63/KPMPPT-2.1.3/I tanggal 20
Januari 2011 dimana diberikan IMB kepada SIMS, dengan Lokasi Bangunan
di Batu Sopang, di Jl. Khusus Tambang/Tambang Kideco Jaya Agung,
dengan luas bangunan seluruhnya 464,6 M2 .

4. Surat Izin Camat No. 648/42/Pemb.2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan
tanggal 20 September 2010 dimana SIMS diberikan Ijin Mendirikan Bangunan,
dengan Lokasi Bangunan di Batu Sopang, di Jl. Comp. Perum Kedeco Jaya
Agung, dengan luas bangunan seluruhnya 443,10 M2.

5. Surat Izin Camat No. 648/05/PEM.2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan
tanggal 13 Januari 2011 dimana diberikan Ijin Mendirikan Bangunan, dengan
Lokasi Bangunan di Batu Sopang, Kecamatan Batu Kajang, RT/RW. 025,
Batu Kajang, di Jl. Tambang Kideco Jaya Agung, dengan luas bangunan
seluruhnya 322,5 M2.

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 570/564/KPMPPT-2.1.3/X tanggal 6
Oktober 2010 dimana diberikan IMB kepada SIMS, dengan Lokasi Bangunan
di Batu Sopang, di Jl. PT Kideco, dengan luas bangunan seluruhnya 640
M2.

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 570/563/KPMPPT-2.1.3/X tanggal 6
Oktober 2010 dimana SIMS diberikan IMB, dengan Lokasi Bangunan di
Batu Sopang, Kecamatan Batu Kajang, RT/RW. 025, di Jl. PT Kideco,
dengan luas bangunan seluruhnya 640 M2.

C.  Alat Berat

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli No. 31238 tanggal 24 September 2009 yang
dibuat oleh dan antara PT United Tractors dan SIMS, berdasarkan mana
diterangkan bahwa SIMS memiliki 12 (dua belas) Unit Komatsu Dump Truck
Model HD 785-7.
Selanjutnya, berdasarkan Fixed Asset List 2011 SIMS yang dikeluarkan,
diketahui SIMS memiliki beberapa unit Perlengkapan (Equipment)/alat berat,
sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No. Deskripsi Alat Berat Unit

1. CAT 777D(HD1101-1104) 4
2. Terex TR100(HD1001-1004) 4
3. M/G 1H(MG 4001) 1
4. Crane 1
5. Folklift (Daewoo) 1
6. Stick (EX 262) 1
7. Cummins Engine KTTA 19C 1
8. CAT Engine OR 7542 O/H(BD 167) 1
9. CAT Engine OR 7542 O/H(BD 169) 1

10. CAT 777D(HD1105-1108) 4
11. CAT M/Grader (MG 4002) 1
12. BM(MG 4002) 1
13. CAT Engine OR 7542 O/H(BD 168) 1
14. Folklift (Mitsubishi) 1
15. Engine AR, OR-7542 (For D10R, BD16) 1
16. Komatsu D/Truck HD785-5 3
17. Komatsu M/G GD825A-2 1
18. Wheel Loader & Tyre Handler 1
19. Hitachi Ex-1200 1
20. Hitachi Ex-2500 1
21. Komatsu D/T 2
22. Hitachi EX-2500 1
23. Bulldozer D7G 2
24. MG825A-2 1
25. Hitachi Ex-2500 1
26. Bulldozer D7G 1
27. EXC.PC200-7 SNC78186 1
28. EXC.PC200-7 SNC78193 1
29. BOMAG 1
30. F/T&LubeService 1
31. Water Tank 1
32. Low Bed Trailler 1
33. Scania Prime Mover 1
34. Cargo Crane Truck 1
35. DOZER D9R CAT 3
36. Hydraulic Excavator ZX200 1
37. Hyundai Wheel Loader 1
38. Forklift 1
39. Water Tank 2

D. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”), SIMS memiliki
46 unit  kendaraan bermotor .

11.5 DOKUMENTASI PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN
SIMS

Berdasarkan dokumen polis asuransi sebagaimana diuraikan SIMS telah
melaksanakan perlindungan asuransi dengan PT. Asuransi Samsung Tugu dan
PT. Asuransi Astra.

D. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Rencana Perubahaan Kegiatan Usaha Utama Perseroan
menjadi perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara dan
jasa pertambangan lainnya sebagaimana diuraikan diatas, Direksi Perseroan
mengusulkan agar Perseroan melakukan divestasi seluruh asset tetap. Sehubungan
dengan hal ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Aset pada tanggal 25 Agustus 2011 dan di addendum pada tanggal 5 Oktober
2011 dengan PT Pyxis Ultimate Solutions (“Pyxis”), suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa teknologi informatika.

2. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan Rencana Penjualan ini kepada Pihak Afiliasi adalah
untuk menghasilkan nilai jual tertinggi atas aset dan digunakan untuk membayar
kewajiban Perseroan.

3. Manfaat

Perseroan akan lebih fokus pada bidang usaha yang baru yaitu di bidang usaha
jasa pertambangan.

4. Obyek Rencana Penjualan

Obyek dari Rencana Penjualan adalah seluruh asset tetap.

5. Karyawan Perseroan

Terhadap sebagian besar karyawan Perseroan akan dilaksanakan Pemutusan
Hubungan Kerja dan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

6. Nilai Rencana Penjualan

Berdasarkan PPJB Aset, nilai keseluruhan dari Rencana Penjualan ini adalah Rp.
1.315.000.000,00.

7. Sifat Material dan Hubungan Afiliasi

Rencana Penjualan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilainya sebagaimana disebutkan di atas
adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Perseroan (audited) untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2011 sebesar negatif Rp938.243.736,00 (negatif sembilan
ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh
enam Rupiah) atau sebesar 160,24% (seratus enam puluh koma dua puluh empat
persen).
Rencana Penjualan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan No. IX.E.1 karena (i) Ir. Ganiadi Gunawan selain menjabat
sebagai Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Pyxis serta sebagai
Pemegang Saham di Pyxis, (ii) David Jakubus Elisafan selain menjabat sebagai
Komisaris Utama Perseroan, juga menjadi Pemegang Saham di Pyxis

8. Ketentuan-ketentuan Penting Dalam PPJB Aset

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB Aset antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Obyek Rencana Penjualan

Seluruh asset tetap.  Objek Rencana Penjualan dimiliki oleh Perseroan dan
tidak dijaminkan atau dalam sengketa.

b. Harga Penjualan dan Tata Cara Pembayaran
Harga penjualan untuk seluruh aset tetap yang akan dialihkan adalah
Rp.1.315.000.000. Pembayaran Harga penjualan ini seluruhnya akan dilakukan
oleh Pyxis dengan menyerahkan uang muka pembelian secara tunai dengan
syarat “in good fund’ ke dalam rekening Perseroan yang wajib dilakukan
selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan (Closing Date) (sebagaimana
didefinisikan di dalam PPJB Aset). .Dengan menjual asset tersebut kepada
Pihak Afilasi agar mendapat Harga tertinggi diatas nilai pasar wajar yang
menguntungkan Perseroan dan Pemegang Saham Minori tas.

c. Penutupan
Rencana Penjualan hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan telah
memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi yang diperlukan sesuai dengan
anggaran dasar Perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku,
termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari RUPS Perseroan untuk
melakukan tindakan pejualan/ divestasi Aset.

d. Pengakhiran PPJB Aset (Pasal 12)
(i) Penjual dapat sewaktu-waktu mengakhiri PPJB Aset dengan mengirimkan

pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa
di bawah ini:
1) Jika Pembeli, dengan alasan apapun, lalai membayar penuh Harga

Penjualan selambat-lambatnya pada Tanggal Penutupan, namun demikian
atas dasar persetujuan Para Pihak, Para Pihak dapat memperpanjang
jatuh tempo pelunasan Uang Muka Pembelian; atau

2) Jika Pembeli tidak dapat memenuhi satu atau lebih persyaratan-
persyaratan dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian
ini.

(ii) Apabila Penjual mengakhiri PPJB Aset secara sepihak sebelum Tanggal
Penutupan, Penjual dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kerja
terhitung dari tanggal pengakhiran PPJB Aset akan mengembalikan setiap
jumlah pembayaran yang telah diterima Penjual tanpa dikenakan bunga
pada rekening bank yang ditunjuk oleh Pembeli.

(iii)Apabila pengakhiran PPJB Aset sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal
12.1, maka Penjual tidak berkewajiban untuk mengembalikan setiap jumlah
pembayaran yang telah diterima Penjual kepada Pembeli dan oleh karena
itu Pembeli setuju bahwa setiap jumlah pembayaran yang telah diterima
Penjual adalah menjadi milik Penjual sepenuhnya.

(iv)Setiap pihak dapat mengakhiri PPJB Aset ini dengan pemberitahuan tertulis
tentang pengakhiran PPJB Aset ini kepada Pihak lainnya dikarenakan
timbulnya peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa salah satu Pihak, dimana
Keadaan Kahar tersebut tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu 6
(enam) bulan sejak pemberitahuan tentang terjadinya Keadaan Kahar dari
Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut kepada Pihak lainnya.

9. Keterangan Mengenai Pyxis

Riwayat Singkat

PT Pyxis Ultimate Solutions (“Pyxis”) yang berkedudukan di Malang Propinsi Jawa
Timur, Republik Indonesia didirikan berdasarkan pada Akta No : 51 tanggal 24Juni
2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di Malang. Kantor Pyxis
berlokasi di Malang Propinsi Jawa Timur. Nomor Telepon Pyxis : (0341) 7592000
Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Pyxis bergerak di bidang jasa, perindustrian
dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pyxis dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
〈 Menjalankan usaha di bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi

informatika dan produk teknologi informatika termasuk namun tidak terbatas
pada produk-produk internet.

〈 Menjalankan usaha di bidang perindustrian yang berhubungan dengan jasa
dan produk-produk teknologi informatika serta memperdagangkan hasil-hasilnya
baik di dalam negeri (lokal dan interinsulair) maupun luar negeri (international/
export) termasuk impor dari luar nergeri maupun di luar negeri.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pyxis berdasarkan Akta No.
51 tanggal 24 Juni 2011, dibuat di hadapan Ario Hardickdo, S.H., Notaris di
Malangadalah sebagai berikut :

Keterangan Jumlah Jumlah Nilai %
Saham Nominal (Rp)

Modal Dasar 800 400.000.000

Pemegang Saham:
1. Ir. Ganiadi Gunawan 100 50.000.000 50,00
2. David Jakubus Elisafan 100 50.000.000 50,00
Modal Ditempatkan dan Disetor 200 100.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 600 300.000.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No.51 tanggal 24 Juni 2011,dibuat di hadapan Ario Hardickdo,
S.H., Notaris di Malang, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pyxis yang sedang
menjabat adalah sebagai berikut:
Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan
Komisaris : David Jakubus Elisafan

E. DAMPAK KEUANGAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Dengan asumsi Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan telah dilaksanakan
pada tanggal 31 Mei 2011,  maka proforma ikhtisar data keuangan penting Perseroan
pada tanggal 31 Mei 2011, yang telah direview oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara
& Rekan adalah sebagai berikut:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma
Ikhtisar Data Keuangan Proforma

(dalam rupiah)
31 Mei 2011

31 Mei 2011 Penyesuaian Setelah Transaksi
Sebelum Transaksi Proforma Proforma

Aset Lancar 777.813.423 227.662.571.094 228.440.384.517
Aset Tidak Lancar 668.875.443 539.629.924.590 540.298.800.033
Jumlah Aset 1.446.688.866 767.292.495.684 768.739.184.550
Liabilitas Jangka Pendek 3.305.416.105 216.170.729.316 219.476.145.421
Liabilitas Jangka Panjang 763.913.978 5.850.084.087 6.613.998.065
Ekuitas (2.622.641.217) 545.271.682.281 542.649.041.064
Penjualan 1.079.645.344 359.829.881.580 360.909.526.924
Beban Pokok Penjualan -  (328.170.953.360) (328.170.953.360)
Laba Kotor 1.079.645.344 31.658.928.220 32.738.573.564
Beban Usaha (1.149.748.690) (10.696.713.462) (11.846.462.152)
Laba Usaha (70.103.346) 22.678.144.778 22.608.041.432
Pendapatan / (Beban) Lain-lain (10.026.797) (1.238.414.300) (1.248.441.097)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (80.130.143) 21.439.730.478 21.359.600.335
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan 13.885.998 (5.773.629.090) (5.759.743.092)
Laba Bersih Periode Berjalan (66.244.145) 15.666.101.388 15.599.857.243

Adanya transaksi korporasi diatas telah meningkatkan seluruh akun dalam laporan
keuangan perusahaan, hal tersebut dikarenakan telah dikonsolidasikannya laporan
keuangan SIMS untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2011 sehingga
mengakibatkan jumlah aset serta laba perusahaan meningkat.
Asumsi-Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Menyiapkan Informasi Neraca Ringkas
Proforma :
a. Melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham dalam

rangka penerbitan HMETD sebanyak 1.260.750.000 (satu miliar dua ratus enam
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu  saham atau sebesar 85,71% (delapan puluh
lima koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang ditempatkan
dan disetor penuh dengan Nilai Nominal Rp 200 (dua ratus Rupiah) yang ditawarkan
dengan harga penawaran Rp 420 (empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham
sehingga seluruhnya berjumlah Rp 529.515.000.000 (lima ratus dua puluh sembilan
miliar lima ratus lima belas juta Rupiah).

b. Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham dalam rangka
penerbitan HMETD dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011.

c. Membeli seluruh kepemilikan saham yang mempunyai nilai pasar wajar sebesar
USD 68,45 juta atau setara dengan Rp 584.332 juta, sebagaimana Laporan
Penilaian 99,90% saham PT SIMS Jaya Kaltim dari KJPP – Ruky, Sridhar & Rekan
No. TC/CF/R-0108/11, tanggal 24 Agustus 2011.Pembelian seluruh kepemilikan
saham (akuisisi) PT SIMS Jaya Kaltim sebanyak 1.998 lembar saham atau 99,90%
dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011

d. Pembelian seluruh kepemilikan saham (akuisisi) PT SIMS Jaya Kaltim sebanyak
1.998 lembar saham atau 99,90% dilakukan pada tanggal 31 Mei 2011 dengan
harga Rupiah (Rp).

e. Memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.E.1 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

f. Dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sebesar 97,35% (sembilan puluh tujuh
koma tiga puluh lima persen) atau sebesar Rp 516 miliar akan digunakan untuk
pengambilalihan 99,90% saham PT Sims Jaya Kaltim.

g. Kurs yang digunakan dalam penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2011 sebesar
Rp 8.537 untuk 1 USD, dan kurs tengah Bank Indonesia rata-rata selama lima
bulan berakhir 31 Mei 2011 sebesar Rp 8.740 untuk 1 USD.

h. Transaksi akuisisi mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 22 tentang Kombinasi Bisnis, karena pemegang saham awal
melaksanakan haknya.

i. Transaksi mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
No. 52 tentang Mata Uang Pelaporan.

j. Transaksi divestasi aset tetap sebesar nilai buku dan transaksi offset atas aset
dan liabilitas PT Myoh Technology, Tbk dilakukan pada 31 Mei 2011.

k.    Biaya emisi atas Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebesar 0,24% dari nilai
emisi atau ekuivalen sebesar Rp 1.270.836.000.

l.    Goodwill dalam laporan proforma berasal dari selisih harga perolehan investasi
dengan nilai wajar aset bersih perusahaan. Nilai wajar aset bersih perusahaan
didasarkan pertimbangan (judgement) manajemen perusahaan dimana atas hal
tersebut dinilai sebesar nilai tercatat perusahaan.

m. Dalam penyusunan laporan proforma, nilai wajar aset bersih perusahaan masih
dinilai berdasarkan nilai tercatat perusahaan, akan tetapi jika akuisisi tersebut jadi
dilakukan, manajemen perusahaan akan menggunakan nilai wajar untuk menilai
aset bersihnya.

F. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK

Dalam rangka merealisasikan tindakan korporasi sebagaimana diuraikan di atas,
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu:
• Akuntan Publik Supoyo, Sutjahyo, Subyantara & Rekan, yang melakukan audit

atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2011;
• Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, yang melakukan audit atas

laporan keuangan SIMS untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2011;
• Penilai Independen KJPP Ruky, Sridhar & Rekan, yang melakukan penilaian atas

saham dan kewajaran Rencana Transaksi serta melakukan studi kelayakan atas
perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; dan

• Konsultan Hukum Thamrin & Rachman yang melakukan uji tuntas dari segi hukum
atas Perseroan dan SIMS.

• Penilai Independen KJPP Asrori, Hentriawan & Rekan yang melakukan penilaian
aset Perseroan.

G. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP Ruky, Sridhar dan Rekan yang memiliki ijin usaha dari Kementrian Keuangan
No. 2.11.0087 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KM.1/2011
tanggal 7 Maret 2011 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Bapepam
- LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam -
LK No. 12/BL/STTD-P/B/2011, telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen
sesuai dengan Surat Penugasan No. P/0405/11 tanggal 15 Juni 2011  untuk (i)
melakukan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama (ii)
penilaian 99,9% saham SIMS (iii) memberikan pendapat kewajaran atas Rencana
Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjuala

1. Ringkasan Penilaian 99,9% Saham SIMS

Berikut ringkasan Laporan Penilaian 99,9% Saham SIMS sebagaimana diuraikan
KJPP RSR dalam laporannya No. TC/CF/R – 0108/11 tanggal 24 Agustus 2011:
Tujuan Penilaian

Penilaian ini dibuat untuk dalam rangka Rencana Transaksi pengambilalihan
saham SIMS oleh Perseroan.
Obyek Penilaian

Obyek dalam penilaian ini adalah 99,9% saham SIMS.
Tanggal Penilaian

Penilaian saham ini dilakukan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31
Mei 2011.
Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Penilaian ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan pada
informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana
berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta
tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang digunakan terutama:
Laporan audit keuangan SIMS, proyeksi keuangan SIMS, serta berbagai sumber
informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain yang
dianggap relevan.
Asumsi dan Kondisi Pembatas

KJPP RSR mengasumsikan bahwa sejak tanggal penilaian sampai dengan tanggal
Laporan Penilaian ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material
terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam Laporan Penilaian. Segala
perubahan terhadap informasi, data dan asumsi tersebut di atas dapat
mempengaruhi hasil penilaian secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak
dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan
kesimpulan yang disebabkan perubahan-perubahan tersebut. KJPP RSR juga
tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian
karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.
Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS, Penilai mengaplikasikan
2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan pendapatan dengan Metode Diskonto Arus
Kas Bersih (Discounted Cash Flow - DCF), dan pendekatan data pasar dengan
Metode Pasar (Guideline Company Method-GCM).
Kesimpulan Nilai

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan terlampir, dengan menggunakan
pendekatan pendapatan dan pendekatan pasar serta memperhatikan Kondisi
Pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka menurut pendapat
Penilai, Nilai Pasar Wajar 99,9% saham SIMS per tanggal 31 Mei 2011 adalah
sebesar USD 68,447.000 (dibulatkan) (enam puluh delapan juta empat ratus
empat puluh tujuh ribu dollar) atau setara dengan Rp 584.332.039.000,- (dibulatkan)
(limaratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga puluh
sembilan ribu Rupiah), menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia per tanggal
31 Mei 2011 dimana USD 1 = Rp 8.537,-

2. Ringkasan Penilaian Aset Perseroan

Berikut ringkasan Laporan Penilaian asset Perseroan sebagaimana diuraikan
KJPP Asrori, Hentriawan & Rekan dalam laporannya No. 004/LP/AHR/HR/IX/2011
tanggal 30 September 2011.
Objek Penilaian

Aset berupa inventaris Kantor dan Kendaraan yang berada di Malang, Jawa Timur.
Tujuan Penilaian

Penilaian ini dibuat untuk Laporan Keuangan dalam rangka jual beli dengan dasar
nilai pasar per tanggal penilaian 20 September 2011.
Asumsi dan Kondisi Pembatas

KJPP AHR mengasumsikan bahwa dilandasi itikad baik semua dokumen asli yang
diberikan atau diperlihatkan adalah sah,benar, lengkap dan sesuai dengan
kenyataan dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah
maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi asset bukan menjadi tanggung
jawab kami dan kami KJPP tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang
menggunakan hasil penilaian.
Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk menentukan penilaian maka metode yang sesuai untuk menilai property
yang berupa inventaris dan kendaraan kantor adalah pendekatan data pasar dan
pendekatan kalkulasi biaya.
Kesimpulan Nilai

Berdasarkan standar penilaian Indonesia (SPI) 2007, dan dengan mengamati
kondisi makro perekonomian Indonesia yang ada, maka dengan asumsi – asumsi,
syarat-syarat dan/atau pembatasan – pembatasan tertentu penilai independen
berpendapat nilai pasar asset Perseroan pada tanggal 20 September 2011 adalah
Rp. 427.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

3. Ringkasan Laporan Studi Kelayakan

Berikut ringkasan Laporan Studi Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama Perseroan sebagaimana diuraikan KJPP RSR dalam laporannya No.
TC/CF/R – 0208/11 tanggal 25 Agustus 2011, yang dilengkapi kemudian dengan
No. TC/CF/R-0210/11 tanggal 5 Oktober 2011:
Tujuan

Hasil dari studi kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Perseroan berkenaan
untuk menentukan kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perseroan sehubungan dengan akuis is i  99,9% saham SIMS.
Tanggal Penilaian

Laporan Studi Kelayakan dilaksanakan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan
laporan keuangan yang digunakan dalam analisa menggunakan data per 31 Mei
2011.
Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Penilaian ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan pada
informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana
berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta
tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang digunakan terutama:
Laporan audit keuangan SIMS, proyeksi keuangan SIMS, kontrak-kontrak kerja,
serta berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik
dan hasil analisis lain yang dianggap relevan.
Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi
dan data. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP RSR melandaskan
dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen
Perseroan dan SIMS, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar,
lengkap, dapat diandalkan serta tidak menyesatkan. KJPP RSR tidak melakukan
audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data
yang diberikan oleh manajemen Perseroan dan SIMS, baik lisan maupun tulisan,
dan dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab
terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
Sebagai dasar bagi KJPP RSR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan
Laporan Studi Kelayakan, KJPP RSR menggunakan data-data sebagaimana
tercantum pada bagian Sumber Data di atas sebagai bahan pertimbangan.
Segala perubahan terhadap data-data tersebut diatas dapat mempengaruhi hasil
penilaian KJPP RSR secara material. Oleh karena itu, KJPP RSR tidak dapat
menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan
yang disebabkan perubahan data tersebut.
Laporan Studi Kelayakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi
pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan
Pemerintah pada tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan.
KJPP RSR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan
ini tidak terjadi perubahan yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-
asumsi yang digunakan dalam Laporan Studi Kelayakan ini. Laporan Studi
Kelayakan ini hanya dipersiapkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan
yang telah disebutkan di atas, dan tidak dapat dipergunakan untuk tujuan lainnya.
Laporan Studi Kelayakan ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan
penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan
informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
KJPP RSR tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi
pendapat kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini
Pendekatan dan Metode Penilaian

Langkah-langkah penyusunan Studi Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan
Usaha Utama Perseroan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor
VIII.C.3 sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:
KEP-340/BL/2009. Analisis yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kajian Ekonomi Makro dan Pasar
2. Kajian Pola Bisnis
3. Kajian Kelayakan Model Manajemen
4. Kajian Teknis
5. Kajian Kelayakan Keuangan
Kesimpulan

Dengan demikian rencana Perseroan untuk melaksanakan Rencana Perubahan
Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah layak karena akan mendatangkan
tambahan manfaat bagi pemegang saham Perseroan. Hal ini dikarenakan, NPV
yang positif, Internal Rate of Return (“IRR”) dari investasi lebih besar dari Weighted
Average Cost of Capital (“WACC”) yaitu masing-masing sebesar US$28,09 juta
dan 20,96 (x), BCR (Benefit Cost Ratio) lebih dari 1 (satu) dan biaya maksimum
yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar nilai investasi sebesar USD
73,89 juta. Rekomendasi ini kami berikan dengan catatan semua asumsi yang
diterapkan dalam Studi Kelayakan ini dapat dipenuhi.

4. Ringkasan Penilai Aset

5. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan

Berikut ringkasan ringkasan laporan penilai independen KJPP RSR atas kewajaran
Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana
Penjualan tertuang pada Laporan Pendapat Kewajaran No. TC/CF/R – 0308/11
tanggal 26 Agustus 2011, yang dilengkapi kemudian dengan No. TC/CF/R-0310/11
tanggal 5 Oktober 2011:
Tujuan Penilaian

Memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan Perubahan
Kegiatan Usaha Utama, Pengambilalihan dan Rencana Penjualan.
Obyek Penilaian

Rencana Perseroan untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
pengambilal ihan 99,9% saham SIMS serta Rencana Penjualan.
Tanggal Penilaian

Analisis Kewajaran dilaksanakan per tanggal 31 Mei 2011, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisa menggunakan data per 31 Mei 2011.
Informasi yang digunakan (sumber data)

Dalam menyusun Laporan Kewajaran ini, KJPP RSR melandaskan dan berdasarkan
pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang
mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan,
serta tidak menyesatkan. Sumber data/informasi utama yang digunakan terutama:
Laporan keuangan audit Perseroan per 31 Mei 2011, Laporan keuangan audit
SIMS per 31 Mei 2011, Addendum PPJB, PPJB Aset, Informasi Keuangan
Konsolidasi Proforma, Laporan Penilaian Saham SIMS serta berbagai sumber
informasi baik berdasarkan media cetak dan elektronik dan hasil analisis lain yang
dianggap relevan.
Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dari tanggal Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan terjadinya Rencana
Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material
terhadap Rencana Transaksi.
Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini harus dipandang sebagai satu
kesatuan dan penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa
mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan
pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut.
Pendapat dalam Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi umum
keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini.
Pendapat Kewajaran juga dianalisa dengan mempertimbangkan azas normalitas
transaksi (arm’s length transaction)
Metodologi Pengkajian Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, penilai independen telah
melakukan analisis: (a) Analisis Kualitatif berupa analisis pihak-pihak yang terlibat
dalam Rencana Transaksi dan Analisis Keterkaitan, Analisis Perjanjian dan Analisis
Keterkaitan, Analisis Perjanjian dan Persyaratan Rencana Transaksi, Analisis
Industri serta Analisis Manfaat dan Resiko Rencana Transaksi; (b) Analisis
Kuantitatif berupa Analisis Kinerja Historis, Analisis Kewajaran Harga dan Analisis
Uji Nilai Tambah.
Evaluasi Kewajaran Rencana Transaksi

a. Analisis Kuantitatif
b. Analisis Kualitatif
c. Analisis Nilai Tambah
Pendapat Penilai

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang
dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis
dan keuangan, menurut pendapat Penilai Rencana Transaksi adalah wajar bagi
Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012

 
 
 
 
 
 
 

     



H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan
menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 18 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB,
bertempat di Tempat diselenggarakannya RUPSLB berada di Balai Pertemuan Wisma
Intra Asia, Jalan Profesor Dr.  Soepomo No.58 – Jakarta 12870
Para Pemegang Saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal 14
September2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk menghadiri RUPSLB yang akan
diselenggarakan pada tanggal 18 September 2011. Pemegang saham yang tidak
dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
dengan cara mengisi blangko Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan
mengembalikannya ke kantor Perseroan, sehingga Surat Kuasa tersebut sudah
diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB
diselenggarakan.
Dalam RUPSLB tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan para pemegang
saham atas hal-hal sebagai berikut:
1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas

I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED).
2. Pengambilalihan (akuisisi) terhadap 99,90% saham yang telah dikeluarkan dan

disetor penuh dalam PT Sims Jaya Kaltim, yang merupakan Transaksi Material
sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. KEP-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

3. Penjualan seluruh aktiva Perseroan berupa aktiva tetap dan aktiva lancar kepada
pihak terafiliasi.

4. A. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan usaha Utama
Perseroan.

B. Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

A. Perubahan Pasal 1, yaitu nama Perseroan dan perubahan Tempat dan
Kedudukan Perseroan.

B. Perubahan Pasal 3, yaitu perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan
dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan,

C. Perubahan Pasal 4 ayat 1, yaitu Penurunan Modal Dasar Perseroan.
6. Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Berkaitan dengan kuorum untuk RUPSLB dalam rangka PUT I serta Rencana
Transaksi ini, berdasarkan ketentuan Pasal 26Anggaran Dasar Perseroan serta
dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik, ketentuan pemungutan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana
Transaksi adalah sebagai berikut:
Ketentuan RUPS untuk PUT I serta Transaksi Material:

Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan
RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
§ Dalam RUPSLB lebih dari • (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPSLB adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari • (satu per dua) bagian dan seluruh suara dengan hak
suara yang hadir dalam RUPSLB.

§ Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam
RUPSLB Kedua ini paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPSLB Kedua
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari • (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh suara yang sah yang dikeluarkan RUPSLB.

§ Dalam hal kuorum RUPSLB Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSLB Ketiga ditetapkan oleh Ketua
Bapepam dan LK..

I. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas semua
kebenaran informasi yang dimuat didalam Prospektus ini dan menegaskan informasi
yang dibuat didalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting
lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi Penjualan
Aset Perseroan merupakan transaksi afiliasi dan bukan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan serta merupakan transaksi material.

3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan Transaksi Pengambilalihan
saham SIMS merupakan transaksi material dan bukan merupakan Transaksi
Afiliasi ataupun Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan menundukkan diri
secara sukarela pada ketentuan IX.E.2 guna memperoleh persetujuan dalam
RUPLSB Perseroan.

5. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menegaskan bahwa semua informasi
material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

A. REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Perubahan Kegiatan Usaha
Utama, Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan, namun rencana tersebut
masih digantungkan pada hasil keputusan RUPSLB dalam rangka PUT I.
Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama,
Rencana Pengambilalihan dan Rencana Penjualan merupakan pilihan terbaik bagi
Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga memberikan rekomendasi tersebut
kepada Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi dimaksud. Dalam memberikan
rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris telah
menelaah laporan pendapat pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
Mengenai manfaat dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Rencana
Pengambilalihan dan Rencana Penjualan serta Informasi Keuangan Proforma,
sehingga berkeyakinan bahwa rencana tersebut merupakan pilihan terbaik bagi
Perseroan dan Pemegang Saham.
B. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut berkenaan dengan
transaksi material dan afiliasi sebagaimana telah diuraikan di atas, dipersilahkan
untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada
jam kerja dengan alamat sebagai berikut :

PT MYOH TECHNOLOGY TBK
CORPORATE SECRETARY
Jl. Bukit Dieng Ruko No. 1-2

Malang – Jawa Timur
Telepon : (0341) 550246, 550258, 550259

Faksimili : (0341) 550247
www.myohtech.nets

PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yangberakhir pada tanggal
31 Mei 2011 yang telah diaudit oleh KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan
dengan pendapat wajar tanpapengecualian. Seluruh Liabilitas Perseroan adalah
dalam mata uang Rupiah.
Perseroan dengan ini menyatakan tidak terdapat negative covenants yang akan
merugikan hak-hak pemegang saham publik.
Jumlah Liabilitas Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(dalam Ribu Rupiah)
KETERANGAN 31 Mei 2011

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha 380.860
Utang lain-lain 1.289.290
Utang pajak 243.782
Biaya yang masih harus dibayar 1.391.484
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 3.305.416

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pada pihak yang berealisasi 121.038
Liabilitas imbalan paska kerja 642.876
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 763.914

JUMLAH LIABILITAS 4.069.330

Berikut adalah rincian lebih lanjut dari kewajiban Perseroan tersebut diatas:
1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Mei 2011 adalah
sebesar Rp380.860.000,- dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 31 Mei 2011

PT. Era Reportama Nusantara 245.000
PT. Alpha Cipta Computindo 135.860
Jumlah 380.860

2. Utang Lain-lain
Utang Lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.289.290
ribu dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN 31 Mei 2011

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) 1.007.290
Bambang HK 282.000
Jumlah 1.289.290

Utang lain-lain kepada Bambang HK merupakan pinjaman untuk modal kerja, atas
utang ini Perusahaan tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo yang pasti.
Utang kepada KP2LN ini sebelumnya merupakan hutang Perseroan ke BAPEPAM
yang telah dialihkan penagihnya ke KP2LN. Hutang ini harus diselesaikan dengan
cicilan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai
lunas sesuai keputusan dari Pengadilan Piutang Negara.
Sesuai surat BAPEPAM No: S-4948/BL/2007 tanggal 28 September 2007 Perseroan
mempunyai hutang kepada BAPEPAM sebesar Rp 1.010.000.000,- yang terdiri
dari denda sebesar Rp 500.000.000 dan bunga sebesar Rp 510.000.000. Sedangkan
sesuai surat BAPEPAM No: S-4810/BL/2007 tanggal 21 September 2007 Perseroan
mempunyai hutang kepada BAPEPAM sebesar Rp 22.440.000 yang terdiri dari
denda sebesar Rp 22.000.000 dan bunga sebesar Rp 440.000. Hutang tersebut
telah dialihkan penagihannya ke KP2LN. Sampai saat ini Perseroan masih
mengupayakan penyelesaian kewajiban tersebut dengan cara mengangsur.

3. Utang Pajak
Utang PajakPerseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp243.782ribu
dengan rincian sebagai berikut:
KETERANGAN 31 Mei 2011

Pajak pertambahan nilai 133.026
Pajak penghasilan pasal 23 110.756
Jumlah 243.782

4. Biaya yang masih harus dibayar
Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah
sebesar Rp1.391.484ribu dengan rincian sebagaiberikut:
KETERANGAN 31 Mei 2011

Beban gaji 1.101.548
Beban komisi dan marketing 53.068
Beban outsourcing 112.136
Beban listrik 2.247
Beban telepon dan fax 5.291
Lain-lain 117.195
Jumlah 1.391.484

5. Utang kepada pihak yang berelasi
Utang Perseroan kepada pihak yang berelasi pada tanggal 31 Mei 2011 adalah
sebesar Rp121.038ribu dengan rincian sebagai berikut:
KETERANGAN 31 Mei 2011

David J. Elisafan 73.067
PT. Daccom Anugerah Mulya 14.971
PT Majapahit Securities d/h. PT Asia Kapitalindo Securities 33.000
Jumlah 121.038

Utang kepada pihak yang berelasi tidak dikenakan bunga dan jadwal pembayaran
yang tetap.

6. Liabilitas imbalan pasca kerja
Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar
Rp642.876ribu dengan rincian sebagai berikut:
KETERANGAN 31 Mei 2011

Saldo awal tahun 571.970
Beban tahun berjalan 70.907
Jumlah 642.876

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban
imbalan pasca kerja untuk 31 Mei 2011 adalah sebagai berikut :
Tingkat diskonto per tahun : 7%
Tingkat kenaikan gaji per tahun : 8%
Umur pensiun normal : 55 Tahun

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH KEWAJIBAN PER TANGGAL
31 MEI 2011 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN KOMITMEN
PERSEROAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA.

MANAJEMENMENYATAKAN TIDAK TERDAPAT SETELAH TANGGAL NERACA
SAMPAI DENGAN TANGGAL AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF
PENDAFTARAN KECUALI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

MANAJEMEN MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH
KEWAJIBANNYA

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan
harus dibaca bersama dengan audit laporan keuangan Perseroan dan catatan-
catatannya yang termuat dalam Bab V Prospektus ini mengenai Laporan Auditor
Independen dan Laporan Keuangan Perseroan. Laporan keuangan Perseroan untuk
periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2011, 31 Desember 2010 dan
2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan sehubungan
dengan penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
menjadi efektif tanggal 1 Januari 2011, kelangsungan usaha perseroan, dan penyajian
kembali laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan Perseroan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010 tidak diaudit.

UMUM

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional berkedudukan di Malang, Jawa Timur,
yang bergerak dalam bidang pemberian jasa, khususnya jasa teknologi informasi
termasuk dan tidak terbatas pada produk-produk berupa perangkat lunak, sistem
aplikasi dan produk-produk internet serta usaha dalam bidang perindustrian yang
berhubungan dengan jasa dan produk-produk teknologi informasi dan memperdagangkan
hasil-hasilnya di dalam maupun diluar negeri.
Seiring berjalannya waktu, Perseroan mulai agresif mengembangkan produk produk
lain antara lain DESY (Delta Easy Accounting System), MyIncome serta MyAR untuk
aplikasi keuangan.  Pada tahun 2004, divisi Training (MYOH Training Center) didirikan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga operator professional di industri perhotelan serta
untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan. Akan tetapi di tahun 2005, divisi ini
dilebur menjadi satu dalam operasional perusahaan dan mulai tahun 2006 Perseroan
hingga sekarang ini memfokuskan pada pengembangan optimal untuk sistem restoran
dan perhotelan yang disesuikan dengan kebutuhan user.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mendapatkan ijin usaha
dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Timur berdasarkan Keputusan No. 15/13/SIU-B/IV/2000 tertanggal 3 April 2000.
ANALISA KEUANGAN

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi keuangan Perseroan yang didasarkan atas
laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Mei 2011, 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
dengan bahasa penjelasan sehubungan dengan penerapan revisi Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjadi efektif tanggal 1 Januari 2011, kelangsungan
usaha perseroan, dan penyajian kembali laporan keuangan perusahaan.
Laporan Posisi Keuangan

(dalam Ribuan Rupiah)
  KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009*)

ASET
Aset Lancar 757,313 457,861 955,173
Aset Tidak Lancar 6 89,375 946,946 740,772
JUMLAH ASET 1,446,689 1,404,807 1,695,944

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka pendek 3,305,416 3,256,872 5,077,427
Liabilkitas Jangka Panjang 763,914 704,332 629,683
JUMLAH LIABILITAS 4,069,330 3,961,204 5,707,110

JUMLAH EKUITAS (2,622,641) (2,556,397) (4,011,166)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1,446,689 1,404,807 1,695,944

Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Berikut ini adalah perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas Perseroan :
Grafik Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Untuk Tahun 2009, 2010 dan 31 Mei 2011
 (dalam ribu Rupiah)

Aset

Berikut ini perincian mengenai akun-akun dalam aset Perseroan:
(dalam Ribuan Rupiah)

  KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

ASET LANCAR
Kas dan setara kas 16.135 25.242 27.669
Piutang usaha pihak ketiga 650.997 325.737 710.353
Piutang lain-lain pihak ketiga 30.156 31.066 100.835
Persediaan - - -
Pajak dibayar dimuka 57.803 59.150 56.315
Biaya dibayar dimuka 2.222 16.667 60.000
JUMLAH ASET LANCAR 757.313 457.861 955.173

ASET TIDAK LANCAR
Biaya dibayar dimuka - - -
Piutang lain-lain pihak ketiga 0,00 255.000 255.000
Investasi saham 119.253,95 135.710 115.832
Aset tetap 210.000,00 210.000 210.000
Beban pembuatan program - - -
Uang muka jaminan proyek - - 13.333
Aset pajak tangguhan 339.621,49 325.735 126.106
Aset tidak lancar lainnya
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 689.375 946.946 740.772

JUMLAH ASET 1.446.689 1.404.807 1.695.944

Tahun 2010 merupakan tahun awal penerapan Pernyataan Standard Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang secara
prospektif telah diterapkan oleh Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2010.
Jumlah aset Perseroan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 52,07%
bila dibandingkan dengan tahun 2009. Penurunan tersebut terutama disebabkan
oleh menurunnya piutang usaha sebesar 54,14%, piutang lain-lain Perseroan sebesar
69,19%, biaya dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar 72,22% dan akun
biaya dibayar dimuka mengalami penurunan karena pada tahun 2010 biaya dibayar
dimuka tidak ada.
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp1.446 juta,
meningkat sebesar 2,98% dari sebelumnya Rp1.404 juta pada tanggal 31 Desember
2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha
Perseroan sebagai akibat dari peningkatan penjualan. Namun pada tanggal 31 Mei
2011 akun investasi saham mengalami penurunan sebesar dari sebesar Rp 255.000.002
pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp3, hal ini disebabkan penyisihan penghapusan
 investasi saham pada PT. Mars Online disebabkan PT. Mars Online sampai saat ini
tidak membuat laporan keuangan dan tidak beroperasi lagi.
Sejak 1 Januari 2010, Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk ketika terdapat
bukti obyektif bahwa Perseroan tidak akan dapat menagih semua piutang sesuai
dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur,
probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau reorganisasi keuangan, dan
wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran dianggap sebagai indicator bahwa
piutang telah turun nilainya. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut
dihapuskan terhadap akun penyisihan.
Perseroan dalam menjaga kualitas ketertagihan piutang salah satunya adalah tetap
berusaha melakukan penagihan terhadap semua tagihan piutang. Perseroan selama
tahun 2009 hingga tanggal 31 Mei 2011.
Liabilitas

Berikut ini perincian mengenai akun-akun kewajiban Perseroan:

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha 380,860 413,360 514,860
Utang lain-lain 1,289,290 1,294,290 1,382,790
Utang pajak 243,782 224,487 1,732,409
Biaya yang masih harus dibayar 1,391,484 1,324,735 1,447,368
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 3,305,416 3,256,872 5,077,427

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pada pihak yang berelasi 121,038 132,363 142,363
Liabilitas imbalan paska kerja 642,876 571,970 487,320
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 763,914 704,332 629,683

JUMLAH LIABILITAS 4,069,330 3,961,204 5,707,110

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2009

EKUITAS
Modal saham 42,025,000 42,025,000 42,025,000
Tambahan modal disetor 21,092,841 21,092,841 21,092,841
Defisit (65,740,482) (65,674,238) (67,129,007)
JUMLAH EKUITAS (2,622,641) (2,556,397) (4,011,166)

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1,446,689 1,404,807 1,695,944

Tahun 2010 merupakan tahun awal penerapan Pernyataan Standard Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang secara
prospektif telah diterapkan oleh Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2010.
Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,49% di tahun
2011 disebabkan karena terjadi peningkatan utang pajak sebesar 8,60%, peningkatan
ini disebabkan adanya peningkatan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), liabilitas
jangka panjang juga mengalami peningkatan ditahun 2011 sebesar 8,46% bila
dibandingkan dengan tahun 2010.
Pada Mei 2011, jumlah kewajiban Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,73%
disebabkan oleh peningkatan pada biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban
imbalan pasca kerja. Dimana faktor yang mempengaruhi peningkatan biaya yang
masih harus dibayar adalah beban gaji dan faktor yang mempengaruhi peningkatan
kewajiban imbalan pasca kerja adalah tingkat diskonto.
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

(dalam Ribu Rupiah)

KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2010 2009

(5 bulan) (5 bulan) (12 bulan) (12 bulan)

(Audit) (Tidak Audit) (Audit) (Audit)

Pendapatan bersih 1 ,079,645 698,975 1,947,360 2,047,251
Beban Usaha (1,149,749) 701,811 (2,025,507) (7,907,771)
Laba / (Rugi) usaha (70,103)  (2,837) (78,146) (5,860,520)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - bersih (10,027) (23,591)  (49,102) (73,874)
Laba / (Rugi) sebelum pajak penghasilan (80,130) (26,428) (127,248) (5,934,394)
Jumlah beban / (manfaat) pajak penghasilan 13,886 - 199,630 452,067

Laba / (Rugi) bersih periode berjalan (66,244) (26,428) 72,381 (5,482,327)

Perkembangan Penjualan, Beban Usaha dan Laba Bersih Perseroan

Berikut ini adalah perkembangan penjualan, beban dan laba bersih Perseroan :

Grafik Perkembangan Penjualan, Beban dan Laba Bersih
Untuk Tahun 2009, 2010, 31 Mei 2010 dan 31 Mei 2011

(dalam Ribu Rupiah)

Penjualan

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menerapkan PSAK No.23 (Revisi2010),
“Pendapatan”. PSAK revisi ini mengindentifikasi terpenuhinya criteria pengakuan
pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui dan mengatur perlakuan akuntansi
atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan
panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Tidak
terdapat dampak signifikan dari standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap
laporan keuangan.

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2010 menurun sebesar 4,88% dari
sebelumnya Rp2.047 juta pada tahun 2009. Penurunan tersebut disebabkan oleh
adanya penurunan volume penjualan software hotel.

Pendapatan usaha Perseroan selama 31 Mei tahun 2011 adalah sebesar Rp1.079
juta meningkat 54,46% dari sebelumnya sebesar Rp 698 juta pada 31 Mei tahun
2010. Karena pada tahun 2011 teknologi sangat cepat mengalami perubahan. Dengan
adanya perubahan teknologi terbaru membuat perilaku konsumen untuk mencari
tahu tentang perkembangan teknologi atau trend terbaru, keinginan untuk melakukan
perbandingan, keinginan untuk meneliti, keinginan untuk menggunakan teknologi
dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Sehingga
para konsumen ingin semakin memiliki teknologi terbaru dan meninggalkan teknologi
yang lama.
Beban Usaha `

Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan beban pokok usaha Perseroan:
(dalam Ribuan Rupiah)

  KETERANGAN 31 Mei 31 Desember

2011 2010 2010 2009

Gaji dan insentif 462.412 465.007 1.249.644 1.077.183
Penyisihan piutang ragu-ragu 27.000 - 279.378 5.758.744
Transportasi 90.201 40.398 97.098 193.538
Sewa 69.969 45.379 71.117 155.412
Penyusutan dan amortisasi 42.036 16.689  49.674 42.107
Telepon, fax dan internet 32.212 24.219 61.644 62.015
Konsultan 62.367 68.405 25.995 61.729
Komisi penjualan - - - 24.076
Listrik dan air 9.753 11.446 26.737 27.483
Imbalan pasca kerja 70.907 - 84.650 133.646
Peralatan kantor 6.001 10.611 21.317 22.254
Perbaikan dan pemeliharaan - 9.178 24.748 19.319
Pos dan kurir 2.376 2.756   6.977 5.005
Entertainment 19.365 2.737 13.659 14.661
Lain-lain 150 487 12.868 5.026
Jumlah beban umum dan administrasi 894.749 697.311 2.025.507 7.602.198
Beban lain-lain 255.000 4.500 - 305.573
Jumlah beban usaha 1.149.749 701.811 2.025.507 7.907.771

Beban usaha merupakan biaya yang dibukukan atas biaya administrasi umum serta
beban lain-lain bersih. Beban usaha Perseroan turun sebesar 74,39% ditahun 2010
sebesar Rp. 2,02 milyar dari tahun 2009 sebesar Rp. 7,9 milyar, karena sejak tahun
2009 Perseroan mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara pasar Australia
dan lebih berkonsentrasi pada pasar Domestik, sehingga dapat meminimalisasi
transport. Hal ini disebabkan juga karena turunnya beban penyisihan piutang ragu-
ragu sebesar 95,15%, tidak adanya beban komisi penjualan menurunnya beban
sewa sebesar 54,24%, konsultan sebesar 57,89%, dan imbalan paska kerja sebesar
36,66%.
Beban Usaha Perseroan per 31 Mei 2011 adalah sebesar Rp 1,1 miliar, meningkat
63,83% dari sebelumnya Rp 701 juta pada 31 Mei 2010. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi sebesar
28,31%, yang disebabkan adanya kenaikan pada beban transportasi sebesar 123,28%,
sewa sebesar 54,19%, penyusutan dan amortisasi sebesar 151,87%, telepon, fax
dan internet sebesar 33%, dan entertainment sebesar 607,49%.
Laba Bersih

Untuk pertama kalinya, Perseroan membukukan Laba Bersih positif sebesar Rp 72
juta pada tahun 2010. Walaupun hal  ini belum memenuhi target Perseroan, tetapi
sudah merupakan langkah awal yang baik bagi Perseroan.  Per 31 Mei 2011,
Perseroan mengalami rugi bersih sebesar Rp. 66 juta atau naik 150,66% dari tahun
31 Mei 2010. Hingga saat ini Perseroan masih belum dapat membagikan dividen
pada Pemegang Saham mengingat akumulasi kerugian di tahun-tahun yang lalu
masih cukup besar.
Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama yang
diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan.Saat ini Perseroan mampu
menghasilkan kas positif dari hasil kegiatan operasionalnya.
Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko, seperti yang telah dijelaskan pada Bab VI mengenai
Risiko Usaha, Perseroan menerapkan manajemen risiko berupa:
a. Resiko mata uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen
keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
Aktivitas operasional Perseroan sebagian besar dilakukan dalam mata uang
Rupiah dan untuk menyeimbangkan arus kas, Perseroan melakukan aktivitas
pendanaan dalam mata uang yang sama.

b. Resiko suku bunga
Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari
instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.
Perseroan dalam aktivitas operasionalnya tidak melakukan pinjaman kepada pihak
ketiga menggunakan suku bunga mengambang untuk meminimalisasi dampak
negatif terhadap Perseroan.

c. Resiko harga
Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen
keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, baik yang disebabkan oleh
faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau factor-faktor yang mempengaruhi
seluruh instrument yang diperdagangkan di pasar.
Perseroan mengelola risiko harga dengan secara rutin melakukan evaluasi
terhadap kinerja keuangan dan harga pasar atas investasinya, serta selalu
memantau perkembangan pasar global.

d. Resiko kredit
Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan
gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian
keuangan.
Risiko kredit adalah risiko dimana Perseroan akan mengalami kerugian yang
timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas
kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai potensi
atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan investasi.
Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-
akun tersebut.
Perseroan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang
dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan
bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan
ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

e. Risiko likuiditas
Merupakan risiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh
dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara
kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan dalam memenuhi komitmen
Perseroan untuk operasi normal Perseroan. Selain itu Perseroan juga melakukan
pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan
tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

f. Risiko Keuangan
1. Perseroan akan menerima dividen dari anak Perusahaan dalam mata uang

Rupiah, namun pendapatan anak Perusahaan adalah dengan mata uang US
Dollar. Dengan ini adapun resiko keuangan yang dihadapi Perseroan atas
Pembayaran dividen dari anak Perusahaan.

2. Perseroan akan mempunyai anak Perusahaan yang memiliki hutang yang
relatif tinggi. Adapun risiko atas kesanggupan pembayaran bunga yang mana
saat ini di nilai kecil karena pendapatan anak perusahaan akan menghasilkan
interest coverage ratio di atas 5 kali dan hal tersebut didukung dengan
Pemegang saham utama yang menjaminkan atas Pelunasan Hutang tersebut.

Standar Akuntansi Terbaru

Standar akuntansi yang baru telah diterbitkan yang merupakan standar wajib bagi
periode akuntansi yang dimulai pada atau sesudah 1 Januari 2011. Saat ini, Perseroan
masih mengkaji apabila perubahan standar akuntansi tersebut memiliki dampak yang
signifikan terhadap laporan keuangan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA DENGAN DITERBITKAN
STANDAR AKUNTANSI YANG BARU TIDAK AKAN MENGGANGGU
PENDAPATAN DAN KONDISI KEUANGAN DIMASA YANG AKAN DATANG.

I. RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai
macam risiko yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, antara lain sebagai berikut:
1. Risiko Perkembangan Teknologi dan Persaingan
2. Risiko Kehilangan Tenaga Inti
3. Risiko Tidak diperpanjangnya Kontrak Jasa Langganan
4. Risiko Kegagalan Produksi dan Implementasi Produk
5. Risiko Keuangan
Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang
dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan
dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja
keuangan Perseroan dalam Prospektus.
Sejalan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan setelah PUT I, maka risiko-
risiko yang terkait secara langsung adalah risiko pada Perusahaan Sasaran.
PERUSAHAAN SASARAN

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, kegiatan usaha yang dijalankan
oleh Perusahaan Sasaran tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh
faktor internal maupun eksternal yang dapat memberikan dampak negatif tidak
tercapainya target usaha, antara lain sebagai berikut :
• Risiko aktifitas operasional penambangan yang mengalami gangguan tak terduga

seperti kondisi cuaca (hujan) yang tidak diharapkan dan bencana alam, gangguan
pada peralatan pertambangan, kegagalan untuk memperoleh supply bahan bakar,
bahan peledak, dan suku cadang.

• Kontrak dengan perusahaan tambang batubara mengalami masalah atau gagal.
• Kenaikan biaya operasional perusahaan yang tidak diimbangi dengan pendapatan

dari kegiatan usaha.
C. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

SEJAK PENAWARAN UMUM PERDANA (GO PUBLIC)

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Penawaran
Umum Perdana Saham hingga saat ini adalah sebagai berikut :
Pendirian Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Myohdotcom Indonesia No. 37
tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-
undangan Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan
Keputusan No. C-7565 HT.01.01.TH.2000 tanggal 29 Maret 2000 dan telah diumumkan
dalam Tambahan No. 3067 dari BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 2000, struktur permodalan
dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai
berikut:
Modal Dasar : Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah),

terbagi atas 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam
puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua
puluh lima Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah),
terbagi atas 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam
puluh juta) saham.

Modal Disetor : Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar Rupiah).
Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

1. PT Janisia Investama 550.800.000 13.770.000.000 40,50
2. PT Daccom Anugerahmulya 550.800.000 13.770.000.000 40,50
3. PT Citra Aniko Bersama 136.000.000 3.400.000.000 10,00
4. PT Adhika Prabha Buana 122.400.000 3.060.000.000 9,00

TOTAL 1.360.000.000 34.000.000.000 100,00

Tahun 2000

Akta Berita Acara PT Myohdotcom Indonesia No. 37 tanggal 7 April 2000 yang dibuat
oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. C-8724.HT.01.04.TH. 2000 tanggal 17 April 2000 dan diumumkan
dalam Tambahan No. 3299 dari BNRI No. 51 tanggal 27 Juni 2000:
Modal Dasar : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), terbagi atas

4.000.000.000 (empat miliar saham) dengan nilai nominal
sebesar Rp 25,00 (duapuluh lima Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp38.275.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus
tujuh puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 1.531.000.000
(satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta) saham.

Modal Disetor Penuh : Rp38.275.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus
tujuh puluh lima juta Rupiah).

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

1.  PT Janisia Investama 550.800.000 13.770.000.000 35,98
2.  PT Daccom Anugarehmulya 550.800.000 13.770.000.000 35,98
3.  PT Citra Aniko Bersama       136.000.000 3.400.000.000 8,88
4.  PT Adhika Prabha Buana       122.400.000 3.060.000.000 7,99
5.  PT Asia Inti Utama         81.030.000 2.025.750.000 5,29
6.  Uthan Mokhamad Arief 1.000.000 25.000.000 0,06
7.  Isman 1.000.000 25.000.000 0,06
8.  Gunawan Sumana 1.935.000 48.375.000 0,13
9.  Wim Iskandar Zulkarnaen 5.000.000 125.000.000 0,33
10.  Imbang Jaya Mangkuto 5.000.000 125.000.000 0,33
11.  Arwadi Jonatan Setiabudi 5.000.000 125.000.000 0,33
12.  Ferry Bunarjo 6.000.000 150.000.000 0,39
13. Yono Tugiyono Makmoer 2.000.000 50.000.000 0,13
14. Erwin Tunggul Setiawan 1.000.000 25.000.000 0,06
15. Nirmalasari Iskandar 5.000.000 125.000.000 0,33
16. Winfried Tongken 1.935.000 48.375.000 0,13
17. Natalia Handayani 100.000 2.500.000 0,01
18.  PT Asuransi Mitra Mapaya 1.000.000 25.000.000 0,06
19.  PT Media Aset Manajemen 1.000.000 25.000.000 0,06
20.  Mangaratua Sutan Perdamaen 15.000.000 375.000.000 0,98
21.  Irawan Surlaya Halim 5.000.000 125.000.000 0,33
22.  David Dharma Thomas 2.000.000 50.000.000 0,13
23.  Irwan Marodjahan Hutasoit 13.500.000 337.500.000 0,88
24.  Harry Ponto 3.000.000 75.000.000 0,19
25.  Ie San Jang 7.000.000 175.000.000 0,46
26.  Johnson Raja Gukguk 1.000.000 25.000.000 0,06
27.  Andrew Pandu Sembirng 1.000.000 25.000.000 0,06
28.  Kliston Naibaho 1.000.000 25.000.000 0,06
29.  Adrey Uzzia Sitanggang 1.000.000 25.000.000 0,06

TOTAL 1.531.000.000 38.275.000.000 100,00

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Perbaikan No. 36 tanggal 31 Desember 2010, sebagaimana telah
ditegaskan dengan Akta Penegasan No. 04 tanggal 6 Januari 2011, keduanya dibuat
di hadapan Eva Misdawati, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada
dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar PT Myoh Technology Tbk No. AHU-AH.01.10-24788 tanggal 1 Agustus 2011
dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063501.AH.01.09.Tahun
2011 tanggal 1 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia juncto Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau  Lebih Dari
Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan
oleh PT Adimitra Transferindo, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham
dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), terbagi

atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai
nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah), terbagi atas 1.681.000.000 (satu miliar
enam ratus delapan puluh satu juta) saham.

Modal Disetor : Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah).

Nama Pemegang Saham Jumlah Jumlah Nilai Persentase
Saham Nominal (Rp)  (%)

Modal Dasar 4 .000.000.000 100.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1. PT. Daccom Anugerahmulya 526.436.000 13.160.900.000 31,32%
2. PT. Majapahit Securities Tbk 245.439.000 6.135.975.000 14,60%
3. PT. Janisia Investama 225.800.000 5.645.000.000 13,43%
4. PT. Nictyfrank Hutama Arta 145.816.500 3.645.412.500 8,67%
5. PT. Citra Aniko Bersama 136.000.000 3.400.000.000 8,09%
6. PT. Adhika Prabha Buana 122.400.000 3.060.000.000 7,28%
7. Tommy Bunarjo 105.066.000 2.626.650.000 6,25%
8. Masyarakat *) 174.042.500 4.351.062.500 10,35%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.681.000.000 42.025.000.000 100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel 2.319.000.000 57.975.000.000

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham
kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan

Tahun 2011

Berdasarkan Akta RUPS No. 13/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang
saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), terbagi atas

10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai
nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap saham.

Modal Ditempatkan : Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah), terbagi atas 210.125.000 (dua ratus
sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu) saham.

Modal Disetor : Rp42.025.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh
lima juta Rupiah).

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

1. PT Daccom Anugerahmulya 65.804.500 13.160.900.000 31,32

2. Masyarakat*) 144.320.500 28.864.100.000 68,68

TOTAL 210.125.000 42.025.000.000 100,00

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan
saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan.

D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

E.   PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MYOH
Technology Tbk No. 37 tanggal 26 Juni 2008 juncto Akta Penegasan No. 26 tanggal
27 Oktober 2008, juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT MYOH Technology Tbk No. 36 tanggal 29 Juli 2009, ketiganya dibuat oleh
Muhammad Afdal Ghazali, S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Myoh Technology Tbk No. 20 tanggal 22
Juni 2011, dibuat oleh Shella Falianti, S.H., Notaris di Jakarta, anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang sedang menjabat, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Jakubus Elisafan
Komisaris : Jaegopal Hutapea
Komisaris independen : Sean Carrara Tanuwidjaya
Direksi
Direktur Utama : Dedet Yandrinal
Direktur : Ir. Ganiadi Gunawan
Direktur : Ir. Kukuh Adistyanto
Komite Audit

Komite Audit dibawah Dewan Komisaris, beranggotakan 3 orang : Sean C. Tanuwidjaja,
Komisaris Independen dan Ketua, Andrei Sudi Ernianto S, dan Lella Kumala Sari,
anggota, masing-masing adalah praktisi keuangan. Komite Audit dibentuk berdasarkan
Peraturan IX.I.5.
Secara umum Komite Audit berwenang membantu Dewan Komisaris dalam memastikan
dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi tugas–'2dtugas
untuk :
- Mengkaji perencanaan audit baik oleh pihak internal maupun eksternal.
- Menelaah laporan audit internal dan eksternal.
- Menelaah pengendalian internal dan eksternal.
- Menelaah penerapan tata kelola perusahaan, etika bisnis serta pedoman perilaku.
Selama tahun 2010 Komite Audit telah melakukan 1 (satu) kali rapat untuk membahas
serangkaian audit kinerja keuangan perusahaan. Dalam rapat internal komite audit
dan dengan dewan direksi khusus mendiskusikan masalah yang sama yang masih
dihadapi Perseroan yaitu tentang perputaran piutang (Account Receivable Turnover)
Perseroan, yang rendah dan piutang lain–'2dlain yang tidak bergerak, peningkatan
mutu karyawan dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan Perseroan.
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:
Ketua : Sean C. Tanuwidjaja
Anggota : Andrei Sudi Ernianto Sudibyo
Anggota : Lella Kumala Sari
Landasan Hukum dibentuknya Komite Audit adalah Peratura Bapepam, dimana
semua hal yang berkaitan dengan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja
komite Audit diatur dalam Peraturan nomor IX.I.5
Tidak ada sekolah khusus yang dituntut sebagai dasar diangkatnya seseorang menjadi
anggota komite Audit, hanya ada persyaratan khusus untuk salah satunya yaitu harus
memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing ketua, dan anggota
Komite Audit Perseroan:

Sean C. Tanuwidjaja
Ketua/Komisaris Independen

Sebagai ketua. Menyelesaikan pendidikan pada University of Massachusetts,
Amherst, Massachusetts pada tahun 1973 sampai 1977. Pernah bekerja pada
Citibank N.A. Jakarta tahun 1978 – 1982 dan First Interstate Bank of California,
Jakarta.
Andrei Sudi Ernianto Sudibyo
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan pada Universitas Advent
Indonesia di Bandung. Berpengalaman sebagai Accounting Supervisor & Treasury
pada PT Nestle Indonesia pada tahun 1983 sampai 2002. Mulai tahun 2003 sampai
sekarang sebagai Operational Director pada Gardena Bakery & Resto Malang.
Lella Kumala Sari
Anggota KomiteAudit

Warga negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan pada Universitas Brawijaya
di Malang, sebagai praktisi keuangan
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Dedet Yandrinal

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tahun 1996 tentang Pembentukan
Sekretaris Perusahaan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.
01/Dirut/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011, Perseroan telah menunjuk Dedet Yandrinal
sebagai Sekretaris Perusahaan yang juga merangkap sebagai Direktur Utama
Perseroan.
Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain :
1. Bertanggung jawab atas Corporate communication atau penyajian informasi

Perseroantermasuk pendistribusian informasi antara pemegang saham, stake
holder, otoritas pasar modal dengan Perseroan.

2. Berwenang mengatur jadwal pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris
serta memfasilitasi segala bentuk akses informasi kepada publik.

F. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN
HUKUM

PT Daccom Anugerahmulya

Riwayat Singkat

PT Daccom Anugerahmulya didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Dacom No.
170 tanggal 21 Nopember 1989 sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dacom No. 176 tanggal 23 Mei
1991 yang kesemuanya dibuat di hadapan Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di
Malang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7028.HT.01.01.th.92 tanggal 25
Agustus 1992 dan diumumkan dalam Tambahan No. 90 dari BNRI No. 90 tanggal
10 Nopember 1992.
Anggaran dasar PT Daccom Anugerahmulya telah beberapa kali diubah, terakhir
adalah perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT Daccom Anugerahmulya
untuk disesuaikan dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Daccom
Anugerahmulya No. 32 tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat oleh The Hendro Winata,
S.H., Notaris di Malang, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64447.AH.01.02.Tahun 2008
tanggal 16 September 2008 dan diumumkan dalam Tambahan No. 11750 dari BNRI
No. 35 tanggal 1 Mei 2009 (“Akta Daccom No. 32/2008”).

Analisis yuridis ..., Eny Rofi’atul Ngazizah, FH UI, 2012
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